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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan akan memberikan informasi kinerja pembangunan, khususnya
pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang
dihadapi, serta alternatif tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan
pada periode berikutnya.

RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil
Presiden dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Saat ini,
RPJMN 2010-2014 telah melewati separuh waktu pelaksanaannya. Untuk itu, evaluasi
paruh waktu RPJMN 2010-2014 dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil,
dan kesesuaian arah pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sampai saat ini telah memberikan hasil pembangunan
yang cukup baik. Dibandingkan dengan kondisi awal pada 2009, saat ini Indonesia telah
menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih demokratis. Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, penurunan
angka kemiskinan, dan peningkatan akses dan kuaiitas pendidikan. Pencapaian itu
didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan di tengah kondisi ekonomi
dunia yang melemah. Pengakuan dunia internasional yang menempatkan Indonesia
sebagai negara terbesar ketiga — setelah India dan Amerika Serikat — dalam hal demokrasi
adalah bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan bidang politik.

Secara umum, kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi telah mengalami peningkatan,
tetapi upaya sungguh-sungguh perlu terus dilakukan dalam perumusan kebijakan dan
program pembangunan yang inklusif disertai dengan kerja keras dalam pelaksanaan
program-program prioritas nasional. Dengan demikian, keberhasilan dalam peningkatan
kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Maret 2013

&Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badap Perencanaan Pembangunan Nasional

A

. Alisjahbana

Armida
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: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
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PNPM-DTK

PNPM-LMP
PNPM-PISEW

PNPM-PUAP

PNS
Polda
Polres
POLRI
PONED
PONEK
PPLS
PPRG
PPT
PRIMA
Prolegnas
PROPER
PT

PT

PTA
PTN
PTSP
PTT
PUAP
PUG
PUG&A
PUMP
Puskesmas

Q
QS

R

RAD GRK
RAN

RAN API
RAN GRK
RAN PRB
RANHAM
RAPBN
RB

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah

Tertinggal dan Kepulauan

: Lingkungan Mandiri Perdesaan
: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wllayah

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan

Agribisnis Perdesaan

: Pegawai Negeri Sipil

: Kepolisian Daerah

: Kepolisian Resor

: Kepolisian Negara Republik Indonesia

: Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar

: Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif
: Pendataan Program Perlindungan Sosial

: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
: Pusat Pelayanan Terpadu

: Program Indonesia Emas

: Program Legislasi Nasional

: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

: Perguruan Tinggi

: Perseroan Terbatas

: Perguruan Tinggi Agama

: Perguruan Tinggi Negeri

: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

: Pegawai Tidak Tetap

: Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

: Pangarus Utamaan Gender

: Pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak
: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

: Pusat Kesehatan Masyarakat

: Quacquarelli Symond

: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

: Rencana Aksi Nasional

: Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim

: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana

: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

: Reformasi Birokrasi
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RENAS PB
Renja
RHL

RI
Riskesdas
RKA K/L
RKB

RKP
RPJMN
RPTC

RS

RSPA
RSUD
RTRW
RTS
RTSM
RUNK
RUU

S

SAR

SBI

SBN
SBSN
SCR-PB
SD

SDKI
SDM
SEA
SEA Games
SIAK
SIM-TKI
SIN
SINAS
Sisdiknas
SKB
SKPD
SLI
SLPTT
SM
SMA
SMART
SMK

: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

: Rencana Kerja

: Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

: Republik Indonesia

: Riset Kesehatan Dasar

: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
: Ruang Kelas Baru

: Rencana Kerja Pemerintah

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
: Rumah Perlindungan Trauma

: Rumah Sakit

: Rumah Perlindungan Sosial Anak

: Rumah Sakit Umum Daerah

: Rencana Tata Ruang Wilayah

: Rumah Tangga Sasaran

: Rumah Tangga Sangat Miskin

: Rencana Umum Nasional Keselamatan

: Rancangan Undang-Undang

: Search and Rescue

: Sertifikat Bank Indonesia

: Sura Berharga Negara

: Surat Berharga Syariah Negara

: Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
: Sekolah Dasar

: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia

: Sumber Daya Manusia

: South East Asia

: Southeast Asian Games

: Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan
: Sistem Informasi TKI

: Sistem Integritas Nasional

: Sistem Informasi Nasional

: Sistem Pendidikan Nasional

: Surat Keputusan Bersama

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Sekolah Lapang Iklim

: Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
: Sekolah Menengah

: Sekolah Menengah Atas

: Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis

: Sekolah Menengah Kejuruan
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SMP
SOP
SPO

SP
SPBG
SPIP
SPIPISE

SPM

SPPN

STBM
Stranas PPK
Susenas

T
TA

TAM

TB
TESA
TEWS
TFR

TI

TI

TIK
TIPIKOR
TKI

TKP
T™MII
TMMD
TNI

ToT

TPS
Traktat
TT

U

UAV
UuGM
UHH
ul
UKM
UKGM
UMKM

: Sekolah Menengah Pertama

: Standard Operating Procedure

: Sistem Prosedur dan Operasi

: Sensus Penduduk

: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas

: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

: Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara

Elektronik

: Standar Pelayanan Minimal

: Siatem Perencanaan Pembangunan Nasional

: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

: Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
: Survey Sosial Ekonomi Nasional

: Tahun Anggaran

: Tata Air Mikro

: Tuberculosis

: Telepon Sahabat Anak

: Tsunami Early Warning System

: Total Fertility Rate

: Transparency International

: Teknologi Informasi

: Teknologi Informasi dan Komunikasi
: Tindak Pidana Korupsi

: Tenaga Kerja Indonesia

: Tempat Kejadian Perkara

: Taman Mini Indonesia Indah

: TNI Manunggal Membangun Desa
: Tentara Nasional Indonesia

: Training of Trainer

: Tempat Pemungutan Suara

: Traning dan Perekrutan Anggota

: Tempat Tidur

: Unman Aerial Vehicle

: Universitas Gadjah Mada

: Usia Harapan Hidup

: Universitas Indonesia

: Usaha Kecil Menengah

: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
: Usaha Mikro Kecil Menengah
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UN

UN PKO
UNCAC
UNDP
UNESCO

UPPA
UPR
UPTD
USB
uso
uu

\')
V/C Ratio

w

WB
WEF
WNI
WP3WT

WPP
WTP

: Ujian Nasional

: United Nations Peacekeeping Operation

: United Nation Framework Convention on Climate Change
: United Nations Development Programme

: United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization

: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
: Universal Periodic Review

: Unit Pelaksana Teknis Daerah

: Unit Sekolah Baru

: Universal Service Obligation

: Undang-Undang

: Volume to Capacity Ratio

: World Bank

: World Economic Forum

: Warga Negara Indonesia

: Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah

Tertentu

: Wilayah Pengelolaan Perikanan
: Wajar Tanpa Pengecualian
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BAB 1
PENDAHULUAN




encana pembangunan nasional Tahap Kedua

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah

memasuki pertengahan pelaksanaan. Pemerintah
secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan
pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan Visi
dan Misi Pembangunan yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014. Selama dua setengah tahun pelaksanaan RPJMN
2010-2014, Pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan
kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan tersebut,
melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi
dan Misi Presiden terpilih yang memuat Strategi
Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional,
dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
oleh K/L. Dokumen ini menjadi acuan bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam
menyusun rencana kerjanya.

Visi Pembangunan Indonesia 2014 adalah TERWUJUDNYA
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN yang
diuraikan lebih jauh dalam Misi-misi Pembangungan.

Misi

Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan upaya
Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih
sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang
lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis, meliputi:
Pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia
yang sejahtera, yang tercermin pada tingkat kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan
pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran melalui program
perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan
infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya
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lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat
pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat
kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban
umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan
dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang
bertanggung jawab. Ketiga, memperkuat dimensi keadilan
dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan
pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan
antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender.

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang
berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber
daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan
penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Selanjuntnya Visi dan Misi Pembangunan Nasional akan
diwujudkan melalui 5 (lima) agenda pembangunan vyaitu:
Agenda |I. Pembangunan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan rakyat; Agenda Il. Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan; Agenda Ill. Penegakan Pilar Demokrasi;
Agenda IV. Penegakan Hukum; serta Agenda V.
Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Prioritas Pembangunan

Visi, Misi serta Agenda Utama Pembangunan dijabarkan ke
dalam 14 (empat belas) Prioritas Nasional lainnya yaitu:

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola dengan pemantapan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik.

Prioritas Nasional 2: Pendidikan yang ditujukan
terutama untuk peningkatan akses pendidikan yang
berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

Prioritas Nasional 3: Kesehatan dengan
penitikberatan pada pendekatan preventif dan kuratif.

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan
termasuk perbaikan distribusi pendapatan dengan
perlindungan sosial yang berbasis keluarga dan
pemberdayaan masyarakat.
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Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan serta lanjutan
revitalisasi pertanian.

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur yang memiliki daya
dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan
ekonomi dan sosial.

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan lklim Usaha
melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan
prosedur, perbaikan  sistem informasi, dan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Prioritas Nasional 8: Energi yang diprioritaskan pada
terjaminnya kelangsungan pertumbuhan nasional dan
optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-
luasnya.

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana vyang dilaksanakan melalui
konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan Pasca-Konflik yang mengutamakan dan
menjamin pertumbuhannya keberlangsungan
kehidupan damai di wilayah pascakonflik.

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan
Inovasi Teknologi yang diarahkan pada
pengembangan dan perlindungan kebhinekaan
budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya.

Prioritas Nasional 12: Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, khususnya pelaksanaan koordinasi
terhadap mekanisme prosedur
penanganan/penangkalan terorisme.

Prioritas Nasional 13: Bidang Perekonomian yang
terkait dengan kebijakan Industri Nasional dan
peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI).

Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat
diantaranya mencakup: Peningkatan kerukunan umat
beragama maupun peningkatan jumlah wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara.

Pada tahun ini, Pemerintah menganggap perlu melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan yang
telah ditetapkan (RPJMN 2010-2014) sampai dengan tahun
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2012. Dengan demikian dapat diupayakan peningkatan
konsistensi dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan,
perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan pembangunan
tersebut, serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan
rencana pembangunan. Hasil evaluasi paruh waktu RPJMN
2010-2014 ini melengkapi hasil evaluasi yang telah dilakukan
pada tahun 2011 sebagaimana amanat dalam UU Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah No0.39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Penilaian terhadap capaian sasaran-sasaran pembangunan
dilakukan dengan menggunakan gap analysis, yaitu melihat
perbedaan capaian sampai dengan Juni 2012 dan
memperkirakan pencapaian sasarannya pada tahun 2014
pada tingkat visi, misi dan agenda pembangunan kebijakan
ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan serta
sasaran 14 prioritas nasional. Analisis pencapaian sasaran
utama pembangunan didasarkan pada indikator sasaran
utama pembangunan nasional serta berdasarkan pada
kegiatan prioritas yang dianggap stategis yang dimuat dalam
Buku | RPJMN 2010-2014, permasalahan yang dihadapi
selama pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun
2012 dan perkiraan permasalahan yang akan dihadapi dalam
tahun 2013 dan 2014 serta upaya-upaya yang harus
dilakukan untuk mencapai target 2014.

Buku Laporan Hasil Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan
RPJMN 2010-2014 disajikan dalam 6 (enam) BAB sebagai
berikut: Pendahuluan; Evaluasi Pencapaian Visi, Misi, dan
Agenda Pembangunan; Evaluasi Pencapaian Kebijakan Makro
Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan; Evaluasi
Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional; Rencana Tindak
Lanjut; dan Penutup.

Pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi
kinerja pembangunan senantiasa diupayakan sehingga
kualitas dari hasil evaluasi lebih baik, lebih akurat dan dapat
diandalkan yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai
bahan masukan dan perbaikan untuk penyusunan rencana
pembangunan periode berikutnya.
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BAB II
PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN
AGENDA PEMBANGUNAN




isi Indonesia 2014 dalam RPJMN 2010-2014 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis,

dan Berkeadilan”.  Selama dua setengah tahun
pelaksanaan RPJMN banyak hal telah dicapai melalui
pembangunan di segala bidang untuk mendukung
pencapaian visi Indonesia 2014 tersebut. Indikator-indikator
pembangunan menunjukkan saat ini Indonesia lebih
sejahtera dan demokratis dibandingkan kondisi awal
pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun demikian, terdapat
indikasi kesenjangan yang sedikit melebar. Di samping itu,
penegakan hukum dan pemberantasan korupsimasih
menghadapi kendala dalam pencapaian targetnya.

Konsekuensinya adalah dalam sisa sekitar dua tahun
pelaksanaan RPJMN ke depan perlu upaya yang sungguh-
sungguh dari semua pihak untuk merumuskan kebijakan dan
program pembangunan vyang inklusif dan mendukung
pemerataan pendapatan dan keadilan, disertai kerja keras
dalam pelaksanaan program-program prioritas
nasional.Dengan demikian keberhasilan dalam peningkatan
kesejahteraan dan proses demokratisasi akan dinikmati oleh
seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mengetahui pencapaian visi dan misi Presiden secara
menyeluruh, dilakukan evaluasi dengan kerangka analisis
seperti Gambar Il.1. Dari kerangka analisis ini dapat dilihat
bahwa pencapaian visi merupakan hasil dari pencapaian
kinerja misi-misi yang mendukungnya. Pencapaian misi
ditentukan dari hasil pencapaian kinerja agenda-agenda,
sedangkan pencapaian agenda merupakan resultan dari
kinerja program-program kegiatan-kegiatan yang
dikelompokkan ke dalam 14 prioritas nasional.
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Visi
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS,
DAN BERKEADILAN

*
_

PN : Prioritas Nasional

Gambar Il.1 Kerangka Analisis Evaluasi RPJMN

2.1.Misi Pembangunan

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang
Sejahtera

Gambar 1.2 Struktur Misi 1

Aose i Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Yang Sejahtera

.~ merupakan misi yang didukung oleh Agenda | dan Agenda
membaik menjadi

0,617 pada 2011,

V.Pencapaian misi pertama ini ditunjukkan oleh membaiknya
.\ .. beberapa indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia
(oeeebet (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan,

J il rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, usia

JESEE harapan hidup, dan infrastruktur dasar.Angka IPM Indonesia
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saat ini meningkat dari 0,607 (2009) menjadi 0,617 (2011),
meskipun dalam Human Development Report UNDP
(2011)posisi IPM Indonesia masih berada pada urutan ke-124
dari 187 negara.

Peluang untuk meningkatkan IPM cukup besar mengingat
kinerja positif pencapaian beberapa indikator terkait, seperti
pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pendidikan.
Selama kurun waktu 2010-2012, pertumbuhan ekonomi
berkisar 6-6,5 %, angka kemiskinan menurun dari 14,2 %
(32,53 juta jiwa) pada 2009 menjadi 11,66 % (28,59 juta jiwa)
pada September 2012, meskipun laju penurunannya dari
tahun ke tahun melambat.

Trend capaian berbagai indikator sampai dengan
pertengahan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 menunjukkan
bahwa, dengan kerja keras, target-target pembangunan Misi
| akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi dan angka
kemiskinan tahun 2014 berpeluang akan tercapai.Pada 2014,
pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sasaran
sebesar 7% dan angka kemiskinan akan turun setidaknya
pada kisaran 10%.

Terkait akses dan pemerataan pendidikan, menunjukkan
capaian dua indikatornya yaitu capaian Rata-Rata Lama
Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angka Buta
Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas selama 3 tahun
terakhir sudah sesuai harapan, sehingga diperkirakan target
2014 akan tercapai.

Untuk bidang Kesehatan kinerjanya agak kurang sesuai
harapan. Walaupun indikator Usia Harapan Hidup (UHH)
sedikit meningkat dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 71,1
pada 2012, namun masih perlu usaha keras untuk mencapai
target 2014 di angka UHH 72. Sementara itu dua indikator
terkait lainnya yaitu penurunan Angka Kematian lbu (AKI)
melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) sangat sulit untuk
dapat mencapai target RPJM pada tahun 2012. Dengan
demikian, bidang kesehatan perlu melihat kembali program-
program kerjanya agar upaya meningkatkan kinerja dalam
periode dua tahun ke depan dapat diperbaiki secara optimal.

Dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan dan dalam
jangka panjang memperbaiki generasi baru yang lebih baik
tingkat pendidikan dan kesehatannya, salah satu upaya
Pemerintah adalah melaksanakan PKH (Program Keluarga
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Harapan). Capaian PKH sampai tahun 2012 adalah jumlah
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapat
bantuan sebesar 1,52 juta KSM, mencakup 33 Provinsi dan
166 kabupaten/kota (33%). Target PKH 2014 adalah
perluasan PKH mencakup seluruh kabupaten/kota dan
peningkatan jumlah RTSM menjadi 3 juta. Namun demikian
ukuran capaian sebenarnya bukan hanya perluasan lokasi
dan peningkatan jumlah RTSM tetapi juga pada
meningkatkan keakuratan sasaran. Untuk itu perlu diperkuat
sistem

pengendalian yang dapat menjamin terpenuhinya kewajiban
RTSM penerima untuk memeriksakan anggota keluarganya
(lbu Hamil dan Balita) ke fasiltas kesehatan dan
menyekolahkan anaknya sesuai ketentuan wajib belajar,
sehingga program PKH bukan hanya membantu distribusi
pendapatan tetapi juga akan membantu penurunan AKI dan
AKB.

Sementara itu, infrastruktur dasar menunjukkan beberapa
perbaikan yang berarti, yang ditunjukkan oleh meningkatnya
kapasitas penyediaan sistem air minum menjadi sebesar 19,1
m3/dt dan membaiknya penyehatan lingkungan, antara lain
melalui pelaksanaan program PNPM (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perkotaan. Beberapa hal
yang sudah dicapai adalah terbangunnya jalan lingkungan
sepanjang 31.100 km, drainase sepanjang 8.800 km, fasilitas
sanitasi dan pengolahan limbah sebanyak 164.800 unit,
terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan dan
penurunan pencemaran. Terkait pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan dalam skala luas, upaya yang
dilakukan pemerintah antara lain rehabilitasi hutan dan lahan
rusak dengan menurunkan luas lahan kritis menjadi 27,2 juta
ha pada tahun 2011. Berkurangnya lahan kritis akan
berdampak pada perbaikan lingkungan dan penurunan emisi
gas rumah kaca. Capaian lainnya adalah penurunan tingkat
pencemaran atau beban pencemaran air yang lebih dari 11
ton BODS5' perhari, dan 132 juta ton ekuivalen CO,.

! BOD5 adalah jumlah oksigen terlarut yang dikonsumsi untuk memproses
kandungan bahan organik di air melalui proses biologi dalam lima hari.
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Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.

Agenda II: Agenda Il Agenda IV:
Perbaikan Tata Penegakan Pilar Penegakan Hukum
Kelola Demokrasi dan
Pemerintahan Pemberantasan
Korupsi

Gambar I1.3 Struktur Misi 2

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi didukung oleh
Agenda ll, lll, dan V. Keberhasilan pencapaian Misi 2 terlihat
dari pencapaian Agenda Ill, melalui pembangunan di bidang
politik yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Hal
ini terbukti dari terjaganya pemenuhan hak politik dan
kebebasan sipil masyarakat, serta membaiknya kebebasan
pers. Disamping itu, dunia internasional mengakui dan
menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di
dunia dalam hal demokrasi setelah India dan Amerika
Serikat.

Pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai
keberhasilan Misi 2, mengingat pencapaian beberapa
indikator yang belum sesuai harapan. Terutama yang
terdapat dalam Agenda Il dan IV seperti: 1) Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) yang masih rendah;2) Opini WTP di Daerah
yang kenaikannya terus melambat; 3) Kemudahan berusaha
di Indonesia yang semakin memburuk; 4) Penyelesaian
perkara yang masih rendah; 5) Rendahnya jumlah perkara
yang masuk ke tahap penuntutan dan eksekusi oleh KPK dan
Kejaksaan; serta 6) Lambatnya pembuatan RUU menjadi UU
melalui Prolegnas. Demikian juga dengan kinerja di bidang
tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi tidak sesuai harapan.

Keberhasilan pemerintah dalam bidang politik salah satunya
adalah dalam menerapkan desentralisasi dan otonomi
daerah telah memberikan ruang yang cukup luas bagi
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masyarakat di daerah untuk menggunakan hak politiknya
(memilih dan dipilih) sehingga kesempatan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam setiap pemilu/pemilukada semakin
terbuka lebar.

Gambaran lengkap mengenai keberhasilan capaian Misi 2
dapat dilihat pada bagian penjelasan Agenda ll, lll, dan IV.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Agenda IV: Agenda V:
Penegakan Hukum dan Pembangunan yang
Pemberantasan Korupsi Inklusif dan Berkeadilan

Gambar 11.4 Struktur Misi 3

Misi Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
didukung oleh Agenda IV dan V. Indikator yang menunjukkan
kinerja Misi ketiga yang relatif membaik adalah adanya
jaminan kesehatan masyarakat, perbaikan akses untuk semua
kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender
dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Keadilan sosial antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya
cakupan jaminan kesehatan masyarakat. Sampai tahun 2011
cakupan kepesertaan Jaminan kesehatan mencapai 64,58%,
yang dilaksanakan melalui Program Jamkesmas, Askes,
Jamsostek dan jaminan kesehatan lainnya. Dengan demikian
masih ada sekitar 35,42% masyarakat yang belum terlindungi
oleh jaminan kesehatan. Untuk itu diperlukan kerja keras
untuk mencapai target 2014 sebesar 100% penduduk
terlayani jaminan kesehatan. Hal yang harus dilakukan antara
lain pemerintah harus mempercepat terbentuknya Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar
pelayanan kesehatan akan mampu menjangkau seluruh
masyarakat Indonesia, mulai pekerja hingga rakyat miskin.
Selain itu pemerintah perlu memastikan agar ketepatan data
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sasaran Jamkesmas di daerah benar-benar akurat sehingga
pelayanan jaminan sosial dapat semakin optimal.

Dalam rangka menjamin hak berpolitik masyarakat,
khususnya  hak  memilih/dipilih, pemerintah  telah
melaksanakan Program e-KTP. Dengan e-KTP diharapkan
kekisruhan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di
waktu lalu menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan
hak suara bisa diminimalisir. Walaupun DPT sudah sesuai, ada
kemungkinan target partisipasi masyarakat dalam Pemilu
2014 akan sulit tercapai. Hal ini dilihat dari perkembangan
tingkat partisipasi politik pemilukada di berbagai daerah pada
tahun 2011 yang hanya berkisar 75%, angka ini tidak jauh
berbeda dibandingkan dengan pemilukada tahun 2009 yaitu
75,28%.Jika trend ini berlaku juga untuk tingkat nasional
dimana angka partisipasi tidak jauh berbeda dengan posisi
tahun 2009 yaitu 70,99 % pemilu legislatif dan 72,56 % untuk
Pemilu Presiden/Wakil Presiden, maka target 75% (2014) sulit
dicapai. Bahkan bukannya tidak mungkin capaian akan
berada di bawah posisi tahun 2009, apabila kondisi yang tidak
kondusif seperti permasalahan institusional politik, citra
politisi dan partai yang memburuk akibat terlibat kasus
korupsi berlanjut. Kondisi yang tidak kondusif tersebut akan
menimbulkan political distrust yang selanjutnya akan
menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Kesetaraan gender di bidang politik ditunjukkan oleh
terpenuhinya kewajiban menyertakan sekurang-kurangnya
30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai
politik tingkat pusat pada partai politik yang lolos verifikasi
faktual untuk ikut pemilu 2014. Hal ini diamanatkan dalam
UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian juga untuk mewujudkan keadilan di bidang hukum,
pemerintah masih perlu kerja keras untuk mengatasi kendala
kendala dalam penegakan hukum. Penegakan hukum akan
memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Upaya vyang terus dilakukan pemerintah antara lain
meningkatkan independensi dan akuntabilitas kelembagaan
hukum, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di
bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan
yang transparan dan terbuka.
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Sementara untuk menjamin keadilan dalam bidang ekonomi,
dilakukan upaya afirmasi terhadap kelompok masyarakat
yang tertinggal, orang cacat dan terpinggirkan dalam bidang
ekonomi. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai
program pembangunan berbasis masyarakat, seperti PNPM,
PKH, peningkatan beasiswa miskin, dan peningkatan
pemberian kredit usaha kecil menengah dan koperasi. Dalam
rangka meningkatkan keadilan ekonomi, Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Kemiskinan
(MP3KI) harus segera direalisasikan dalam bentuk program-
program nyata di lapangan dan dalam intensitas dan akurasi
yang semakin baik. Selain itu program-program
pembangunan regular berbasis sektor, khususnya sektor
pertanian dan infrastruktur perdesaan, juga perlu diarahkan
secara cermat ke lokasi-lokasi tempat tinggal masyarakat
miskin dan sedapat mungkin dilaksanakan dengan
mekanisme padat karya.

2.2. Agenda Pembangunan

Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan  bidang ekonomi dan  peningkatan
kesejahteraan rakyat telah menunjukkan perbaikan yang
nyata walaupun masih ada indikator yang kurang
memuaskan sehingga untuk mencapainya diperlukan kerja
keras, perbaikan dan perkuatan program. Secara garis besar
capaian indikator-indikator utama yang membentuk kinerja
Agenda | adalah seperti dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda |

Capaian Perkiraan
Status .
Target Capaian
Satuan Awal 2010 2011 2012
(2009) 2014 2014
(Notifikasi)
Pertumbuhan % 4,6 7 6,2 6,5 6,3 2
Ekonomi S
() -
Inflasi % 2,8 35'55 7,0 38 | 35 Q
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Capaian Perkiraan
Status Target Capaian
Indikator Satuan Awal & 2010 2011 2012 o
(2009) 2014 2014
(Notifikasi)
Suku Bunga % 5,5- ’
(SBI 3 Bulan) 6,6 6,5 6,6 >0 42 =
1 0,
Tingkat % 14,15 | 810 | 1333 | 12,49 [11,96° v
Kemiskinan o
Tingkat % 7,87 5-6 7,14 6,56 | 6,32" .
Pengagguran =
Terbuka
Rata-Rata tahun 7,72 8,14 7,92 7,92 na .
Lama Sekolah
Penduduk
Berusia 15
Tahun ke Atas
Angka Buta % 5,30 4,18 4,79 4,43 na .
Aksara o
Penduduk
Usia 15 Tahun
ke Atas
Usia Harapan tahun
Hidup (UHH) 70.7 72 70.9 71.1 71.1 St
Angka per Q
Kematian Ibu | seratus i
(AKI) ribu 228" 118 n.a n.a n.a”
kelahir
an
Angka Perseri 347 24 347 347 32% .
Kematian Bayi | bu i
(AKB) kelahir
an
Nilai Tukar n.a 115-
Petani (NTP) 101,20 120 102,80 | 105,75 | 105,76

Keterangan:

1) Angka Triwulan 2 tahun 2012
2) Inflasi s/d September 2012, sedangkan inflasi tahun 2012 sebesar 4,3
3) Angka Maret 2012, sementara angka September 2012 sebesar 11,66
4) Angka bulan Februari 2012, sedangkan angka bulan Agustus 2012 adalah 6,14
5) Menggunakan angka status awal 2008

6) Perhitungan hasil SDKI 2012 belum selesai

7) Data SP tahun 2010
8) Hasil sementara SDKI 2012

\v-.f»"Sudah tercapai/on track/on-trend *..-sPerlu kerja keras ' Sangat sulit tercapai
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Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia telah diakui
dunia internasional antara lain dengan bergabungnya
Indonesia dalam kelompok G-20, yaitu dua puluh negara yang
menguasai 85 % PDB dunia, yang memiliki peranan sangat
penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan
ekonomi global.

Selain itu, di tengah melemahnya ekonomi dunia dan
permasalahan keuangan Eropa, pertumbuhan ekonomi
Indonesia meningkat cukup memuaskan dari 4,6 % ditahun
2009 menjadi 6,3 % di triwulan dua tahun 2012. Demikian
juga dengan laju inflasi berhasil dikendalikan, dari 7% pada
tahun 2010 menjadi sekitar 3,5 % pada tahun 2012.
Penurunan Inflasi ini mampu mendorong penurunan tingkat
suku bunga perbankan cukup besar dari 6,6 % di tahun 2010
menjadi 4,2 % tahun 2012, tingkat suku bunga yang relatif
rendah ini akan lebih mendorong kegiatan ekonomi di sektor
riil.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah
telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, namun
demikian laju penurunan kemiskinan tersebut cenderung
melambat dalam tiga tahun terakhir ini, sehingga perlu
upaya peningkatan efektifitas program penanggulangan agar
penurunnya dapat lebih cepat, sehingga target RPJMN pada
tahun 2014 sebesar 8-10 % dapat tercapai.

Selama tiga tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) menurun dari 7,87% pada 2009 menjadi 6,32% pada
2012. Berdasarkan progres tersebut, target pengangguran
terbuka pada 2014 sebesar 5-6% diperkirakan tercapai.
Untuk mempertahankan laju perbaikan TPT, pemerintah
perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan upaya
mengatasi kendala-kendala inefisiensi yang menurunkan
daya saing produk Indonesia. Kendala-kendala tersebut
antara lain  produktivitas tenaga kerja Indonesia yang
rendah?, tingkat korupsi yang tinggi, dan infrastruktur yang
masih terbatas. Selanjutnya tuntutan kenaikan upah buruh
yang tidak diikuti perbaikan kendala kendala yang ada akan

2Procluktivitas tenaga kerja Indonesia dikategorikan buruk dibanding tenaga
kerja dibeberapa negara asia lainnya seperti China, Vietnam ataupun Malaysia,
bahkan dalam laporan Mc. Kinsey(2012), produktivitas tenaga kerja Indonesia
hanya 50 persendari produktivitas tenaga kerja Malaysia. McKinsey Global
Institute, The archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential, 2012
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membebani pengusaha dan akan berdampak pada
pemutusan kerja.

Indikator pembangunan bidang pendidikan sampai dengan
2012 telah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan
arah pencapaian target RPJMN. Pencapaian dua Indikator
utama bidang pendidikan adalah: Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 7,72
tahun pada 2009 menjadi 7,92 tahun pada 2011, demikian
juga Angka Buta Aksara pada Penduduk Usia 15 Tahun ke
Atas juga telah berhasil diturunkan dari 5,3% pada 2009
menjadi 4,43% pada 2011. Indikator penting lainnya yaitu
Angka Partisipasi Sekolah juga menunjukkan perkembangan
yang sama. Dengan perkembangan ini, diperkirakan target
RPJMN pada 2014 akan tercapai.

Meskipun target-target bidang pendidikan dapat tercapai,
namun masih terdapat ketidak-sesuaian dengan kebutuhan
pendidikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
bangsa seperti: krisis karakter bangsa, penurunan daya saing,
korupsi yang merajalela, dan permintaan pasar tenaga kerja.
Pendidikan tidak hanya memperkaya siswa dengan
pengetahuan saja tetapi juga harus meningkatkan
kemampuan dalam penerapan ilmu dan pengembangan diri
dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbaikan kurikulum yang akan diterapkan di tahun 2013,
diharapkan bukan hanya memasukkan kurikulum budi
pekerti, tetapi juga perlu memasukkan komponen etos kerja
dan budaya anti korupsi untuk mengatasi krisis karakter
bangsa yang terjadi saat ini. Kurikulum ini juga didesain
sesuai dengan pasar kerja dan mendorong terjalinnya
networking antara sekolah dengan dunia usaha.

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator yang
menggambarkan status kesejahteraan masyarakat terus
mengalami peningkatan, namun untuk mencapai target UHH
pada 2014 sebesar 72 tahun, perlu kerja keras terutama
melihat perkembangan AKI dan AKB vyang kurang
memuaskan.

AKB pada 2012 adalah sebesar 32 (hasil sementara SDKI
2012). Angka ini lebih rendah dari AKB 2009 sebesar 34. Hal
ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan
bidang kesehatan. Meskipun demikian, capaian ini masih jauh
dari target penurunan AKB dalam RPJMN 2014, yaitu sebesar
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24. Dengan demikian target AKB pada 2014 akan sulit
diwujudkan. Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk
mengupayakan capaian target tersebut, diantaranya dengan
memperluas cakupan pelayanan kunjungan neonatal,
imunisasi, pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan terlatih. Pelayanan tersebut agar
dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang
berada di daerah tertinggal. Hal penting lainnya adalah upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
kesehatan ibu dan anak.

Peningkatan kesejahteraan petani juga merupakan aspek
penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
mengingat jumlah petani yang cukup besar. Salah satu
Indikator kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani
(NTP). Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN, nilai NTP
meningkat dari dari 101,20 (2009) menjadi 105,76 pada 2012.
Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan
petani. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras
untuk mendekati angka target pada 2014 sebesar 115-120.
Kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani bukan
hanya pada stabilitas harga, tetapi juga pada peningkatan
produksi beberapa komoditi pangan utama (padi, jagung,
tebu dan perikanan) yang kurang memadai, bahkan produksi
kedelai mengalami penurunan. Oleh karena itu, selain
menjaga stabilitas harga komoditi pangan, upaya yang perlu
dilakukan adalah akselerasi program swasembada pangan
terutama kedelai dan pengendalian alih fungsi lahan
pertanian.

Agenda Il: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Inti dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
adalah bukan sekadar patuh pada aturan secara formal
tetapi menuju tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu budaya tata
kelola yang baik (good governance). Wujud dari perbaikan
tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari
penurunan tingkat korupsi dan perbaikan pelayanan publik.
Secara umum capaian dari indikator utama untuk Agenda Il
ini kurang memuaskan (Tabel 11.2).
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Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agendal ll

Indikator

Satuan

Status
Awal
2009

Target
2014

Capaian

2010

2011

2012

Perkiraan
Capaian
2014
(Notifikasi)

Penurunan Tingkat Korupsi

Skor IPK (O-
10)

n.a

2,8

5,0

2,8

3,0

32Y

Persentase
K/L dengan
Opini WTP
atas Laporan
Keuangan K/L
(Pusat)

%

41

100

56

63

77

P
b

Persentase
Pemda
dengan Opini
WTP atas
Laporan
Keuangan
Pemda
(Daerah)

%

2,68

60

16

Perbaikan Pelayanan Publik

Skor
Integritas
Pelayanan
Publik (Pusat)
(0-10)

n.a

6,64

8,0

6,16

7,07

6,86

Skor
Integritas
Pelayanan
Publik
(Daerah) (0-
10)

n.a

6,46

8,0

5,26

6,00

6,32

et

Peringkat
Kemudahan
Berusaha (1-
183)?

n.a

129

75

115

126

129

Keterangan:

Y perubahan metode penghitungan mulai tahun 2012
3 Peringkat menurut International Finance Corporation (IFC)

Qx‘ Sudah tercapai/on track/on-trend ..~ Perlu kerja keras QSangat sulit tercapai

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat dari
2,8 pada 2010 menjadi 3,0 pada 2011 (skala 0-10). Pada 2012
Tranparency International (TI) merubah metode survei dan
skala penilaian menjadi skala 0-100, dalam hal ini skor
Indonesia adalah 32. Perkembangan ini menunjukkan adanya
perbaikan tata kelola pemerintahan, meskipun masih jauh
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dari target pencapaian IPK dalam RPJMN. Disamping itu,
Indonesia masih menempati posisi yang rendah dibanding
negara-negara lain, yaitu peringkat ke-100 dari 183 negara
yang disurvei.

Di samping itu, persentase pencapaian opini WTP oleh BPK
pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukan
peningkatan setiap tahunnya. Target pencapaian WTP
Instansi Pemerintah Pusat pada tahun 2014 diperkirakan
akan tercapai 100%. Meskipun demikian, peningkatan
pencapaian WTP oleh daerah dirasakan masih kurang
maksimal karena masih jauh dari target 2014 sehingga
diperkirakan sulit untuk dicapai.

Perkembangan skor integritas pelayanan publik juga memiliki
trend yang sama seperti perkembangan opini WTP. Skor
integritas pelayanan publik pada Pemerintah Pusat
diperkirakan akan mencapai target RPJMN, namun tidak
demikian dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah harus berusaha lebih keras lagi dalam
mengupayakan  peningkatan pelayanan publik  bagi
masyarakat di daerahnya.

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia juga mengalami
penurunan setiap tahunnya. Menurut International Finance
Corporation (IFC), peringkat Indonesia turun dari 115 pada
2010 menjadi 129 pada 2012. Memburuknya kemudahan
berusaha berpengaruh pada menurunnya daya saing
ekonomi Indonesia. Laporan World Economic Forum (WEF)
juga menyebutkan bahwa posisi daya saing ekonomi
Indonesia turun empat tingkat dari posisi ke-46 pada tahun
2011 menjadi posisi ke-50 pada tahun 2012. Hal ini
menunjukan bahwa ada masalah dalam iklim investasi di
Indonesia, yang disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien
dan korup, infrastruktur tidak memadai, etika kerja buruk,
peraturan buruh yang membatasi, akses pada pembiayaan
yang sulit, kurangnya jumlah tenaga kerja terdidik, dan
rendahnya kemampuan berinovasi. Jika segala hambatan
diatas tidak segera diatasi maka diprediksi target peringkat
ke-75 dalam kemudahan berusaha (IFC) pada tahun 2014
tidak akan tercapai. Diperkirakan pada 2014 peringkat
kemudahan berusaha hanya berada pada kisaran di atas 100.

Untuk mencapai target penurunan tingkat korupsi dan
perbaikan peringkat kemudahan berusaha, maka Pemerintah
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perlu  melakukan langkah-langkah akselerasi secara
menyeluruh, misalnya melalui: a) penegakan hukum secara
konsisten dan pemberian hukuman yang lebih berat bagi
pelaku tindak pidana korupsi; b) penguatan dan pembenahan
institusi penegak hukum beserta perangkat yang ada di
Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengadilan (MA, MK, KY);
¢) menyelesaikan dengan segera kasus-kasus korupsi besar
yang melibatkan politisi, mafia hukum, dan pejabat publik
tingkat tinggi; d) penguatan peran dan fungsi KPK dan
pengadilan TIPIKOR; dan e) meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi  penyelenggaraan  pemerintahan  melalui
Reformasi Birokrasi yang diperluas baik sasaran maupun
kualitasnya, seperti, penerapan pakta integritas, kontrak
kinerja, pengembangan IKU pada instansi pemerintah, serta
evaluasi kinerja program/kegiatan yang dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja suatu instansi.

Agenda lll: Penegakan Pilar Demokrasi.

RPJMN 2010-2014 menyebutkan pentingnya penegakan pilar
demokrasi dalam pembangunan menuju Indonesia yang
demokratis. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penghargaan
terhadap hak azasi manusia, terjaminnya kebebasan
berpendapat, dan jaminan terhadap keberagaman. Berkaitan
dengan itu, penegakan pilar-pilar demokrasi di Indonesia
juga dilakukan melalui penguatan peran kelembagaan,
termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini
bertujuan  untuk  meningkatkan  harmoni interaksi
antarlembaga tersebut, yang mengarah pada tegaknya
ketertiban umum, penghapusan segala macam bentuk
diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia,
serta kebebasan yang bertanggungjawab.

Dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia,
Indonesia mendapat catatan kritis dalam sidang Universal
Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB, yang berlangsung
pada 23-25 Mei 2012, di Jenewa, Swiss. Sebanyak 74 negara
berpartisipasi dalam sidang UPR tersebut. Berkaitan dengan
hal ini, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan menerima
179 rekomendasi yang disampaikan oleh UPR, dengan rincian
langsung mengadopsi 143 rekomendasi dan akan
mempertimbangkan kembali 36 rekomendasi lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia serius dan
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bersungguh-sungguh  dalam
beragama,

intoleransi

berat.

penghapusan
perlindungan terhadap kelompok
minoritas, serta impunitas atas kasus pelanggaran HAM

diskriminasi,

Tabel 11.3 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda Il

Indikator Satuan | Awal | 014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014
2009 ——
(Notifikasi)
Indeks Demokras na | 673 | 73 |6317|6548 "
Indonesia (IDI) oo
Institusi Demokrasi n.a 62,72 n.a 63,11 | 74,72
Tingkat Partisipasi
Politik Rakyat dalam % 70,99 75
Pemilu Legislatif
Tingkat Partisipasi
Politik Rakyat dalam o
Pemilu Pemilu Presiden % 72,56 75
/ Wakil Presiden

Keterangan:

Q Sudah tercapai/on track/on-trend ..~ Perlu kerja keras QSangat sulit tercapai

Pemenuhan hak politik dan kebebasan sipil merupakan salah
satu pilar demokrasi penting. Sasaran pemerintah dalam
bidang politik seperti yang tertuang dalam RPJMN adalah
Pemilu yang adil dan tidak diskriminatif dengan tingkat
partisipasi politik rakyat pada Pemilu 2014 mencapai 75 %
dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2014 vyang
mencapai skor 73. Pencapaian partisipasi politik masyarakat
dalam pemilu baru dapat diketahui setelah pelaksanaan
pemilu pada 2014. (Tabel I1.3)

Pembangunan bidang politik di Indonesia telah memberikan
hasil yang nyata dalam penegakan pilar demokrasi. Dalam
laporan Freedom of the World 2012 , Indonesia termasuk
dalam kategori negara yang bebas (Freedom Status: Free)
bersama negara-negara maju karena mampu memberikan
dan menjaga hak politik dan kebebasan sipil masyarakat.
(Gambar I1.5) Freedom House menilai skor Tingkat
Kebebasan (Freedom Rating) Indonesia sebesar 2,5 (skala 0-
10, semakin kecil semakin baik) dan dapat dipertahankan
sejak 2009 sampai 2012.
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Partly Free
B Not Free

Gambar 1.5 Peta Status Kebebasan (Freedom Status)
Sumber: Freedom House

Kebebasan mengemukakan pendapat yang merupakan salah
satu pendukung demokrasi yang penting juga semakin
membaik. Hal ini ditunjukkan oleh dicabutnya kewenangan
Jaksa Agung untuk melarang peredaran buku pada tahun
2010, terjaminnya kebebasan pers dan penggunaan internet.

Tabel 1.4 menunjukkan penilaian Freedom House atas kondisi
kebebasan pers dan penggunaan internet di Indonesia.
Penilaian tersebut merupakan gambaran terjaganya kondisi
kebebasan pers yang semakin membaik. Sampai 2012
Indonesia memperoleh status Partly Free dalam bidang pers,
dengan skor kebebasan pers (Freedom of Press) yang
semakin membaik, yaitu dari 54 pada tahun 2009 menjadi 49
pada 2012. Perbaikan skor ini didukung oleh membaiknya
skor pada lingkungan legal dan politik.

Tabel 11.4 Perkembangan Status Kebebasan Pers

2009 2010 2011 2012
Press Status Partly Free Partly Free Partly Free Partly Free
Press Freedom Score 54 52 53 49
Legal Environment 18 18 18 16
Political Environment 21 19 20 18
Economic Environment 15 15 15 15
Note: O=most free. 100=least
free
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Terjaganya pemenuhan hak politik, kebebasan sipil
masyarakat dan membaiknya kebebasan pers merupakan
capaian penting dalam pembangunan pilar-pilar demokrasi.
Meskipun demikian, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami
penurunan, antara lain disebabkan oleh: a) meningkatnya
jumlah kekerasan di masyarakat dan antarkelompok
masyarakat sebagai dampak dari masih adanya politik
pragmatisme-transaksional pada pelaksanaan pemilu dan
pilkada, dan permasalahan institusional politik yang
berpotensi pada munculnya political distrust; b) adanya
masalah prosedural pemilu dalam bentuk belum akuratnya
Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya hambatan hak memilih
dan dipilih, dan masih buruknya fasilitas penyandang cacat
pada Pemilu; c) terbatasnya kaderisasi dalam parpol; dan d)
masih rendah peran DPRD, terutama dalam pelaksanaan hak
inisiatif.

Diprediksi bahwa sasaran RPJMN 2014 untuk penegakan pilar
demokrasi masih  berpotensi dapat dicapai melalui
pelaksanaan: 1) Penyusunan DPT secara profesional,
partisipatif dan transparan; 2) Pendidikan politik dan pemilih
tepat sasaran, penggunaan budaya lokal, dan pemanfaatan
teknologi informasi; 3) Pengawalan secara intensif
penyelesaian peraturan perundangan bidang politik agar
tepat waktu; 4) Desain bimbingan teknis (bimtek) dan
pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyelenggara
pemilu; 5) Pengawalan ketersediaan anggaran untuk tahapan
pemilu agar tepat waktu; serta 6) Perhatian pada penyediaan
fasilitasi penyandang cacat.

Agenda IV: Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Wujud dari penegakan hukum adalah adanya kepastian
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan
dilaksanakan melalui peningkatan independensi dan
akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan
sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong
berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka.
Agenda penegakan hukum mencakup keterbukaan dalam
proses pembuatan undang-undang, termasuk proses
penjabarannya, pengawasannya dan penegakan aturan
hukumnya.
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Beberapa indikator utama pada agenda ini, yaitu jumlah
penyelesaian perkara, baik di tingkat Peradilan Umum dan
MA, dan penanganan kasus korupsi masih memerlukan kerja
keras untuk mencapai target RPJMN, sementara indikator
penyelesaian Prolegnas diperkirakan akan sangat sulit dicapai
pada tahun 2014.

Tabel I1.5 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda IV

Indikator

Status
Awal
2009

Target
2014

Capaian

2010

2011

2012

Perkiraan
Capaian 2014
(Notifikasi)

Penegakan Hukum

Jumlah

Penyelesaian

Perkara di Tingkat

MA Y

a. Perkara yang
ditangani (Pkr)

b. Perkara yang
putus (Pkr)

22.315 | 10.500"

13.891

22.315

13.891

21.414

13.719

4.885
2)

Jumlah
penyelesaian
administrasi
perkara (yang
sederhana &
tepat waktu) di
lingkungan
;eradilan Umum
Tingkat Pertama:
a. Perkara yang
ditangani (Pkr)
b. Perkara yang
putus (Pkr)

Tingkat Banding:
a. Perkara yang

ditangani (Pkr)
b. Perkara yang
putus (Pkr)

153.100

2.742.1
69

2.703.2
65

13.488

10.795

4.854.1
11

4.808.8
81

13.577

10.911

n.a

Penanganan Kasus

Korupsi oleh KPK n

Penyelidikan
(kasus)

67 80

54

78

Penyidikan
(perkara)

37 75

62

66

Penuntutan
(perkara)

32 65

55

45

Eksekusi (perkara)

39

38

33
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Capaian Perkiraan

Status Target Capaian
Indikator ;‘(‘;‘g' 2014 | 2010 | 2011 | 2012 2014
(Notifikasi)

Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan U

Penyidikan 1609 2315 1729 450 ,
(perkara) .
Penuntutan 1369 1706 1499 442"

(perkara) -

Sumber: ! Pidato Presiden RI 16 Aguatus 2012

3 Angka sampai dengan Mei 2012

) Laporan Evaluasi Dua Tahun RPJMN 2010-2014

' Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan—Bappenas, &Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN)

Keterangan: * Target dalam RPJMN 2010-2014 ** Data per Juni 2012

Q Sudah tercapai/on track/on-trend “-.'Perlu kerja keras QSangat sulit tercapai

Penyelesaian perkara pada peradilan umum tingkat pertama
maupun tingkat banding telah memberikan gambaran
terlaksananya aspek penegakan hukum yang baik. Sebagian
besar perkara yang ditangani dapat diselesaikan. Akan tetapi,
pada tingkat Mahkamah Agung (MA), masih dijumpai
banyaknya “hutang” perkara yang masih tersisa.

Banyaknya hutang perkara di tingkat MA dan semakin
rendahnya proporsi jumlah perkara korupsi yang masuk ke
tahap penuntutan dan eksekusi oleh KPK dan Kejaksaan,
memperlihatkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras
dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Sementara terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,
salah satu upaya yang dapat ditempuh selain penegakan
hukum vyang konsisten, adalah terus mengupayakan
perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi
menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan
tindak pidana lainnya, sehingga tercapai rasa keadilan di
masyarakat dan terciptanya pemerintahan yang bersih.

Pada tataran pelaksanaan, sistem penegakan hukum masih
menghadapi berbagai permasalahan dan kendala, terutama
terkait dengan aspek koordinasi antarinstansi. Masing-
masing lembaga penegak hukum menjalankan tugas dan
tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena
itu, perbedaan tersebut harus diselaraskan dan
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diharmonisasikan dalam tataran pelaksanaannya, agar
penegakan hukum dapat dilaksanakan secara tepat dan
sesuai kaidah hukum yang berlaku, serta memberikan rasa
keadilan bagi masyarakat.

Salah satu penyebab buruknya penilaian masyarakat akan
penegakan hukum di Indonesia ternyata tidak terlepas dari
sistem hukum itu sendiri, yang membuat aparat penegak
hukum di Indonesia tidak dapat bekerja secara maksimal.
Sebagai contoh adalah adanya peraturan yang
mengharuskan para penegak hukum untuk meminta izin
kepada Presiden dalam melakukan pemanggilan kepala
daerah untuk diperiksa oleh lembaga penegak hukum.

Sementara itu, proses pembuatan undang-undang berjalan
lambat yang ditunjukkan oleh rendahnya capaian Prolegnas
setiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kebuntuan
komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif, karena
capaian Prolegnas adalah hasil kompromi antara DPR dan
Pemerintah. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan DPR
lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan
penganggaran daripada fungsi legislasi.

Rendahnya capaian Prolegnas perlu dijadikan bahan koreksi
bersama antara Pemerintah dan DPR dalam menetapkan
target Prolegnas dalam tahun-tahun mendatang. Dalam hal
ini, perlu perbaikan /peningkatan efektifitas komunikasi dan
penyesuaian target Prolegnas dengan mempertimbangkan
kemampuan penyelesaiannya. Jika hal ini tidak segera diatasi
maka diprediksi target Prolegnas tahun 2014 tidak akan
tercapai.

Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mengikut-
sertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh
rakyat tanpa membuat kesenjangan dan disparitas.
Walaupun selama ini Pemerintah sudah bekerja keras untuk
dapat menjalankan pembangunan vyang inklusif dan
berkeadilan, tetapi beberapa indikator utama dalam RPJMN
diperkirakan akan sulit untuk dicapai targetnya. Beberapa
target tersebut antara lain persentase masyarakat yang
memiliki jaminan kesehatan dan angka kemiskinan daerah
tertinggal.
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Tabel Il.6 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda V

Indikator Satuan Awal
(2009) 2014 2010 | 2011 | 2012 29}4 .
(Notifikasi)
Persentase Persent | 17.86% 25% 17.90% | 18.40% | 21.74%
anggota DPR ase
perempuan W
Jumlah Juta- n.a 172 n.a n.a 147,4 ‘
masyarakat yang jiwa i
memiliki jaminan
untuk
menggunakan hak
ikut pemilu
melalui
perekaman sidik
jari e-KTP dalam
rangka
keakuratan DPT
Jumlah RT peserta | Ribu 726 1.170 774 1052 1.492 .
PKH RTSM e
Persentase
penduduk
(termasuk seluruh
penduduk miskin) % 48 100 59,07 63,1 64,58
yang memiliki
jaminan
kesehatan o’
PNPM Perdesaan | Jumlah 4.334 5100 4,791 4.978 5.070 .
desa e
PNPM Perkotaan | Jumlah 11.014 10,948 10,930 | 10,999 | 10,948
*) Kelurah b
an
Angka Kemiskinan % 20,19 14.2 19,86 | 19,15 18,43

daerah tertinggal

Keterangan:

*)Status awal yang lebih besar dari target 2014 adalah akibat penyesuaian data jumlah

kelurahan.

9 Sudah tercapai/on track/on-trend .~ Perlu kerja keras

’Sangat sulit tercapai

Untuk mempercepat pencapaian target-target tersebut,
perlu dilakukan percepatan beberapa program.
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Jangkauan pelayanan kesehatan perlu diperluas, khususnya
melalui perluasan cakupan sistem jaminan kesehatan. Sistem
jaminan kesehatan perlu dilakukan secara terpadu dalam
satu pengelolaan di bawah BPJS kesehatan, yang
mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kesehatan, seperti
Jamkesmas, Jamsostek, Askes, dan Jamkesda.

Dalam kaitan dengan keadilan ekonomi, perlu dipercepat
pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat
padat karya. Sebagai contoh, percepatan pembangunan
bidang pertanian, terutama akselerasi program swasembada
pangan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian,
peningkatan akses petani pada sumber daya produktif, dan
meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk
menyiapkan program/kegiatan daerah yang mendukung.

Demikian juga dengan pengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal dan sekitarnya perlu lebih ditekankan pada
pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan
distribusi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan
produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama
antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah,
yang selanjutnya akan mendukung peningkatan pendapatan
masyarakat di daerah tersebut.

Dalam kaitan dengan keadilan dan kesetaraan di bidang
politik, Undang-Undang telah menjamin keterlibatan kaum
perempuan dalam kegiatan politik, yang antara lain
ditunjukkan oleh proporsi kursi DPR yang diduduki oleh
perempuan yang meningkat secara signifikan. Proporsi ini
telah meningkat dari data pemilu tahun 2004 11.09%
menjadi 17.86% hasil pemilu 2009. Kemudian sejalan dengan
adanya Pergantian Antar Waktu (PAW), persentase jumlah
perempuan di DPR pada semakin meningkat setiap tahunnya
yaitu sebesar 17.9% pada tahun 2010, sebesar 18.40% pada
tahun 2011 dan 21,4% pada tahun 2012. Hal ini juga
tercermin pada kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30
% dalam struktur kepengurusan partai sebagaimana
ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum. Kuota keterwakilan perempuan merupakan salah
satu dari tiga hal yang diverifikasi KPU terhadap partai
peserta pemilu 2014. Jumlah partai yang mendaftar ke KPU
untuk berpartisipasi pada pemilu 2014 sebanyak 73 partai,
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dan vyang lolos verifikasi faktual berjumlah 16 partai.
Beberapa partai yang lolos dalam proses verifikasi faktual
dengan struktur kepengurusan yang telah menempatkankan
pengurus perempuan minimal 30% antara lain  Partai
Gerindra dengan 99 orang pengurus perempuan atau
31,52% dari total anggota , Partai Golkar (116 orang =
31,52%), Partai PDI (76 orang = 30%) dan Partai Demokrat
(59 orang = 31%).

Penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terkait
dengan pemilihan umum dengan pemenuhan hak rakyat
untuk memilih dan dipilih melalui pemutakhiran data pemilih
(DPT), pengumpulan data-data  kewilayahan  dan
kependudukan dari seluruh KPU di provinsi dan
kabupaten/kota. Dengan sistem KTP manual banyak terjadi
penyimpangan dalam penyusunan DPT, sehingga sebagian
masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan
banyak manipulasi data dimana seorang bisa terdaftar di
beberapa lokasi dengan menggunakan beberapa nama.
Dengan adanya e-KTP selain masyarakat mendapat keadilan
politik dengan diberikan hak pilihnya dengan terdaftar dalam
DPT, penyimpangan manipulasi data bisa diminimalisir.
Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan perekaman sidik
jari sebanyak 147,4 juta jiwa wajib KTP dan sudah dicetak e-
KTP sebanyak 68,55 juta keping, diprediksikan target e-KTP
2014 sebanyak 172 juta akan tercapai.

Kesejahteraan yang lebih merata merupakan salah satu
dimensi pembangunan inklusif dan berkeadilan. Program
Keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu program
afirmatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin dengan pemberian bantuan tunai
bersyarat. Dana yang disalurkan melalui program PKH
meningkat lebih dari 200% pada tahun 2012 dibanding lima
tahun sebelumnya. Jumlah RTSM yang mendapat bantuan
sampai 2012 adalah 1,52 juta RTSM, mencakup 33 Provinsi
dan 166 kabupaten/kota (33%) sehingga diperkirakan target
PKH 2014 berupa peningkatan RTSM menjadi 3 juta dan
perluasan PKH mencakup seluruh kabupaten/kota akan
tercapai. Program afirmatif lainnya adalah Program Bantuan
Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang pendidikan dasar, dimana
pada tahun 2012 telah disalurkan bantuan untuk 10,1 juta
siswa SD, 2,8 juta siswa M, 4,6 juta siswa SMP, dan 2,3 juta
siswa MTs.
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Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan
diwujudkan antara lain dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), yang
dalam proses perencanaannya bersifat bottom-up dan
pelaksanaannya bersifat inklusif. Cakupan PNPM Mandiri
Perdesaan meningkat dari 4.334 desa pada tahun 2009
menjadi 5.070 desa pada tahun 2012. Sementara itu, PNPM
Mandiri Perkotaan pada 2012 telah mencakup 10.946
kelurahan dan sudah mencapai target yang ditentukan.
Keterlibatan masyarakat diperluas juga melalui Program
PNPM lainnya, antara lain: (1) PNPM-PISEW untuk
mendukung pembangunan infrastruktur dasar; (2) PNPM
PUAP untuk mendukung akses permodalan pertanian; (3)
PNPM Mandiri Pariwisata untuk pengembangan desa wisata.
Dengan keterlibatan secara aktif, masyarakat merasa lebih
memilikidan mendapatkan manfaat program sehingga akan
mendukung keberlanjutan dari hasil program tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian terhadap capaian lima agenda dan tiga misi
pembangunan seperti diuraikan diatas, dapat disimpulkan
bahwa Visi RPJMN 2010-2014 untuk mewujudkan Indonesia
yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan berpeluang akan
tercapai, yang antara lain ditunjukkan dengan berbagai
indikator kesejahteraan dan demokrasi yang cenderung
meningkat dalam periode 3 tahun pelaksanaan RPJM yang
sudah berjalan dan diharapkan akan terus membaik sampai
tahun 2014. Selanjutnya masyarakat Indonesia yang lebih
sejahtera ini juga semakin terbuka dalam menyalurkan
aspirasinya, baik melalui berbagai organisasi sosial politik,
maupun secara individu dalam berbagai kegiatan
pelaksanaan demokrasi. Berbagai kekurangan tentu saja
masih ada dan harus terus diperbaiki, namun secara umum
proses dan sistim demokrasi yang sudah dibangun
diharapkan dapat terus mengoreksi dan memperbaiki
kekurangan-kekurangan tersebut. Salah satu kekurangan
yang harus terus diperbaiki adalah upaya untuk mewujudkan
Indonesia yang berkeadilan yang antara lain dicerminkan dari
perbaikan pemerataan pendapatan antar-golongan dan
antardaerah. Upaya perbaikan pemerataan ini dilakukan
dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang
dilakukan pemerintah bersama masyarakat meliputi
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program-program  afirmatif di  bidang  kemiskinan,
pembangunan pertanian dan perdesaan, serta pengelolaan
sumber daya alam, sehingga pencapaian visi RPJMN terkait
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa semakin
mendekati kenyataan. Dengan demikian pada akhir
pelaksanaan RPJMN 2010-2014, kita dapat berharap bahwa
Indonesia menjadi lebih Sejahtera, lebih Demokratis dan
lebih Berkeadilan.
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BAB III

EVALUASI PENCAPAIAN
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN




rah kebijakan pembangunan ekonomi adalah

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif
dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang
kokoh. Untuk itu, sasaran pertumbuhan ekonomi selama
periode 2010-2014 adalah sekitar 6,3-6,8 % per tahun,
dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 % pada
tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 % pada tahun
2014. Stabilitas ekonomi didukung dengan menurunnya
tingkat inflasi secara bertahap dengan besaran sekitar 4-6 %.
Penurunan inflasi juga diharapkan berpengaruh pada
menurunnya tingkat suku bunga sehingga dapat mendorong
kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi
maupun produksi. Total investasi kumulatif yang dibutuhkan
selama kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 11.913,2-
12.462,6 triliun, dengan perkiraan sebesar 18 % dapat
dipenuhi oleh pemerintah.

Secara umum, realisasi perkembangan besaran ekonomi
makro sampai dengan triwulan Ill tahun 2012 telah dicapai,
bahkan, capaian beberapa indikator tertentu lebih baik
dibandingkan dengan sasaran ekonomi makro yang
ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Pertumbuhan PDB
berada dalam kisaran sasaran RPJMN, inflasi dapat
diturunkan pada tingkat yang cukup rendah, dan suku bunga
cenderung menurun. Di samping itu, defisit APBN terjaga di
bawah ambang yang ditetapkan dalam RPJMN, dan cadangan
devisa terus meningkat.

Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga semester |
2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN. Pada tahun 2010,
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari sasaran, yaitu
mencapai 6,2 %. Tahun 2011, perekonomian nasional
berkembang lebih baik dengan pertumbuhan ekononomi
mencapai 6,5 %, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan.
Pada tahun 2012, meskipun tertekan cukup kuat karena
terjadinya krisis keuangan di Eropa, perekonomian nasional
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hingga semester | tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar
6,4 %.

8.0

_| B Pertumbuhan Ekonomi (%) M Inflasi (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Keterangan : 1) Target Inflasi 2014 adalah 3,5-5,5 %
Gambar lll.1 Pertumbuhan PDB dan inflasi

Stabilitas ekonomi tetap terjaga kokoh untuk mendukung
pertumbuhan. Inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2010 (7,0
%) dapat diturunkan secara cepat. Tahun 2011 inflasi hanya
3,8 %, jauh di bawah target yang ditetapkan. Pada Semester
Il 2012 inflasi adalah 3,7 %. Rendahnya inflasi berdampak
pada menurunnya tingkat suku bunga, bahkan pada tahun
2011 dan Semester | 2012 dibawah perkiraan RPJMN.
Besaran suku bunga terus menurun dari 6,6 % pada tahun
2010, menjadi 5,04 % pada 2011, dan 4,32 % pada Semester |
2012. Defisit APBN pada tahun 2010 dan 2011 masing-
masing -0,7 % dan -1,1 %, sudah lebih rendah dibanding
sasaran RPJMN tahun 2012 sebesar -1,2 %. Cadangan devisa
terus meningkat lebih tinggi dari target RPJMN. Target
besaran cadangan devisa pada 2014 adalah sekitar USS
101,4-105,5 milyar. Target tersebut sudah terlampaui, pada
tahun 2011 cadangan devisa telah mencapai USS 110,1
Miliar, bahkan pada Semester | 2012 sudah dicapai USS$ 106,5
milyar.  Namun perlu kehati-hatian, bahwa neraca
perdagangan luar negeri kita mengalami tekanan yang cukup
signifikan pada tahun 2012, dengan demikian, perlu diambil
langkah strategis dan taktis dalam menghadapi masalah ini,
dengan lebih menggiatkan lagi aktivitas ekspor baik ke
negara tujuan yang ada maupun dengan membuka pasar
ekspor pada negara tujuan yang baru yang berpotensi.
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Tabel lll.1 Capaian Perkembangan Makro Ekonomi

Capaian Perkiraan
. Status Target Capaian
Indikator Satuan Awal

(2009) | 20%% | 2010 | 2011 | 2012 2014

(Notifikasi)
Pertumbuhan % 46 7,0 6,2 65 | 63" _
Ekonomi S

Inflasi % 2,8 35 7,0 3,8 3,57

5,5

PMTB % 3,3 n.a 8,5 8,8 10,0 3

Suku Bunga 5,5-

’ : | @
(SBI 3 Bulan) % 6,6 s | 66 | 50 | 4

Defisit APBN % -1,6 -1,2 -0,7 -1,1 n.a
Cadangan uss 101,4 - 106,5
Devisa Miliar 66,1 105,5 9,2 | 1101 4 d
Perdagangan

gangs Us$ N e
Luar Negeri -, 30,9 n.a 30,6 34,8 7,7

Miliar

(neto)
Penganggura % 787 | 2% | 714 | 656 | 6327 Q
n 6,0
Kemiskinan % 14,15 ?’00(; 13,3 12,49 115)96 Q

Catatan: ” Laju pertumbuhan s/d Triwulan Il tahun 2012, 2 |nflasi s/d bulan September
2012, sedangkan inflasi tahun 2012 sebesar 4,3, 3 Laju pertumbuhan s/d Triwulan Il
tahun 2012, ) Keadaan Semester | tahun 2012, ) Angka bulan Februari 2012,
sedangkan angka bulan Agustus 2012 adalah 6,14, 6)Angka bulan Maret 2012, sementara
angka bulan September adalah 2012 adalah 11,66.

na: data belum/tidak tersedia

Sudah tercapai/on track/ on-trend .’ Perlu kerja keras Q
Sangat sulit tercapai

Perekonomian yang terus bertumbuh dan dukungan
stabilitas yang kokoh telah memberikan kontribusi pada
peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh
semakin menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Angka pengangguran terus mengalami penurunan hingga
sudah lebih rendah daripada proyeksi RPJMN. Angka
pengangguran pada tahun 2010 adalah 7,14 %, turun
menjadi 6,56% pada 2011, dan 6,32% pada 2012. Tingkat
kemiskinan juga terus menurun sesuai dengan arah sasaran
RPJMN. Proporsi penduduk miskin pada tahun 2010 adalah
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13,3%, turun menjadi 12,49% pada tahun 2011, dan 11,96%
pada Maret 2012.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional,
kebijakan investasi nasional diarahkan pada pemenuhan dan
pengoptimalan pendanaan menuju kemandirian pendanaan
pembangunan. Kemandirian dalam pendanaan
pembangunan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan stabilitas makroekonomi yang
kondusif. Peningkatan kemandirian pendanaan
pembangunan dapat terlihat dengan semakin meningkatnya
penerimaan negara baik pajak maupun non pajak, sehingga
pembiayaan defisit dapat ditekan hingga di bawah 3 % dari
PDB.®> Kemandirian pendanaan juga ditunjukkan oleh
menurunnya ketergantungan terhadap utang, yang tercermin
pada menurunnya Debt to GDP ratio dari 26,0 % pada tahun
2010 menjadi sekitar 22,9 % pada Agustus 2012." Penurunan
Debt to GDP ratio merupakan hasil dari upaya yang konsisten
dalam pembayaran utang melebihi penyerapan utang
(Negative net transfer) dalam setiap tahun anggaran.
Indikator lain yang menunjukkan peningkatan perbaikan
adalah adanya kecenderungan peningkatan pada pasar
keuangan nasional, baik pasar modal, saham, maupun
obligasi. Hal ini dikuatkan dengan naiknya peringkat investasi
Indonesia dari BB+ menjadi BBB- versi Fitch®, yang membawa
dampak positif bagi investor untuk menyalurkan dananya ke
Indonesia baik melalui pasar keuangan maupun penanaman
modal berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA).

Peningkatan kemandirian pendanaan pembangunan dicapai
melalui penerapan dua strategi penting, yaitu (i) optimalisasi
sumber dan skema pendanaan pembangunan, dan (ii)
peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema
pendanaan pembangunan.

Strategi pertama, optimalisasi sumber dan skema pendanaan
pembangunan, dilakukan melalui optimalisasi penerimaan
pajak berupa ekstensifikasi wajib pajak, pengembangan
skema pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang terdiri dari

® Buku Saku Statistik Utang Negara, Kementerian Keuangan, per
September 2012

* ibid

> Dikutip, ibid
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pembiayaan perbankan maupun bukan (non) perbankan, dan
peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman
luar negeri dan penerimaan hibah.

Pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang terdiri dari
pembiayaan perbankan maupun bukan perbankan
menunjukkan kecenderungan yang positif. Peningkatan
peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi
pendanaan ditunjukkan dengan meningkatnya Loan to
Deposit Ratio (LDR). LDR pada Bank Umum meningkat dari
75,2 % pada 2010 menjadi 83,7 % pada Agustus 2012, LDR
pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat dari 79,0 %
pada 2010 menjadi 83,6 % pada Agustus 2012.

Di samping perbankan, dana masyarakat juga dapat
disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, dimana
saat ini telah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan sesuai
Undang-undang No 21 Tahun 2011, yang bertujuan untuk
memperkuat pengawasan lembaga pembiayaan dan
diharapkan mampu mendukung peningkatan manajemen
pada lembaga pembiayaan. Pembiayaan non perbankan
dalam negeri terutama diperoleh dari Surat Berharga Negara
(SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk, dan
Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Sampai bulan Agustus 2012,
sebagian besar SBN/SBSN dimiliki oleh lembaga keuangan,
Perbankan (36,19 %) dan Lembaga Non-Bank (59,88 %), dan
hanya sekitar 3,93 % dimiliki oleh Institusi Pemerintah dan
Bank Indonesia.

Tingginya permintaan terhadap SBN/SBSN oleh lembaga
keuangan maupun masyarakat, terutama didukung oleh
stabilitas makroekonomi dan meningkatnya rating investasi
Indonesia menjadi ‘Investment Grade’. Hal lain yang penting
untuk dicatat ialah telah diterbitkannya SBSN berbasis
proyek (SBSN underlying project) sebagai instrumen baru
obligasi pemerintah. Di samping itu, minat perbankan
(BUMN) juga sangat tinggi dalam mendukung skema PDN
untuk pelaksanaan kegiatan dengan bekerjasama dengan
institusi pemerintah. Karenanya, Pemerintah melakukan
penjajakan pengembangan sumber pendanaan ini untuk
membiayai pembangunan infrastruktur, dan peningkatan
industri dalam negeri, sebagaimana yang diamanatkan dalam
PP 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
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Terkait dengan optimalisasi sumber dan skema pembiayaan
pembangunan yang berasal dari luar negeri, telah diterbitkan
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 (PP No. 10/2011)
tentang Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 2 tahun
2006. Revisi peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri
dan penerimaan hibah, dengan tetap berpegang pada
prinsip: transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-
hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki
muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan
Negara. Pinjaman luar negeri dan hibah dimanfaatkan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat
dalam (i) mengungkit investasi (investment leverage), (ii)
mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
(knowledge transfer), dan (iii) meningkatkan kerjasama inter-
nasional (international cooperation).

Pengelolaan hibah diatur secara khusus dalam PP No.
10/2011 dan aturan turunannya, dengan tujuan untuk
meningkatkan fleksibilitas pengelolaan hibah dengan tetap
menjaga akuntabilitasnya, sehingga dapat meningkatkan
potensi hibah yang ada. Secara umum hibah diarahkan untuk
dapat membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas
(capacity building) bagi instansi pelaksana kegiatan hibah
maupun penerima manfaat yang lain, penanggulangan
bencana alam dan bantuan kemanusiaan, serta isu-isu global
seperti: perubahan iklim (climate change), dan penyakit
menular.

Strategi Kedua, peningkatan kualitas pemanfaatan sumber
dan skema pendanaan pembangunan dilakukan upaya antara
lain melalui penajaman fokus belanja dan peningkatan
efektivitas belanja Pemerintah dan pelaksanaan percepatan
penyerapan anggaran. Penajaman fokus belanja dilakukan
dengan perencanaan alokasi anggaran belanja Pemerintah
sesuai prioritas pembangunan nasional, termasuk pendanaan
untuk direktif Presiden seperti pembangunan infrastruktur
sesuai Masterplan Percepatan Pembangunan Perekonomian
Indonesia (MP3EIl), perkuatan Klaster 4 dalam rangka
pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas
pertahanan dan keamanan nasional menuju pemenuhan
minimum essential forces (MEF).
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Peningkatkan  efektivitas  belanja  Pemerintah  dan
pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran dilakukan
melalui upaya-upaya, antara lain:

1. Pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
(performance based budgeting) melalui restrukturisasi
program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran. Dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang
berbasis kinerja, telah dilakukan penyempurnaan
mekanisme penyusunan RKA K/L sehingga menjadi lebih
transparan dan akuntabel. Hal ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

2. Pengembangan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM) atau Medium-Term Expenditure
Framework (MTEF), antara lain melalui peningkatan
kualitas baseline dan forward estimates, serta
penerapan mekanisme Inisiatif Baru berbasis kompetisi
pada penyusunan RKP sehingga memungkinkan untuk
melakukan penyesuaian pada baseline.

3. Perkuatan pemantauan dan evaluasi dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran, melalui
penggunaan Indikator Kinerja.

4. Pengembangan awal dukungan Teknologi Informasi (TI)
dalam Reformasi Penganggaran, yang  akan
mengintegrasikan database Renja K/L, RKA K/L dan
DIPA.

Perekonomian nasional tidak terlepas dari dinamika
perekonomian dunia dan tantangan yang harus dihadapi dari
dalam negeri. Terjadinya krisis utang Eropa yang terus
berlanjut dan pemulihan ekonomi AS yang berlangsung
lambat akan memberikan pengaruh pada ekonomi Indonesia.
Krisis di kawasan ini berpotensi menurunkan permintaan
ekspor nasional yang mungkin berdampak tidak
menguntungkan terhadap neraca perdagangan yang pada
akhirnya dapat mempengaruhi cadangan devisa. Di samping
itu, krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah yang tidak
kunjung membaik telah memicu naiknya harga minyak dunia
sehingga memberi dampak vyang cukup berarti bagi

EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014 |

43



44

perekonomian nasional. Oleh karena sebagian BBM yang
digunakan di dalam negeri berasal dari impor, maka kenaikan
harga minyak mentah dunia dapat mempengaruhi APBN,
kegiatan perekonomian dalam negeri dan inflasi, yang pada
gilirannya akan dapat mengurangi tingkat pendapatan dan
daya beli masyarakat.

Dari sisi internal, tantangan penting yang dihadapi antara
lain: (1) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan
penciptaan lapangan kerja yang lebih luas; (2) Keterbatasan
ketersediaan infrastruktur masih menjadi kendala untuk
mempercepat peningkatan kegiatan ekonomi karena dapat
memperlambat pasokan aliran barang dan mobilisasi tenaga
kerja; (3) upaya peningkatan investasi dengan terus
memperbaiki iklim investasi; (4) masih kurang efektifnya
belanja negara dalam APBN, baik pada sisi penerimaan
negara, arah dan prioritas belanja, maupun penyerapannya.

Dengan berbagai tantangan ini, pencapaian sasaran ekonomi
makro yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 pada
dua tahun terakhir cukup berat. Oleh karena itu diperlukan
upaya yang lebih keras dan langkah-langkah vyang lebih
cermat antara lain:

1. Untuk mengurangi dampak negatif akibat krisis
keuangan kawasan Eropa dan lambatnya proses
pemulihan ekonomi AS, Pemerintah perlu
mengupayakan alternatif pasar ekspor dari pasar utama
selama ini yang meliputi China, Jepang, AS, dan
Singapura ke kawasan potensial lainnya.

2. Dengan adanya potensi ekspor yang menurun,
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sampai
dengan tahun 2014 harus diupayakan melalui penguatan
ekonomi domestik. Dengan demikian sumber
pertumbuhan dari konsumsi masyarakat dan investasi
harus dapat ditingkatkan melalui peningkatan daya beli
masyarakat dan daya saing produk nasional.
Peningkatan daya beli masyarakat dapat dilakukan
dengan langkah-langkah terpadu untuk menjaga
stabilitas harga di dalam negeri dan lebih membuka
lapangan pekerjaan. Peningkatan daya saing diantaranya
dilakukan dengan mempercepat ketersediaan
infrastuktur dan pemantapan ketahanan energi.
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Peningkatan investasi akan dirorong melalui upaya yang
lebih kuat untuk memperbaiki iklim investasi.

Dari sisi produksi, kemajuan perekonomian akan
ditingkatkan dengan mendorong peningkatan
pertumbuhan industri pengolahan. Selain itu upaya
sektor pertanian terus diupayakan atau paling sedikit
dipertahankan pertumbuhannya sekaligus dengan
pemantapan ketahanan pangan.

Dalam kondisi perekonomian dunia yang penuh
ketidakpastian, pemerintah memerlukan adanya
keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan fiskal untuk
mencapai kemajuan ekonomi seperti yang ditargetkan.
Efektifitas penerimaan negara harus lebih ditingkatkan.
Demikian  pula, perlu peningkatan efektivitas
penyerapan anggaran agar peran belanja pemerintah
sebagai stimulator yang memberikan efek pengganda
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat
bejalan sesuai harapan.

Masih terkait APBN, berbagai upaya pengendalian
subsidi BBM harus dilakukan agar dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah  dalam membiayai
pembangunan sekaligus menjaga agar defisit APBN yang
ditargetkan dapat tercapai. Upaya yang lain yang perlu
dilakukan adalah meningkatkan lifting minyak nasional.

Dalam rangka peningkatan dan perluasan kesejahteraan
masyarakat, langkah-langkah strategis akan dipusatkan
pada upaya-upaya menciptakan lapangan kerja yang
lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih
hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-
program pemberdayaan yang tepat. Dilengkapi juga
dengan kebijakan yang serius guna meningkatkan
kesejahteraan yang berkeadilan.
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BAB IV
EVALUASI PENCAPAIAN
PRIORITAS NASIONAL




erkembangan pencapaian 14 Prioritas Nasional (PN)

hingga 2,5 tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014

menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian
target akhir di tahun 2014. Secara umum, pencapaian sasaran
PN menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
Sebagian besar pencapaian PN diperkirakan mencapai target
tahun 2014 (dalam RPJMN 2010-2014) yang ditetapkan. Dari
14 PN, sembilan PN diperkirakan mencapai target yang
ditetapkan, sementara lima PN lainnya masih memerlukan
kerja keras untuk mencapai target tahun 2014.

Pencapaian PN diukur melalui pencapaian indikator penting
yang merupakan indikator sasaran utama RPJMN 2010-2014,
indikator substansi inti atau indikator kegiatan prioritas.
Penjelasan mengenai pencapaian masing-masing PN diawali
dengan penjelasan mengenai arah kebijakan atau sasaran
yang harus dicapai diikuti pencapaian sasaran secara umum.
Kemudian pencapaian dijelaskan lebih terperinci berikut
dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta
langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan terutama untuk
capaian indikator yang masih memerlukan kerja keras
ataupun yang sulit tercapai.

Sebagai gambaran perkiraan pencapaian target 2014 maka
digunakan 3 warna notifikasi yang menunjukkan keberhasilan
pelaksanaan PN, yaitu hijau (sudah tercapai/on track/on
trend), kuning (perlu kerja keras), dan merah (sangat sulit
tercapai).

IV.1 Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi Dan Tata
Kelola

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dimaksudkan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
sasaran: (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih, (2)
meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan (3)
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Upaya yang dilakukan, antara lain: (a) penataan kelembagaan
instansi pemerintah, yang didukung oleh pelaksanaan
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reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemda; (b)
penguatan otonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan
efektivitas penataan daerah, penggunaan dana perimbangan
daerah, dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah; (c)
pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit; (d)
percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundangan; (e) penetapan dan penerapan Sistem Indikator
Kinerja Utama Pelayanan Publik; dan (f) perbaikan data
kependudukan melalui penetapan Nomor  Induk
Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi
dan Administrasi Kependudukan (SIAK), serta penerapan e-
KTP.

Secara umum, pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan
tata kelola masih kurang menggembirakan, yang ditunjukkan
dengan tidak akan tercapainya beberapa target vyaitu:
persentase Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas laporan keuangan pemda (daerah), peringkat
kemudahan berusaha, dan indeks efektifitas pemerintahan.
Sedangkan Integritas pelayanan publik (daerah) dan
persentase Kab/Kota yang akuntabel memerlukan kerja
keras untuk mencapai target. Sementara indikator yang
diperkirakan tercapai antara lain persentase K/L dengan opini
WTP atas laporan keuangan K/L (pusat), skor integritas
pelayanan publik (pusat), persentase K/L yang Akuntabel,
dan persentase provinsi yang akuntabel. Adapun pencapaian
PN Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola hingga 2012 disajikan
dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Capaian Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Capaian Perkiraan
Status )
. Target Capaian
Indikator Satuan Awal 2010 2011 2012
(2009) 2014 2014
(Notifikasi)
1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih
Indeks Persepsi Skor 2.8 5.0 2.8 3.0 32" '
Korupsi (IPK 0-10 -
Persentase K/L % 41 100 56 63 77 ’
dengan Opini '
WTP atas Laporan
Keuangan K/L
(Pusat)1
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Persentase
Pemda dengan
Opini WTP atas
Laporan
Keuangan
femda (Daerah)

%

2,68

60

16

2. Meningkatny

a Kualitas Pelayanan Publik

Skor Integritas
Pelayanan
Publik (Pusat) >

Skor
0-10

6,64

8,0

6,16

7,07

6,86

Skor Integritas
Pelayanan
Publik (Daerah)
2

Skor
0-10

6,46

8,0

5,26

6,00

6,32

Peringkat
Kemudahan
Berusaha >

Peringkat
0-183

122"

75

115

126

129

3. Meningkatnya

Kapasitas dan Akuntabil

itas Kinerja Birokras

Indeks
Efektifitas
Pemerintahan *

Skor
-2,5s.d
2,5

-0,29

0,5

-0,19

0,24

n.a

Persentase K/L
yang Akunta bel®

%

47,37

100

63,29

82,93

95,06

Persentase
Provinsi yang
Akuntabel®

%

3,76

80

31,03

63,33

75,76

Persentase
Kab/Kota yang
Akuntabel ®

%

5,08

60

8,77

12,78

.

Keterangan : *) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0-100); **) Doing
Bussiness Report 2010
Sumber:1) BPK, 2) KPK, 3) IFC/WB, 4) WB, dan 5) KemenPAN dan RB

QSudah tercapai/on track/on-trend ../ Perlu kerja keras ' Sangat sulit tercapai
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Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih,
Akuntabel dan Efektif

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih,
berbagai upaya yang dilakukan telah menunjukkan kemajuan,
salah satunya target 100% K/L memperoleh Opini WTP akan
tercapai. Namun, untuk target 60% Pemda memperoleh WTP
nampaknya tidak akan tercapai.

Hal ini disebabkan antara lain: komitmen pemda untuk
meningkatkan tata kelola keuangan yang belum optimal,
kapasitas pengelola keuangan dan auditor belum menunjang
tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta
manajemen pengelolaan barang milik negara yang belum
optimal.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik,
berbagai upaya vyang dilakukan telah menunjukkan
kemajuan, meskipun masih terbatas. Target Skor 8,0 pada
Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada instansi pusat
dan daerah perlu kerja keras untuk mencapainya. Di samping
itu, melihat kecenderungan capaian hingga tahun 2012,
target untuk mencapai peringkat 75 pada Kemudahan
Berusaha tidak akan tercapai. Kendala yang dihadapi untuk
pencapaian target tersebut antara lain: keterlambatan
penetapan peraturan pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang
Pelayanan Publik, komitmen pimpinan penyelenggara
pelayanan publik untuk menyelenggarakan pelayanan yang
berkualitas pada umumnya masih rendah, manajemen
kinerja pelayanan publik belum diterapkan secara luas,
penerapan TIK untuk menunjang pelayanan publik belum
optimal, implementasi SPM masih terkendala kapasitas SDM
yang belum memadai dan keterbatasan anggaran, belum
tersedia sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan
publik yang efektif, dan belum tersedia sistem nasional
penanganan pengaduan masyarakat yang efektif. Khususnya
terkait dengan upaya peningkatan peringkat Kemudahan
Berusaha, hingga saat ini belum tersusun rencana aksi yang
terukur, serta belum ditetapkan mekanisme koordinasi
dalam pencapaiannya.
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Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi, target untuk mencapai Indeks Efektifitas
Pemerintahan menjadi 0,5 pada 2014 diperkirakan tidak akan
tercapai. Sedangkan untuk instansi yang akuntabel dengan
target K/L 100 % dan provinsi 80 %, diperkirakan akan
tercapai. Namun, untuk mengejar target 60 % instansi
kab/kota yang akuntabel, diperlukan kerja keras dan upaya
akselerasi. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
tersebut, antara lain: kualitas birokrasi pemerintah belum
mampu mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien;
SDM  aparatur belum bekerja secara profesional,
berintegritas dan bermental melayani; tekanan politik
terhadap kinerja birokrasi masih kuat dan berpengaruh pada
lemahnya independensi; kualitas kebijakan/regulasi dan
implementasinya belum konsisten dan tumpang tindih; dan
penerapan manajemen kinerja pada semua lini
pemerintahan masih lemah.

Di samping capaian sasaran utama, terdapat beberapa
capaian lainnya yang penting dan strategis. Capaian tersebut
antara lain, adalah: diterapkannya sistem pengendalian
Intern pemerintah (SPIP) pada 50 K/L dan 457 pemda;
dibentuknya 500 Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)
yang melayani 755 instansi pusat dan daerah, yang
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan
barang/jasa dan menekan potensi terjadinya korupsi.
Sedangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan
publik, telah dicapai, antara lain: terbitnya PP No. 96/2012
tentang Pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan
Publik; terbentuknya 444 unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di daerah; terbitnya 15 Standar Pelayanan Minimal
(SPM); melakukan evaluasi terhadap 12.000 Perda dalam
rangka harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan; penerbitan NIK bagi setiap penduduk di 497
Kab/Kota yang telah diselesaikan pada tahun 2011 dan
penerbitan e-KTP dengan target 172 juta jiwa dalam RPJMN
2010-2014. Sampai triwulan Il tahun 2012 telah dilakukan
perekaman sidik jari bagi 147,4 juta jiwa wajib KTP. Secara
keseluruhan, dari target 172 juta e-KTP yang akan
didistribusikan kepada masyarakat, masih ada sekitar
122.400.000 e-KTP yang belum dicetak dan didistribusikan.
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kapasitas dan
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akuntabilitas kinerja birokrasi, telah dilaksanakan reformasi
birokrasi pada 40 K/L dan diperluas ke instansi pemerintah
daerah di 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kota, dan
33 pemerintah kabupaten.

Permasalahan dan Kendala

Memperhatikan capaian dan analisis tersebut di atas, untuk
mencapai target yang diamanatkan RPJMN 2010-2014,
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:
(1) masih terdapat persepsi bahwa reformasi birokrasi identik
hanya dengan perbaikan remunerasi, komitmen pimpinan
belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi pada
instansinya, dan dampak reformasi birokrasi belum dirasakan
secara signifikan oleh masyarakat; (2) tata kelola dan
kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum
sepenuhnya diorientasikan pada pelayanan kepada
masyarakat; (3) kualitas pengelolaan anggaran daerah (APBD)
yang masih rendah; (4) komposisi PNS yang belum ideal baik
dilihat dari jumlah, kompetensi, penempatan, dan sistem
promosi/mutasi; (5) peningkatan kualitas pelayanan belum
sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, berupa
pelayanan yang murah, cepat, dan transparan, terutama di
bidang pertanahan, investasi dan perizinan, perpajakan dan
kepabeanan, dan sistem administrasi kependudukan; (6)
masih banyak ditemukan Perda yang bermasalah yang
membutuhkan pengkajian dan tindak lanjut; (7) sebagian
besar masyarakat belum menerima e-KTP.

Langkah Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan berbagai upaya
akselerasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan RPJMN
2010-2014. Untuk mewujudkan sasaran pemerintahan yang
bersih, tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (1)
pengembangan dan penerapan sistem integritas secara
menyeluruh  pada instansi  pemerintah,  termasuk
peningkatan integritas SDM aparatur dan perluasan zona
integritas dan wilayah bebas korupsi, serta pengembangan
sistem whistle blower; (2) peningkatan kualitas implementasi
SPIP; (3) peningkatan kapasitas auditor internal dan
pengelola keuangan pada instansi pusat dan daerah; (4)
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peningkatan pengelolaan barang milik negara; dan (5)
peningkatan kualitas e-procurement.

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan kualitas
pelayanan publik, tindak lanjut yang diperlukan antara lain:
(1) pembenahan manajemen pelayanan, yang meliputi aspek
kelembagaan, tatalaksana, SDM dan pemanfaatan TIK, serta
pengembangan sistem nasional pengaduan pelayanan publik;
(2) penerapan SPM baik skala tahapan maupun kualitas
manajerialnya; (3) percepatan implementasi UU No. 25/2009
tentang Pelayanan Publik; (4) peningkatan kualitas
pembentukan regulasi baru melalui penerapan reformasi
regulasi di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah.
Capaian penataan data kependudukan perlu akselerasi sesuai
dengan target RPJMN 2010-2014, khususnya untuk
mengatasi sisa pekerjaan e-KTP. Hal ini karena dari target
172 juta e-KTP yang akan didistribusikan kepada masyarakat,
baru sebanyak 49,6 juta keping yang telah didistribusikan
kepada penduduk, sehingga masih ada sekitar 122.400.000
e-KTP yang belum dicetak/didistibusikan.

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi, tindak lanjut yang diperlukan,
antara lain: (1) melanjutkan penataan organisasi, melalui
audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi
dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan
daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang efektif dan
efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran. Tim Penataan
Organisasi K/L yang dikoordinasikan Kementerian PAN dan
RB diharapkan dapat menghasilkan penyederhanaan
birokrasi pemerintah secara mendasar, (2) peningkatan
profesionalisme SDM aparatur, antara lain melalui: (a)
penyelesaian RUU Aparatur Sipil Negara beserta langkah-
langkah implementasinya, (b) pengembangan assessment
center pada instansi pusat dan daerah, (c) penerapan sistem
computer assisted test (CAT) sebagai basis penerapan sistem
merit; (3) pemantapan penerapan sistem manajemen kinerja
instansi pemerintah pusat dan daerah; (4) peningkatan
kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional
untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah.
Pada saat yang bersamaan, kapasitas penjaminan kualitas
untuk mengawal pelaksanaan reformasi perlu ditingkatkan
guna memastikan reformasi birokrasi yang sedang berjalan
dapat memberikan dampak yang diharapkan; dan (5)
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
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sejalan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi.

IV.2 PRIORITAS NASIONAL 2: PENDIDIKAN

Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan diarahkan
terutama untuk: (1) meningkatkan kualitas wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2)
meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan
menengah universal; (3) meningkatkan kualitas, relevansi,
dan daya saing pendidikan tinggi; (4) meningkatkan
profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga
kependidikan; (5) memantapkan pelaksanaan sistem
pendidikan nasional; (6) meningkatkan efisiensi dan
efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; dan (7)
memperkuat tata kelola pendidikan untuk mendukung upaya
peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang berdampak
pada perbaikan kinerja pendidikan nasional. Sasaran
pembangunan bidang pendidikan dalam RPJMN 2010-2014
adalah meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan
mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi,
yang diindikasikan oleh peningkatan rata-rata lama sekolah
penduduk usia 15 tahun ke atas, penurunan angka buta
aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, peningkatan angka
partisipasi murni (APM), dan peningkatan angka partisipasi
kasar (APK) di seluruh jenjang pendidikan.

Pembangunan pendidikan hingga tahun 2012 telah mampu
meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, bahkan capaian
beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan
dalam RPJMN 2010-2014. Secara keseluruhan, sasaran
pembangunan pendidikan diperkirakan mencapai target
sesuai rencana seperti pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Capaian Prioritas Nasional Pendidikan

Status Capaian
Indikator Awal Target 1
2014 Notifikasi

(2009) 0 2010 2011 2012 (Notifikasi)
Rata-rata Lama Sekolah 7,72 8,25 7,92 7,92 7,85 Q
Angka Buta Aksara 5,30 4,18 4,79 4,43 4,84 Q
Penduduk 15 Tahun ke
Atas

56
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Status Capaian
Indikator Awal Target 1

(2009) 2014 2010 2011 2012 (Notifikasi)
APM SD/SDLB/MI/ 95,23 96,00 95,41 95,55 95,69 Q
Paket A i
APM 74,52 76,00 | 7564 | 77,71 | 754 .
SMP/SMPLB/MTs/ i
Paket B
APK SMA/SMK/MA/ 69,60 85,00 70,53 | 76,50 79 .
Paket C |
APK PT usia 19-23 21,57 30,00 26,34 27,09 27,4 ’
Tahun ’
Keterangan:

1) Data belum tersedia pada bulan Juni 2012. Sesuai siklus pendataan, data capaian dari hasil
Susenas BPS (indikator no. 1) dan data capaian dari hasil pengolahan K/L (indikator no. 2

s.d. 6) baru tersedia pada triwulan kedua tahun berikutnya (tahun 2013)

2) Merupakan target yang telah disesuaikan dengan capaian tahun 2011. Target awal RPJMN

pada tahun 2014 adalah 76,0% yang sudah tercapai pada tahun 2011

Q Sudah tercapai/on track/on-trend .’ Perlu kerja keras Q Sangat sulit

tercapai

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Penurunan Buta
Aksara

Dampak pembangunan pendidikan antara lain ditandai oleh
meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15
tahun keatas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun,
meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2011 (Gambar
IV.2). Selain itu, proporsi buta aksara penduduk berusia 15
tahun keatas yang dalam hal ini diwakili oleh penduduk usia
15-59 tahun mengalami penurunan signifikan, dari 5,3 %
pada tahun 2009 menjadi 4,8 % pada tahun 2010, dan terus
menurun menjadi 4,4 % pada tahun 2011 (Gambar IV.2).
Pencapaian pada tahun 2009, 2010 dan 2011 tersebut sudah
melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014,
dan pada tahun 2014, target rata-rata lama sekolah
penduduk 15 tahun keatas dan angka buta aksara penduduk
15 tahun keatas diperkirakan akan tercapai.
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Gambar IV.2 Rata-rata Lama Sekolah Gambar 1V.1 Angka Buta Aksara Penduduk
Penduduk 15 Tahun ke Atas Usia 15 Tahun ke Atas

Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014

Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah

Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan
dengan meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang
pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/Ml/sederajat dan
APM SMP/MTs/sederajat masing-masing sebesar 95,2 % dan
74,5 %, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 95,4 % dan
75,6 %, serta pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 95,6
% dan 77,7 % (Gambar IV.3 dan IV.4). Peningkatan APM
SD/Ml/sederajat dan SMP/MTs/sederajat tersebut telah
melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014,
dan diperkirakan target tahun 2014 dapat tercapai.

96,2 .
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96,0 1 80,1 O
95,8 j 789
95,6 77,71 o
95,4 1 75,64
95,2 | 74,52 76,00
95,0 WT
94.8 74,70
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046 72,28
94,4 1
94,2 .

94,0 : : : : : : 1| 66 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
=O=Capaian ===Target RPJMN =O=Capaian ==TargetRPJMN
—
Gambar IV.3 APM SD/MI/Paket A Gambar IV.4 APM SMP/MTs/Paket B
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Gambar IV.5 APK SMA/SMK/MA/Paket C

Gambar IV.6 APK PT/PTA (Usia 19-23 Tahun)

Demikian pula partisipasi pendidikan jenjang pendidikan

menengah terus membaik. Hal

ini

terlihat pada APK

SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 %,
meningkat menjadi 70,53 % pada tahun 2010, dan pada
tahun 2011 meningkat lagi menjadi 76,50 %. Diperkirakan
pada tahun 2012 APK jenjang pendidikan menengah menjadi
79,0 % sesuai dengan target 2012 yang ditetapkan RPJMN
2010-2014. Sasaran RPJMN 2010-2014 untuk APK jenjang
pendidikan menengah diharapkan dapat tercapai pada akhir
tahun 2014 (Gambar IV.5). Adapun APK jenjang pendidikan
tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,09 %, dan pada
tahun 2012 diperkirakan mencapai 27,4 %. Target APK
jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2014 diperkirakan
dapat tercapai sesuai dengan target RPJMN, yaitu sebesar

30,0 % (Gambar IV.6).

Peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan dasar dan
menengah tersebut diiringi dengan turunnya persentase
jumlah siswa putus sekolah, yaitu untuk kurun waktu 2010-
2011, angka putus sekolah turun dari 1,5 % menjadi 1,3 %
untuk jenjang SD/MI; 1,8 % menjadi 1,6 % untuk jenjang

SMP/MTs; dan 4,3 %
SMA/SMK/MA. Selain

menjadi
itu,

4,0
persentase

% untuk jenjang

lulusan tidak

melanjutkan mengalami penurunan untuk kurun waktu yang
sama dari 8,6 % menjadi 7,2 % pada jenjang SD/MI; 24,0 %
menjadi 10,9 % pada jenjang SMP/MTs; dan 51,7 % menjadi

48,4 % pada jenjang SMA/SMK/MA.
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Tabel IV.3 Persentase Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan

| |

| SMA/SMK/MA | 4,3% | 4,0% | 51,7% | 48,4% |

Sumber: Kemdikbud

Pengurangan Kesenjangan Partisipasi Pendidikan

ALl pembangunan pendidikan telah menurunkan kesenjangan

~H partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi. Angka
persentase lulusan . X K

b b, partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun

e (SMP/MTs) pada kuantil termiskin meningkat dari sebesar

genelelient 72,2 % pada tahun 2009 menjadi 77,9 % pada tahun 2011.

Peningkatan APS terjadi pada seluruh kelompok umur di

kuantil termiskin. Sedangkan APS penduduk kelompok umur

yang sama di kuantil terkaya cenderung tetap. Data ini

menunjukkan bahwa selisih persentase APS antara penduduk

paling miskin dan paling kaya pada kelompok umur 13-15

dalam waktu 2009-2011 menurun dari 22,8 % menjadi 17,1

% dan pada kelompok umur 16-18 tahun menurun dari 41,6

% menjadi 36,3 % (Gambar IV.7 dan IV.8).

100 96 95,4 100 - 99,39,2 95 95
80 80 3
60 - 60
40 40
20 -+ 20 -
0 - 0 -
7-12tahun  13-15 16-18 7-12 tahun  13-15 16-18
tahun tahun tahun tahun
m2009 m2011 m2009 m2011

Gambar IV.7 Angka Partisipasi Sekolah ~ Gambar IV.8 Angka Partisipasi Sekolah
Kuantil 1 Kuantil

Penurunan kesenjangan APK SMA/SMK/MA/Paket C
antarprovinsi juga terjadi, yaitu ditunjukkan pada sebaran
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APK di 33 provinsi dalam Gambar 1V.9. Pada tahun 2010,
selisih APK SMA/SMK/MA/Paket C pada provinsi dengan APK
tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan terendah yaitu
Provinsi Lampung adalah sebesar 61,2 %, lebih rendah dari
selisih di tahun 2009 yang sebesar 62,0 %. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan angka partisipasi diiringi
pula dengan peningkatan pemerataan akses pendidikan.
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Gambar 1V.9 APK SMA/SMK/MA/Paket C Menurut Provinsi

Peningkatan Layanan Pendidikan yang Berkualitas

Perkembangan capaian pembangunan pendidikan yang
terus meningkat antara lain merupakan hasil dari kebijakan
dan program pemerintah dalam menyediakan layanan
pendidikan bagi seluruh warga negara. Program-program
layanan pendidikan yang dilaksanakan antara lain
penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI
dan SMP/MTs, penyediaan bantuan siswa miskin (BSM),
pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru
(RKB), dan rehabilitasi ruang kelas SD/MI-SMP/MTs yang
rusak. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 telah dibangun
sebanyak 691 USB SMP/MTs, 1.391 RKB SD/MI, dan 8.354
RKB SMP/MTs. Selain itu, pada tahun 2011 telah
direhabilitasi sebanyak 18.878 ruang kelas SD/MI dan 5.951
ruang belajar SMP/MTs rusak berat. Pada tahun 2012,
jumlah ruang kelas rusak berat yang direhabilitasi sebanyak

DIY
DKI
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137 ribu ruang kelas SD/MI dan 44 ribu ruang belajar
SMP/MTs.

Dalam rangka mendukung peningkatan akses, kualitas, dan
relevansi pendidikan menengah, sejak tahun 2009 hingga
tahun 2011 telah dibangun sebanyak 114 USB SMA, 505 USB
SMK, 323 USB MA, 5.285 RKB SMA, 8.640 RKB SMK, dan
1.400 RKB MA, 3.157 perpustakaan/laboratorium SMA, 850
perpustakaan/workshop SMK, dan 900 perpustakaan/
laboratorium MA. Selain itu, telah pula direhabilitasi
sebanyak 1.575 ruang SMA, 1.200 ruang SMK, dan 5.421
ruang MA. Dalam periode yang sama, Pemerintah
menyediakan BSM untuk jenjang pendidikan menengah.
Pada tahun 2009, penerima BSM sebanyak 898 ribu siswa,
2011 sebanyak 1.168 ribu siswa, dan pada tahun 2012
meningkat menjadi 1.580 siswa.

Program BOS yang diberikan bagi seluruh siswa SD/MI dan
SMP/MTs baik satuan pendidikan negeri maupun swasta,
terus diperbaiki efektivitas penyalurannya. Pada tahun 2012
mekanisme penyaluran dengan transfer dari Kas Umum
Negara ke Kas Umum Daerah kab/kota, kemudian disalurkan
ke satuan pendidikan. Program BOS berhasil mencakup 44,7
juta siswa jenjang pendidikan dasar. Selain itu, Pemerintah
menyediakan program BSM untuk jenjang pendidikan dasar.
Pada tahun 2012, telah disalurkan BSM untuk 10.097.370
siswa SD dan 2.780.000 siswa M, serta 4.577.485 siswa SMP
dan 2.280.000 siswa MTs.

Percepatan peningkatan akses ke pendidikan tinggi dilakukan
dengan meningkatkan daya tampung di perguruan tinggi
yang sudah ada dan pembukaan perguruan tinggi baru.

Berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru
dan tenaga kependidikan telah banyak dilakukan, antara lain,
melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi
kompetensi sebagaimana diamanatkan UU No. 14/2005
tentang Guru dan Dosen. Hingga tahun 2011, jumlah guru
yang berkualifikasi S1/D4 atau lebih telah mencapai 58,0 %
dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 45,9 %. Untuk
meningkatkan kesejahteraan guru, pada tahun 2012
Pemerintah telah memberikan tunjangan profesi kepada
994.879 guru PNS dan non-PNS, tunjangan khusus kepada
53.954 guru PNS, tambahan penghasilan kepada 805.241
guru SD PNS, dan tunjangan fungsional kepada 259.577 guru
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non-PNS. Untuk guru-guru di madrasah, pada tahun 2012
Pemerintah telah memberikan tunjangan profesi bagi
396.768 guru, tunjangan fungsional non-PNS bagi 452.348
guru non-PNS, dan tunjangan khusus bagi 3.500 guru di
madrasah di daerah terpencil.

Permasalahan dan Kendala

Meskipun pembangunan pendidikan telah menghasilkan
banyak capaian yang menggembirakan, namun masih
terdapat beberapa permasalahan yang merupakan
tantangan ke depan yang harus dipecahkan. Secara umum,
permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (1) masih
belum meratanya akses pendidikan, terutama dimulai pada
jenjang SMP, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak
usia sekolah yang tidak bersekolah; (2) masih rendahnya
kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ditandai
oleh pengetahuan dan keterampilan lulusan yang belum
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia
usaha dan rendahnya kemampuan bersaing bangsa; (3)
masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi
akademik minimal S1/D4 serta telah tersertifikasi, dan belum
meratanya distribusi guru yang berdampak pada masih
rendahnya rasio guru:murid pada jenjang SD/MI; dan (4)
belum optimalnya pendidikan karakter bangsa yang ditandai
oleh munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak-
anak usia sekolah, melemahnya nilai-nilai moral, dan
memudarnya ikatan sosial.

Langkah Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam
menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
yang berkualitas dan merata adalah: (1) pemantapan
implementasi BOS; (2) peningkatan daya tampung
SMP/MTs/sederajat terutama di daerah terpencil dan
kepulauan; (3) penuntasan rehabilitasi ruang kelas
SD/Ml/sederajat dan SMP/MTs/sederajat untuk memenuhi
standar pelayanan minimal; (4) peningkatan pendidikan
inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus;
(5) peningkatan kesempatan lulusan SD/Ml/sederajat yang
berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke
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SMP/MTs/sederajat, dan (6) pengembangan pendidikan
karakter bangsa.

Untuk mempercepat peningkatan akses pendidikan
menengah, pada tahun 2013 Pemerintah akan memberikan
bantuan operasional Sekolah Menengah (BOS SM) kepada
seluruh siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta.
Di samping itu, penerima BSM tetap dipertahankan sebanyak
1,1 juta siswa SM. Kebijakan ini diharapkan dapat
meningkatkan akses pendidikan menengah bagi Iulusan
SMP/sederajat yang berasal dari kelompok masyarakat
kurang mampu.

Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan akses, kualitas,
relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dilakukan melalui
upaya: (1) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah
program studi dengan kebutuhan pembangunan; (2)
peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana
pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan program studi;
(3) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan $2/S3
baik di dalam maupun di luar negeri; (4) penguatan sistem
insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil
penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan
paten; (5) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga
litbang, dan industri; (6) peningkatan pendidikan
kewirausahaan, termasuk technopreneur bagi dosen dan
mahasiswa; (7) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk
siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.
Selain itu, upaya lainnya adalah memperbaiki tata-kelola
perguruan tinggi dengan memberi otonomi penuh, serta
membangun tradisi dan kultur akademik yang kondusif, agar
perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai institusi yang
mampu mengembangkan IPTEK.

Rencana tindak lanjut terkait upaya peningkatan
profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga
kependidikan difokuskan pada: (1) peningkatan kualifikasi
akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan
penyediaan berbagai tunjangan guru; (2) peningkatan
kompetensi guru melalui pengembangan profesional
berkelanjutan (continuous professional development); (3)
pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem
pendidikan yang unggul dan revitalisasi peran pengawas
sekolah sebagai upaya memantapkan penjaminan mutu
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(quality assurance); (4) pelaksanaan pre-service training dan
in-service training yang bermutu di Lembaga Pendidikan
Tenaga Pendidikan (LPTK); (5) peningkatan efisiensi,
efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan persebaran guru;
dan (6) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil,
perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan
minimal. Pada tahun 2013 akan dimulai program seleksi guru
yang dilakukan secara khusus dengan pendidikan berasrama
dan berbeasiswa seperti diamanatkan oleh UU No. 20/2003
tentang Sisdiknas.

Dalam hal peningkatan pendidikan karakter, upaya tindak
lanjut yang perlu ditempuh adalah melalui internalisasi nilai
budaya ke dalam proses pembelajaran, pembudayaan
berperilaku dan berkarakter dan peningkatan mutu bahasa
Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni serta bahasa hubungan antarbangsa.

IV.3 PRIORITAS NASIONAL 3 : KESEHATAN

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Dalam RPJMN 2010-2014, sasaran pembangunan kesehatan
adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH),
menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan,
menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya
prevalensi kekurangan gizi pada anak balita, dan
menurunnya angka kelahiran total (total fertility rate/TFR).
Pencapaian sasaran pembangunan nasional didukung melalui
peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak,
perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular
dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, dan
pemenuhan sumber daya kesehatan di daerah terpencil,
perbatasan dan kepulauan. Selain itu, didukung pula dengan
pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,
penyediaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk
miskin dan tidak mampu, penyediaan dan pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan, pengembangan manajemen dan
informasi kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk
melalui revitalisasi Program KB, serta penyerasian kebijakan
pengendalian penduduk.

Secara umum pencapaian sasaran pembangunan kesehatan
masih kurang menggembirakan, seluruh capaian indikator
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Pembangunan kesehatan hingga tahun 2012 diperkirakan
memerlukan upaya keras atau tidak dapat memenuhi target
yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sehingga secara

keseluruhan,

sasaran

pembangunan

kesehatan

masih

memerlukan kerja keras untuk mencapai target seperti pada

Tabel IV.4.

Tabel 1V.4 Capaian Prioritas Nasional Kesehatan

Capaian Perkiraan
Status Target Capaian
Indikator Satuan | Awal g€ | 2010 | 2011 | 2012 P
(2009) 2014 2014
(Notifikasi)
Usia Harapan Hidup tahun 70,7 72 70,91) 71.1 71.1 .
Angka Kematian lbu per
(AKI) 100'(.)00 228 118 n.a n.a n.a ,
kelahiran
hidup
Persentase ibu bersalin
yang ditolong oleh
tenaga kesehatan % 843 | 90 | 7982 | 81,25 | 88,64
terlatih (cakupan J
persalinan oleh tenaga
kesehatan)
Angka Kematian Bayi per 1000 34 24 34 34 32%
(AKB) kelahiran Q
hidup '
Persentase bayi usia O- % 59 90 53,8 84,7 86,8
11 bulan yang
mendapat imunisasi J
dasar lengkap
Prevalensi kekurangan % 184 | <15 | 17,9Y | na na
gizi "
Persentase balita
ditimbang berat % 63.9 85 67.87 71.4 75,10 J
badannya (D/S)
.. 2) 3)
Total Fertility Rate . per 1000 2,6 2,1 2,4 n.a 2,6
(TFR) : Angka Kelahiran .
wanita
Total
Prevalensi Tuberkulosis persen—
mil 326 224 224 289 281 .
(pcm)
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Capaian Perkiraan
Status a
. Target Capaian
Indikator Satuan Awal 2010 2011 2012
(2009) 2014 2014
(Notifikasi)
Prevalensi Kasus HIV(% % 66,2 95 57,5 n.a 79,5
penduduk 15 tahun
keatas yang memiliki S
pengetahuan)
Menurunnya kasus %-permil 1,85 1 1,96 1,75 1,69
malaria (Annual ’
Parasite Index- API) -
Persentase jangkauan % 47,7 68 44,19 55,04 n.a '
akses sumber air bersih X

Sumber:1)Hasil SP tahun 2010, BPS (AKB sebesar 26, TFR sebesar 2,4); 2)Perhitungan SDKI 2012

belum selesai; 3) Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012; 4) Riskesdes 2010

, Sudah tercapai/on track/on-trend e Perlu kerja keras Q Sangat sulit tercapai

Usia Harapan Hidup Terus Meningkat

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator yang
menggambarkan status kesehatan masyarakat terus
mengalami peningkatan dari 70,7 tahun pada tahun 2009
dan menurut hasil Sensus Penduduk (2010) menjadi 70,9
pada tahun 2010. Dalam rangka mencapai target UHH pada
tahun 2014 sebesar 72 tahun, upaya dan kerja keras perlu
dilakukan melalui akselerasi pengurangan AKI dan AKB,
perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit.

Angka Kematian Ibu Masih Tinggi

Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi yaitu 228 per
100.000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI 2007. Capaian ini
masih jauh dari target 118 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2014. Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain
belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
terlatih. Cakupan pelayanan antenatal telah melampaui
target tahun 2012 sebesar 90,18%, namun masih jauh dari
target tahun 2014 sebesar 95%. Sementara itu, cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
tercapai 81,25% dari target 86% tahun 2011, namun masih
jauh dari target tahun 2014 sebesar 90%. Adanya disparitas
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pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
antarprovinsi masih menjadi kendala dalam upaya
penurunan angka kematian ibu melahirkan, seperti pada
Gambar IV.10.
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Gambar IV.10 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Menurut Provinsi, Tahun 2010-2011
Sumber: Susenas, 2010-2011

Total Fertility Rate Menunjukkan Tidak Ada Perubahan

Upaya mendukung peningkatan kesehatan ibu dilakukan pula
melalui program Keluarga Berencana (KB). Capaian jumlah
peserta KB telah mencapai target yaitu 9,58 juta akseptor
baru dan 34,87 juta akseptor aktif. Namun pencapaian TFR
menunjukkan tidak ada perubahan pada angka 2,6 kelahiran
per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun berdasarkan
hasil sementara SDKI 2012. Selanjutnya, angka penggunaan
kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) naik tidak
signifikan sebesar 0,5 % yaitu dari 57,4% menjadi 57,9% serta
angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
turun menjadi 8,5% dari 9,1%. Hal ini disebabkan masih
banyaknya ketidakberlangsungan (DO), vyaitu angka
kegagalan alat/cara KB 1,6 %, keinginan untuk hamil lagi
5,4%, efek samping 9,5%, dan alasan lain 3,4%. Disamping
itu, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang/MKIJP
(IUD, Implant, vasektomi, tubektomi) masih rendah dan lebih
banyak penggunaan kontrasepsi jangka pendek (Pil dan
Suntik), sehingga kemungkinan akseptor KB baru (PB) untuk
menjadi akseptor KB aktif (PA) sangat rendah (saat ini
perbandingannya 10 PB:1 PA). Mix kontrasepsi yang
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digunakan adalah 1UD sebesar 6,6%, Metoda Operasi Wanita
(vasektomi) sebesar 1,2%, implant sebesar 8%, suntik
sebesar 48,2%, pil sebesar 27,9%, Metoda Operasi Pria
(tubektomi) sebesar 0,3%, dan kondom sebesar 7,8%.

Penurunan Angka Kematian Bayi Perlu Ditingkatkan

Maluku
Papua

Papua Barat

NTT

Kalimantan Timur
Bali

Sulawesi Barat
Maluku Utara
Kalimantan Selatan

Riau
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sumatera Barat
DKl Jakarta
Sumatera Utara
Kepulauan Riau )
Jawa Timur

Kalimantan Barat ]
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Tengah

Indonesia

Sulawesi Selatan

Aceh

Jawa Tengah 90,2
Bengkulu 90,9
Gorontalo 81,1
Banten 91,3

Sumatera Selatan 93,3

Jambi 93,9
Bangka Belitung 94

DI Yogyakarta 95,5
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Gambar IV. 11 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, Tahun
2012
Pencapaian AKB

ih cukup jauh
Pencapaian AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, masih g::'ta::e:%i:

cukup jauh dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 | ¢
kelahiran hidup. Upaya penu-runan AKB didukung dengan [seiiiacicn e
pencapaian cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan e
neoatal pertama (KN1). Cakupan imunisasi dasar lengkap kunjungan
neonatal pertama
terus mengalami pe-ningkatan yaitu dari 53,8% pada tahun [ 000

2010 menjadi 87,3% pada tahun 2010 menjadi 86,8% pada
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tahun 2012, namun angka ini masih kurang dari target 90%
pada tahun 2014. Capaian cakupan imunisasi ini masih
terkendala dengan kondisi disparitas antarprovinsi yang
cukup lebar, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1V.11,
terdapat 20 provinsi dengan cakupan imunisasi campak di
bawah rata-rata nasional seperti provinsi Papua, Papua
Barat, NTT, Kalimantan Timur, dan Maluku. Selanjutnya,
cakupan KN1 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0
pada tahun 2010 menjadi 91,8% pada tahun 2012 dan telah
melebihi target tahun 2014 sebesar 90%. Walaupun telah
terjadi perbaikan pada cakupan imunisasi dan kunjungan
neonatal pertama, namun capaian tersebut masih perlu terus
ditingkatkan untuk terus mendukung penurunan AKB.

Prevalensi Kekurangan Gizi Mengalami Perbaikan

Prevalensi kekurangan gizi terus mengalami perbaikan dari
18,4% pada tahun 2009 menjadi 17,9% pada tahun 2010.
Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukan
perbaikan yang bermakna sehingga masih perlu dilakukan
upaya penurunan untuk mencapai target sebesar kurang dari
15% pada tahun 2014. Prevalensi anak balita pendek
(stunting) sebagai indikator gizi telah menunjukkan
perbaikan yaitu mengalami penurunan dari 36,8% pada
tahun 2007 menjadi 35,6% pada tahun 2010, namun masih
kurang dari target tahun 2014 sebesar 32%. Walaupun
demikian, masih banyak provinsi dengan prevalensi stunting
di atas rata-rata nasional, seperti Nusa Tenggara Timur
(58,4%), Papua Barat (49,2%), Nusa Tenggara Barat (48,2%),
dan Sumatera Utara (42,3%). Dengan kondisi tersebut,
diperlukan komitmen lebih kuat dari berbagai pihak,
pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, baik di
pusat maupun di daerah dalam menangani masalah stunting,
termasuk mendorong gerakan sadar gizi nasional yang
difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Pengendalian Penyakit untuk Mendukung Peningkatan
Status Kesehatan Penduduk

Pengendalian  penyakit dilakukan  terutama  untuk
mendukung peningkatan status kesehatan penduduk yang
sekaligus merupakan target MDGs. Pengendalian penyakit
meliputi pengurangan prevalensi dan jumlah kasus HIV dan
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AIDS, peningkatkan jumlah kasus tuberculosis (TB) yang
ditemukan dan disembuhkan, serta penurunan kasus
malaria. Kasus HIV dan AIDS dari tahun ke tahun cenderung
mengalami penurunan. Pada tahun 2010 pencapaian sebesar
0,20 % telah mencapai target tahun 2014 sebesar kurang
dari 0,50 %. Sementara itu, cakupan orang dengan HIV dan
AIDS (ODHA) yang telah mendapatkan terapi Anti Retroviral
(ARV) pada tahun 2011 menjadi sebesar 80,30 %. Beberapa
hal yang mendorong penurunan jumlah kasus diantaranya
peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan
konseling dan pengobatan. Jumlah penduduk di atas usia 15
tahun yang mendapatkan pengetahuan HIV dan AIDS pada
tahun 2011 sebesar 131.404 orang dan jumlah orang usia 15
tahun ke atas yang menerima konseling sebesar 884.905
orang pada tahun 2012.

Persentase capaian kasus TB yang ditemukan telah mencapai
82,2% pada tahun 2011 jauh melampaui target MDGs
sebesar 70 % pada tahun 2014. Hingga tahun 2012, kasus TB
yang telah diobati dan disembuhkan mencapai 84,35 %.
Jumlah kasus malaria terus membaik yang ditunjukkan
dengan penurunan angka Annual Paracite Incidence (API)
dari 1,96 per 1.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi
sebesar 1,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2012. Untuk
mencapai target APl tahun 2014 sebesar 1,0 per 1.000
penduduk, masih diperlukan upaya antara lain peningkatan
program kelambunisasi. Upaya pengendalian penyakit
menular lainnya seperti Demam Berdarah dengue (DBD) dan
diare terus pula dilakukan. Upaya pengendalian penyakit
perlu terus dilakukan diantaranya melalui dukungan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan preventif
dan promotif serta kegiatan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka mencegah kasus penyakit menular, upaya
penyehatan lingkungan seperti penyediaan air bersih dan
sanitasi terus dilakukan. Sampai saat ini, jumlah penduduk
yang memiliki akses terhadap sumber air bersih mencapai
55,04 %, namun angka ini masih jauh dari target tahun 2014
sebesar 67 %. Sementara itu, persentase penduduk yang
memiliki akses sanitasi dasar berkualitas mencapai 55,6%
masih di bawah target 67 % di tahun 2011, sehingga perlu
upaya kerja keras untuk dapat mencapai target 75 % di tahun
2014. Upaya pencapaian tersebut didukung dengan Gerakan
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Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilakukan di
7.325 desa atau 36 % dari total target tahun 2014.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Fasilitas Kesehatan,
Ketenagaan, dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan

Pencapaian dari sasaran utama PN kesehatan didukung pula
oleh pelayanan kesehatan meliputi fasilitas layanan
kesehatan, ketenagaan, serta jaminan pembiayaan
kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan yang berkualitas terus ditingkatkan dalam
mendukung penurunan AKI dan AKB. Jumlah puskesmas
meningkat dari 9.005 pada tahun 2010 menjadi 9.510 pada
tahun 2012, dengan persentase puskesmas perawatan
sebesar 33,14%. Dengan memperhatikan capaian jumlah
puskesmas sampai tahun 2012, diharapkan target jumlah
puskesmas sebanyak 9.536 di tahun 2014 dapat dicapai.
Sementara itu, jumlah rumah sakit meningkat dari 1.632
pada tahun 2010 menjadi 2.083 pada tahun 2012 yang
diiringi dengan peningkatan jumlah tempat tidur rumah
sakit, terutama rumah sakit kelas tiga untuk melayani pasien
jamkesmas dan jampersal. Pada tahun 2011 jumlah tempat
tidur rumah sakit yang tersedia sebanyak 168.656 tempat
tidur (TT) atau 70,97 TT per 100.000 penduduk. Penambahan
jumlah tempat tidur terus dilakukan untuk mencapai target
51 % TT kelas tiga rumah sakit pada tahun 2014, sejalan
dengan upaya pemenuhan layanan kesehatan dalam rangka
mendukung Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)
kesehatan yang mulai efektif pada awal tahun 2014.2

Dalam rangka peningkatan dukungan pelayanan ketenagaan,
telah dilakukan penempatan dokter, dokter spesialis, dokter
gigi dan bidan melalui program Pegawai Tidak Tetap (PTT)
yang didukung pula oleh PTT daerah. Total penempatan
tenaga PTT hingga tahun 2011 berjumlah 39.452 orang.
Penempatan dilakukan di berbagai daerah dengan kriteria
terpencil, sangat terpencil dan biasa. Untuk memenuhi
pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK) pada tahun 2011 telah diangkat 1.391
tenaga kesehatan strategis yang terdiri dari Ahli Kesehatan
Lingkungan, Ahli Gizi, Perawat, Ahli Farmasi, dan Analis
Kesehatan di 35 kabupaten prioritas DTPK di 12 Provinsi.
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Upaya keras masih perlu dilakukan untuk mencapai target
tahun 2014 sebanyak 7.020 tenaga kesehatan di DTPK.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang
berakreditasi internasional, pada tahun 2011 telah terdapat
2 kota di Indonesia yang memiliki rumah sakit standar kelas
dunia sesuai target tahun 2011 yaitu RS Santosa Bandung,
RS Siloam Gleneagles Karawaci Banten, RS Eka Bumi Serpong
Damai Banten, RS Premier Bintaro Banten, dan RS Premier
Jatinegara Jakarta. Selain itu, dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang berstandar
internasional, pada tahun 2011 telah teregistrasi 1.372
rumah sakit umum dan 349 rumah sakit khusus. Cakupan
rumah sakit yang sudah terakreditasi hingga tahun 2011
sebesar 63 % dari target 90 % pada tahun 2014.

Keterjangkauan masyarakat terhadap obat, ketersediaan
obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan terus
ditingkatkan untuk mendukung upaya penanganan berbagai
kasus penyakit maupun peningkatan cakupan imunisasi.
Pada tahun 2012, ketersediaan obat dan vaksin sudah
melampaui target 92,85% dari target 85 % dan diharapkan
dapat mencapai target 100% pada tahun 2014. Untuk
penggunaan obat generik di Puskesmas pada tahun 2011
mencapai 96,70 %, sedangkan penggunaan obat generik di
rumah sakit mencapai 66,50 %. Selain itu, telah dilakukan
rasionalisasi harga obat generik pada tahun 2011 sebanyak
499 jenis. Dalam upaya meningkatkan kemandirian bahan
baku obat, telah dilakukan berbagai penelitian yang
melibatkan lembaga penelitian maupun industri obat dengan
fokus memberdayakan keragaman hayati yang dimiliki
Indonesia.

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kesehatan,
saat ini masih terus dikembangkan sistem jaminan
kesehatan. Hingga 2012, jumlah penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan sebesar 64,58%. Jumlah ini termasuk
jumlah penduduk yang menerima jaminan kesehatan
masyarakat (jamkesmas) sebesar 32,4 % dan jaminan
persalinan yang mencakup hampir 1,5 juta ibu bersalin. Pada
tahun 2014, sistem jaminan kesehatan akan dilakukan secara
terpadu dengan menggabungkan berbagai jenis jaminan
kesehatan, seperti jamkesmas, jamsostek, askes, jamkesda
dan lain-lain dalam satu pengelolaan di bawah BPJS
kesehatan. Selain itu, dalam mendukung kegiatan promotif
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dan preventif dalam pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas dan jaringannya, telah dilakukan program
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 9.323
puskesmas.

Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam
pencapaian pembangunan kesehatan antara lain belum
optimalnya K4 dan cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan terlatih yang menjadi penyebab masih
tingginya AKI, disparitas capaian indikator kesehatan
antarprovinsi dan antarstatus sosial ekonomi, belum
optimalnya penyediaan tenaga kesehatan baik kuantitas
maupun kualitas, serta belum meratanya pemenuhan
fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam program KB, permasalahan yang dihadapi adalah
kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan.
Hal ini disebabkan tidak ada sinergisitas dan harmonisasi
antarkegiatan, strategi teknis pelaksanaan pelayanan KB di
lapangan yang kurang optimal karena hanya mengandalkan
kegiatan momentum daripada kegiatan rutin, kurangnya
tenaga lapangan KB, kurangnya komitmen Pemerintah
Daerah dalam menggerakan kembali tenaga lapangan dan
pelayanan KB, pencarian target akseptor hanya berorientasi
kepada kuantitas tidak kepada kualitas. Di samping itu,
mekanisme pembiayaan untuk mendukung dan menjamin
pelaksanaan program KB di daerah dan lapangan masih
belum jelas. Demikian pula dukungan pendataan yang
akuntabel belum berjalan optimal.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa permasalahan yang
masih perlu mendapat perhatian dalam pencapaian sasaran
program kesehatan masyarakat adalah upaya untuk: (1)
memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada
seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan
kesehatan ibu dan anak terutama di DTPK; (2) memenuhi
kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi (unmet need)
karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan
kontrasepsi; (3) meningkatkan jumlah puskesmas mampu
pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) dan
rumah sakit mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi
komprehensif (PONEK) dalam mendukung pelayanan
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kesehatan ibu dan anak; (4) mengoptimalkan kegiatan
bersifat sensitif dalam penanganan masalah gizi yang
melibatkan lintas sektor; (5) meningkatkan kegiatan
preventif terpadu dalam pengendalian penyakit terutama
melalui kegiatan survailans dan promosi komunikasi
informasi dan edukasi termasuk upaya perbaikan kualitas
kesehatan lingkungan; (6) mengoptimalkan mobilisasi
pembiayaan kesehatan terutama untuk mendukung program
kesehatan preventif dan promotif; dan (vii) menjamin
penyediaan obat dan vaksin sehingga selalu tersedia di
fasilitas pelayanan, teruatama di fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.

Langkah Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan capaian, permasalahan dan
tantangan di atas, rencana tindak lanjut pembangunan
kesehatan ke depan diprioritaskan pada pencapaian target
UHH pada tahun 2014 melalui akselerasi pengurangan AKI
dan AKB, perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian
penyakit. Dalam rangka menurunkan AKI, dilakukan
pengembangan program jaminan persalinan,
penyelenggaraan kelas ibu hamil, penyediaan rumah tunggu
ibu hamil, peningkatan puskesmas mampu PONED dan
rumah sakit mampu PONEK, serta peningkatan akses
pelayanan KB berkualitas yang merata. Sementara itu dalam
rangka menurunkan AKB dilakukan peningkatan pelayanan
kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan, peningkatan
cakupan imunisasi campak, serta penyediaan dan distribusi
obat.

Terkait dengan upaya perbaikan status gizi anak terutama
dilakukan melalui Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka
1.000 Hari Pertama Kehidupan. Beberapa kegiatan yang
telah terbukti efektif dalam penanganan masalah gizi
mencakup peningkatan kegiatan pemantauan pertumbuhan
balita secara rutin melalui pengukuran berat badan (D/S),
sosialisasi pemberian ASI| eksklusif, penyediaan makanan
pendamping ASI, dan pemberian suplemen vitamin A perlu
ditingkatkan cakupannya. Selain itu, kegiatan pendukung
yang meliputi penanggulangan kemiskinan, penyediaan air
bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, ketahanan pangan dan
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gizi, serta fortifikasi bahan pangan perlu terus didorong
dalam mendukung perbaikan gizi.

Untuk mempercepat penurunan TFR, tindak lanjut perlu
yang dilakukan adalah peningkatan dan pemerataan akses
pelayanan KB yang berkualitas guna meningkatkan jumlah
akseptor KB; menurunkan angka berlangsungan (DO),
kegagalan dan efek samping dalam penggunaan kontrasepsi;
dan menurunkan unmet need.

Dalam rangka pengendalian penyakit, dilakukan upaya
melalui pelayanan terpadu dan komprehensif HIV dan AIDS,
peningkatan pengetahuan remaja terhadap HIV dan AIDS,
peningkatan penemuan dan tata laksana kasus, upaya
peningkatan kesembuhan dari kasus TB melalui strategi
Direct Observed Treatment Short Course (DOTS), peningkatan
kualitas dan akses terhadap penemuan dini dan pengobatan
malaria, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan
sanitasi.

Berbagai kegiatan tersebut perlu didukung pula dengan
peningkatan ketersedian tenaga kesehatan, terutama di
daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; penyediaan
obat dan vaksin di fasilitas layanan kesehatan; penyediaan
pembiayaan kesehatan preventif dan promotif dalam rangka
pengendalian penyakit melalui perluasan BOK,
pengembangan jaminan persalinan dan Jamkesmas,
penyediaan dan perbaikan sarana pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan termasuk penambahan tempat tidur kelas Il
rumah sakit; serta peningkatan sarana dan prasarana untuk
petugas KB lapangan dalam rangka meningkatkan daya
jangkau dan kemudahan dalam pelaksanaan program.

IV.4  PRIORITAS NASIONAL 4: PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Sasaran utama prioritas penanggulangan kemiskinan adalah
untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki
distribusi pendapatan masyarakat melalui berbagai program
penang-gulangan kemiskinan. Secara nasional, tingkat
kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 % pada 2009
menjadi 11,66 % pada September 2012. Penurunan tersebut
dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja,
peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta
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peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui
berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program
penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun
demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan
kemiskinan  cenderung  melambat karena  adanya
perlambatan laju per-tumbuhan pada sektor usaha yang
banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya
peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh
meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya
sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan. Oleh
karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai
target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 % pada tahun 2014.

Tabel IV.5 Capaian Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan

S Capaian Perkir'aan
) Target Capaian
Indikator Satuan Awal 2010 2011 2012
(2009) 2014 29:}4 .
(Notifikasi)

Jumlah RTSM yang
mendapatkan
Bantuan Tunai RTSM 726,38 1.170 772,83 1.052 1.516 ‘
Bersyarat PKH o
(ribu)
Jumlah RTS
penerima Raskin
(dengan 15 kg per RTS 18.497,3 17.488 | 18.497,3 | 18.497,3 | 17.488 ‘
RTS selama 12 .
bulan)(ribu)
(Pll\lelz:l;/ln’:gilan) Kec. 4.334 5.100 4.791 4.978 5.020 \9
Dukungan
penjaminan Kredit % n.a 100 100 100 100 ‘
Usaha Rakyat (KUR) .
Persentase 48 80,10 59,07 63,1 64,58
penduduk
(termasuk seluruh %
penduduk miskin)
yang memiliki
jaminan kesehatan e
g Sudah tercapai/on track/on-trend “...- Perlu kerja keras ’Sangat sulit tercapai
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Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Melalui Bantuan
Sosial

Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam
memenuhi hak dasarnya, pemerintah telah memberikan
bantuan sosial melalui program klaster-1 yang antara lain
mencakup bantuan sosial yaitu jaminan kesehatan, bantuan
pendidikan, bantuan tunai bersyarat, beras untuk
masyarakat miskin (raskin) dan penyediaan lapangan kerja.
Secara keseluruhan, kegiatan dalam klaster-1 hampir
mencapai target yang sudah ditetapkan.

Hingga bulan Juni tahun 2012, target program
penanggulangan kemiskinan klaster-1 mengalami
peningkatan. Persentase penduduk miskin yang memiliki
Jamkesmas meningkat dari 48 % pada tahun 2009 menjadi
64,58 % pada tahun 2012. Jumlah puskesmas vyang
memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk
miskin telah meningkat dari 8.541 pada tahun 2009 menjadi
9.125 pada tahun 2012, dan persentase RS yang melayani
pasien penduduk miskin meningkat dari 62% menjadi 85 %.

Cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2012
meningkat signifikan dari cakupan tahun 2009 yaitu sekitar
4,75 juta siswa/mahasiswa menjadi 6,38  juta
siswa/mahasiswa. Penyaluran BSM kepada siswa sekolah
umum dan mahasiswa PTA terus diupayakan secara kontinyu
untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Pemerintah telah
menyalurkan bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin
berprestasi (BIDIK MISI) bagi 80.000 mahasiswa pada tahun
2012 ini.

Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tercapai
sesuai target yang ditetapkan yaitu sekitar 1.52 juta (2012).
Program Raskin telah mencapai target yang ditetapkan
dalam pendataan PPLS 2008. Sebanyak 18,5 juta Rumah
Tangga Sasaran (RTS) telah mendapatkan beras sebanyak 15
kg/bulan selama satu tahun. Untuk pelaksanaan bulan Juni-
Desember tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya terjadi
perubahan target mengikuti pendataan RTS terbaru yaitu
berdasarkan PPLS 2011 (17,5 juta RTS).

Hingga Juni 2012 telah tersedia pekerjaan untuk sementara
waktu bagi 167.869 orang penganggur dan telah dibangun
sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat melalui kegiatan
padat karya infrastruktur dan produktif di 360 kab/kota,
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serta terfasilitasinya 17.110 orang pekerja anak untuk
diselamatkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi
anak (BPTA).

Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM

Pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional
Pemberdaya-an Masyarakat (PNPM), yang masuk dalam
kelompok klaster-2 telah mencapai target yang ditetapkan.
Program PNPM Mandiri Perdesaan telah mencapai target
dari jumlah kecamatan yang ditetapkan, dan mengalami
peningkatan dari 4.334 kecamatan pada tahun 2009 menjadi
5.020 kecamatan pada tahun 2012. Kinerja proses
pendampingan telah meningkat melalui pelibatan sekitar
12,5 juta orang pelaku aktif masyarakat, 13.955 orang
konsultan dan fasilitator yang bertugas mendampingi
masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan program di desa
dan kecamatan, serta 23.513 orang aparatur pemerintah
kabupaten dan provinsi terlibat dalam pengelolaan dan
pelaksanaan program pada tahun 2009 hingga tahun 2011.
Sedangkan untuk PNPM Mandiri Perkotaan, target jumlah
desa/kelurahan penerima program tercapai, yaitu 10.999
kelurahan pada tahun 2012. Capaian tersebut antara lain
ditunjukkan oleh jalan lingkungan yang terbangun sepanjang
31.100 kilometer, drainase sepanjang 8.800 kilometer,
rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk rumah tangga
miskin 126.800 unit, fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah
sebanyak 164.800 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 9.450
unit, dan kegiatan dana bergulir untuk masyarakat sebanyak
222.180 unit.

Pelaksanaan PNPM-PISEW sebagai salah satu PNPM Inti,
telah berhasil mendukung pembangunan infrastruktur dasar
di 237 kecamatan dalam 34 kabupaten di 9 provinsi. Lebih
lanjut, RPJM Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) didukung
melalui perencanaan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Demikian pula
program RISE PNPM Mandiri telah mencapai target yang
ditetapkan. Pencapaian kegiatan pada tahun 2011 meliputi
tersedianya jumlah fasilitator masyarakat yang telah dilatih
dan disebarkan sebanyak 1.070 dengan 30 % diantaranya
adalah perempuan.
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Target program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus (P2DTK)/PNPM-DTK tahap | (2009-2012) telah
tercapai. Pada tahun 2012 PNPM-DTK memasuki masa
pengakhiran program yang ditandai dengan serah terima dan
alih kelola hasil pelaksanaan kepada pemerintah daerah.
Sedangkan PNPM-DTK Tahap Il (target lokasi 36 kabupaten)
saat ini masih dalam proses persiapan dan pengusulan.
Apabila kelanjutan program ini belum dapat dilaksanakan,
maka lokasi yang ditargetkan akan ditangani melalui PNPM
Perdesaan.

Dalam kelompok PNPM Penguatan, PNPM Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) telah menunjukkan
kinerja yang baik. Setiap tahunnya berhasil disusun satu
model pembiayaan bersubsidi dan satu kebijakan
pembiayaan pertanian. Jumlah desa penerima program telah
memenuhi target yang ditetapkan melalui penyaluran
penguatan modal PUAP kepada sejumlah Gapoktan dan
tersusunnya satu kebijakan pembiayaan pertanian tiap
tahun. Program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan telah
mencapai target dengan tersalurkannya Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) kepada kelompok nelayan, pembudidaya,
pengolah dan pemasar, serta petambak garam. Sasaran
program untuk lokasi Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN),
pada tahun 2012, merupakan target sasaran yang sama
untuk klaster-4 program pro-rakyat, vyaitu program
peningkatan kehidupan nelayan.

PNPM Mandiri Pariwisata terus dioptimalkan untuk
mencapai target dari jumlah desa wisata yang ditetapkan
yaitu dengan telah dilaksanakannya pengembangan desa
wisata yang memfokuskan pada pengembangan wilayah
sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh.
Unsur objek dan daya tarik wisata (alam, budaya, khusus),
fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif budaya menjadi
penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di suatu
daerah/destinasi pariwisata.

Program PNPM Generasi telah melampaui target dari jumlah
kecamatan yang ditetapkan dengan ruang lingkup sektor
kegiatan yang hanya meliputi dua bidang yaitu pendidikan
dan kesehatan. Program PNPM Green/PNPM LMP telah pula
mencapai target jumlah kecamatan yang ditetapkan vyaitu
dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan PNPM LMP di 33
kabupaten pada 10 provinsi.
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Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS) sebagai salah satu program PNPM Penguatan
lainnya, telah menunjukkan pencapaian akumulatifnya yaitu:
(1) tercapainya penyusunan rencana penguatan kapasitas
kelembagaan di seluruh pemerintah daerah untuk
mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan
PAMSIMAS; (2) bertambahnya jumlah penduduk menurut
status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi hingga
lebih dari 80 % dari total target 3,1 juta jiwa di tahun 2012;
dan (3) bertambahnya jumlah penduduk menurut status
sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum sebanyak
lebih dari 3,8 juta jiwa. Sedangkan dua indikator utama
lainnya yaitu masyarakat yang Stop BABS dan masyarakat
yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun masih
harus dipercepat pencapaiannya. Kegiatan PAMSIMAS terkait
air bersih pada tahun 2012 ini menjadi target sasaran klaster-
4 program pro rakyat untuk program air bersih untuk rakyat.

Program  klaster-3 mencakup  upaya-upaya  untuk
memfasilitasi rakyat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan
dasar, namun masih membutuhkan bantuan untuk
mengembangkan usaha dan  meningkatkan  akses
permodalan. Pelaksanaannya difokuskan pada program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan upaya-upaya pemberdayaan
usaha mikro dan kecil lainnya. Penyaluran KUR pada periode
1 Januari 2010 — 31 Desember 2012 mencapai Rp80,4 triliun,
yang diterima oleh sekitar 5,3 juta debitur. Kinerja ini
didukung penerapan kebijakan baru di tahun 2012 berupa
penambahan jumlah bank penyalur KUR dari 19 bank
menjadi 33 bank (tujuh bank umum dan 26 Bank
Pembangunan Daerah), dan penurunan suku bunga KUR ritel
dari maksimal 14 % efektif per tahun menjadi 13 % efektif
per tahun. Perbaikan kebijakan KUR vyang didukung
penyediaan pendampingan KUR mulai tahun 2012
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR
hingga tahun 2014.

Pelaksanaan program peningkatan akses permodalan usaha
mikro dan kecil pada umumnya hampir mencapai target.
Dukungan diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas,
peningkatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan
peningkatan kapasitas koperasi perdesaan dan perkotaan.
Selain itu, dukungan bagi usaha mikro dan kecil diberikan
pula dalam rangka peningkatan akses pemasaran bagi usaha
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mikro dan kecil melalui revitalisasi tiga unit pasar tradisional
yang dikelola oleh koperasi di wilayah tertinggal/perbatasan.

Permasalahan dan Kendala

Secara umum, permasalahan vyang dihadapi dalam
pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan
kemiskinan adalah: (1) cakupan program terbatas karena
luasnya cakupan masyarakat miskin dan berbeda
karakteristiknya; (2) penentuan sasaran program belum
optimal karena koordinasi antarpemangku kepentingan
masih perlu ditingkatkan sinergitasnya; (3) pelaksanaan
program masih terlambat karena kurang optimalnya
komitmen dan dukungan di daerah; (4) rendahnya kapasitas
SDM di daerah; dan (5) sinergitas pusat/daerah dalam
sosialisasi untuk pelaksanaan di daerah belum optimal.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak lanjut guna mengatasi permasalahan adalah: (1)
klaster-1, yaitu perluasan cakupan penerima bantuan sosial
dengan lebih menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan
pemanfaatan data terbaru PPLS 2011 untuk mensinergikan
berbagai program; (2) klaster-2, yaitu peningkatan kapasitas
kelembagaan dan penyempurnaan indikator keberhasilan
pinjaman bergulir, serta optimalisasi pendanaan tahun
anggaran 2013 untuk pembiayaan BLM dengan penajaman
kriteria, yaitu tingkat penduduk miskin, kondisi lokasi, dan
penyerapan anggaran tahun sebelumnya; dan (3) klaster-3,
yaitu melalui peningkatan keterpaduan pemberdayaan
UMKM dalam aspek pembiayaan, produksi, pemasaran,
kapasitas dan kualitas SDM, serta penguatan kelembagaan
usaha.

Selain hal di atas, perlu dilakukan upaya tindak lanjut berikut:
(1) peningkatan advokasi dan sosialisasi terhadap
keseluruhan program-program penanggulangan kemiskinan;
(2) penyempurnaan proses penentuan sasaran program
dengan koordinasi baik antara pihak/instansi yang
berkepentingan ditambah dengan penyelarasan sasaran
program dengan data dari program-program
penanggulangan kemiskinan lainnya demi terciptanya
sinergitas program; (3) peningkatan koordinasi antara
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pemerintah pusat dan daerah; dan (4) peningkatan
mekanisme monitoring dan evaluasi program pada tingkat
Divisi Regional dan Nasional.

IV.5 PRIORITAS NASIONAL 5 : KETAHANAN PANGAN

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada
RPJMN  2010-2014 diarahkan untuk  meningkatkan
ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi
masyarakat; melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi
pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mewujudkan
daya saing produk pertanian dan perikanan; dan peningkatan
pendapatan petani; serta tetap menjaga kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan hidup. Adapun sasaran yang perlu
dicapai yaitu terciptanya kemandirian ketahanan pangan
pada akhir tahun 2014 pencapaian surplus beras 10 juta ton
dan meningkatnya produksi komoditas pangan utama
lainnya, meningkatnya PDB sektor pertanian sekitar 3,7 %
per tahun dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada
tahun 2014.

Secara umum, selama kurun waktu 2010-2012, Produk
Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami
pertumbuhan sebesar 3,4 % per tahun, namun angka
tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 % per
tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target
peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung,
kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang
mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang
ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP
meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada
tahun 2009. Adapun capaian prioritas Ketahanan Pangan
terdapat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6 Capaian Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

Capaian Perkiraan

) Status .

Indikator Target Capaian
Satuan Awal 2010 2011 2012
(2009) 2014 2014
(Notifikasi)
Peningkatan Pertumbuhan Pertanian
. o ]
PDB Pertanian % 3,96 3;,2 299 3,35 397" .
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G Capaian Perkiraan

Indikator Target Capaian
Satuan Awal 2010 2011 2012
(2009) 2014 2014
(Notifikasi)

Laju Peningkatan Produksi Pangan Utama

Padi % 6,75 393" | 3,22 | -1,07 57 w
Jagung % 8.04 | 10,02 | 39 | -3,73 | 9,83% B
Kedelai % 25,63 20,05 | -6,92 | -6,15 0,04% Q
Gula % 296 | 12,55 | 7,02 | -17,30 | 16,75Y -
Daging Sapi % 16,15 730 | 665 | 11,18 | 4,16 Q
Perikanan Jt‘:: 10,82 | 21,09 | 1880 | 620 | 19,98 Q

Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar 115- | 102,8 | 105,7
Petani Indeks 101,20 120 0 5 105,87 o
jaring . 62391 | 1340 | 4 4 -
irigasi yang (ribu) e

direhabilitasi

Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012
Keterangan : Y Kumuilatif hingga Triwulan 111 2012; 2 Target berubah disesuaikan dengan
target surplus beras 10 juta ton pada 2014, target RPJMN 3,22 3 ASEM 2012; “Kementerian
Pertanian; 5l Perkiraan; ® Akumulatif capaian s/d Juni 2012

Q Sudah tercapai/on track/on-trend .. Perlu kerja keras . Sangat sulit
tercapai
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Peningkatan Produksi Pangan Utama

Pencapaian surplus beras mengalami peningkatan, namun
masih perlu upaya keras untuk mencapai target surplus beras
10 juta ton pada tahun 2014. Pada tahun 2010 suplus beras
mencapai 4,30 juta ton, pada tahun 2011 mengalami
penurunan menjadi 3,91 juta ton yang disebabkan karena
produksi padi pada tahun 2011 menurun sebesar 1,07 %
yang disebabkan menurunnya luas panen, dan pada tahun
2012 surplus beras diperkirakan meningkat lagi menjadi
sekitar 5,77 juta ton. Dalam kurun waktu 2010-2012,
produksi padi mampu mengalami peningkatan sebesar 2,38%
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per tahun, yaitu dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010
menjadi 69,04 juta ton GKG pada tahun 2012 (ASEM 2012).
Namun, peningkatan padi ini masih di bawah target RPJMN
sebesar 3,93% per tahun. Berdasarkan ASEM 2012, produksi
padi pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 69,04 juta ton
atau meningkat 5% dari tahun 2011 yang mencapai 65,76
juta ton.

Tabel IV.7 Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012

Tahun Produksi Populasi | Konsumsi Total Surplus

Gabah Pertum- Beras (juta) /kapita/ Konsumsi Beras

(ton) buhan (%) | (ton) tahun (kg) (ton) (ton)

(juta) (juta) (juta) (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) )] (8)
2010 66,47 3,22 37,37 237,64 139,15 33,07 4,3
2011 65,76 (1,07) 36,97 241,18 137,06 33,06 3,91
2012 69,04 5 38,82 244,78 135,01 33,05 5,77

1)

Sumber: 1): ASEM (Estimated), BPS, 2012

Peningkatan produksi padi ini didukung oleh: (1) perluasan
areal sawah yang pada tahun 2012 mencapai 58.036 Ha atau
46,67% dari target tengah tahun RPJMN seluas 124.350 Ha;
serta (2) optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan seluas
206.541 Ha atau telah melebihi dari target tengah tahun
RPJMN seluas 131.859 Ha.

Selain itu, peningkatan produksi padi didukung pula dengan:
(1) pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi yang
mencapai 2.679 km atau 45,67 % dari target sepanjang 5.867
km; (2) optimasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi
Desa (JIDES) dan pengembangan Tata Air Mikro (TAM) yang
mencapai 876,12 ribu ha atau 102,96 % dari target 850,92
ribu ha; serta (3) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi
dan rawa telah mencapai 300 ribu ha atau telah melebihi dari
target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 139
ribu ha. Sementara rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa telah
tercapai sebesar 911 ribu ha atau 51 % dari target yang telah
ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 1,79 juta ha.
Namun demikian, upaya Pemerintah meningkatkan kuantitas
dan kualitas pasokan air melalui pembangunan waduk masih
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belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari target
pembangunan 12 waduk (diluar target pembangunan 7
Waduk di DAS Bengawan Solo), hingga Juni 2012 sembilan
diantaranya masih dalam proses konstruksi dan diperkirakan
belum ada satu pun yang selesai dibangun pada akhir tahun
2012.

Selanjutnya, produksi jagung dan gula selama periode 2010-
2012 rata-rata meningkat masing-masing sebesar 3,35% dan
2,16 %, namun tingkat pertumbuhannya masih dibawah
target rata-rata per tahun yang ditetapkan dalam RPJMN
2010-2014 yaitu masing-masing sebesar 10,02 % dan 12,55
%. Sedangkan untuk produksi kedelai mengalami penurunan
rata-rata sebesar -4,34% selama periode yang sama.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya
luas panen karena petani lebih memilih menanam padi atau
jagung yang harganya lebih menarik. Dengan perkembangan
produksi tersebut, produksi kedelai tersebut tidak akan
mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.
Sehubungan dengan itu, pada saat ini pemerintah sedang
merumuskan kebijakan untuk mendorong peningkatan
produksi kedelai dan sekaligus menjaga stabilitas harga
kedelai di dalam negeri.

Untuk komoditas pangan utama lainnya terutama sumber
pangan protein hewani, yaitu produksi daging sapi dan
perikanan  selama  periode 2010-2012 mengalami
peningkatan. Selama periode tersebut, produksi daging
meningkat rata-rata sebesar 7,33% per tahun, sedikit lebih
tinggi dari target RPJMN 2010-2014 sebesar 7,30 % per
tahun. Peningkatan produksi daging sapi tersebut terjadi
disebabkan karena peningkatan populasi sapi potong.
Selanjutnya produksi perikanan meningkat sebesar 14,97 %
per tahun selama periode 2010-2012, terutama dari produksi
perikanan budidaya vyang didukung oleh kegiatan
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan
Budidaya. Konsumsi ikan per kapita nasional yang pada
tahun 2011 adalah sebesar 31,64 kg/kapita/tahun,
meningkat sebesar 3,81 % dibandingkan tahun 2010, yaitu
sebesar 30,48 kg/kapita/tahun. Peningkatan tersebut
menggambarkan ketersediaan produk perikanan vyang
mencukupi  kebutuhan dan keberhasilan pelaksanaan
kebijakan dan kampanye Gemar Makan lkan (Gemarikan).
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Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani yang mengukur perkembangan rasio nilai
yang diterima petani dari hasil usaha taninya terhadap biaya
produksi dan biaya untuk kebutuhan sehari-harinya terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, NTP masih berada
pada posisi 101,20 meningkat menjadi 102,80 pada tahun
2010. Kemudian pada tahun 2011 menjadi 105,75, dan pada
tahun 2012 meningkat kembali menjadi 105,87.

Peningkatan Konsumsi Pangan

Selanjutnya, pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan
konsumsi pangan mengalami perkembangan yang baik yang
dicerminkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi energi
oleh masyarakat, dari sebesar 1.927 kkal per kapita per
tahun pada tahun 2009, menjadi 1.952 kkal per kapita per
tahun pada tahun 2011. Besarnya Angka Kecukupan Energi
yang diharapkan dapat dicapai adalah sebesar 2.000 kkal per
kapita per tahun. Sementara itu, konsumsi ikan per kapita
nasional yang pada tahun 2011 adalah sebesar 31,64
kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 3,81% dibandingkan
tahun 2010, vaitu seebsar 30,48 kg/kapita/tahun.
Peningkatan tersebut menggambarkan ketersediaan produk
perikanan yang mencukupi kebutuhan dan keberhasilan
pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan lkan
(Gemarikan).

Permasalahan dan kendala

Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi
dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan dan
rencana tindak lanjutnya. Permasalahan yang terkait dengan
lahan dan tata ruang dalam mendukung ketahanan pangan
adalah masih terdapat konversi lahan pertanian pangan ke
penggunaan lain; sulitnya penerapan UU Lahan pertanian
berkelanjutan (UU No. 41/2009); baru sekitar 37 ribu Ha
lahan terlantar yang telah ditetapkan melalui penerbitan
surat keputusan Kepala BPN sehingga menghambat
pencapaian perluasan areal pertanian seluas 2 juta hektar.

Masalah penting lainnya yang menghambat peningkatan
produksi terutama produksi padi adalah ketersediaan
infrastruktur pertanian. Permasalahan tersebut antara lain
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sekitar 52 % jaringan irigasi yang berada di bawah
kewenangan pemerintah daerah mengalami rusak, sekitar 40
% jalan kabupaten dalam kondisi rusak; serta kurangnya
dukungan infrastruktur perikanan tangkap dan budidaya.

Permasalahan ketahanan pangan yang terkait dengan
Penelitian dan Pengembangan adalah masih rendahnya
produktivitas dari komoditi pangan utama dan masih
rendahnya penerapan benih unggul bersertifikat oleh petani
yaitu baru sekitar 40 % petani yang menggunakan benih
unggul tersebut. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang
terkait dengan Investasi, Pembiayaan dan Subsidi yaitu masih
rendahnya realisasi penyerapan kredit ketahanan pangan
dan keterlambatan penyediaan benih unggul sesuai dengan
jadwal tanam. Sedangkan permasalahan yang berkaitan
dengan pangan dan gizi adalah masih lambatnya
penganekaragaman konsumsi pangan sehingga keter-
gantungan konsumsi beras masih tinggi.

Permasalahan NTP vyang tidak ada perubahan perlu
mendapat perhatian. NTP yang mencerminkan rasio harga
barang dan jasa yang diterima petani dengan nilai barang
dan jasa vyang dibayar petani tidak mengalami
perkembangan. Hal ini disebabkan oleh cenderung tetap
atau bahkan menurunnya harga output, sementara harga
input cenderung terus meningkat. Harga input seperti pupuk,
benih, sewa lahan dan biaya tenaga kerja terus meningkat.
Sementara harga output pada saat panen cenderung rendah,
bahkan seringkali lebih rendah dari biaya produksi.
Penurunan harga output dapat pula diakibatkan oleh adanya
peningkatan persaingan dari impor.

Langkah tindak lanjut

Langkah tindak lanjut terkait lahan dan tata ruang adalah:
(1) pemastian peran BUMN, melalui Gerakan Peningkatan
Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dan swasta lain,
mendukung pengembangan food estate di wilayah luar Pulau
Jawa; (2) pemanfaatan lahan transmigrasi untuk perluasan
areal pertanian baru; (3) penghentian alih fungsi lahan
sawah; dan (4) pelaksanaan secara penuh peraturan
pemerintah terkait dengan UU No. 41/2009 tentang
Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015
(PP No. 1/2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan dan
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Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, PP No. 2/2012
tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Berkelanjutan, dan PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi
Lahan Pertanian Berkelanjutan).

Selanjutnya, tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya
menangani ketersediaan infrastruktur pertanian adalah
mempercepat rehabilitasi dan pembangunan irigasi dan
tampungan air baru; mensinergikan peta sawah dan layanan
irigasi; memastikan ketersediaan anggaran pemda untuk
membangun jalan desa-kecamatan, dan kabupaten
khususnya sentra  produksi beras;  mensinergikan
pembangunan jaringan irigasi tambak primer, sekunder, dan
tersier; mendukung pembangunan fasilitas pelabuhan
perikanan seperti listrik dan air bersih; merevitalisasi tambak
rakyat; dan mendorong peningkatan peran daerah dalam
mengelola dan melengkapi fasilitas pendaratan perikanan di
daerahnya.

Tindak lanjut terkait penelitian dan pengembangan adalah
melakukan percepatan release benih unggul dan pengawalan
di tingkat lapangan; melakukan revitalisasi sistem perbenihan
nasional termasuk perbaikan sistem penyebarluasan hasil-
hasil penelitian ke petani, dan penguatan penangkar-
penangkar benih di petani. Sedangkan langkah tindak lanjut
terkait investasi, pembiayaan dan subsidi adalah melakukan
pemutihan KUT; menyusun skema baru subsidi bunga kredit
dan penjaminan oleh pemerintah; merubah sistem
penganggaran penyediaan benih dan pupuk dari sistem
bantuan langsung menjadi sistem subsidi; melakukan
perluasan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SLPTT) seluas 4 Juta Ha; serta melakukan pengawasan
subsidi pupuk dan benih salah satunya dengan menggunakan
data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Dalam upaya menangani permasalahan pangan dan gizi
adalah memperluas cakupan pembinaan penganekaragaman
konsumsi pangan ke 17.000 Desa; meningkatkan kegiatan
penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan;
mendorong industri pengolahan pangan yang berbasis
sumber daya lokal; serta meningkatkan pembinaan pola
hidup sehat dan pengetahuan gizi; dan lebih memfungsikan
kelembagaan pangan dan gizi masyarakat yang dapat
meningkatkan keragaman pangan untuk memperluas akses
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pangan dan menurunkan ketergantungan pada konsumsi
beras.

Langkah tindak lanjut permasalahan NTP  berupa
pengendalian kelancaran dan stabilisasi harga input produksi,
pengendalian harga output terutama saat panen, dan
peningkatan produktivitas agar biaya produksi per unit
keluaran relatif akan semakin menurun.

Langkah tindak lanjut pengelolaan di tingkat mikro untuk
mensinergikan pelaksanaan semua faktor/substansi inti
sangat penting, maka diperlukan adanya koordinasi
pelaksanaan pengamanan produksi pangan agar terjadinya:
(1) sinergi antara lahan dan sarana prasarana irigasi di
lapangan, terutama di daerah sentra produksi padi; (2)
ketepatan sasaran dan waktu distribusi pupuk dan benih
bersubsidi; dan (3) efektivitas penyuluhan untuk mengawal
proses produksi pangan, yang perlu didukung ketersediaan
informasi tanam untuk dasar sinergi mobilisasi input
produksi, informasi panen guna mencegah adanya
penurunan harga di waktu panen, serta peningkatan peran
Pemda.

IV.6  PRIORITAS NASIONAL 6: INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada terjaminnya
ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan, dan terjaminnya kelancaran
distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan
daya saing produk nasional. Sasaran pembangunan
infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur nasional
yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap
pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Selama tiga tahun
pelaksanaan RPJMN 2010-2014 alokasi anggaran untuk
infrastruktur terhadap PDB terus ditingkatkan dari 3,4 %
pada tahun 2010, menjadi 4,1 % pada tahun 2012, sehingga
diharapkan akan mengarah pada pemenuhan minimal 5 %
dari PDB. Peningkatan tersebut merupakan upaya kuat dari
pemerintah untuk terus mendorong agar dunia usaha di
Indonesia tetap bergairah dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi antara 6,3—6,8 %, sesuai sasaran RPJMN 2010-2014,
di tengah-tengah perekonomian dunia yang cenderung tidak
ada perubahan.
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Pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakukan pula
melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dari
estimasi nilai investasi KPS dalam RPJMN 2010-2014 sebesar
Rp344.6 triliun, sampai saat ini proyek KPS yang telah selesai
transaksi dan mulai konstruksi adalah sebesar Rp. 32 triliun.
Pada tahun 2012 telah digulirkan peluang investasi proyek
KPS sejumlah 58 proyek dengan perkiraan total investasi
mencapai Rp. 500 Triliun, dimana saat ini 17 proyek senilai
Rp. 98 trilliun sedang dalam proses transaksi dan 13 proyek
senilai Rp. 58 trilliun sedang dalam proses persiapan
transaksi. Dengan semakin memadainya alokasi anggaran
infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghasilkan
capaian-capaian penting dalam upaya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat luas.

Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga
tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian
besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang
ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemantapan jalan
nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan ekspor-
impor (E-l) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian
Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kab/kota yang terhubung
secara broadband, serta desa vyang dilayani akses
telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur
KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa
memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014, dan
target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat
tercapai. Capaian PN Infrastruktur terdapat pada Tabel IV.8.

Peningkatan Konektivitas Domestik dan Nasional

Sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2010-
2014 terutama dalam upaya meningkatkan keterhubungan
wilayah (domestic connectivity) yang dilaksanakan melalui
percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan
telekomunikasi, secara umum akan dapat dicapai. Hingga
akhir tahun 2012 terdapat pertambahan jumlah panjang
jalan dalam kondisi mantap dari 87,3 % pada awal tahun
2009 menjadi 90,82 % pada akhir tahun 2012. Berdasarkan
kinerja kemanfaatannya, penambahan lajur-Km dan lebar
jalan telah menghasilkan rasio volume lalu lintas dengan
kapasitas (V/C ratio) jalan nasional rata-rata mencapai 0,41,
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yang berarti bahwa terdapat ruang pemanfaatan jalan yang
masih memadai. Sementara itu capaian pembangunan jalan
tol hingga Juni 2012, terdapat penambahan panjang jalan tol
yang telah terbangun dan beroperasi sepanjang 86,19 Km
baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta.
Capaian tersebut masih jauh dari target RPJMN sepanjang
1.296 km sehingga memerlukan upaya yang keras dan
sungguh-sungguh khususnya terkait dengan hambatan
pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol.

Tabel IV.8 Capaian Prioritas Nasional Infrastruktur

Capaian Perkiraan
Status Target Capaian
Indikator Satuan Awal
(2009) 2014 2010 2011 2012 2(_)2!-4 :
(Notifikasi)
Tanah dan Tata Ruang
Inventarisasi
pemilikan,
penguasaan, Bidang | n.a |1.678.350(|317.154|280.244| 29.033 e
penggunaan, dan o
pemanfaatan tanah
(P4T)
Jumlah rencana tata Provinsi - 33 33 33 33
ruang yang telah Provinsi | Provinsi| Provinsi | Provinsi .
disinkronkan program -
pembangunannya
Jalan

Jumlah Jalan yang
ditingkatkan

kapasitasnya KM | 2443 | 19.370* | 2.808 | 3.202 |12.007* | (@)
(pelebaran) k-4
sepanjang 19.370 km

(ribu)

Kemantapan Jalan % 873 | 90,0 |[870"| 877 | 905 O
Nasional -

Jumlah jalan strategis
di Lintas Selatan
Jawa, Perbatasan,
terpencil, dan terluar KM 379 1.377,94* | 274 302 1.504* .
yang dibangun e
sepanjang 1.377,94
KM

Jalan tol yang
dibangun pemerintah Km 85 1.296* 135 53 296* ’
dan swasta '
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Capaian Perkiraan
Status Target Capaian
Indikator Satuan Awal & P
(2009) 2014 2010 2011 2012 2014
(Notifikasi)
Perhubungan
Panjang jalur KAbaru | | 1355 | gsar 81 | 135 | 319* .
yang dibangun
Jumlah Bandara yang
dikembangkan dan paket 170 205 65 150 275%* Q
direhabilitasi -
Pangsa angkutan laut
Smgit;;grﬁﬂ) o | 90.2(D)|100,0(D) |98,1(D)|98,38 (D) | 98,8 (D) ®
- - ( w
untuk armada 9,0 (E-1) | 10,0 (E-1) |9,0 (E-1) | 9,5 (E-I) | 9,9 (E-I)
pelayaran nasional
Jumlah fasilitas
pelabuhan utama,
pengumpul dan 60 300 | 157 | 205 | 607 o
pengumpan yang -
dibangun dan
ditingkatkan
Perumahan Rakyat
Jumlah Rusunawa Twin
Terbangunl) Block 106 650 89 70 435* "
(TB) -
Pengendalian banijir
Diselesaikannya .
Selesai
pembangunan Kanal aket Konstruk sebelum Paket | Paket | beroper
Banjir Timur paket 22 | P si 2229 | 3031 | asi o
2012
s/d 29
Telekomunikasi
LZi':::ﬁE{J 'ff:a kab/kota | 311 437 311 | 328 | 343
0,
secara broadband (%) (63) (88) (63) (66) (69) Q
Desa yang dilayani desa 24.051 33.184 | 27.670 | 30.413 | 30.441
akses telekomunikasi | (%) | (72,5) | (100,0) | (83,4) | (916) | (91,7) @

Keterangan:

*) Kumulatif

)ﬁgtercapai/on track/on-trend

- Perlu kerja keras

1)Terdapat penambahan panjang jalan nasional dari 34.628,83 Km menjadi 38.569,82 Km.

' Sangat sulit tercapai
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Tabel IV.9 Kondisi Kemantapan Jalan

. Panjang Persentase Pers.e f\ta.:se
Jenis Jalan (Km) Kondisi Mantap Kondisi Tidak
Mantap
Nasional 38.570 87.38 12.62
Provinsi 48.984 56.48 43.52
Kab/Kota 376.405 55.15 44.85
Jakarta 6.266 64.00 36.00
Jalan Tol 742 96.00 4.00
TOTAL 470.967 58.11 41.89

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 (diolah)

Pembangunan infrastruktur perhubungan untuk me-
ningkatkan konektivitas nasional dilaksanakan melalui
pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sa-rana
transportasi antarmoda dan antarpulau yang ter-integrasi.
Hingga per-tengahan RPJMN 2010-2014 capaian penting
dalam pembangunan jaringan prasarana antara lain telah
dilaksanakan pembangunan dermaga VI serta pembangunan
kapal 5000 GT sebanyak 3 unit untuk mengurai bottleneck
pada lintas penyeberangan strategis Merak-Bakauheni;
peningkatan sub-sidi perintis angkutan sungai, danau dan
penyeberangan dari 99 lintas pada 2010 menjadi 135 lintas
pada 2012, serta pembangun-an jalur KA sepan-jang 319,36
Km (termasuk jalur ganda lintas utara Jawa) yang dapat
mewujudkan terciptanya angkutan multimoda untuk
penumpang dan barang serta mengurangi beban kemacetan
lalu-lintas maupun kerusakan jalan di sepanjang jalur pantai
utara Jawa. Indikator penting dari upaya tersebut
diantaranya terjadinya peningkatan jumlah angkutan
penumpang kereta api dari 76,5 Juta orang pada tahun 2009
menjadi 79,9 Juta orang pada tahun 2011, dan untuk
angkutan barang terjadi peningkatan dari 18,97 juta ton pada
tahun 2009 menjadi 19,49 juta ton pada tahun 2011.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan keselamatan
transportasi jalan, telah dapat dihasilkan Rencana Umum
Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yang diharapkan dapat
menekan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas.
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Gambar IV.12 Persentase Pangsa Pasar Armada Pelayaran Nasional
Angkutan Dalam Negeri

Sumber : *) Ditjen Hubla 30 November 2012

Sebagai implementasi dari penerapan azas cabotage, sejak
tahun 2005-2012 jumlah armada pelayaran nasional
meningkat dari 6.041 unit kapal (5,67 juta GT) pada Maret
2005 menjadi 11.791 unit kapal (16,63 juta GT) pada
November 2012, atau mengalami peningkatan sebanyak
5.750 unit kapal (95,18 %) setara dengan peningkatan tonase
kapal sebesar 10,96 juta GT (193 %). Hal tersebut
memberikan dampak pada peningkatan pangsa pasar
armada pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri dari
114,5 juta ton (55,5 %) menjadi 283,5 juta ton (98,8 %).
Pencapaian yang hampir 100 % ini merupakan target sapu
bersih untuk angkutan dalam negeri dalam upaya
mendukung penguatan konektivitas dan sistem logistik
nasional serta peningkatan daya saing nasional. Keberhasilan
di dalam negeri ini diharapkan mampu berimbas pada
pangsa pasar angkutan luar negeri melalui program beyond
the cabotage. Kebijakan ini perlu didukung pula dengan
penyediaan sumber pendanaan murah dalam pengadaan
kapal bagi pengusaha armada pelayaran nasional.

EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014 |

95



Tabel IV.10 Perkembangan Armada Nasional Indonesia dan
Negara-Negara ASEAN (Juta GT)

| | | |
| | |

|
| | | |
| Vietnam | - | - | 254 | 319 | 362 | 45 | 472

Dalam lima tahun Tabel IV.11 Angkutan Udara Perintis
terakhir pergerak- Tahun 2009-2011

an  pertumbuhan
penumpang trans-

porasi udara me- |fwe | 91 | e | 0

ngalami peningkat- ‘

an rata-rata 9,3 % 14 14 15
per tahun, dan ---
pada tahun 2011
mencapai  14,0%.
Peningkatan per-
tumbuhan penumpang angkutan udara ter-sebut terutama
pada kota yang dilayani oleh pesawat dengan kapasitas
diatas 100 penumpang. Hal tersebut perlu diiringi dengan
peningkatan pelayanan angkutan udara untuk wilayah
perbatasan dan terpencil yang dilayani oleh pesawat dengan
kapasitas dibawah 50 penumpang yang saat ini jumlahnya
masih sangat terbatas. Disamping itu, perlunya peningkatan
sistem navigasi udara untuk wilayah-wilayah yang masih
blankspot.

Pembangunan
MRT dan Monorail
masih terhambat,

Pembangunan infrastruktur perkotaan ditujukan untuk
., mewujudkan wilayah perkotaan yang mampu
ouleeen. mengakomodasi - aktifitas  ekonomi dan  sosial  serta
lpicsiiiad  kebutuhan masyarakat. Hingga pertengahan 2012 beberapa
SUES capaian diantaranya telah dilakukan pemutakhiran terhadap
ez::?or:;::?af::z Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek; telah
ubisiull disusun  konsep  kelembagaan  Otoritas  Transportasi

JlElcsielel  Jabodetabek (OTJ) yang saat ini dalam proses penerbitan
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landasan hukum; serta pelaksanaan program pengembangan
Bus Rapid Transit (BRT) di 13 lokasi, yaitu Bogor, Yogyakarta,
Pekanbaru, Manado, Palembang, Gorontalo, Batam,
Semarang, Bandung, Solo, Tangerang, Prov. Maluku dan
Prov. Bali. Sementara itu target pembangunan sistem Mass
Rapid Transit (MRT) Jakarta hingga tahun 2012 baru
diselesaikan Basic Design. Target penyelesaian pembangunan
MRT dan Monorail di Jakarta belum dituntaskan karena
permasalahan skema pendanaan dan perhitungan investasi
oleh pihak Pemerintah Daerah.

Peningkatan Akses Penduduk terhadap Lingkungan
Permukiman yang Berkualitas

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat
terhadap hunian yang layak dan didukung oleh prasarana
dan sarana dasar permukiman yang memadai, hingga tahun
2012 pemerintah memberikan bantuan subsidi perumahan
secara kumulatif mencapai 402.404 unit dan fasilitas
likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 220.886 unit.
Sedangkan bagi masyarakat yang belum mampu memiliki
rumah sendiri khususnya di perkotaan, pemerintah
menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa),
namun, pembangunannya masih tersedat dari total 380 TB
yang direncanakan selesai pada tahun 2012. Bagi masyarakat
yang menyediakan rumahnya secara swadaya, pemerintah
memberikan fasilitasi untuk pembangunan baru mencapai
28.706 unit dan peningkatan kualitas rumah mencapai
111.476 unit. Selain itu, pemerintah memberikan fasilitasi
pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman
seperti jalan lingkungan, air minum, dan sanitasi. Indikator
capaian proporsi rumah tangga kumuh di kawasan perkotaan
berkurang dari 13,0 % (2010) menjadi 12,6 % (2011). Namun
sebaliknya, proporsi rumah tangga kumuh di perdesaan
meningkat dari 15,8 % (2010) menjadi 16,4 % (2011).

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

Dalam rangka pencapaian sasaran pengendalian banijir,
penyelesaian pembangunan Kanal Banjir Timur telah berhasil
diselesaikan sebelum tahun 2012 sesuai dengan sasaran yang
tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Pada akhir tahun 2011,
Kanal Banjir Timur Jakarta telah mulai beroperasi untuk
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melayani sistem drainase pada wilayah seluas 207 km2,
melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas
256 km® dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sungai
Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jati Kramat, dan Sungai
Cakung, serta mengurangi 13 kawasan genangan (11
Kelurahan di Jakarta Timur dan dua Kelurahan di Jakarta
Utara.

Peningkatan Akses Komunikasi Data dan Suara Bagi Seluruh
Rakyat

120
100
80
60
40
20

Desa Berdering (desa) PLIK (desa) Jaringan backbone Jaringan ekstensi
broadband (provinsi) broadband (kab/kota)

=2010(R)  =2011(R)  =2012 (R Juni) 2013 (T) 2014 (T)

Gambar IV.13 Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika terhadap Target

RPJMN 2010-2014 (dalam persentase)

Sumber: Kemen Kominfo, PT Telkom, dan Kem PPN/Bappenas, 2012

Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang
baru dimulai pada tahun 2010, saat ini telah mencapai 6.694
desa ibukota kecamatan atau sudah melebihi target RPJMN
2010-2014 sebanyak 5.748 desa. Keberhasilan lain adalah
tercapainya: (1) kesepakatan demarkasi rute pembangunan
jaringan broadband yang akan dibangun oleh PT Telkom dan
Pemerintah untuk memastikan tidak adanya overlap rute
pembangunan; (2) perluasan tugas pokok dan fungsi Balai
Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan
Informatika (BP3TI) sebagai Badan Layanan Umum (BLU)
pengelola ICT Fund; (3) penerbitan Permen Kominfo No.
23/2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pita Lebar yang
merupakan penyempurnaan dari Permen Kominfo No.
21/2011; dan (4) penetapan belanja modal sebagai skema
penggunaan /CT Fund untuk membiayai proyek Palapa Ring.
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Permasalahan dan Kendala

Dari berbagai capaian tersebut, pembangunan infrastruktur
hingga tahun 2012 masih dihadapkan pada permasalahan,
diantaranya: (1) hambatan pembebasan lahan untuk proyek
infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum
diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan
ganti rugi lahan vyang sulit dipenuhi oleh peraturan
perundangan sampai penolakan dari warga masyarakat yang
mengarah pada permasalahan sosial; (2) lemahnya
koordinasi dan sinergi lintas sektor yang berakibat pada
kurang terintegrasinya pembangunan infrastruktur yang
lebih efektif dan efisien; (3) belum optimalnya pelaksanaan
skema pendaaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni
kurangnya kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK), kerangka hukum yang masih perlu
dilakukan harmonisasi, serta dukungan pemerintah baik
dalam penyiapan dan transaksi proyek. Permasalahan
tersebut diperkirakan masih belum dapat teratasi mengingat
permasalahan pembebasan lahan sangat terkait dengan
aspek sosial kemasyarakatan dan memerlukan pemecahan
yang terintegrasi dan berkeadilan.

Langkah Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, tindak lanjut
yang diperlukan antara lain meningkatkan kualitas kegiatan
persiapan baik dalam aspek teknis maupun aspek sosial-
kemasyarakatan agar setiap potensi hambatan yang terjadi
dapat segera diketahui dan segera dirumuskan rekomendasi
penyelesaiannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan
konstruksi. Selain itu upaya peningkatan koordinasi dan
partisipasi stakeholder terkait baik dari unsur Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat
akan ditempuh agar kendala pembebasan lahan yang saat ini
masih berlangsung dapat segera menemukan jalan keluar.
Dengan telah terbitnya UU No. 2/2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan
Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
diharapkan memberikan jalan keluar yang lebih baik dalam
upaya percepatan pembangunan infrastruktur.
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V.7 PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM INVESTASI DAN
IKLIM USAHA

Kebijakan pe-ningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah
mendorong pe-ningkatan inves-tasi dan daya saing produk
Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkat-nya
Pembentuk-an Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB),
investasi baik

Penanaman
0000
Modal Dalam B PMDN (Rp. Miliar)
: 0000
Negeri (PMDN) PMA (USD juta)
maupun 0000 1
Penanaman 0000
Modal Asing | oo -
(PMA), dan | !
membilknya 0000 4
eringkat
_p 5 . 0000
investasi
(investment R R T R TR TP
ra tln ) mber: BKPM, diolah *) Sampai Triwulan [1T
Ind g . Gambar V.14 Realisasi PMDN dan PMA
ndonesia.

Perbaikan iklim

investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantara-
nya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur
perijinan, pe-ngembangan sistem logis-tik nasional, pengem-
bangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS,
dan sinkro-nisasi kebijakan ketenaga-kerjaan dan iklim usaha.

Pertumbuhan yang baik terjadi pada PMTB, PMA, dan PMDN.

Pertumbuhan PMTB tahun 2010 dan 2011 masing-masing 8,5
% dan 8,8 %, lebih cepat dari pertumbuhannya pada 2009
yaitu 3,3 %. Pada tahun 2012 PMTB tumbuh mencapai 10 %
(v-o-y, hingga Semester [). Selanjutnya, PMDN me-ningkat
dari Rp37,8 triliun pada 2009 menjadi Rp76,0 triliun pada
tahun 2011, demikian pula PMA meningkat dari USD 10,8
juta menjadi USD19,5 juta. Hingga tahun 2012 Triwulan I,
realisasi PMDN dan PMA masing-masing sebesar Rp. 25,2
triliun dan USD6,3 juta atau masing-masing meningkat
sekitar 37% dan 22% dibandingkan dengan realisasi Triwulan
Il tahun 2011. Selain itu, peringkat investasi Indonesia telah
membaik sehingga dimasukkan dalam kategori negara yang
layak investasi (investment grade), vyaitu Fitch: BBB-,
Moody’s: BAA3, dan Standard & Poors: BB+. Peningkatan
peringkat ini merupakan cerminan perbaikan persepsi
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terhadap situasi perekonomian Indonesia. Predikat
investment grade akan menambah kepercayaan investor
asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Berikut
pada Tabel IV. 12 adalah capaian Prioritas Nasional Iklim
Investasi dan Iklim Usaha.

Tabel 1V.12 Capaian Prioritas Nasional Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Status Capaian Perkir.aan
Indikator Satuan Awal Target Capaian
(2009) | 2010 | 2011 2012 2014 Auks
(Notifikasi)
Jumlah PTSP di prov/ 360 394 420 444 530 ‘
Daerah kab/
kota
Jumlah provinsi prov/ n.a 33 33pProv | 33Prov | 33 Prov Q
dan Kab/Kota Prov
dan 50 dan 50 dan 50
yang telah kab/ n.a dan 40
kab/ kab/ kab/
menerapkan kota kab/ko kota kota Kota
SPIPISE ta
Rata-rata % n.a 4,5 3,5 2,2 5-9 Q
koefisien variasi
harga bahan
pokok utama
Rata-rata rasio n.a 1,8 1,9 2,1 1,5-2,5 .
koefisien variasi i
harga provinsi
dan nasional
Waktu hari n.a 6 5 4 2 Q
penyelesaian i
perijinan dan
nonperijinan
dibidang
pembinaan pasar
dan distribusi
Jumlah pasar unit 10 12dan | 15dan | 20dan1 | 26dan5 Q
percontohan - 1 i
Jumlah pengguna | perusaha n.a 1.536 2.064 2.618 7.500

perijinan ekspor/ an
impor online
melalui
INATRADE
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G Capaian Perkir?an
Indikator Satuan Awal Target Capaian
(2009) | 2010 | 2011 2012 2014 A
(Notifikasi)
Tersusunnya Peraturan Masuk | Naskah | Penun Permen - _
peraturan dalam Akade daan akertran oot
tentang Prolegn mis revisi s No. 13
kompensasi as dan tahun
dan penetapan dikelua 2012
PHK, hubungan rkan dan No.
kerja (kontrak dari 19
dan Proleg Tahun
outsourcing) nas” 20122
serta
pengupahan
Jumlah 12.115 13.246 | 13.912 14.339 15.000 Q
lembaga
kerjasama
bipartit di
perusahaan
dalam rangka
pencapaian
kesepakatan
hubungan kerja
Keterangan:

Y Karena belum adanya kesepahaman antara serikat pekerja dengan pengusaha, maka oleh

DPR dilakukan penundaan.
% peraturan tentang komponen dan pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan Layak dan syarat-
syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain.

Q Sudah tercapai/on track/on-trend . Perlu kerja keras ’ Sangat sulit tercapai

Penyederhanaan Perizinan dan Peningkatan Daya Saing
Usaha

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mengurangi
kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat,
dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah
melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (1)
penerapan PTSP, (2) penerapan Sistem Pelayanan Informasi
dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan (3)
pengurangan biaya untuk berusaha. Sampai tahun 2012
sudah sebanyak 444 daerah (provinsi/kab/kota) yang telah
membentuk PTSP, atau 83,8% dari total 530 daerah di
Indonesia. Jumlah ini sudah melampaui target RPJMN
sebesar 70 % pada tahun 2014. Namun demikian, yang telah
menerapkan SPIPISE baru 138 daerah (15%), masih lebih
rendah daripada target RPJMN sebesar 83 %. Selanjutnya,
hingga tahun 2012 baru 37,7 % (200 daerah) yang melakukan
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pengurangan biaya berusaha. Pencapaian ini baru sekitar
separuh dari target RPJMN sebesar 70 %. Lambatnya
pencapaian upaya ini disebabkan oleh belum optimalnya
sosialisasi peraturan tentang pengurangan biaya berusaha di
daerah.

Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasi-
kan sistem transportasi dan pembangunan daerah menjadi
sebuah konektivitas nasional dalam jalur distribusi intra
pulau, antarpulau, dan jalur perdagangan internasional
sangat strategis dalam menunjang daya saing usaha,
mengurangi disparitas antarwilayah, dan menjaga kestabilan
harga bahan pokok.

Dalam periode 2009-2012, variasi harga antarwilayah tetap
terjaga pada kisaran yang sesuai dengan target yang
direncanakan dalam RPJMN 2010-2014. Angka Rasio
Koefisien Variasi Harga Provinsi dan Nasional pada tiga tahun
terakhir berturut-turut adalah: sebesar 1,8 pada tahun 2010,
sebesar 1,9 pada tahun 2011 dan 2,1 pada tahun 2012.
Besaran rasio tersebut berada dalam kisaran yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 2010-2014, yaitu dalam kisaran
1,5-2,5.

Selain terjaganya variasi harga antarwilayah, secara umum
harga komoditi pangan pokok tetap terjaga stabilitasnya. Hal
ini dapat dilihat dari rata-rata Koefisien Variasi Harga (KVH)
sebagai indikator. Rata-rata KVH selama 3 tahun adalah:
4,5% (2010), 3,5% (2011), dan 2,2% (2012). Rata-rata nilai
koefisien variasi ini masih berada dalam kisaran 5-9%, sesuai
dengan yang ditargetkan dalam Rencana Strategis. Meskipun
demikian, masih terjadi fluktuasi harga musiman pada
sejumlah komoditi tertentu, terutama pada puncak hari raya.
Terjaganya stabilitas harga antara lain didukung oleh upaya
perbaikan sarana distribusi perdagangan, termasuk telah
dibangunnya 47 unit pasar percontohan dalam kurun waktu
2010 hingga pertengahan 2012.

Salah satu peningkatan pelayanan perizinan dan non-
perizinan adalah dibangunnya sistem perizinan secara
elektronik (e-licensing) yang disebut “INATRADE”, sejalan
dengan Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi
Tahun 2008-2009, Perpres No. 10/2008 tentang Penggunaan
Sistem Elektronik dalam Kerangka National Single Window
(NSW). Pada INATRADE diterapkan prinsip single entry dan
single exit point sehingga tidak perlu dilakukan tatap muka
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antara pemohon dengan pejabat pemroses. Hingga kini
sebanyak 15 jenis perizinan perdagangan dalam negeri sudah
dapat dilayani secara online, meningkat dari tahun 2010 yang
hanya 12 jenis. Demikian pula untuk perizinan perdagangan
luar negeri, sebanyak 55 jenis perizinan impor telah dapat
dilayani secara online, meningkat cukup tinggi dari tahun
2009 yang hanya mampu melayani 26 jenis perizinan impor
secara online. Sementara itu, sejumlah 36 perijinan ekspor
(28 jenis perijinan ekspor yang dikeluarkan Kementerian
Perdagangan, 7 berupa Laporan Surveyor (LS) dan 1 Laporan
Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK), proses
permohonan perizinannya belum dapat dilaksanakan secara
online. Namun demikian, seluruh perizinan tersebut (89
perijinan ekspor dan impor) sudah dapat disampaikan secara
elektronik ke Ditjen Bea dan Cukai, untuk selanjutnya
diteruskan ke portal NSW. Jumlah pengguna perijinan
ekspor/impor online melalui INATRADE selama tiga tahun
terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan,
dari 1.536 perusahaan (2010) menjadi 2.064 perusahaan
(2011), dan 2.618 perusahaan di tahun 2012 dari total target
sebanyak 7.500 perusahaan pada tahun 2014.

Waktu pelayanan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut
biaya. Sebelum 2010, penyelesaian perizinan memakan
waktu antara 5-15 hari kerja, saat ini (Juni 2012) dengan
penerapan sistem online, pelayanan perizinan dapat
diselesaikan rata-rata dalam waktu 4 hari. Untuk perizinan
ekspor dan impor sejak tahun 2011 dapat diselesaikan rata-
rata dalam waktu 3 (tiga) hari.

Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan dalam prioritas ini dimaksudkan
untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan penguatan
hubungan industrial dalam rangka mengurangi hambatan
dalam perkembangan pasar tenaga kerja. Sampai saat ini,
Indonesia masih mengalami kendala dalam menciptakan
iklim ketenagakerjaan yang baik, sehingga menyebabkan
peringkat Indonesia dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja
mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Data dari Global
Competitiveness Report (Tabel [V.13) menunjukkan hal
tersebut. Dari 144 negara pada tahun 2012, efisiensi pasar
kerja Indonesia berada pada peringkat 120. Indonesia
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menduduki peringkat 114 dalam fleksibilitas penentuan upah
dan 137 dalam indikator redundansi biaya.

Tabel IV.13 Peringkat Pilar Efisiensi Pasar Kerja Indonesia dalam Global
Competitiveness Report

2008 2009 2010 2011 2012
. . (dari (dari (dari (dari
No. Indikator (dari 134 133 139 142 144
negara
negara) | negara) | negara) | negara)
y | Efisiensi pasar 43 75 84 94 120
tenaga kerja
Kerjasama
, | hubungan 19 42 47 68 61
karyawan
pengusaha
3 Fleksibilitas 79 92 98 113 114
penentuan upah
4 | Kekakuan 87 82 100 104 -
lapangan kerja
Praktek
5 penerimaan dan 19 34 38 51 52
pemutusan kerja
6 Biaya redundansi 117 119 127 131 137

Sumber: Global Competitiveness
Report, 2008-2012

Target utama vyang ingin dicapai dalam Kebijakan
Ketenagakerjaan adalah penyempurnaan UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan
kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja
(PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan
outsourcing), dan pengupahan. Untuk itu, pada tahun 2010
telah menyusun rancangan amandemen UU No. 13/2003.
Namun pada tahun 2011 terjadi penundaan revisi terhadap
UU tersebut karena belum adanya kesepahaman antara
serikat pekerja dengan pengusaha.

Kawasan Ekonomi Khusus

Pengembangan KEK melalui skema KPS merupakan salah
satu upaya perbaikan iklim investasi. Sampai saat ini
pencapaian dalam pengembangan KEK belum mencapai
sesuai dengan yang diinginkan karena menghadapi beberapa
kendala. Kendala utama adalah belum diterbitkannya
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Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi
lokasi KEK, belum efektifnya skema KPS dalam pembangunan
infrastruktur, dan belum efektifnya kebijakan dan peraturan
pendukung bagi pemberian fasilitas fiskal di KEK.

Dalam hal KPS, terdapat masalah mendasar yang menjadi
kendala pembangunan proyek-proyek infrastruktur, yaitu
belum adanya peraturan perundangan yang menjadi payung
hukum pelaksanaan proyek KPS. Hal ini diperlukan dalam
memberikan landasan bagi penentuan skema bisnis dan
bentuk kerjasama yang ditawarkan, kepemilikan proyek KPS
sebagai proyek pemerintah.

Permasalahan dan Kendala

Beberapa masalah dan kendala masih dijumpai dalam
pencapaian upaya peningkatan iklim investasi dan iklim
usaha. Dalam hal upaya penyederhanaan prosedur
pelayanan dan mengurangi biaya berusaha, kendala yang ada
adalah masih kurangnya sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan
di daerah. Di samping itu, belum seluruh wewenang
dilimpahkan kepada lembaga PTSP. Upaya penataan
kebijakan ketenagakerjaan menghadapi kendala utama
berupa terhentinya proses pembahasan amandemen UU No.
13/2003 karena dikeluarkan dari prolegnas tahun 2011 oleh
DPR, sebagai akibat masih adanya perbedaan pandangan
antara pengusaha dan serikat pekerja. Masalah utama yang
menjadi kendala dalam pengembangan KEK adalah belum
diterbitkannya RTRW untuk mengakomodasi lokasi KEK dan
belum adanya peraturan perundangan yang menjadi payung
hukum pelaksanaan proyek KPS. Di samping itu, masih
terdapat masalah-masalah antara lain kurang jelasnya skema
KPS skema, bisnis dan bentuk kerjasama yang ditawarkan,
belum adanya kesamaan persepsi mengenai kepemilikan
proyek KPS sebagai proyek pemerintah, dan belum ada
regulasi tentang pemberian insentif fiskal bagi proyek
infrastruktur dengan skema KPS.

Langkah tindak lanjut

Untuk terus meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha
yang kondusif, prosedur pelayanan usaha harus semakin
ditingkatkan melalui beberapa hal antara lain: (1)
peningkatan efektifitas PTSP dengan penguatan kewenangan
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PTSP yang sudah dibentuk, meningkatkan sosialisasi untuk
mendorong peningkatan pemanfaatan INATRADE; (2)
mendorong dialog antara pengusaha dan serikat pekerja
untuk menuju kesamaan pandangan atas kebijakan
ketenagakerjaan serta mendorong pembahasan untuk
amandemen UU No. 13/2003; (3) menyiapkan peraturan
perundangan yang menjadi payung hukum dalam
pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, di samping
peningkatan kualitas penyiapan proyek infrastruktur skema
KPS; peningkatan koordinasi antar lembaga dalam
percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS;
serta pembahasan regulasi yang spesifik mengatur ketentuan
tentang pemberian insentif fiskal bagi proyek infrastruktur
dengan skema KPS.

Iv.8 PRIORITAS NASIONAL 8: ENERGI

Kebijakan pembangunan bidang energi diarahkan untuk
mencapai ketahanan dan kemandirian energi guna menjamin
kelangsungan pertumbuhan nasional. Substansi inti dari
kebijakan bidang energi mencakup antara lain kapasitas
energi, pemanfaatan energi alternatif khususnya panas bumi,
dan konversi penggunaan sumber energi dari Bahan Bakar
Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Sasaran yang ingin
dicapai dalam kapasitas energi adalah: (a) produksi minyak
bumi mulai tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barrel per hari; (b)
tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 3.000 megawatt
(MW) per tahun; (c) rasio elektrifikasi sebesar 80 % pada
tahun 2014; dan (d) Kapasitas terpasang pembangkit listrik
dari energi alternatif, khususnya panas bumi, mencapai 5.000
MW. Sedangkan sasaran dalam konversi penggunaan gas
adalah: (a) terbangunnya jaringan gas kota di 19 kota dengan
80.000 sambungan rumah, dan; (b) terbangunnya Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 21 unit.

Secara umum, pencapaian sasaran utama pembangunan
bidang energi masih belum menggembirakan, terutama
produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk
pembangkit listrik. Pencapaian sasaran utama pembangunan
disajikan pada Tabel IV.14.
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Tabel IV.14 Capaian Prioritas Nasional Energi

Perkiraan
Status | 4 rget | Perkembangan Pencapaian Capaian
Indikator Satuan Awal (2014) 2014
(2009) 2010 2011 2012 (notifikasi)
Produksi Ribu -
Minyak Bumi Barrel/Hari 949 1.010 945 902 877
PZ;";::;E” Tam\i;;a” 3.000 | 2024 | 5916 | 2.940 C
31.959 MW/
Terpasang Tahun
(Kumulatif 33.983 39.899 42.839
MW)
Rasio % 65,79 80 67,15 72,95 75,90 C
Elektrifikasi -
Kapasitas Terpasang C
PLTP (Kumulatif 1.179 5.000 1.189 1.226 1.231
MW)
Pembangunan Kota/ ’
Jaringan Gas | Sambungan 2/ 19/ 6/ 9/ 14/ -
Kota Rumah 6.210 80.000 19.376 45.576 61.576
(Kumulatif)
Pembangunan Unit ok
SPBG (kumulatif) | ") 21 FeeD™” 4 8 N
Keterangan:

*) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target
kinerja Presiden adalah 1,2 juta;

**) Belum ada pembangunan melalui APBN;

***) Front End Engineering Design.

QSudah tercapai/on track/on-trend

Perlu kerja keras , Sangat sulit tercapai

Produksi Minyak Bumi Semakin Menurun

Capaian produksi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin
menurun. Produksi minyak bumi tahun 2012 hingga bulan
Juni rata-rata adalah sebesar 877 ribu barrel per hari. Angka
ini masih jauh dari sasaran produksi minyak bumi pada tahun
2014 sebesar 1.010 ribu barrel per hari atau baru mencapai
86,83 %. Hal ini disebabkan karena sumur minyak bumi yang
saat ini berproduksi, sebagian besar (62%) berasal dari
lapangan minyak tua (mature), dimana tingkat produksinya
terus mengalami penurunan (natural depletion) sekitar 10% -
12%. Sementara, lapangan minyak baru yang diharapkan
dapat meningkatkan produksi mengalami keterlambatan. Di
samping itu, terjadi kehilangan potensi produksi akibat
penghentian produksi yang direncanakan maupun tidak
direncanakan (unplanned shut-down). Ke depan, produksi
minyak bumi diharapkan dapat meningkat seiring dengan
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mulai berproduksinya lapangan minyak di Banyu Urip dan
Ande-Ande Lumut pada tahun 2014.

Rasio Elektrifikasi dan Kapasitas Pembangkit Listrik mampu
mencapai target 2014

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata
3.000 MW/tahun dan rasio elektrifikasi sebesar 80% pada
tahun 2014 diperkirakan akan tercapai. Pada tahun 2012,
rasio elektrifikasi sudah mencapai 75,90% atau mendekati
target tahun 2014 sebesar 80%. Peningkatan rasio
elektrifikasi didukung dengan adanya tambahan kapasitas
pembangkit listrik. Sampai Juni 2012, kapasitas pembangkit
listrik mencapai 42.839 MW. Artinya, ada tambahan
kapasitas sebesar 10.880 MW dibandingkan kapasitas yang
ada pada tahun 2009 sebesar 31.959 MW.

Panas Bumi sebagai Pemanfaatan Energi Alternatif untuk
Pembangkit Listrik belum dapat dimaksimalkan

Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama
panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan,
karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang
relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara
lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi energi
panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat dimanfaatkan
untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231 MW.
Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan,
yakni sekitar 4,24 % dari potensi keseluruhan dan 24,62 %
dari target RPJMN sebesar 5.000 MW.

Pelaksanaan Konversi Penggunaan Gas Diperkirakan
Mencapai Target

Pembangunan jaringan gas kota dan SPBG dalam rangka
konversi BBM ke BBG diperkirakan mencapai target sesuai
dengan sasaran RPJMN. Dari rencana pembangunan jaringan
gas di 19 kota dan 80.000 sambungan rumah, diperkirakan
pada tahun 2014 akan terbangun di 21 kota serta 76.280
sambungan rumah. Pembangunan SPBG sampai 2014 akan
mencapai target yang ditetapkan. Untuk mendukung
pelaksanaan penggunaan gas di sektor transportasi, telah
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diterbitkan Perpres No. 64/2012 tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk
Transportasi Jalan. Dengan adanya Perpres tersebut,
implementasi penggunaan BBG diharapkan dapat lebih baik,
terutama dalam peningkatan jumlah pembangunan SPBG.

Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan dalam pembangunan bidang energi
antara lain pada laju produksi minyak bumi terus menerus
mengalami penurunan, disamping adanya kehilangan potensi
produksi. Penurunan laju produksi terutama disebabkan oleh
penurunan alamiah dari sumur-sumur yang sudah mature,
sedangkan penerapan teknologi untuk meningkatkan
produksi selanjutnya (secondary dan tertiary recovery) masih
terbatas. Potensi kehilangan produksi terutama terjadi akibat
keterlambatan produksi lapangan minyak baru serta kendala
teknis yang bersumber dari tingkat kehandalan peralatan
produksi, serta kendala non-teknis yang bersumber dari
masalah perijinan penggunaan lahan.

Terkait kapasitas pembangkit listrik, tambahan kapasitas
terutama  diperoleh  melalui  program  percepatan
pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap |. Namun
demikian, program tersebut dalam pelaksanaannya
mengalami keterlambatan, sehingga kontribusinya terhadap
penambahan kapasitas terpasang tidak sesuai dengan
sasaran. Keterlambatan ini disebabkan oleh mundurnya
waktu Commercial Operation Date (COD) dari beberapa
proyek pembangkit karena masalah administratif, teknis, dan
finansial. Sampai saat ini, proyek pembangkit 10.000 MW
Tahap | yang sudah beroperasi sebesar 4.450 MW.

Kendala yang ditemui dalam pemanfaatan energi alternatif,
terutama panas bumi, adalah mengenai harga dan tumpang
tindih lahan. Biaya produksi dari energi alternatif cukup
tinggi sehingga menyebabkan energi alternatif tidak dapat
berkompetisi dengan harga energi berbasis fosil, yang masih
disubsidi. Sebagian besar potensi panas bumi berada di
kawasan hutan lindung/konservasi, dan proses lIzin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pengembangan panas
bumi memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian,
pelaksanaan eksplorasi menjadi terlambat dan berdampak
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pada rendahnya pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit
listrik.

Sementara pada pemanfaatan jaringan gas kota dan SPBG
yang sudah terbangun terkendala dalam hal serah terima
aset kepada pengelola serta jaminan kepastian alokasi atau
pasokan gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan
produksi minyak bumi adalah: (a) memberikan insentif
optimasi produksi melalui infill drilling dan penerapan
Enhanced 0Oil Recovery (EOR); (b) mempercepat
pengembangan lapangan baru termasuk pengembangan
struktur idle; (c) meningkatkan kehandalan peralatan untuk
mengurangi gangguan produksi (unplaned shut-down); dan
(d) mempercepat penyelesaian permasalahan vyang
berhubungan dengan perijinan, keamanan, dan tumpang
tindih lahan. Sedangkan untuk menyukseskan program
percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap |
adalah dengan mempercepat penyelesaian masalah melalui
koordinasi yang lebih intensif.

Upaya tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi
kendala pemanfaatan energi alternatif adalah: (a)
amandemen UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi untuk
mengakomodasi bahwa panas bumi tidak termasuk kegiatan
pertambangan terkait dengan UU No. 5/1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan UU No. 41/1999
tentang Kehutanan; (b) pemberian jaminan kelayakan usaha
untuk PT PLN (Persero) untuk dapat membeli listrik yang
bersumber dari panas bumi; dan (c) implementasi feed-in
tariff panas bumi.

Sementara untuk proses serah terima aset dapat diselesaikan
dengan mempercepat proses serah terima aset kepada
pengelola dan perjanjian jual beli gas. Harga BBG yang saat
ini masih relatif rendah (affordable) telah menyebabkan
badan usaha belum tertarik untuk melakukan investasi SPBG.
Untuk itu, guna meningkatkan minat investasi badan usaha,
akan diterapkan paket insentif BBG, baik berupa insentif
fiskal kendaraan BBG, pengadaan peralatan converter kit,
dan infrastruktur pendukungnya maupun keringanan pajak
penjualan BBG.
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IvV.9 Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup Dan
Pengelolaan Bencana

Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana diarahkan pada: (a) antisipasi dampak dan
pengendalian laju perubahan iklim; (b) upaya pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan; (c) pengembangan
sistem peringatan dini; dan (d) penanggulangan bencana. Hal
tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran utama, yaitu
Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup yang disertai
dengan penguasaan dan pengelolaan risiko bencana.
Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan
guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan
penguasaan dan pengelolaan risiko bencana dilakukan guna
mengantisipasi perubahan iklim.

Secara umum sasaran pembangunan tersebut telah tercapai
(lihat Tabel 1V.15). Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan
semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan
oleh perusahaan, yakni dari 66 % pada periode 2010-2011
menjadi 69% pada periode 2011-2012. Ini merupakan wujud
dari upaya perbaikan kondisi lingkungan dan penyeimbangan
antara  pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan.
Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan
ditujukan untuk menurunkan beban pencemaran dan
mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai
pembangunan vyang berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan
kondisi lingkungan yang ada saat ini merupakan hasil dari
berbagai upaya yang diantaranya adalah pengendalian
terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan
lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini, dan
penanggulangan bencana.

Tabel V.15 Capaian Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Capaian Perkiraan
Status Target Capaian
Indikator Satuan Awal 2014 2014
(2009) 2010 | 2011 2012 | (Notifikasi

)

Fasilitasi Ha 703,05 | 1.600 | 229,22 | 742,36 | 1.251,88 .
rehabilitasi hutan (ribu) _—
dan lahan kritis

pada DAS

Prioritas (ribu)
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Fasilitasi penetapan
areal kerja
pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan dan
Hutan Desa

(ribu)

Ha
(ribu)

78,24

2.500

528,51

1.036,68

1.537,01

Fasilitasi
pembangunan hutan
rakyat kemitraan
untuk bahan baku
105ndustry
pertukangan (ribu)

Ha
(ribu)

n.a

250

51,51

102,07

158,42

Jumlah industri
pertambangan, energi
dan migas,
agroindustri dan
manufaktur yang
dipantau dan diawasi
(industri)

Jumlah
industri

627

680

705

996

1312

Persentase capaian
indeks kualitas
Lingkungan Hidup
Nasional (terhadap
IKLH maksimal =
100%)

Persent
ase (%)

59,79

70

61,07

60,25

Penurunan jumlah
hotspot di Pulau
Kalimantan, Sumatera
dan Sulawesi
berkurang 20 % per
tahun dari rerata
2005-2009

%

58.890
titik
(rerata
2005-
2009)

67,2

83,42

51,65

45,11

Rencana Pengelolaan
DAS Terpadu (DAS)

unit

n.a

108

22

58

95

Kesinambungan
sistem analisa data di
bidang gempabumi
dan tsunami

%

75

90

90

100

100
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Capaian Perkiraan
Status Target Capaian
Indikator Satuan Awal
2000) | 201 | 2010 | 2011 | 2012 A
(Notifikasi)
Persentase tingkat % 45 80 50 66,67 78,78 .
kemampuan bl
pelayanan data dan
informasi
meteorologi publik
dan cuaca ekstrim
Persentase % 75 90 39 68 80 .
pengguna A
informasi
perubahan iklim
dan kualitas udara
Terlaksanannya lokasi 5 77 16 265 160 [
pemenuhan -
kebutuhan logistik
dan peralatan
kebencanaan
(Prov/Kota)
Terbentuknya lokasi 7 2 2 2 2 .
satuan reaksi il
cepat/SRC-PB

Keterangan:

Q Sudah tercapai/on track/on-trend

“..~ Perlu kerja keras ’ Sangat sulit tercapai

Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam rangka pengendalian terhadap perubahan iklim telah
dilakukan upaya nasional penurunan emisi gas rumah kaca
melalui penerbitan Perpres No. 61/2011 tentang Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres
No. 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas
Rumah Kaca (RAN GRK). Untuk penyusunan rencana aksi di
daerah, telah diterbitkan pedoman penyusunan Rencana Aksi
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) melalui
Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri No.
0005/M.PPN/01/2012, No. 01/MENLH/01/2012 dan No.
660/95/S)/2012. Hingga Desember 2012 telah berhasil
disusun RAD GRK untuk 29 provinsi yang telah disahkan
dengan Peraturan Gubernur.
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Dalam kaitan di atas, telah dilakukan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan Kritis (RHL) pada DAS prioritas akan tercapai secara
kumulatif seluas1.251.883 ha di akhir tahun 2012. Selain itu,
sampai dengan akhir tahun 2012, penetapan areal kerja HKm
dan Hutan Desa diharapkan mencapai 1.537.005 ha, dimana
capaian tersebut melebihi target RPJMN 2010-2014 yang
seluas 500.000 ha per tahunnya. Untuk mendorong
rehabilitasi di luar kawasan hutan, pada tahun 2010 dapat
memfasilitasi huta rakyat kemitraan mencapai seluas 51.506
ha, 50.651 ha pada tahun 2011, dan tahun 2012 diharapkan
dapat mencapai seluas 56.354 ha. Selanjutnya, laju
deforestasi dapat dikendalikan dengan terjadinya penurunan
laju deforestasi dari sebesar 830.000 ha per tahun (periode
2006-2009) menjadi sebesar 450.000 per tahun (periode
2009-2011). Laju deforestasi tersebut terdiri dari 320.000 ha
di kawasan hutan dan 130.000 ha di luar kawasan hutan
(Gambar IV.15).
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Gambar IV.15 Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha Rata-rata Per
Periode) Tahun 1990 - 2011
Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012

Untuk pengendalian kerusakan lingkungan, telah dilakukan
pencegahan atau pengurangan pencemaran melalui Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dengan
mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan
beban pencemarannya. Penurunan tingkat pencemaran atau
beban pencemaran air telah dicapai lebih dari 11 ton BOD5"
perhari, dan 132 juta ton ekuivalen CO serta penurunan
potensi pencemaran limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
(B3) dengan pengelolaan 94,5 juta ton limbah B3 pertahun.
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Selain itu, berbagai upaya pengendalian kebakaran hutan
terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi
dilakukan dengan mengurangi jumlah hotspot (titik api).

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman
hayati telah dikembangkan: (a) 20 Balai Kliring
Keanekaragaman Hayati; (b) 17 database  Profil
Keanekaragaman Hayati provinsi dan kabupaten; (c)
pembangunan 8 Taman Keanekaragaman Hayati di wilayah
provinsi; dan (d) Naskah Akademis RUU Pengelolaan Sumber
Daya Genetik. Hingga tahun 2011, telah dilakukan Gerakan
Penyelamatan Ekosistem Danau Rawa Pening dan Danau
Maninjau sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bali tahun 2009
tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan. Dalam rangka
Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada tahun 2011
telah diberikan penghargaan Trophy Raksaniyata kepada 5
(lima) kabupaten yaitu: Kolaka (Sulawesi Tenggara), Deli
Serdang (Sumatera utara), Buleleng (Bali), Lampung Barat
(Lampung), dan Paser (Kalimantan Timur) sebagai apresiasi
kepada Pemerintah Daerah yang dinilai mampu
mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan
berfungsi lindung.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi cuaca telah
dilakukan pemasangan Automatic Weather Station (AWS) di
167 lokasi, sehingga informasi terjadinya cuaca ekstrim dapat
diprediksi 3 jam sebelum kejadian pada tahun 2010, lebih
awal 30 menit dibanding tahun sebelumnya. Selain itu,
cakupan pelayanan peringatan dini diperluas ke tingkat
kabupaten di 23 provinsi melalui media elektronik dan cetak
lokal, dengan tingkat akurasi sebesar 75 % dan frekuensi
layanan ke masyarakat mencapai 365 kali prakiraan cuaca
harian, sesuai target yang direncanakan. Untuk layanan
cuaca penerbangan secara on line dan real time, pada saat
lepas landas dan pendaratan, hingga pertengahan tahun
2012 telah dibangun Automatic Weather Observation System
(AWOS) di ujung runway di 13 bandara.

Informasi tentang Gempa Bumi dan Tsunami terus
ditingkatkan kecepatan pengolahan dan penyebaran
informasinya. Setelah dibangun dan beroperasinya sistem
Tsunami Early Warning System (TEWS) pada tahun 2010,
waktu untuk mengolah data dan menyebarkan informasi
kepada masyarakat dapat dipercepat menjadi 5 menit
setelah gempa terjadi, sebelum ada sistem TEWS
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memerlukan waktu 30 menit sampai 2 jam. Tahun 2011 telah
dapat dipercepat lagi menjadi kurang dari 5 menit serta
ditayangkan melalui televisi dan pesan pendek (sms) kepada
Presiden, Kepolisian, Pemda, BNPB dan perorangan lainnya
yang terdaftar di BMKG. Pada saat ini, sedang dikembangkan
informasi atau peta tingkat kerusakan akibat terjadinya
gempa, dengan dukungan 160 jaringan broadband dengan
tide gauge dan GPS, serta pengadaan 237 unit akselerograf
dari target 500 unit pada tahun 2014 dan 38 lokasi intensity
meter dari target 100 lokasi.

Untuk pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim
BMKG, telah disusun peta kesesuaian agroklimat untuk
komoditas tanaman pangan dan perkebunan di tiga wilayah,
yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Informasi prakiraan
rawan kekeringan telah dibuat pula untuk wilayah Nusa
Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Banten.
Hingga tahun 2011, atlas periode ulang curah hujan
maksimum telah disusun untuk 58 kab/kota, dimana
informasi yang ada dapat digunakan untuk perkiraan daerah
berpotensi banjir, perhitungan pengendalian banjir dan
rancangan drainase. Sejalan dengan perubahan iklim, telah
dilakukan penambahan wilayah terlayani informasi iklim,
dengan dibangunnya 22 stasiun klimatologi per provinsi di
seluruh provinsi di Indonesia. Cara penyebaran informasi
iklim disebarkan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk
petani di 11 provinsi. Pada tahun 2011, provinsi yang
terlayani informasi dini kualitas udara untuk antisipasi
kebakaran hutan adalah Provinsi Jambi dan Sumatera
Selatan. Selain itu, dilakukan pembuatan Peta Kerentanan
Perubahan Iklim di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana telah disusun
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB)
2010-2014, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko
Bencana (RAN PRB) 2010-2012, serta Masterplan
Pengurangan Risiko Bencana Tsunami dengan fokus kawasan
megathrust Mentawai, Selat Sunda, Pantai Selatan Jawa,
Pantai Selatan Bali — Nusa Tenggara dan kawasan utara
Papua. Penanggulangan bencana, hingga pertengahan tahun
2012 telah dilakukan peningkatan dan pengelolaan sarana
dan prasarana pencarian, pertolongan dan penyelamatan
(SAR), penyelenggaraan diklat dan pemasyarakatan SAR,
penyelenggaraan operasi dan latihan SAR, dan pengelolaan
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komunikasi SAR, diklat teknis kebencanaan, dukungan
penyusunan rencana kontijensi, dan penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana di 33 Provinsi serta identifikasi
kebutuhan dan pengadaan logistik dan peralatan bagi daerah
rawan bencana.

Untuk penguatan kapasitas penanganan bencana, telah
dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di
33 Provinsi yang mencapai 366 BPBD tingkat kab/kota
dengan prioritas pada kab/kota rawan bencana, penguatan
kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
(SCR-PB) di Kawasan barat dan Timur dengan peralatan yang
memadai dan keterlibatan TNI/Polri, peningkatan kapasitas
kesiapsiagaan bencana melalui gladi gempa bumi, tsunami,
banjir dan longsor, serta pelibatan masyarakat melalui
relawan bencana.

Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,
upaya percepatan pemulihan diprioritaskan pada wilayah
pascabencana di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera
Barat, Wasior, Kepulauan Mentawai dan Merapi. Selain itu
telah dilakukan verifikasi lebih dari 120 kab/kota yang
mengusulkan  bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana.

Permasalahan dan Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya
mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah:
(1) aktivitas deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh
tingginya konflik kawasan akibat belum selesainya tata batas
kawasan hutan; (2) realisasi hasil penanaman RHL tidak
tampak secara nyata akibat belum adanya pengelola
kawasan hutan di tingkat tapak yang dapat menjamin hasil
RHL; (3) belum adanya baseline penurunan emisi di masing-
masing sektor dan daerah; (4) masih kurangnya kebijakan
dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di
bidang perubahan iklim, terutama untuk aksi adaptasi
perubahan iklim; dan (5) masih kurangnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan
perubahan iklim.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
target yang ada belum sepenuhnya tercapai karena: (1)
indikator ukuran kualitas lingkungan hidup (indeks komposit)
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belum lengkap, (2) upaya pengelolaan lingkungan hidup di
daerah masih belum optimal, dan (3) banyak kejadian
kebakaran hutan dan lahan terjadi di luar kawasan hutan.

Dalam rangka pembangunan sistem peringatan dini masih
dihadapi  keterbatasan jaringan  komunikasi  untuk
mendiseminasikan peringatan dini cuaca ekstrim sampai di
tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, dan masih
banyaknya penggunaan peralatan konvensional dan manual.
Dalam rangka penanggulangan bencana, permasalahan yang
masih dihadapi kurangnya media komunikasi serta sarana
dan prasarana yang efektif dalam penyebarluasan informasi
pengurangan risiko bencana, serta keterbatasan, kapasitas
lembaga serta alokasi pendanaan di daerah.

Langkah Tindak Lanjut

Permasalahan deforestasi dan degradasi hutan, diselesaikan
dengan memperluas tata batas kawasan hutan. Pendanaan
guna operasionalisasi KPH perlu disiapkan untuk RHL.
Percepatan operasionalisasi KPH ini akan didukung dengan
peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan.

Berkaitan dengan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan aksi
adaptasi perubahan iklim, maka koordinasi dan peningkatan
kapasitas penurunan emisi baik di tingkat pusat maupun di
daerah akan terus dilakukan, baik dalam penyusunan
baseline tingkat emisi dan penurunan emisi maupun
monitoring dan evaluasinya. Untuk melengkapi kebijakan
penanganan perubahan iklim, sedang disusun Rencana Aksi
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) untuk
membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan
iklim.

Permasalahan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan akan diatasi dengan memperkuat koordinasi
antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor eco-region
yang dibangun sesuai dengan mandat UU No. 32/2009
dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di tingkat
provinsi dan kab/kota. Berbagai penghargaan untuk pihak-
pihak yang sudah melakukan langkah pengedalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan masih dilanjutkan.
Untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di luar
kawasan hutan, akan dilakukan pelatihan SMART (Satuan
Manggala Agni Reaksi Taktis), Rapat Koordinasi Teknis
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Pengendalian Kebakaran Hutan, dan Pembentukan
Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mendorong partisipasi
masyarakat pada provinsi yang rawan kebakaran hutan.

Adapun permasalahan penanggulangan bencana akan diatasi
dengan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di
pusat dan daerah, pengintegrasian kebijakan pengurangan
resiko bencana di pusat dan daerah, penguatan kapasitas
masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam
upaya penanggulangan bencana, koordinasi dan keterpaduan
penanganan kedaruratan dan korban di wilayah
pascabencana, serta dukungan penyediaan sarana dan
prasarana penanggulangan bencana di daerah dengan
tingkat kerawanan tinggi.

V.10 PRIORITAS NASIONAL 10: DAERAH TERTINGGAL,
TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCAKONFLIK

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah
melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal
dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh
kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian
dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat
tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat
mengatasi ketertinggalan pembangunannya. Sedangkan arah
kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah
mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai
beranda depan negara sekaligus pintu gerbang aktivitas
ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara
terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Secara umum pencapaian sasaran Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik masih belum mencapai
target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator
utama prioritas ini, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal
dan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal
yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target
2014. Namun demikian target pengentasan daerah tertinggal
yang sedikitnya mencapai 50 Kabupaten pada 2014,
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diperkirakan akan tercapai, sebagaimana dapat dilihat dalam
Tabel 4.16 berikut :

Tabel IV.16 Capaian Sasaran Prioritas Nasional

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik

Status Capaian

Indikator Satuan Awal Target

(2000) | 20%% | 2010 | 2011 | 2012

Perkiraan
Capaian
2014
(Notifikasi)

Rata-rata % 5,84 7,1 6,00 6,08 6,16
pertumbuhan
ekonomi di
daerah
tertinggal

Mt

Tingkat % 20,19 14,2 19,86 19,15 18,31
kemiskinan di
daerah
tertinggal

Indeks 65,77 72,2 66,51 66,99 67,48
pembangunan
manusia (IPM)
di daerah
tertinggal

xxxxx

Jumlah Kabupate 199 133 183 - 142"
kabupaten n
daerah

tertinggal

Sumber: BPS (diolah)
Keterangan:

1) Sesuai RPJMN 2010-2014 target pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 50
Kabupaten. Berdasarkan estimasi daerah tertinggal yang terentaskan pada 2012

adalah 41 kabupaten

e Sudah tercapai/on track/on-trend .. Perlu kerja keras ’ Sangat sulit tercapai

Pengembangan Perekonomian di Daerah Tertinggal

Pengembangan perekonomian di daerah tertinggal
tertinggal, terluar dan pascakonflik ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di
daerah  tertinggal. Berdasarkan proyeksi ~ dengan
menggunakan data aktual hingga tahun 2010, perkiraan
pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal tahun 2012 sebesar
6,16 %. Pencapaian tersebut masih dibawah sasaran
pembangunan pada tahun 2014 sebesar 7,1 %, oleh karena

EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014 |

121



122

itu diperlukan kerja keras untuk mencapai target
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Hasil estimasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi per
kabupaten pada 183 kabupaten tertinggal menunjukan
bahwa terdapat 26.23% (48 kabupaten) telah sesuai dengan
sasaran RPJMN, sebanyak 47,54% (87 kabupaten)
memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran, dan
26,23% (48 kabupaten) diperkirakan tidak dapat mencapai
sasaran. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan
ekonomi di daerah tertinggal adalah belum optimalnya
pengelolaan sumber daya lokal dan kurangnya dukungan
Infrastruktur kawasan pendukung kegiatan ekonomi
(terutama  infrastruktur  transportasi, energi  dan
telekomunikasi). Perkiraan pencapaian sasaran pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal pada tahun 2014 dengan
menggunakan ekstrapolasi dari data aktual adalah sebesar
6.32 % (target 2014 sebesar 7,1 %).
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Gambar 1V.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah
Tertinggal

Pengurangan Kemiskinan Daerah Tertinggal

Pengurangan persentase penduduk miskin di daerah
tertinggal setiap tahunnya menunjukan kecenderungan
menurun. Perkiraan persentase penduduk miskin di daerah
tertinggal tahun 2012 sebesar 18,31 %. Pencapaian tersebut
masih dibawah sasaran pembangunan pada tahun 2014.
Meskipun demikian, hasil ramalan terhadap estimasi
pencapaian target pengurangan kemiskinan per kabupaten
untuk 183 kabupaten tertinggal menunjukan bahwa sebagian
besar kabupaten 57,38 % (105 kabupaten) sudah berada
diatas sasaran nasional, 34,97 % (64 kabupaten) memerlukan
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kerja keras untuk mencapai sasaran nasional, dan 7,65 % (14
kabupaten) diperkirakan tidak dapat mencapai sasaran
nasional. Sebagian besar kabupaten yang tidak dapat
mencapai target pengurangan kemiskinan berlokasi di
wilayah timur vyaitu Pulau Nusa Tenggara dan Papua.
Penyebab belum tercapainya sasaran pengurangan
kemiskinan di daerah tertinggal karena program-program
penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara
parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang
sesuai dengan karakteristik ketertinggalan daerah. Faktor lain
yang menjadi penghambat belum tercapainya target
pengurangan kemiskinan adalah masih belum
dikembangkannya kelembagaan permodalan yang dapat
memberikan dukungan bagi masyarakat miskin di daerah
tertinggal untuk mengembangkan usahanya, dan rendahnya
sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat
distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan. Perkiraan
berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah
tertinggal tahun 2014 sebesar 16,64% (target 2014 sebesar
14,2%).
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Gambar IV.17 Perkembangan Rata-Rata Persentase
Penduduk Miskin Di Daerah Tertinggal

Peningkatan Kualitas SDM Daerah Tertinggal

Peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal telah
menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan proyeksi
dengan menggunakan data aktual hingga tahun 2010, IPM
daerah tertinggal tahun 2012 diperkirakan mencapai 67,48,
perkiraan tersebut meningkat dibanding IPM tahun 2011
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yang mencapai 66,57. Pencapaian tersebut masih dibawah
sasaran pembangunan pada tahun 2014, oleh karena itu
diperlukan kerja keras untuk mencapai target peningkatan
kualitas SDM yang diharapkan. Meskipun demikian, hasil
ramalan terhadap estimasi pencapaian target peningkatan
kualitas SDM di daerah tertinggal per kabupaten untuk 183
kabupaten tertinggal menunjukan bahwa 17,5 % (32
kabupaten) sudah diatas sasaran nasional, 72,7 % (133
kabupaten) memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran
nasional, dan 9,8 % (18 kabupaten) diperkirakan tidak dapat
mencapai sasaran nasional. Hal tersebut menunjukan
terdapat ketimpangan distribusi IPM yang sangat besar antar
kabupaten. Kabupaten yang masuk dalam kategori tidak
dapat mencapai sasaran nasional berada di Provinsi Papua,
Papua Barat dan NTT. Sedangkan mayoritas daerah tertinggal
masuk dalam kategori memerlukan kerja keras. Penyebab
belum tercapainya sasaran peningkatan kualitas SDM di
daerah tertinggal adalah karena masih rendahnya jumlah
tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan
dan kesehatan di daerah tertinggal, dan perbatasan.
Minimnya akses terhadap pelayanan dasar serta kurangnya
kesadaran masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk
hidup sehat dan bersekolah. Perkiraan peningkatan IPM di
daerah tertinggal tahun 2014 sebesar 68,46 (target 2014
sebesar 72,2). Oleh karena itu diperlukan pemihakan yang
lebih besar terhadap daerah tertinggal agar dapat mencapai
target pembangunan daerah tertinggal tahun 2014 sesuai
dengan RPJMN 2010-2014.
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Gambar 1V.18 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Daerah Tertinggal
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9 Kebijakan Khusus untuk Daerah tertinggal, Terluar, dan
Pascakonflik, Termasuk Kebijakan untuk Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Untuk mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terluar
dan pascakonflik, pemerintah melaksanakan 9 kebijakan
khusus. 1 (satu) kebijakan ditujukan khusus untuk
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat,
yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Hingga
pertengahan 2012, pemerintah  telah  melakukan
pembangunan sarana dan prasarana, pendayagunaan pulau-
pulau kecil, peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal
pengawas, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di
daerah tertinggal, dan perbatasan. Capaian kebijakan
tersebut antara lain: (1) terbangunnya permukiman
transmigrasi untuk 7.000 KK; (2) terbangunnya jalan
sepanjang 365 km dan jembatan sepanjang 699,80 M di
wilayah perbatasan, wilayah terluar dan terdepan; (3)
tersedianya pembangunan 12 dermaga penyeberangan dan
beberapa unit dermaga lain; (4) Pengadaan 139 rute
angkutan udara perintis; (5) tersedianya jasa akses layanan
komunikasi dan informatika yang mencakup 30.441 Desa
Berdering atau 92 % dari target dan 6.694 desa Pusat
Layanan Internet Kecamatan (PLIK) atau 116,5 % dari target;
(6) teridentifikasi dan terpetakannya potensi 39 pulau-pulau
kecil, termasuk pulau kecil terluar; (7) terfasilitasinya
penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (20 pulau).

Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua
Barat pemerintah telah melakukan pembangunan dan
peningkatan infrastruktur dasar melalui: (1) penanganan 4
ruas jalan prioritas menembus pegunungan tengah + 4 ruas
jalan tambahan; (2) penanganan 2 ruas jalan prioritas + 2
ruas jalan tambahan di Papua Barat; (3) pembangunan 12
unit PLTS dan 1 PLTMH; Pemihakan terhadap putra/putri asli
Papua melalui: (a) Akademi TNI dan Akademi Kepolisian,
diterima 16 orang siswa; (b) Anggota TNI, diterima 66 orang;
(c) Anggota POLRI, diterima 757 orang, dll, (d) pemihakan
kepada pengusaha asli Papua melalui penyiapan Perpres
Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Papua dan Papua Barat
(dalam proses di Setkab) dan Pengembangan ekonomi
melalui penyediaan sapi di kawasan peternakan terpadu di
Bomberai dan Pembinaan Industri pengolahan sagu rakyat.
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Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah
tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, termasuk
Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah telah
meningkatkan  pelayanan kesehatan dasar dengan
membangun 24 unit Rumah Sakit Bergerak dan 86 unit
Puskesmas Rawat Inap. Khusus untuk Papua dan Papua
Barat, telah ditambah 48 dokter spesialis di 19 Kab, 197 PTT
dokter di 34 Kab, 19 dokter gigi di 14 Kab, 89 Bidan PTT di 12
Kab dan Pembangunan Puskesmas di 13 kabupaten. Di
bidang pendidikan telah disalurkan tunjangan khusus untuk
53.954 guru jenjang pendidikan dasar dan menengah
didaerah terpencil serta 3.790 orang guru madrasah didaerah
terpencil. Khusus untuk Papua dan Papua Barat, di tahun
2012, terjadi peningkatan pemberian pelayanan pendidikan
gratis melalui BOS SD bagi 556.682 siswa (2011: 531.117
siswa), BOS SMP bagi 144.688 siswa (2011: 141.597 siswa).
Sedangkan rintisan BOS SMA bagi 72.163 siswa, dan Rintisan
BOS SMK bagi 37.633 siswa baru diberikan di tahun 2012.
Selanjutnya, beasiswa bagi 749 mahasiswa Papua dan Papua
Barat di 32 PTN seluruh Indonesia merupakan program
afirmasi yang belum pernah diberlakukan sebelumnya.

Pengamanan Wilayah dan Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka meningkatkan pengamanan wilayah dan
sumberdaya kelautan maka perlu didukung oleh
ketersediaan  sarana  prasarana  pengamanan dan
pengawasan yang handal. Dalam rangka meningkatkan
pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Bagian
Barat dan Bagian Timur yang bebas /UU Fishing, capaian
hingga Juni 2012 telah dilaksanakan pengawasan mencapai 6
WPP (seharusnya 10 WPP) di Bagian Barat dan 12 untuk WPP
(seharusnya 18 WPP) di Bagian Timur. Sementara itu, target
hingga 2014 adalah 20 WPP di Bagian Barat dan 30 WPP di
bagianTimur. Kendala yang dihadapi adalah karena
ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pengawasan yang
minim dan kurang memadai serta luasnya wilayah
pengawasan. Capaian lainnya tersedianya sarana dan
prasarana perbatasan sebanyak 206 pos keamanan, target
hingga 2014 adalah 224 pos pertahanan dari total kebutuhan
minimal sebanyak 396 pos pertahanan. Target tersebut
diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2014, dengan
pertimbangan adanya kebijakan percepatan peningkatan
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sarana prasarana pertahanan di kawasan perbatasan. Dalam
rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan
wilayah pertahanan telah dilaksanakan penggelaran satuan
TNI di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan Rl —
Malaysia, Rl — Philipina, Rl — Timor Leste, dan Rl — Papua
Nugini. Selain itu, telah dilaksanakan pula operasi bakti TNI
secara terpilih di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD).

Keutuhan Wilayah Republik Indonesia

Untuk mewujudkan keutuhan wilayah RI, pemerintah telah
memperkuat diplomasi perbatasan melalui perundingan
terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral dan trilateral
antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam,
dan Palau selama 2,5 tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014,
telah mengalami kemajuan vyang sangat signifikan.
Pemerintah  secara  berkesinambungan  melaksanakan
kebijakan Border Diplomacy. Kemajuan signifikan tersebut
ditandai dengan telah dilakukannya sebanyak 119
perundingan dari total 60 target perundingan (12
perundingan setiap tahun) yang terdapat dalam RPJMN
2010-2014. Dengan melihat pada target tersebut, maka
target 5 tahun RPJMN telah terlampaui pada masa 2,5 tahun
pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Penyelesaian pemetaan
wilayah perbatasan Rl dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor
Leste, dan Filipina pada 2010-2014 disertai dengan upaya
percepatan penyelesaian delimitasi batas pada segmen-
segmen batas yang belum disepakati, telah tercapai setiap
tahunnya sesuai target, dan diperkirakan target 2014 dapat
dicapai. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara
lain: (1) tersusunnya peta batas wilayah negara di darat,
yaitu Peta Joint Mapping RI-PNG skala 1 : 50.000 sebanyak 27
nomor lembar peta (NLP) atau 100 % dari 27 NLP yang
direncanakan; (2) Peta Joint Mapping RI-Malaysia skala 1 :
50.000 sebanyak 45 NLP atau 100 % dari 45 NLP yang
direncanakan ; (3) tersusunnya peta batas wilayah negara di
laut, yaitu Peta Zona Ekonomi Eksklusif skala 1:1.000.000
(telah selesai 100 %), Peta Garis Pangkal skala 1:200.000
(telah selesai 100 %), Peta NKRI skala 1:5.000.000 sebanyak 1
NLP, Peta pulau-pulau sebanyak 94 pulau atau 82,5 % dari
114 pulau-pulau terluar yang direncanakan; (4) terkelolanya
basis data dan sistem informasi batas wilayah negara dan
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daerah. Capaian pembangunan lainnya adalah tersedianya
data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil,
Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) sebanyak 184 SP.

Permasalahan dan Kendala

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan
pembangunan daerah tertinggal, terluar dan pascakonflik
antara lain: (1) adanya krisis ekonomi global yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; (2)
masih minimnya ketersediaan dan akses terhadap pelayanan
dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; (3) belum
optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal; (4) belum
optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal dan
terluar/terdepan; (5) Masih lemahnya koordinasi antar
pelaku pembangunan, dan (6) terbatasnya sarana dan
prasarana dasar wilayah; (7) belum efektifnya pemanfaatan
Dana Otonomi khusus; (8) belum optimalnya perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program khusus dan
alokasi pendanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan
spesifik daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik
di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan; (9) adanya perbedaan
pandangan mendasar antara Indonesia dan negara tetangga
mengenai batas kedua Negara; (10) belum terpadunya antar
anggota tim delegasi dalam pelaksana diplomasi
perundingan perbatasan.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut antara lain: (1) meningkatkan
koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan
termasuk fasilitasi kegiatan stimulan di daerah tertinggal,
terdepan, terluar, dan pascakonflik melalui optimalisasi
peran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maupun Unit
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; (2)
melakukan pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi
dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi
yang memadai dan peningkatan kerjasama antar daerah; (3)
mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang
terfokus dan terintegrasi; (4) pemenuhan pelayanan dasar
bagi masyakarat, baik pendidikan, kesehatan, sanitasi dan
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lain sebagainya;dan (5) membentuk sekretariat bersama
diplomasi perbatasan untuk mengoptimalkan keterpaduan
antar anggota delegasi tim perundingan dalam rangka
mempercepat penyelesaian delimitasi batas negara.

Iv.11 PRIORITAS NASIONAL 11: KEBUDAYAAN,
KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

Pengembangan dan perlindungan terhadap kebhinekaan
budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya diperlukan
untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi
tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif
kompetitif bangsa. Hal ini harus didukung dan disertai
pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi
yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara
maritim kepulauan. Maka, untuk mencapai hal-hal tersebut
disusunlah arah Kebijakan prioritas pembangunan di bidang
kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, vyaitu: (1)
meningkatkan upaya pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau
kebudayaan, (2) mendorong berkembangnya apresiasi
masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya, serta
(3) menguatkan sistem inovasi nasional melalui penguatan
kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek nasional serta
upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis.
Sementara sasaran pembangunannya adalah: (1) penetapan
dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan
cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan; (2)
penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan,
pendalaman dan pagelaran seni budaya; (3) penelitian dan
pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi
dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; dan
(4) terselenggaranya paket riset insentif SINAS, yang terdiri
atas insentif riset dasar, insentif riset terapan, insentif difusi
iptek dan insentif peningkatan kapasitas iptek.

Pembangunan prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi
teknologi hingga bulan Juni 2012 telah selaras dengan
sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014, bahkan capaian
beberapa indikator bidang tersebut telah melampaui target
sasaran RPJMN 2010-2014, seperti terlihat pada Tabel IV.17.
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Pengelolaan Cagar Budaya, Revitalisasi Museum dan
Perpustakaan

Dalam upaya menjaga cagar budaya dan ilmu pengetahuan
sejumlah pencapaian pelaksanaan kegiatan telah diraih.
Beberapa capaian yang telah berhasil diraih adalah : (1)
meningkatnya kualitas pengelolaan terpadu cagar budaya
terutama di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan
dan kawasan situs manusia purba Sangiran, termasuk
penetapan kawasan lansekap budaya Bali sebagai warisan
budaya dunia; (2) meningkatnya kualitas pengelolaan dan
pelayanan museum di seluruh provinsi. Pencapaian ini dapat
diraih melalui peningkatan kerjasama SKPD yang menangani
kebudayaan dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
museum dalam melaksanakan revitalisasi museum. Hal ini
terbukti efektif, sehingga pada tahun 2010 telah
dilaksanakan revitalisasi 6 museum, dan kembali meningkat
pada tahun 2011, dengan telah dilaksanakannya revitalisasi
di 30 museum yang berbeda; (3) meningkatnya pelayanan di
33 perpustakaan provinsi, 350 perpustakaan kab/kota. Selain
itu adanya pengembangan perpustakaan desa/kelurahan
melalui peningkatan kapasitas SDM bidang IT di daerah.
Proses pengembangan ini didukung pula dengan peningkatan
komitmen pemerintah daerah.

Tabel IV.17 Capaian Prioritas Nasional
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Status Capaian Perkiraan
Indikator Satuan awal LE! 2 Capaian
(2000)) | (2014) | 2010 | 2011 | 2012 2014
(Notifikasi)
PERAWATAN:

Penetapan dan pembentukan pengelolaan ter
museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011

padu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi

Jumlah penetapan Kesepak n.a 3 1 2 3 .

dan pembentukan atan/ i

pengelolaan terpadu Peratur

cagar budaya an

Jumlah museum yang | Unit n.a 30 6 30 6 .

direvitalisasi Museu biad
m

Jumlah perpustakaan | Unit n.a 33 33 33 33 ‘

provinsi yang Perpust =

memiliki perangkat akaan

perpustakaan digital
(e-library)
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Status Capaian Perkiraan
Indikator Satuan awal Target . Capaian
(2000) | (2014) | 2010 | 2011 | 2012 2014
(Notifikasi)

SARANA:
Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni
budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012

Jumlah daerahyang | = Provi n.a 14 5 14 25 _
mendapatkan nsi b
sarana seni budaya. | = Kab/K n.a 238 15 247 399

- Provinsi ota

- Kab/Kota

PENCIPTAAN:

Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan
memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas

Jumlah penelitian Peneliti n.a 22 13 21 na’ .
dan pengembangan | an -
bidang kebudayaan

INOVASI TEKNOLOGI:

Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup
pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan
iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda

Jumlah paket riset Paket n.a 35 54 38 na’ ’
dasar dan terapan 60 144 155 il
Jumlah paket Paket n.a 100 109 78 na’ ‘
peningkatan bt
kapasitas Iptek
Sistem Produksi

Keterangan:
2 Kegiatan baru ada pada tahun 2010
2 Untuk capaian tahun 2012 adalah hingga bulan Juni 2012

% Data capaian baru dapat diperoleh pada akhir tahun 2012

, Sudah tercapai/on track/on-trend " Perlu kerja keras . Sangat sulit
tercapai

Pengembangan, Pendalaman dan Pagelaran Seni Budaya

Dalam mendukung pengembangan, pendalaman pagelaran
seni budaya, pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah
diraih adalah meningkatnya apresiasi dan kreativitas pelaku
seni melalui penyediaan sarana yang memadai bagi
pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di
14 provinsi dan 247 kab/kota pada tahun 2011. Angka ini
meningkat jika dibandingkan tahun 2010 yang hanya
dilakukan di 5 provinsi dan 15 kab/kota.
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Penelitian, Penciptaan dan Inovasi Teknologi

Pencapaian pada PN di bidang kebudayaan, kreativitas, dan
inovasi  teknologi, salah satunya didukung oleh
pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan
penelitian, penciptaan dan inovasi serta memudahkan akses
dan penggunaannya oleh masyarakat luas. Hal ini salah
satunya ditunjukkan dengan terlaksananya 21 penelitian di
bidang kebudayaan pada tahun 2011. Tiga judul penelitian
yang dilakukan diantaranya merupakan penelitian usulan
nominasi warisan budaya tak benda (Intangible Cultural
Herritage-ICH) UNESCO, yaitu : Noken Kerajinan Tangan
Masyarakat Papua untuk kategori Urgent Kafeguarding List
of ICH, Tari Tradisi Bali untuk kategori Representative List of
ICH, dan Penciptaan Ruang Budaya untuk Pelindungan,
Pengembangan, dan Pendidikan Warisan Budaya di Taman
Mini Indonesia Indah (TMII) untuk kategori Best Practices of
ICH. Jumlah penelitian yang dilakukan pada tahun 2011
tersebut lebih banyak dari jumlah penelitian pada tahun
2010 (13 penelitian). Berbagai capaian tersebut telah sesuai
dengan target dan beberapa kegiatan melampaui target yang
ditetapkan pada RPJMN 2014.

Pembangunan bidang inovasi teknologi, dicapai melalui
peningkatan pengelolaan sumber daya maritim untuk
menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan
iklim serta pengembangan penguasaan teknologi dan
kreativitas pemuda. Dalam bentuk nyata, jumlah riset
terapan pada tahun 2011 telah mencapai angka yang sangat
tinggi yaitu 155 paket lebih banyak dari jumlah riset terapan
pada tahun 2010 sebanyak 144 paket. Angka ini
memperlihatkan bahwa total jumlah riset terapan meningkat
hampir lima kali lipat dari target yang ditetapkan (60 paket
riset). Namun, penurunan terjadi pada pelaksanaan 38 paket
riset dasar pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2010
sebanyak 54 paket riset dasar. Pada riset insentif, tahun 2011
telah dilaksanakan 78 paket riset insentif dan pada tahun
2010 sebanyak 109 paket, meskipun pencapaian tahun 2011
menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
namum pelaksanaan paket riset insentif telah melampaui
target yang ditetapkan RPJMN 2010-2014. Sementara itu,
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kreativitas
pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni,
budaya, dan industri kreatif telah dilakukan fasilitasi
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peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq, seni,
budaya, dan industri kreatif bagi pemuda kader.

Permasalahan dan Kendala

Meskipun sebagian besar sasaran dan target RPJMN 2010-
2014 telah tercapai, namun masih terdapat permasalahan
umum vyang dihadapi pada pembangunan bidang
kebudayaan yang perlu diupayakan pemecahannya yaitu: (1)
penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan tentang
pengelolaan terpadu cagar budaya sesuai dengan UU No.
11/2010 tentang Cagar Budaya, mengingat keberadaan
situs/kawasan cagar budaya yang tersebar secara luas di
seluruh wilayah Indonesia; (2) peningkatan koordinasi dan
sinergi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan,
sehubungan dengan pengelolaan cagar budaya yang bersifat
lintas sektor, program dan wilayah; (3) peningkatan kualitas
pelayanan museum di seluruh provinsi; (4) peningkatan
pemahaman dan apresiasi terhadap seni dan budaya disertai
dengan pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual
(HKI); dan (5) peningkatan kapasitas sumber daya
pembangunan kebudayaan sesuai dengan dinamika
perkembangan kebudayaan.

Sedangkan dalam hal inovasi teknologi, tantangan yang
masih ditemui diantaranya adalah: (1) peningkatan sinergi
kegiatan inovasi iptek (integrasi program, koordinasi,
kolaborasi, kerjasama, dan harmonisasi kegiatan) diantara
sesama pelaku riset iptek; (2) pengembangan sistem
intermediasi yang efektif menghubungkan sisi penyedia dan
pengguna teknologi, mengakibatkan rendahnya kemampuan
sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru hasil invensi
teknologi yang tersedia; dan (3) peningkatan apresiasi, kreasi
dan budaya iptek di masyarakat.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan
kebudayaan adalah: (1) meningkatkan kualitas pengelolaan,
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar
budaya secara terpadu, berkualitas dan berkelanjutan; (2)
meningkatkan manajemen pelayanan dan pengelolaan
museum, termasuk naskah kuno; (3) menyediakan sarana
dan prasarana yang memadai untuk peningkatan layanan
jasa perpustakaan dan informasi; (4) menyediakan sarana
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untuk pengembangan seni budaya; (5) melakukan penelitian
dan pengembangan kebudayaan serta arkeologi; (6)
peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan budaya
seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, dan berbagai
industri kreatif berbasis budaya.

Di bidang inovasi teknologi, paket riset perlu ditingkatkan
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Peningkatan
kualitas riset dilakukan dengan menerapkan sistem seleksi
yang melibatkan para pakar sesuai dengan bidang penelitian
yang diusulkan. Sebagai jaminan kualitas, para peneliti
diharuskan mempublikasikan hasilnya di jurnal-jurnal ilmiah
internasional, atau sejak dini telah bekerja dangan pihak
yang potensial menggunakan hasilnya. Upaya ini perlu
didukung oleh kebijakan lain di bidang iptek seperti
revitalisasi laboratorium-laboratorium, peningkatan
pendidikan peneliti hingga jenjang doktoral, serta dorongan
kepada pihak swasta untuk bekerja sama dengan para
peneliti di dalam negeri. Dengan demikian, dalam waktu
dekat perekonomian berbasis pengetahuan dapat tumbuh
dan secara nyata meningkatkan daya saing nasional. Upaya
lainnya vyang perlu dilakukan yaitu mengembangkan
penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda serta
meningkatkan kemampuan iptek mendukung percepatan
dan perluasan ekonomi nasional antara lain melalui
pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi, seperti dihasilkannya sistem aplikasi perisalah
yang mampu membuat notulen rapat. Perisalah ini sudah
dipatenkan dan diproduksi (alih teknologi) oleh PT. INTI,
serta sudah digunakan oleh Bank Indonesia, Kemenkeu dan
lainnya. Demikian pula dengan e-voting, yang secara teknis
sudah diuji coba di TPS pada pemilukada dalam fungsi
mendukung pemungutan suara.

IV.12  PRIORITAS NASIONAL 12: POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan mencakup substansi inti penanggulangan
terorisme, peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian
dunia, pembangunan bidang hukum, dan pendayagunaan
industri pertahanan. Arah Kebijakan Pembangunan tahun
2010-2014 untuk penanggulangan terorisme ditekankan
pada pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur
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penanganan terorisme, dan pelaksanaan  program
deradikalisasi untuk menangkal terorisme.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan peran Indonesia
untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan
perdamaian dunia dilakukan antara lain melalui partisipasi
aktif dan prakarsa Indonesia dalam mendorong reformasi
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan
melaksanakan kerja sama internasional dalam penanganan
senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, dan
penanggulangan kejahatan lintas negara. Sasaran utama
yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi Indonesia
dalam forum PBB; dan meningkatnya kerjasama multilateral
dalam isu perdamaian dunia.

Arah kebijakan pembangunan hukum adalah terwujudnya
penegakan hukum, terjaganya ketertiban umum dan
tercapainya peningkatan, penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan HAM. Saat ini yang menjadi prioritas Pemerintah
adalah mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 55/2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah
2012-2014. Sasaran outcome dalam pembangunan Jangka
Menengah 2010-2014 adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
tahun 2014 dengan skor 5.

Salah satu sasaran pembangunan bidang pertahanan dan
keamanan adalah terwujudnya postur dan struktur
pertahanan sebesar 25-27,5 % dari kekuatan pokok minimum
(minimum essential force/MEF) yang mampu melaksanakan
operasi gabungan dan memiliki efek penggentar, dengan
dukungan dari industri pertahanan nasional yang kuat dan
handal. Oleh karena itu, pendayagunaan industri pertahanan
nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan
cetak biru beserta Road Map, peningkatan penelitian dan
pengembangan, serta dukungan pendanaannya merupakan
arah kebijakan yang sangat strategis bagi upaya kemandirian
alutsita TNI sekaligus untuk mengurangi ketergantungan
alutsista produksi luar negeri.

Rangkuman capaian sasaran pembangunan adalah
sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 1V.18.
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Penanggulangan Terorisme

Di bidang penindakan terorisme, secara akumulatif sejak
tahun 2000-2012 sebanyak 775 tersangka teroris telah
ditangkap, dan 597 orang telah diadili, dengan 586 orang
sudah mendapatkan vonis pengadilan, dan diantaranya telah
bebas 279 orang. Pada bidang pencegahan, perlindungan
dan deradikalisasi; telah dilakukan koordinasi dengan instansi
terkait untuk membuat Standard Operating Procedures (SOP)
pengawasan terhadap orang, barang, dan lain-lain yang
potensial dimanfaatkan kelompok teroris. Selain itu, telah
dilakukan pula kegiatan kontra propaganda intelijen
terhadap komunitas peretas dunia maya. Koordinasi bersama
instansi terkait dilakukan pula dalam menyusun dan
merumuskan SOP tentang Sistem Pengamanan terkait
pencegahan terorisme pada Bandar Udara, Pelabuhan Laut,
Hotel, Mal, dan Obyek Vital. Pada bidang deradikalisasi, telah
dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)
daerah di 15 provinsi yang akan menjadi mitra strategis dan
perpanjangan tangan BNPT di daerah.

Selama beberapa bulan terakhir, telah dilakukan operasi
penindakan dalam rangka pencegahan terorisme dengan
menggunakan cyber space sebagai sarana mencari dana
(financing terrorism) yang dilakukan oleh beberapa anggota
kelompok Hisbah Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) untuk
membiayai aktifitas terorisme kelompok ini dengan hasil
kejahatan mencapai sekitar Rp. 8 miliar. Dalam operasi yang
dilakukan bulan April hingga Mei 2012, berhasil ditangkap 11
anggota kelompok Hisbah dan beberapa aset serta uang yang
disita.

Pada bidang kerjasama internasional dalam memerangi
tindak kejahatan terorisme, telah dilakukan kerjasama
bilateral dengan Rusia, Srilanka, dan melaksanakan
pertemuan bilateral dengan Aljazair dan Canada. Indonesia
dipercaya sebagai Co-chairs Working Group on Southeast
Asia bersama Australia di forum Global Counter Terrorism
Task Force (GCTF), dan Ketua APEC Counter Terrorism Task
Force (CTTF) periode 2013-2014. Indonesia ditunjuk sebagai
adviser dalam kebijakan strategi penanggulangan terorisme
di kawasan Regional ASEAN tahun 2011 — 2013. Dengan
berbagai pelaksanaan yang telah dilakukan sampai 2012, dan
tetap konsisten melaksanakan program pada 2013 dan 2014
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serta didukung kerja sama berbagai pihak, keamanan dan
ketertiban dari ancaman tindakan terorisme dapat dijaga.

Tabel IV.18 Capaian Sasaran Prioritas Nasional Politik, Hukum dan Keamanan

mendorong
reformasi
Dewan
Keamanan PBB’

Indikator Satuan | Awal 2 8 zp
(2009) | 2014 2010 2011 2012 014
(Notifikasi)
Penanggulangan Terorisme
Jumlah
terduga orang | 501 | n.a 148 93 89***)
teroris yang
ditangkap
Jumlah Q
terduga
teroris yang
oran 388 22 26
sudah diadili/ &
di proses
pengadilan
Terlaksananya n.a n.a Terbentuk- 12 kali Terbentuk- Q
dukungan nya Badan kegiatan | nya Forum
operasi Nasional Koordinasi
penegakan Penanggula Pencegahan
intelijen1 ngan Terorisme
Terorisme. (FKPT) daerah
Terungkap- pada 5
nya jaringan provinsi dari
latihan 15 provinsi
kelompok yang
teroris di direncana-kan
NAD
Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia
Jumlah posisi posisi n.a n.a 12* 26 * 12 (target ,
pemri yang 10)*
disampaikan
dalam sidang
internasional®
Jumlah prakarsa | prakar n.a n.a 3* 5* 5 .
Indonesia untuk sa (target 4) b
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Indikator Satuan | Awal
(2009) | 2014 2010 2011 2012 A
(Notifikasi)

Pendayagunaan Industri Pertahanan
Tersusunnya n.a n.a Surat Men | Kepmen Kepmen Q
mekanisme PPN/Ka PPN/Ka. PPN/Ka
pendanaan Bappenas | Bappenas Bappenas
Industri No. 223 No:Kep.10 | No:Kep.86
Pertahanan perihal /M.PPN/H | /M.PPN/H
dalam negeri PDN TA K/01/201 K/09/201
yang bersifat 2010 1ttg 1ttg
muItiyears3 Untuk DKPDN Daftar

Polri Tahun Kegiatan

2010 - PDN

Surat Men | 2014 Tahun

PPN/Ka 2012

Bappenas | Surat Men

No. 223 PPN/Ka.

perihal Bappenas

PDN TA No.0065/

2010 M.PPN/03

Untuk /2011 Ttg

Kemhan/T | DKPPDN

NI Tahun

2011

Tersedianya n.a n.a Perpres n.a Tersusunn ,
badan No. ya konsep ’
Clearing 42/2010 awal KKIP
House lintas tentang baru
bidang dan Komite
lintas K/L* Kebijakan

Industri

Pertahana

n (KKIP)
Meningkatnya
produksi
Alutsista % n.a 17,571 12,65 13,61 15,86 Q
Industri darat
dalam negeri
Pembangunan Bidang Hukum
Indeks 50 Q
Persepsi 2.8 ' 2.8 3.0 32 -
Korupsi (IPK) *
% Kesesuaian
Ratifikasi % n.a 80 n.a n.a 30 S
UNCAC
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Capaian Perkiraan
Status Target Capaian
Indikator Satuan | Awal
(2009) | 2014 2010 2011 2012 i
(Notifikasi)
Indeks Sistem 5% Penyusun Q
Integritas (kenaik an awal '
Nasional (SIN) na an n-a n-a baseline
Indeks) SIN
Indeks Penetapa ’
Perilaku Anti n.a n.a n.a n.a n
Korupsi baseline
Meningkatnya
produksi
Alutsista % n.a 17,571 12,65 13,61 Q
Industri darat
dalam negeri

Sumber: 1) BNPT, 2) Kemlu, 3) Bappenas, 4) Kemhan

Q Sudah tercapai/on track/on-trend R
tercapai

Perlu kerja keras

. Sangat sulit

Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia
semakin nyata dan dan membuat Indonesia semakin dihargai
dan diakui sebagai negara dengan prakarsa dan sikap yang
konsisten mereformasi DK PBB. Saat ini, intermediate
approach yang diusung oleh Indonesia dalam mencegah
kebuntuan perundingan reformasi DK PBB telah mendapat
perhatian dan dukungan sejumlah negara dari kelompok
kunci. Di samping itu, partisipasi Indonesia dalam Misi
Pemeliharan Perdamaian PBB (UN PKO) yang menempatkan
Indonesia pada posisi ke- 15 negara penyumbang pasukan
pada misi-misi PBB dengan tujuh misi dan 1,992 personel
sepanjang tahun 2012 banyak mendapatkan apresiasi
masyarakat internasional dan penting untuk menguatkan
postur Indonesia di PBB.

Dalam isu perlucutan senjata dan non-proliferasi khususnya
senjata pemusnah massal (nuklir, biologi, dan kimia), dan
isu-isu terkait pengaturan senjata konvensional (arms
control) Indonesia konsisten berperan aktif. Indonesia
memimpin perancangan posisi bersama negara-negara
Gerakan Non Blok (GNB) mengenai isu-isu perlucutan
senjata, serta menjadi juru runding utama mewakili negara-
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negara GNB dalam pertemuan untuk membahas traktat
internasional tertentu dan berbagai norma internasional
baru. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai
pertemuan internasional tentang isu nuklir, senjata biologi,
serta perdagangan senjata. Indonesia telah meratifikasi
Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak
Nuklir/Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) pada tahun
2011, dan melakukan sosialisasi dan implementasi berbagai
kesepakatan yang telah dicapai di dalam Nuclear Weapons
Non-Proliferation Treaty Review Conference (NPT RevCon).

Pembangunan Bidang Pemberantasan Korupsi

Capaian penting yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam
upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi
adalah ditetapkannya Perpres No0.55/2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.
Strategi Nasional ini akan menjadi payung untuk seluruh
kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di
Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya
melalui enam strategi utama yaitu: (1) pencegahan; (2)
penegakan hukum; (3) harmonisasi peraturan perundang-
undangan; (4) kerjasama internasional dan penyelamatan
aset hasil Tipikor; (5) pendidikan dan budaya anti korupsi;
dan (6) mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan
korupsi. Melalui keenam strategi tersebut diharapkan upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat terwujud
dengan berdasarkan pada indikator keberhasilan utama
yaitu: (1) Indeks Persepsi Korupsi; (2) kesesuaian regulasi
dengan UNCAC; dan (3) Indeks Sistem Integritas Nasional.
Namun, target mencapai IPK 5,0 pada 2014 (atau skor IPK 50,
sesuai revisi metodologi tahun 2012) nampaknya akan sulit
dicapai.

Pembangunan Bidang Hukum dan HAM

Di bidang peningkatan, penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan HAM, capaian penting yang telah dilakukan
Pemerintah adalah terbitnya beberapa regulasi yang semakin
memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM pada
masyarakat seperti Perpres No. 23/2011 tentang Rencana
Aksi  Nasional (RAN) HAM Tahun 2011-2014 dan
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ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia RAN HAM di 32
K/L dan ditingkat Provinsi dan Kab/Kota. Selain itu,
pemerintah telah menetapkan UU No0.16/2011 tentang
Bantuan Hukum vyang semakin memperluas akses
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan
hukum dan UU No0.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak serta terlaksananya Strategi Nasional Akses terhadap
keadilan melalui penguatan mekanisme pengaduan publik
(public complaint mechanism) dan peradilan adat sebagai
upaya penyelesaian kasus hukum di luar peradilan. Capaian
penting lainnya di bidang pembangunan HAM adalah
Pemerintah turut serta dalam pelaporan pelaksanaan
Convention on the Elimination of Discrimination Against
Women (CEDAW), turut sertanya Pemerintah Indonesia
dalam kegiatan Universal Periodic Report kepada Dewan
HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (DHAM PBB), semakin
meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM di
Indonesia serta adanya komitmen pemerintah untuk
meratifikasi Optional Protokol Konvensi CEDAW.

Pendayagunaan Industri Pertahanan

Meskipun berbagai alutsista produksi dalam negeri semakin
mewarnai kelengkapan alutsista TNI, namun upaya
pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri belum
dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping kemampuan
delivery belum memadai, riset dan pengembangan yang
minim, keterbatasan modal kerja, terkait pula dengan
kepercayaan user terhadap hasil produksinya. Penetapan
Undang-Undang nomor 16/2012 tentang  Industri
Pertahanan, merupakan tantangan sekaligus peluang untuk
meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan
nasional, terutama dari aspek penyerapan produk-
produknya. Di dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini
menetapkan bahwa pengadaan alutsista TNI harus
mengutamakan produksi dalam negeri. Pengadaan dari luar
negeri hanya diperkenankan apabila alutsista belum dapat
diproduksi di dalam negeri dan harus mensyaratkan adanya
off set berupa transfer of technology, joint production, atau
product license. Ke depan, penerapan peraturan
perundangan secara konsisten akan berdampak pada
meningkatnya penyerapan produk industri pertahanan
dalam negeri yang pada akhirnya disamping meningkatkan
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kemandirian alutsista, berdampak pula pada pertumbuhan
ekonomi nasional.

Permasalahan dan Kendala

Di bidang penanggulangan terorisme, permasalahan yang
dihadapi tahun 2012 dan masih akan dihadapi pada tahun
2013 dan 2014 adalah isu radikalisme yang cenderung
meningkat, koordinasi antarlembaga yang masih menghadapi
kendala, serta undang-undang tentang penanggulangan
terorisme yang ada belum efektif untuk diterapkan dalam
memberantas tindak kejahatan terorisme.

Dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, secara
substantif perjuangan Indonesia untuk mendorong reformasi
PBB masih akan terbentur sikap sebagian anggota DK PBB
yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait isu
enlargement (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara
geografis) dan veto power, sehingga butuh waktu bertahun-
tahun untuk untuk bisa melihat hasil nyata dari upaya ini

Permasalahan pokok yang masih dihadapi pemerintah dalam
pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah masih
rendahnya komitmen dan belum meratanya kesepahaman
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
ditingkat pusat dan daerah. Selain itu, pencapaian sasaran
utama dalam pemberantasan korupsi nampaknya akan sulit
dilakukan khususnya pencapaian IPK 5,0 pada tahun 2014
yang dikarenakan pencegahan dan pemberantasan korupsi
masih lebih lemah dibandingkan dengan pertumbuhan kasus
korupsi, implementasi sistem integritas nasional belum
berjalan optimal dan terkonsolidasi, masih timbul persepsi
publik bahwa pemberantasan korupsi belum tepat sasaran,
dan kampanye publik anti korupsi belum optimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam penguatan perlindungan
HAM adalah (1) masih kurangnya komitmen instansi
pemerintah ditingkat pusat dan daerah; (2) masih adanya
instansi ditingkat pusat dan daerah yang belum membentuk
panitia  RANHAM vyang dapat menghambat percepatan
pengarusutamaan perlindungan dan pemenuhan HAM; (3)
belum terbangunnya instrumen pemantauan dan evaluasi
terhadap pengarusutamaan HAM dan gender di masing-
masing institusi pemerintah; (4) belum efektifnya koordinasi
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dan sinergitas di kalangan aparat penegak hukum dalam
proses penanganan kasus pelanggaran HAM; dan (5)
munculnya berbagai peraturan baik ditingkat pusat dan
daerah yang terindikasi melanggar HAM khususnya terhadap
kaum perempuan.

Langkah Tindak Lanjut

Dalam upaya mengatasi permasalahan dalam
penanggulangan terorisme, langkah ke depan yang harus
dilakukan adalah membuat kebijakan negara dalam bidang
penegakan hukum yang diikuti dengan pelaksanaan program
nasional deradikalisasi dan kontra radikalisasi untuk
mencegah penyebaran ideologi radikal. Sementara itu, untuk
mengatasi permasalahan dalam pemberantasan korupsi
perlu dilakukan peningkatan aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang terukur dan konkrit pada K/L
dan pemda. Untuk target 30 % kesesuaian regulasi dengan
UNCAC masih membutuhkan koordinasi yang intensif
khususnya di internal pemerintah dan dengan DPR dalam
proses penetapan RUU menjadi UU. Selain RUU Tipikor,
pemerintah tengah berupaya melakukan penyesuaian
berbagai regulasi yang berkaitan dengan upaya
pemberantasan korupsi dengan UNCAC diantaranya yaitu
RUU KUHP, RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan industri
pertahanan dalam negeri Pemerintah diharapkan segera
menyusun sejumlah peraturan dan kebijakan terkait dengan:
Perencanaan pemenuhan kebutuhan  alpalhankam;
Perencanaan pembangunan dan pengembangan industri
pertahanan; Penentuan teknologi dan produk yang akan
dikuasai dan dikembangkan; Standarisasi serta kelaikan
produk; Pembinaan, registrasi; dan sertifikasi industri
pertahanan; sumber pendanaan; dan Pengendalian dan
pengawasan teknologi.

Ke depan, dalam upaya berpartisipasi mewujudkan
perdamaian dunia, Reformasi DK PBB perlu selalu menjadi
prioritas utama Indonesia, selain itu Indonesia harus
konsisten menyampaikan inisiatif mengenai intermediate
approach yang dapat menyediakan jalan tengah. Mengingat
sensitivitas isu enlargement, Indonesia perlu berupaya
mendorong reformasi melalui jalur working methods
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(mendorong transparansi, akses informasi persidangan),
yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong
reformasi yang lebih mendasar pada isu enlargement,
sehingga DK PBB menjadi lebih representatif.

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka
panjang, serta masalah dan tantangan yang dihadapi, maka
strategi pembangunan bidang hukum yang perlu dilakukan
adalah (1) peningkatan efektivitas dan kualitas peraturan
perundang-undangan; (2) peningkatan kualitas dan integritas
SDM hukum; (3) pembenahan hubungan dan penguatan
koordinasi antar kelembagaan hukum; dan (4) peningkatan
kesadaran hukum di seluruh instansi pemerintah baik di
tingkat pusat maupun daerah.

V.13 PRIORITAS NASIONAL 13 : PEREKONOMIAN

Arah kebijakan PN Lainnya di bidang perekonomian
mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai
dengan Peraturan Presiden No0.28/2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan
Republik  Indonesia  dalam  diplomasi  perdagangan
internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan
tenaga kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan,
pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan
upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri. selain itu, hingga saat ini telah tercapai
pertumbuhan pada sektor non-migas; pemantapan peran
Indonesia dalam berbagai forum perdagangan internasional;
dan perbaikan pelayanan terhadap TKI.

Sasaran PN perekonomian secara umum tercapai, hamun
lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih menjadi
tantangan yang dihadapi sektor industri.

Pertumbuhan Industri

Kebijakan Industri Nasional menggariskan pemberian fasilitas
kepada industri prioritas, dengan sasaran mendukung
pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Tantangan besar
yang dihadapi sektor industri dalam mencapai sasaran tahun
2013 dan 2014 yaitu lambatnya pemulihan krisis ekonomi
global.
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Sasaran pertumbuhan industri hingga Triwulan Il Tahun
2012 telah tercapai baik untuk industri secara keseluruhan
maupun industri non-migas. Namun demikian krisis ekonomi
global memberikan dampak vyang signifikan bagi
pertumbuhan industri. Untuk itu, diperlukan penyesuaian
arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan
kekayaan sumber alam dan perlindungan pasar domestik dari
serbuan produk yang ilegal dan tidak berkualitas. Meski
demikian, sasaran pertumbuhan industri non-migas
diprediksi masih tetap dapat dicapai. Industri migas
diperkirakan masih tetap tumbuh negatif disebabkan
minimnya investasi di sektor ini. Oleh karena itu, pencapaian
sasaran  pertumbuhan industri secara  keseluruhan
membutuhkan kerja keras. Untuk itu pengembangan industri
non-migas akan diarahkan pada industri-industri pengolah
hasil pertanian dan pertambangan, serta industri yang
memanfaatkan SDM vyang tersedia serta pemenuhan
kebutuhan domestik.

Peningkatan Peran dan Kemampuan Rl Dalam Diplomasi
Perdagangan Internasional

Dalam rangka meningkatkan akses pasar produk ekspor
Indonesia dilakukan multitrack strategy di forum multilateral,
regional, dan bilateral. Dalam forum multilateral, Indonesia
telah berhasil memperkuat perannya melalui G-20, G-33, dan
NAMA 11. Posisi Indonesia semakin mantap di dalam
kelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey,
South Africa), sebagai sebuah hotspot investasi baru yang
menjadi alternatif BRIC (Brazil, Russia, India, China). Dalam
kurun waktu 2010-2012 telah dihasilkan 603 dokumen hasil
perundingan, baik yang berupa hasil perundingan di luar
negeri maupun hasil perundingan berupa kesepakatan
kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes,
Declaration, Chair Report, respon terhadap pengamanan
kebijakan perdagangan, guidance of principal, summary of
discussion, protocol, serta dokumen perundingan lainnya
yang memperjuangkan akses pasar bagi Indonesia dan
kepentingan petani yang terkait dengan aspek ketahanan
pangan. Pencapaian setiap tahunnya telah sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
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Jumlah partisipasi aktif dalam Jumlzh posisi runding yang disusun
perundingan perdagangar inlernasional

Gambar IV.1 Pencapaian Peningkatan Peran dan Kemampuan
Diplomasi Perdagangan Internasional dan Target 2014

Tabel IV.19 Capaian Sasaran Prioritas Nasional Lainnya Perekonomian

Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan 7,0-

0,
Industri % n.a 73 4,48 6,22 6,10 ot
Pertumbuhan o 7,3- '
Industri Nonmigas % n-a 7,8 >,09 6,83 6,60 .

Peningkatan peran dan kemampuan Rl dalam Diplomasi Perdagangan Intrernasional

Jumlah partisipasi
aktif dalam

perundingan - 55 41 55 19
perdagangan
internasional

Jumlah posisi
runding yang - 55 41 55 19 )
disusun

Jumlah
penyelenggaraan
sidang - 8 17 29 7 ’
internasional di ‘
dalam negeri

Jumlah hasil

perundingan - 34 34 37 13 Q
internasional
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Jumlah sosialisasi
hasil perundingan - 8 4 8 5 ot
internasional -
Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan TKI
Ratifikasi konvensi - Ratifikasi - - Ratifikas
buruh migran konvensi i
buruh konvens
migran i buruh
migran
(uu
6/2012)
Amandemen UU - Amande- - RUU Menyel ’
39/2004 men UU Revisi UU | e-saikan
39/2004 | rancang
atas -an
inisiatif revisi
DPR sesuai
Ampres
Pusat layanan Hotline ,
. - 1 1 1
pengaduan TKI service
Penyelesaian kasus Persen
83,68 100 21,42 7,69 76,84 L
pengaduan TKI kasus s
Calon TKI yang
terlayani dan
tercatat pat.'Ja Dinas % } 100 100 100 100 Q
Tenaga Kerja i
Provinsi dan
Kab/Kota
TKI yang
memanfaatkan orang - 35.000 - - 1.698 o
fasilitas KUR-TKI '“”
Persentase
rekomendasi
kebijakan
koordinasi % - 80 60 65 70 ,
pembiayaan kredit
yang
diimplementasikan
Jumlah WNI/TKI
yang memperoleh | ; 14.998 | 15766 | 24.567 | 16.051 Q
fasilitas di
penampungan
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Dalam meningkatkan akses pasar di forum regional,
khususnya dalam kerangka ASEAN, Indonesia berperan
dalam perjanjian antara lain ASEAN-China Free Trade
Agreement (ACFTA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership (AJCEP) dan ASEAN-Korea Free Trade Agreement
(AKFTA). Menghadapi beberapa FTA tersebut, Indonesia
menerapkan strategi penguatan daya saing, pengamanan
pasar domestik dan penguatan ekspor. Tahun lalu
merupakan momentum Indonesia di mata internasional, di
mana Indonesia menjadi hosting country sekaligus Chairman
of ASEAN pada tahun 2011. Tema Keketuaan Indonesia untuk
ASEAN di tahun 2011 ini adalah “ASEAN Community in a
Global Community of Nations” yang mengusung keberhasilan
pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Sebagai Ketua ASEAN
yang memiliki nilai strategis tersendiri, Indonesia harus
mampu menjalin relasi secara intens dengan para pemimpin
tinggi negara-negara maju. Indonesia dapat memanfaatkan
posisi tersebut untuk melibatkan diri secara aktif dalam
berbagai forum kerja sama ekonomi global. Selain itu, Peran
Indonesia sebagai ketua dan tuan rumah ASEAN memberikan
peluang strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal
oleh stakeholders di Indonesia sehingga dapat memberikan
kontribusi positif bagi seluruh masyarakat.

Secara bilateral, beberapa kesepakatan penting telah dibuat
diantaranya adalah: MoU on Combating Illegal Logging and
Associated Trade yaitu perjanjian penanganan
pemberantasan Jillegal logging antara Indonesia dengan
Amerika Serikat; peluncuran putaran perundingan Indonesia-
Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
(IA-CEPA); dan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai
Perluasan dan Pendalaman Kerjasama Bilateral Ekonomi dan
Perdagangan.

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan TKI

pelayanan dan perlindungan TKI menunjukkan pencapaian
sesuai target 2014, meskipun jadwal penyelesaian beberapa
tahapan kegiatan mundur dari jadwal yang ditetapkan. Untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan, telah
ditempuh langkah kebijakan berikut: (1) menyediakan pusat
layanan pengaduan (crisis center) bagi TKI; (2) membuat
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sistem informasi TKI (SIM-TKI) yang terintegrasi dengan NIK;
(3) meningkatkan pelayanan oleh pemerintah daerah; (4)
meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk
membiayai keberangkatan; (5) meningkatkan pelayanan
kesehatan dan asuransi; dan (6) meningkatkan perlindungan
hukum di dalam negeri dan di luar negeri.

Pemerintah telah memfasilitasi penempatan TKI ke luar
negeri bagi 1.438.226 orang selama 2010-Juni 2012. Hingga
kini TKI yang bekerja di luar negeri tersebar di 133 negara.
Dalam upaya perlindungan TKI yang terkena kasus hukum,
Pemerintah telah memulangkan 18.675 orang WNI over-
stayer, yaitu mereka yang berada di Arab Saudi tetapi tidak
memiliki izin tinggal/kerja yang sah, dimana 13.063 orang di
antaranya bersatus TKI. Pemberian bantuan dan
pendampingan hukum (lawyer) oleh Pemerintah telah
berhasil membebaskan 34 orang TKI dari hukuman mati
(Malaysia 12 orang, Arab Saudi 10 orang, Cina 10 orang, dan
Iran 2 orang). Untuk meningkatkan pelayanan pemberian
bantuan hukum, upaya yang dilakukan Pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Luar Negeri, adalah antara lain menunjuk
pengacara tetap (retainer lawyer) terutama di Malaysia dan
Arab Saudi, serta menerapkan SOP dan membentuk unit
kerja khusus untuk meringankan TKI yang terancam
hukuman mati.

Sementara itu, pemanfaatan KUR-TKI belum sesuai dengan
target yang ditetapkan karena masih adanya hambatan
dalam persyaratan kredit, yaitu syarat kartu tanda kerja ke
luar negeri (KTKLN) dan memiliki perjanjian kerja.
Persyaratan tersebut akan dihilangkan agar pencairan kredit
dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan.
Sosialisasi intensif terutama di daerah kantong TKI.

Permasalahan dan Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai
sasaran, diantaranya: (1) terkait dengan peningkatan
pertumbuhan industri, permasalahan vyang dihadapi
diantaraya belum memadainya infrastruktur pendukung
kawasan/klaster industri seperti pelabuhan, akses jalan,
angkutan, listik dan gas; dan (2) tekait dengan pelayanan dan
perlindungan TKI, Tantangan yang dihadapi tahun 2013 dan
2014, yaitu penyelesaian kasus pengaduan TKI, pemanfaatan
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KUR-TKI oleh calon TKI, dan pemberian bantuan hukum bagi
WNI di luar negeri. Masalah TKI yang diadukan melalui
hotline service belum dapat diselesaikan secara optimal
karena mekanisme penyelesaian masalah antarinstansi masih
belum terbangun.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak lanjut vyang diperlukan untuk mengupayakan
peningkatan pencapaian sasaran PN lainnya perekonomian
diantaranya: (1) mengupayakan penyediaan infastruktur
serta jaminan penyediaan bahan baku industri melalui
insentifiskal dan insentif lainnya; (2) meningkatkan peran dan
kemampuan indonesia di bidang diplomasi perdagangan
internasional guna  pembukaan, peningkatan dan
pengamanan akses pasar; (3) mengupayakan dana alokasi
khusus (DAK) bagi daerah-daerah basis TKI untuk
memperluas akses pelayanan bagi calon TKI serta
mengupayakan  pengurangan biaya remitansi dan
memberlakukan struktur biaya pembiayaan TKI; (4)
meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi untuk
mengoptimalkan penyelesaian masalah TKI.

v.14 PRIORITAS NASIONAL 14: BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan PN Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
dilaksanakan melalui pembangunan Agama, Pariwisata,
Pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan
dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan, serta Pemuda
dan Olahraga.

Kebijakan pembangunan agama diarahkan untuk: (1)
peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
(2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3)
peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
(4) pelaksanaan haji yang tertib dan lancar. Adapun sasaran
utama pembangunan bidang agama dalam RPJMN 2010-
2014 adalah meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji
yang tertib dan lancar.

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

| EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014



kesejahteraan rakyat melalui pengembangan destinasi,
peningkatan promosi pariwisata, dan pengembangan indusri
pariwisata, dan penguatan kelembagaan pariwisata.
Sasaran utama pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2010-
2014 adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara
dan wisatawan nusantara sebesar 20 % secara bertahap
dalam lima tahun.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan
pada: (1) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda
dalam berbagai bidang pembangunan; dan (2) peningkatan
budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan
internasional. Sasaran utama pembangunan kepemudaan
dan keolahragaan adalah sebagai berikut: (a) pencapaian
posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada
tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games
tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; dan (b) peningkatan
character building melalui gerakan, revitalisasi dan
konsolidasi gerakan kepemudaan, serta revitalisasi gerakan
pramuka.

Pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan
dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan difokuskan
pada perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan
pengarusutamaan gender dan anak (PUG&A) oleh
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
lainnya. Sasaran utama pembangunan bidang PUG serta
perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai
tindak kekerasan adalah: (1) meningkatnya efektivitas
kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan
program pembangunan yang responsif gender di tingkat
nasional dan daerah dan (2) meningkatnya efektivitas
kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak,
terhadap berbagai tindak kekerasan, baik di tingkat nasional
maupun daerah.

Pembangunan Agama Sebagai Landasan Utama
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Salah satu hasil pencapaian pembangunan agama adalah
perbaikan pelayanan kepada 211.000 jemaah haji pada tahun
2012 vyang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dan
pengembangan segala hal yang mendukung perbaikan
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pelayanan haji, yaitu: (a) perbaikan proses pelaksanaan
ibadah haji yang didukung dengan peningkatan efisiensi dan
transparansi pendaftaran calon jemaah haji melalui Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (b) pemberian subsidi
beberapa komponen biaya haji seperti pemondokan dan
katering haji dari hasil manfaat dana setoran awal; (c)
penerbitan paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; (d)
realisasi penyediaan 98 % pemondokan jemaah di lokasi
radius 2.500 meter dari Masjidil Haram dan penyediaan
transportasi publik. Sedangkan di Madinah, penyediaan
pemondokan dengan radius 650 meter dari masjid nabawi
dengan fasilitas setara haji khusus; (e) perbaikan sistem
katering dengan perbaikan pelayanan mulai dari bandara
King Abdul Aziz Madinah, dan Armina. Didukung pula dengan
peningkatan ketepatan waktu transportasi para jemaah haji
hingga tiba di tanah air; (f) perbaikan pembinaan dan
penyuluhan haji melalui bimbingan manasik haji di tingkat
kecamatan dan sosialiasinya di media elektronik; pelatihan
(ToT) bagi para instruktur di pusat; dan orientasi bagi kepala
KUA; dan (g) perbaikan seleksi petugas haji melalui seleksi
administrasi di  tingkat kab/kota, ujian tertulis/tes
kompetensi dan psikologi di tingkat provinsi.

Pembangunan Kepariwisataan Untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat

Pembangunan kepariwisataan hingga tahun 2012 sebagian
besar telah menunjukkan capaian sesuai dengan target yang
ditetapkan. Jumlah wisman pada tahun 2011 meningkat
sebesar 20,97 % dibandingkan dengan jumlah wisman pada
tahun 2009. Sedangkan dibandingkan tahun 2010, jumlah
wisman pada tahun 2011 meningkat sebesar 9,24 %.
Sementara itu, pergerakan wisnus pada tahun 2011
meningkat sebesar 3,06 % dibandingkan tahun 2009, dan
meningkat sebesar 1,01 % dibandingkan tahun 2009.

Dengan memperhatikan capaian pembangunan pariwisata
hingga Juni 2012, dan membandingkan dengan sasaran
utama yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2010-2014,
jumlah wisman dan pergerakan wisnus pada tahun 2013
diperkirakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
dan secara keseluruhan diperkirakan akan dapat mencapai

| EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014



target peningkatan jumlah wisman dan wisnus sebesar 20 %
pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

Pencapaian  pembangunan  kepariwisataan  tersebut
disebabkan oleh terlaksananya: (1) Promosi ke 10 tujuan
pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan
pengiklanan yang kreatif dan efektif; (2) Perbaikan dan
peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana
pendukung pariwisata; dan (3) Peningkatan kapasitas
pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal
untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality

management yang kompetitif di kawasan Asia.

Tabel IV.20 Capaian Sasaran Prioritas Nasional Lainnya
Kesejahteraan Rakyat

Perkembangan capaian Perkiraan
) Status .
Indikator Satuan awal Target Capaian
(2009) (2014) | 2010 2011 2012 2014
(notifikasi)

Penyelenggaraan Haji
Pelaksanaan Jemaah 211 210 [ 2217 | 2217 | 211”7 ’
Ibadah Haji serta | (ribu) =
Pengawasan Haji
yang tertib dan
lancar
Pelayanan Jemaah 211 210 221 221 211 ‘
kesehatan kepada (ribu) =
jemaah haji
Pembangunan Kepariwisataan
Jumlah wisatawan | Juta 6,32 8,6 700 | 765 | 3,88 .
mancanegara orang b
Jumlah Juta 229,73 276 234,3 236,7 53,873 ‘
pergerakan perjalanan 8 5 ) -
wisatawan
Nusantara
Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
Prestasi olahraga | Peringkat 3 1 - 1 - ‘
pada SEA Games e
2011
Jumlah Orang - 520 520 520 -
olahragawan =
andalan nasional
Jumlah pemuda Orang - 11,5 4,5 10,0 - ‘
kader (ribu) e

kepemimpinan
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Perkembangan capaian

Perkiraan

Indikator Satuan Sat‘a;:ls Target Capaian
(2009) (2014) 2010 2011 2012 2014
(notifikasi)

Jumlah pemuda Orang - 3,5 3,18 10,0 - .

yang difasilitasi (ribu) il

sebagai

kader

kewirausahaan

Jumlah pemuda Orang - 5.600 1.000 4.850 - .

yang difasilitasi
dalam
pendidikan
kepramukaan

PUG dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak terhadap Berbagai Tindak Kekerasan

4)

Jumlah kebijakan kebijaka 49 8 12 i .
pelaksanaan PUG n b
Jumlah K/L dan K/L 9 28 K/L ’
Pemda yang Prov 16 K/L 7 K/L 11 K/L 10 prov il
difasilitasi dalam ujicoba (dana
penerapan ARG dekon)
Jumlah K/L dan K/L 4
Pemda yang Prov i
difasilitasi dalam
penerapan AKL
kebijakan 8K/L 1K dan.8 . )
. provinsi

penerapan sistem
data terpilah
gender

" . 7)
i I i | o | oo | @

L 33 Prov 33 Prov 33 Prov
Provinsi
Kebijakan dan Perme |Kurang |Semakin Permen | Permen | Disahkan
pedoman tentang n lengkap |lengkap PPPA PPPA UuU no -
perlindungan uu dan dan No. 1 No. 11/2012;
perempuan dan Surat |kurang |harmonis | dan2 2,6,dan surat
anak terhadap Edaran [harmon tahun 7 tahun edaran
berbagai tindak is 2010 2011 MA no
kekerasan 6/2012
Jumlah Pusat Prov Belum |Meningka - 20 prov 26 prov .
Pelayanan Terpadu | Kab/Ko | tersed [t 117 163 e
Perempuan dan ta ia kab/kota | kab/kota

Anak (P2TP2A)

Sumber: Susenas, KemenPP dan PA, Kemendikbud

Keterangan:

1) Kenaikan disebabkan karena adanya tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi

2) Penurunan disebabkan karena tidak mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi
3) Data sampai dengan Juni 2012
4) Terjadi restrukturisasi program dan kegiatan yang sama sekali berbeda antara RKP 2010 dengan

RKP tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat diisi/dibandingkan

Q Sudah tercapai/on track/on-trend

-~ Perlu kerja keras

, Sangat sulit tercapai
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Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan bagi
Perempuan dan Anak terhadap Berbagai Tindak Kekerasan

Pencapaian berarti telah diraih dalam penerapan
Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satunya adalah
percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender (PPRG) yang telah diterapkan di 28 K/L
dan 10 provinsi pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh
semakin meningkatnya komitmen dan pemahaman K/L.

Di lain pihak, peningkatan efektivitas kelembagaan
perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai
tindak kekerasan antara lain ditunjukkan dengan
disahkannya  berbagai  kebijakan  perundang-undang,
peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah agung
terkait dengan hal tersebut. Pada tahun 2012, dalam rangka
penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP)
dan kekerasan terhadap anak (KtA), telah ada P2TP2A di 26
provinsi dan 163 Kab/Kota serta 306 Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda/Polres. Sistem rujukan
yang dilakukan oleh unit pelayanan sudah menunjukkan
peningkatan. Pengaduan yang diterima P2TP2A atau UPPA
akan dirujuk kepada unit layanan lainnya sesuai dengan
kebutuhan korban, misalnya korban yang membutuhkan
layanan kesehatan akan dirujuk ke PKT di 22 RSUD atau PPT
di 42 RS Polri, sedangkan korban yang butuh tempat tinggal
sementara dirujuk ke 33 Rumah Perlindungan Trauma (RPTC)
atau 15 unit Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA). Untuk
layanan pengaduan kekerasan pada anak telah tersedia
Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 di 14 Kab/Kota.

Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang masih dihadapi pada saat ini dalam
pelaksanaan ibadah haji antara lain adalah: (1) semakin
bertambahnya jumlah jemaah haji yang harus menunggu
(waiting list) untuk dapat melakukan ibadah haji; (2) masih
adanya Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang belum
menggunakan Siskohat, sehingga menyulitkan masyarakat
yang berkeinginan untuk melaksanakan haji; (3) belum
efektifnya pelaksanaan bimbingan bagi calon jemaah haji
sehingga belum menumbuhkan rasa kemandirian para
jamaah pada saat pelaksanaan ibadah haji, dan (4) pedoman
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serta SOP yang ada belum sepenuhnya dapat mewujudkan
petugas yang profesional.

Pembangunan kepariwisataan telah menunjukkan
pencapaian yang cukup menggembirakan, namun demikian
masih terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1)
belum optimalnya kemitraan antarpelaku pariwisata yang
didukung oleh koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra
dan antarlembaga, pusat dan daerah; (2) masih rendahnya
daya saing destinasi pariwisata; (3) peningkatan
pemanfaatan media elektronik, cetak, dan berbasis teknologi
informasi untuk promosi pariwisata; dan (4) peningkatan
kualitas dan profesionalisme SDM pariwisata termasuk
kesiapan masyarakat di daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
kepemudaan, antara lain: (1) belum optimalnya partisipasi
dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan;
(2) meningkatnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS, serta
kekerasan dikalangan pemuda; dan (3) belum optimalnya
peran organisasi kepemudaan. Di bidang Keolahragaan
permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1) masih
rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
(2) terbatasnya SDM keolahragaan yang berkualitas; (3)
belum optimalna pembinaan dan pembibitan atlet andalan;
dan (4) masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi
olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penerapan PUG
adalah masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan
gender, belum optimalnya pelaksanaan PPRG, serta belum
memadainya penyediaan dan pemanfaatan data terpilah
berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan permasalahan yang
dihadapi dalam kebijakan perlindungan bagi perempuan dan
anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah kurang
harmonisnya perundang-undangan dan kebijakan terkait
perlindungan perempuan dan anak, kurangnya koordinasi
antar K/L/SKPD terkait, belum memadainya kuantitas dan
kualitas SDM terkait, dan belum memadainya ketersediaan
dan kualitas data.
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Langkah tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan ibadah
haji adalah: (1) memprioritaskan pemberangkatan calon haji
yang belum pernah melaksanakan haji, untuk mengurangi
jemaah yang harus menunggu keberangkatan (waiting list);
(2) melanjutkan pengembangan jaringan komputerisasi
untuk 34 Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang belum
online, dan meningkatkan (upgrade) dengan sistem
biometrik sebanyak 161 kab/kota; (3) meningkatkan kualitas
bimbingan bagi calon jemaah haji, dan (4) menyempurnakan
SOP dan pedoman bagi petugas haji dalam rangka
meningkatkan profesionalisme petugas.

Dalam pembangunan pariwisata, tindak lanjut yang akan
dilaksanakan antara lain: (1) meningkatkan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi lintas lembaga dan lintas sektor
dalam pembangunan kepariwisataan melalui penyusunan
peraturan perundangan; (2) menyusun perencanaan
destinasi pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata
nasional, dan fasilitasi pendukungan  penyusunan
perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah; (3)
meningkatkan pemanfaatan berbagai media dan teknologi
informasi sebagai sarana promosi pariwisata; pengembangan
kerja sama pemasaran dan promosi pariwisata dengan
lembaga terkait, terutama kerja sama antar travel-agent
dan antar tour operator di dalam maupun di luar negeri; dan
(4) meningkatkan pengembangan profesionalisme SDM di
bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan SDM dan
pendidikan tinggi bidang pariwisata

Tindak lanjut terkait pembangunan kepemudaan antara lain
pembangunan character building melalui gerakan, revitalisasi
dan konsolidasi gerakan kepemudaan, fasilitasi pemuda
dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, sosialisasi
dan advokasi pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan
NAPZA, HIV/AIDs, dan fasilitasi pemuda dalam bidang
pendidikan dan ketenagakerjaan, sosialisasi dan advokasi
pemuda terhadap bahaya penyelahgunaan NAPZA, HIV/AIDS,
dan fasilitasi organisasi kepemudaan. Adapun di bidang
keolahragaan antara lain pemasyarakatan kegiatan olahraga,
pendidikan dan pelatihan SDM keolahragaan, pembinaan
dan pembibitan atlet unggulan, pemberian penghargaan bagi
olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
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Adapun tindak lanjut dalam penerapan PUG yang harus
dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG,
mengoptimalkan pelaksanaan PPRG di seluruh K/L; serta
menyusun sistem manajemen data dan informasi gender.
Sedangkan tindak lanjut dalam kebijakan perlindungan bagi
perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan
adalah meningkatkan harmonisasi perundang-undangan dan
kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak,
koordinasi antarK/L/SKPD dan antara pusat dan daerah,
kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana, ketersediaan dan
kualitas data/informasi perlindungan bagi perempuan dan
anak, serta pengawasan terhadap efektivitas perlindungan
bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak
kekerasan yang dilaksanakan oleh K/L/SKPD terkait.

| EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014






BABV
TINDAK LANJUT




paya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat yang berkeadilan dilakukan melalui berbagai

kegiatan pembangunan yang merupakan terjemahan
dari beragam kebijakan dengan fokus 14 prioritas
pembangunan, seperti telah diuraikan dalam bab-bab
sebelumnya. Inti ragam kebijakan di berbagai bidang
pembangunan tersebut diarahkan pada satu titik, yaitu
kesejahteraan rakyat. Secara sederhana, 14 prioritas
pembangunan merupakan turunan dari lima agenda
pembangunan dalam RPJMN 2010-2014.

Pencapaian pembangunan hingga pertengahan tahun 2012,
atau tengah tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dapat
digambarkan telah berjalan on track atau sesuai rencana.
Separuh waktu yang tersisa, akan merupakan upaya
kelanjutan disertai penyempurnaan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dalam format perbaikan cakupan, koordinasi,
dan kualitas pelaksanaan. Sasaran fokus prioritas
pembangunan yang belum tercapai namun masih
memungkinkan dicapai akan memerlukan kerja keras yang
perlu disertai penajaman, pengintensifan, dan percepatan
pelaksanaan. Sedangkan, bagi sasaran yang sulit dicapai
dalam rentang waktu yang tersisa, tetap perlu diupayakan
dengan sangat melalui penajaman, terobosan dan langkah
strategis, reviu efektifitas, identifikasi kelemahan, dan
kemungkinan penambahan alokasi anggaran, serta
meningkatkan koordinasi.

Dalam Bab ini dijabarkan tindak lanjut yang perlu dan akan
dilakukan guna mencapai tujuan masing-masing agenda
RPJMN 2010-2014. Uraian dibahas atas dasar capaian
masing-masing kegiatan fokus prioritas pembangunan,
seperti telah diuraikan dalam Bab IV. Diharapkan struktur
diskusi yang demikian dapat menunjukkan kinerja dan
capaian masing-masing agenda pembangunan, dan sekaligus
dapat mengenali kelemahan dan kekurangan yang harus
segera diatasi, guna mencapai tujuan dan target akhir RPJMN
2010-2014 di tahun 2014.
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Agenda |. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
rakyat tetap menjadi agenda prioritas dalam RPJM 2010-
2014 dan juga dalam pelaksanaan pembangunan di masa
mendatang. Untuk menjamin agar agenda prioritas ini
tercapai, beberapa isu strategis perlu dijaga kinerjanya. Isu-
isu tersebut antara lain adalah reformasi birokrasi dan tata
kelola yang lebih efisien dan efektif, peningkatan kapasitas
SDM, peningkatan nilai tambah ekonomi domestik antara
lain melalui pengembangan MP3EI, ketahanan pangan dan
energi, dan juga pembangunan ekonomi yang berkeadilan
dan berkelanjutan.

Langkah pertama yang perlu dilakukan pada agenda pertama
ini adalah meningkatkan efektifitas birokrasi dan tata kelola
pemerintahan. Walaupun selama ini peranan masyarakat
dalam pembangunan terus didorong dan sudah semakin
membaik, namun peran pemerintah masih sangat signifikan
untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Karenanya, program reformasi birokrasi akan terus didorong
guna mewujudkan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih,
efisien, amanah dan adil. Peran pemerintah yang demikian
diperlukan untuk menjamin terciptanya iklim yang kondusif
untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial, melindungi
kelompok masyarakat yang kurang berdaya, serta menjaga
dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan arif demi
sebesar-besarnya kepentingan negara dan rakyat.

Kita menyadari bahwa peran pemerintah yang terlalu kuat
akan dapat menjadi kontraproduktif. Karena itu perlu
adanya proses checks and balances guna menjamin
tercapainya kesejahteraan rakyat yang diinginkan. Untuk
memastikan proses tersebut berjalan dengan baik, sistem
pemerintahan yang demokratis perlu dibangun. Oleh karena
itu, upaya pembangunan demokrasi yang efektif dan
terkendali harus tetap dilanjutkan. Prinsip yang harus
dipegang adalah mengharmonisasikan keberagaman yang
ada sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Kemudian,
kebebasan berpendapat harus dijamin dan dikembangkan
dalam koridor bebas dan bertanggungjawab sehingga proses
demokratisasi tidak malahan menjadi penghambat dalam
proses pembangunan yang semakin luas.
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Sejalan dengan peningkatan efektifitas birokrasi dan tata
kelola, pembangunan bidang politik, hukum dan pertahanan
keamanan sebagai penyangga pilar demokrasi harus makin
ditegakkan. Pembangunan ekonomi memerlukan kondisi
politik yang stabil dan kondusif, kepastian hukum bagi
seluruh masyarakat, serta stabilitas keamanan yang terjamin.
Karena itu pembangunan pertahanan keamanan perlu lebih
ditingkatkan lagi untuk menjamin pelaksanaan pembangunan
nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam
kerangka negara kesatuan yang demokratis. Kebijakan
pembangunan harus dapat mengkoreksi kekeliruan yang
terjadi di masa lalu dan menghindari terulangnya kembali
kebijakan yang kurang tepat di masa mendatang yang dapat
mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat
keamanan menurun. Aparat Polri yang menjalankan
semboyan TriBrata dan Catur Prasetya, serta aparat TNI yang
menjalankan berbagai semboyannya dengan konsekuen dan
konsisten sajalah yang dapat menjawab tantangan tersebut.
Salah satu fokus utama pembangunan pertahanan keamanan
adalah bidang sumber daya manusia (SDM) melalui
peningkatan profesionalisme, integritas dan kesejahteraan
aparat, disamping juga perbaikan kondisi sarana dan
prasarana pertahanan keamanan.

Upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik harus
dilakukan secara berkeadilan dan berkelanjutan sehingga
manfaat pembangunan ekonomi sekaligus akan dirasakan
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia
merupakan negara yang sangat kaya akan potensi sumber
daya alam, dan pada sisi lain merupakan pasar yang sangat
potensial, karena jumlah penduduknya yang besar dengan
pendapatan per kapita yang saat ini mencapai sekitar USS
3.500 per tahun, dan diperkirakan akan terus berkembang
dengan cepat. Dua hal tersebut merupakan daya tarik yang
sangat kuat bagi investor. Namun, kedua hal ini tidaklah
cukup untuk membuat mereka menanamkan modalnya jika
iklim investasi kurang mendukung. Beberapa pekerjaan
rumah besar yang masih harus diselesaikan antara lain
adalah reformasi birokrasi yang kurang efektif dan efisien,
meningkatkan kapasitas dan daya saing infrastruktur dan
kualitas tenaga kerja, serta sinkronisasi peraturan di pusat
dan daerah yang kemudian dijalankan dengan konsekuen
dan konsisten. Indonesia perlu mengakselerasi penyelesaian
masalah-masalah tersebut jika ingin memperbaiki posisi daya
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saingnya dengan negara lain, karena pada saat bersamaan,
negara-negara pesaing juga terus makin giat membenahi
iklim investasi di dalam negeri masing-masing guna menarik
minat investor. Yang perlu dijaga adalah agar investasi asing
yang masuk diarahkan pada pengelolaan SDA secara
berkelanjutan dengan menekankan pada upaya
meningkatkan nilai tambah domestik sehingga pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dapat dirasakan oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia.

Selanjutnya peningkatan ekspor dilakukan melalui dua
pendekatan yaitu penetrasi pasar vyang tepat dan
meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas
usaha. Penetrasi pasar dilakukan dengan menjaga dan
mengembangkan pasar ekspor pada negara-negara tujuan
yang ada, sekaligus mencari dan membuka pasar ekspor baru
pada negara-negara tujuan potensial lain. Untuk
meningkatkan daya saing di pasar internasional, kita harus
secara konsisten dan terus menerus meningkatkan efisiensi
produksi, memperbaiki sarana prasarana transportasi demi
kelancaran arus barang dan tenaga kerja, menjamin
ketersediaan dan kontinuitas energi, memperluas dan
meningkatkan  kualitas jaringan telekomunikasi dan
komunikasi, serta inovasi teknologi.

Peran teknologi sangat penting dalam menopang berbagai
aktivitas dewasa ini, tidak terkecuali dunia usaha. Dengan
kemajuan teknologi, dimensi jarak dan waktu tidak lagi
menjadi hambatan yang besar. Pada dunia usaha, teknologi
mampu  meningkatkan produktivitas, disamping juga
menghasilkan barang berteknologi yang makin berkualitas.
Kunci pembangunan yang berkelanjutan adalah kemajuan
teknologi. Bangsa yang mampu menguasai, memanfaatkan
dan mengembangkan teknologi secara berkelanjutan akan
makin disegani dan diperhitungkan dalam pergaulan dunia.
Tidaklah berlebihan bila dikatakan, kemajuan peradaban
umat manusia ditentukan oleh perkembangan Ilimu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Melalui IPTEK, manusia
dapat memanfaatkan sumber daya alam  untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Dua aspek vital yang tidak boleh diabaikan dalam
pembangunan adalah masalah pangan dan energi. Harga
pangan dan energi yang tinggi sebagai akibat tidak
seimbangnya penawaran dan permintaan, disusul oleh krisis
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keuangan yang masih berlangsung hingga kini, ditengarai
memberikan dampak signifikan pada kondisi kemiskinan dan
kelaparan, yang tidak saja dapat terjadi di Indonesia tetapi
juga di seluruh dunia. Maka, ketersediaan keduanya harus
terjamin baik melalui peningkatan produksi dalam negeri
maupun impor, memastikan kelancaran distribusinya, serta
menindak dengan tegas, keras, adil dan konsisten berbagai
pihak yang melakukan spekulasi untuk mengambil untung
dari permasalahan ini. Oleh karena itu, kebijakan yang arif
dan cepat harus dilaksanakan untuk merealisasikan
ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga
pemenuhannya merupakan suatu keniscayaan yang tidak
dapat dielakkan. Selain itu, kualitas pangan yang diberikan
saat ini dapat menentukan potret generasi mendatang,
makin baik kualitas pangan yang dikonsumsi saat ini, maka
besar kemungkinannya makin baik kondisi generasi yang
akan datang, dan sebaliknya. Pangan dapat menentukan
kualitas SDM sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan
demikian, ketahanan pangan yang dinamis menjadi sangat
mendesak untuk diwujudkan. Program ketahanan pangan
mencakup aspek ketersediaan yang memadai, distribusi yang
lancar menjangkau semua konsumen di berbagai lokasi,
kualitas yang tidak membahayakan kesehatan dan harga
yang terjangkau. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan
pangan berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan
produktivitas pertanian, peningkatan efektifitas pengelolaan
sararan dan prasarana pertanian, peningkatan ketersediaan
pangan dengan prioritas utama masyarakat miskin dan
kelompok rawan pangan, percepatan diversifikasi pangan,
penguatan kelembagaan pangan, pengembangan usaha
pengelolaan produk pertanian (agroindustri), serta penelitian
dan pengembangan pangan.

Aspek lain, mewujudkan ketahanan energi. Kita harus
introspeksi dan arif dalam merealisasikannya, dengan
melihat peran energi menurut kedudukan dan kepentingan
suatu negara, ketahanan energi negara pengekspor dan
pengimpor energi akan berbeda (Daniel Yergin). Untuk
Indonesia, ketahanan energi berarti menyeimbangkan
pasokan suatu komoditi energi untuk kebutuhan dalam
negeri dengan untuk ekspor guna menjamin pendapatan
negara, meningkatkan kegiatan eksplorasi, merealisasikan
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dan mengakselerasi diversifikasi energi ke gas dan energi
baru terbarukan, kepastian ketersediaan energi dengan
memprioritaskan kelompok yang kurang berdaya, serta
penelitian dan pengembangan energi.

Khusus dalam pengentasan kemiskinan, perlu diambil
langkah kebijakan yang strategis, cerdas dan taktis untuk
memenuhi target tingkat kemiskinan 8-10 % pada tahun
2014. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dibuat tidak
hanya harus bersinergi antar sesama program-program
penanggulangan kemiskinan saja, namun selaras pula dengan
program kebijakan di luar kemiskinan, dengan harapan dapat
meminimalisir dampak kebijakan yang kontra produktif
terhadap penurunan kemiskinan. lJika terdapat kebijakan
yang dampaknya diperkirakan dapat menambah jumlah dan
beban penduduk miskin, maka langkah kebijakan antisipatif
yang efektif perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh. Intinya, kebijakan pembangunan tidak
hanya berdasarkan pada pro-growth saja, namun, kebijakan
pembangunan harus berprinsipkan pada pro-growth, pro-
poor, pro-job dan pro-environment secara seimbang, selaras
dan konsisten seperti yang telah dicanangkan diawal
pelaksanaan pembangunan RPJMN 2010-2014, sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Program pembangunan yang sifatnya padat karya makin
ditingkatkan secara merata untuk dapat menyerap tenaga
kerja secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, pengentasan
kemiskinan  dilakukan  dengan  meningkatkan  dan
memperluas akses mereka terhadap pangan, sandang,
perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Agenda Il. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bertujuan untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
pelayanan publik yang memuaskan, serta kinerja birokrasi
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun
demikian, upaya memujudkan sasaran tersebut pada
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang
tidak ringan. Hal ini diindikasikan dengan belum efektifnya
penyediaan layanan publik untuk kemudahan berusaha dan
pelaksanaan administrasi keuangan daerah yang masih
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belum sesuai harapan. Untuk itu, birokrasi pemerintahan
harus ditingkatkan kinerjanya dengan berperan aktif dalam
menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara, serta menjadi katalisator
pembangunan sosial dan ekonomi untuk mengakselerasi
pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Reformasi  birokrasi dan  perbaikan tata kelola
kepemerintahan yang saat ini masih belum efektif harus
diarahkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara
lebih komprehensif, meliputi perbaikan regulasi dan
tatalaksana, peningkatan kapasitas kelembagaan,
peningkatan  kualitas sumber daya manusia, dan
pembentukan budaya kerja unggul sehingga akan menunjang
peningkatan kinerja nasional secara signifikan dan
berkelanjutan. Dengan demikian pelaksanaan reformasi
birokrasi diarahkan pada pendekatan fungsi (functional
approach) yang terintegrasi antar berbagai kementerian dan
lembaga dan menghindari adanya pengkotak-kotakan
antarlembaga.

Selanjutnya untuk mengakselerasi perbaikan tata kelola
kepemerintahan perlu dilakukan langkah-langkah yang
mencakup peningkatan sistem integritas, perbaikan kapasitas
pengelolaan administrasi keuangan dan audit internal, dan
peningkatan profesionalisme SDM aparatur. Khusus
mengenai pembenahan profesionalisme SDM aparatur,
langkah yang akan dilakukan antara lain dengan
mempercepat penyelesaian dan implementasi UU Aparatur
Sipil Negara, penerapan sistem computer assisted test (CAT)
sebagai basis penerapan sistem merit, dan pemantapan
penerapan sistem manajemen kinerja instansi.

Agenda lll. Penegakan Pilar Demokrasi

Pembangunan demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan
berazaskan kepada Bhineka Tunggal Eka, sesuai amanat
Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia
mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan
kewajiban dan haknya terhadap negara tanpa melihat
perbedaan yang disandangnya. Selain itu, sejarah perjalanan
bangsa mengajarkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak
bisa diletakkan dalam kerangka sistem yang bersifat
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monolitik, tetapi selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip
keberagaman. Karena itu sistem demokrasi Indonesia harus
dapat menjamin pelaksanaan prinsip keberagaman itu, baik
sebagai sebuah pandangan hidup maupun sebagai praktek
hidup sehari-hari. Tanpa penerapan prinsip keberagaman ini,
demokrasi Indonesia akan menjadi satu sistem yang dapat
memecah belah bangsa dan masyarakat, bahkan
kelangsungan negara kesatuan .

Berdasarkan fenomena perjalanan sejarah demokrasi
Indonesia, dapat dikatakan bahwa, Indonesia telah berhasil
melalui sebuah proses transformasi politik dari sebuah
negara otoriter menjadi sebuah negara yang lebih
demokratis. Proses pemilihan umum yang makin baik pada
tingkat nasional dan lokal menunjukan bahwa proses
konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik. Walaupun
demikian, berbagai upaya serius masih harus dilakukan untuk
mengawal tahap perbaikan demokrasi prosedural yang
selama ini telah dilakukan untuk menuju tahap perbaikan
demokrasi substansial. Penyempurnaan demokrasi
prosedural yang mencakup aspek bentuk, proses, struktur,
dan implementasi, harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan.
Hal ini sebagai dasar bagi perbaikan menuju demokrasi
subtantif yang bertujuan meningkatan kesejahteraan rakyat.
Upaya penguatan pilar demokrasi di bidang politik, hukum,
dan pertahanan keamanan diarahkan sedemikian rupa
sehingga dapat menjamin proses peningkatan kesejahteraan
rakyat berjalan dengan baik. Berbagai penguatan di atas
perlu dilakukan agar pembangunan demokrasi prosedural
dan subtansial berjalan serasi.

Sementara itu, kesejahteraan rakyat akan dapat dicapai
hanya bila situasi keamanan dalam keadaan kondusif.
Dengan makin meningkatnya dinamika kegiatan
perekonomian dan sosial, aparat keamanan dalam negeri
harus dapat mengimbangi bahkan mampu mendeteksi gejala
yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
Karenanya, peningkatan kapasitas institusi Polri diperlukan
untuk mempercepat upaya penegakan keamanan dan
ketertiban masyarakat vyang lebih sesuai dengan
perkembangan dan dinamika di masyarakat. Peningkatan
profesionalisme dan integritas aparat keamanan secara
bertahap ditingkatkan sejalan dengan peningkatan sarana
dan prasarana utama, termasuk perbaikan dan peningkatan

| EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014



kesejahteraan aparat keamanan. Sementara itu, kemampuan
pertahanan juga perlu mendapat perhatian khusus agar
mampu menangkal ancaman baik dari luar negeri maupun
mencegah dan mengatasi bahaya laten yang berasal dari
dalam negeri. Dalam kaitan ini, modernisasi dan
penambahan alat utama sistem senjata (alutsista)
pertahanan sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan
secara optimal industri pertahanan dalam negeri sehingga
selain kemampuan pertahanan nasional meningkat, juga
akan memacu perekonomian nasional. Untuk itu industri
pertahanan dalam negeri secara bertahap harus
dikembangkan menjadi industri yang modern dengan
melakukan kerja sama dengan pihak industri pertahanan
yang lebih modern, dan juga melakukan peningkatan
kapasitas riset dan inovasi teknologi.

Agenda IV. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Sektor hukum merupakan landasan dan kerangka yang
mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara, termasuk kegiatan sosial dan ekonomi. Upaya
mencapai sasaran pembangunan, termasuk peningkatan
kesejahteraan rakyat vyang berkeadilan, memerlukan
penegakan hukum secara konsisten, tanpa distorsi dan
diskriminasi. Wujud penegakan hukum seperti ini akan
menimbulkan adanya rasa aman, nyaman, dan adil yang
dirasakan seluruh rakyat. Namun pelaksanaan penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi yang konsisten dan tidak
pandang bulu seperti kita harapkan bersama seringkali tidak
mudah karena selalu ada tantangan dan hambatan dari
berbagai pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian,
hal ini bukan berarti bahwa penegakan hukum yang adil tidak
mungkin untuk dilaksanakan. Permasalahan yang ada
biasanya terkait dengan adanya intervensi politik terhadap
proses penegakan hukum, sistem hukum yang masih belum
mandiri, hubungan antar lembaga yang saling membutuhkan
dan terkadang saling melindungi, serta peraturan
perundangan dan aparat penegak hukum yang lemah.

Berbagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut masih
berjalan dan akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan oleh
para pemangku kepentingan. Pembenahan permasalahan
hukum harus dilakukan antara lain melalui peningkatan
efektivitas dan kualitas peraturan perundangan yang
mencakup sinkronisasi dan menghilangkan tumpang tindih;
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peningkatan kualitas SDM yang amanah, profesional, dan
berintegritas; penanaman budaya hukum; dan pembangunan
sistem peradilan yang efektif, efisien, dan transparan.

Program pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan serius
di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu.
Walaupun sudah terdapat banyak kemajuan, masalah ini
masih belum dapat memperbaiki persepsi korupsi yang ada
di masyarakat, yang ditunjukkan dengan masih relatif
rendahnya nilai IPK Indonesia. Ke depan, upaya yang sudah
dimulai ini akan makin ditingkatkan. Dalam jangka pendek,
upaya-upaya yang dilakukan masih akan ditekankan pada
aspek penindakan melalui peningkatan kapasitas KPK, Polri,
Kejaksaan, Peradilan Tipikor, dan penyempurnaan UU
Tipikor. Namun, upaya penindakan saja terbukti tidaklah
cukup. Karena itu upaya penindakan harus dibarengi dengan
upaya pencegahan, yang antara lain dengan melakukan
edukasi budaya anti korupsi kepada masyarakat luas,
khususnya kepada generasi muda sejak dini. Grand design
pemberantasan korupsi yang sudah disusun berupa road
map pemberantasan korupsi dengan milestone target
capaian yang terukur harus segera dilaksanakan dengan
konsekuen.

Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Selama ini, pemerintah telah berupaya menjalankan
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, namun hasilnya
masih kurang memuaskan. Pembangunan ekonomi yang
menjamin pemerataan (growth with equity) mensyaratkan
stabilitas dan dukungan negara yang kuat. Karenanya,
pelaksanaan program pembangunan nasional di masa
mendatang akan lebih diarahkan kepada upaya melibatkan
semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin
atau mereka yang termarjinalkan, untuk ikut serta dalam
proses pembangunan secara aktif dengan tujuan
peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi
kesenjangan. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan four
track strategy pembangunan, yang terdiri dari pro-growth,
pro-poor, dan pro-job dilengkapi dengan pro-environment
untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Keempat
strategi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan saling
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bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan
masyarakat, dan mengedepankan aspek pemerataan.

Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan
pembangunan guna mengatasi permasalahan semakin
lebarnya ketimpangan baik antarpenduduk maupun
antarwilayah. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi semata namun juga untuk
mengentaskan mereka yang termarjinalkan. Dalam hal itu,
perlindungan  sosial akan terus ditingkatkan dan
dioptimalkan. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi
kewajiban konstitusional, namun dilandasi pertimbangan
meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik,
terampil, dan sehat. SDM yang berkualitas merupakan pelaku
sekaligus key enabler dalam proses pembangunan.

Sebagai salah satu wujud dari upaya pemerataan
pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar di
perdesaan akan ditingkatkan dan dioptimalkan, terutama di
daerah tertinggal. Pembangunan jalan, jembatan, sarana dan
prasarana kesehatan, serta sarana pendidikan sebagai
infrastruktur dasar ini saja tidaklah cukup, namun harus
dibarengi pula dengan penyediaan tenaga kesehatan dan
pendidikan yang memadai, pembangunan sarana dan
prasarana pertanian, serta membenahi tata kelola
pemeliharaan aset-aset hasil pembangunan tersebut.

Pembangunan sektor pertanian dan UMKM akan mendapat
porsi perhatian yang lebih besar lagi guna meningkatkan
taraf kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Alih fungsi
lahan pertanian dikendalikan, pembangunan sarana dan
prasarana pertanian lebih dipercepat, terutama, melalui
pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sehingga
mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan
petani. Dengan makin bergairahnya kegiatan pertanian,
pencapaian target program swasembada pangan atau
ketahanan pangan nasional semakin cepat diwujudkan,
sekaligus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan.

Upaya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program
pembangunan seperti di atas diupayakan tetap
memperhatikan, menjaga, dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup karena saat ini kualitas air, udara, tanah,
dan lingkungan secara umum terus memburuk. Upaya
menjaga kualitas lingkungan diperlukan agar peningkatan
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kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan, dan tidak
diwarnai oleh dampak kerusakan lingkungan yang akan
mengurangi manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan.
Untuk itu pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan harus diterapkan pada semua proses dan
tahapan pembangunan.

PENUTUP

Keterpaduan, sinergi, fokus, dan konsistensi merupakan kata
kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang
dalam mewujudkan target pembangunan nasional, yaitu
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini tidak dapat
lagi dilakukan secara terkotak-kotak hanya demi kepentingan
pencapaian yang bersifat sektoral (ego sektoral) yang dapat
mendistorsi pencapaian target nasional. Beberapa kebijakan
prioritas tidak dapat berdiri sendiri, tetapi masih harus
dijabarkan secara lebih detil dan didukung dengan berbagai
kebijakan lain demi mengejawantahkan target
pembangunan, kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tantangan terbesar dalam pembangunan demokrasi
Indonesia yang selama ini sudah berjalan baik adalah
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi
rasa aman dan keadilan masyarakat, sekaligus meningkatkan
kesejahteraan yang berkeadilan sesuai tujuan dari
pembangunan itu sendiri. Karena itu partisipasi seluruh
masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan ini
harus terus dilakukan secara terus menerus dan merata.

| EVALUASI PARUH WAKTU-RPJMN 2010-2014






LAMPIRAN




sueh (¥Nd1)
UBLI2IUBWID)Y
SNTINd1 UoN
‘UelJRuaWaY| 1s8uny uep sedny qy yejuawWad
. 1sesjuegio yipun Suedwny - uep Nvd eSequa
ueejeuad 1ey8uluaw esedau %00T S/ %0€E %0¢ eu uswiay %00T ENAENER A
uep Isenjeay - ueseS3ue uegag -
uee3equia|ay| (yessep uep eAu eAuule|
walsls 1esnd) yejuuswad ueeSequia|ay yeurawad
u8isaq puesg 1sesiuesio anpnas EICNIEEN Isue3sul
. ueunsnAuad - | uelesaq uep yejwn( ay SueA esedaN uee3equia|ay
ueyeligay ue eAujeuoisiodoud uep Nvd ueLIRIUBWRY ueejeuad
-euindwaAuagd - wnpRq - %00T %SL %0€ %02 eu uawa) %00T 9sejuasiad T | eAueuesyeus] ‘g
‘eJeSaN
Jnjesedy
Suepiq
dnx3ul 1/
ueeSequia|ay
ueejeuaq NV uep
8uejuay gy uep ‘N)g ‘ay uep NV uep
NVd usuwiiad Nvd Sauaway ‘NXg ‘ay uep
ueunsnAuad - seysedey | Nyd Sauusway
ah [BANDINIIS ISEPI|OSUOY ueyey8ujuad seyisedey
. 1s8uny uep sed dny3ul| Suenu yieysa1 uep [eanpnais uejeyuiuad
-n} ueyJesepJaq 7/ Jejue isdasisad ay ISepljosuoy | uep [enPniis
uey-nye|ip ueew-esJad epe uep Nvd uelesa|aAuad 1SepI|-osuoy|
Isepljosuoy - eAuynuadas wnjag %00T oL %05 %0€E eu VEIEN % 9sejuasiad | eAueuesyeps] ‘T

ueeSeqwia|ay
weuSoud Isenjen3
uep ueeueduUdIdd
ISeuIpJooy|

T

$10z eAurequiel-lequiejas yeAueq 1eAyes uedurnuaday 18eq Suens ueejeuad uep yeuey uejeejuewsad e38uly ‘NINNG
1SesLINPNJISaJ ‘uene|ay eAep Jaquins ueleejuewsad ‘1819ua ueejojaBuad ‘ANIAN ueeAepiagay uelenduad Suepiq ewelnuay ‘eAuulel yeyuawad eSequia) IsesnpNIIsaY (0TOZ eped (NY1) eieSaN Isesisiuliwpy eSequial
uep ‘(Nyg) edeSan uelemeSaday uepeg ‘(Nvd) eseSaN Jnjeledy ueeunSedepuad eseanN uelajuaway niieA eseSau Jnjesede jJue3ueusw SueA eSeqwia|/uelialuaway seysedey ueleyduluad uep [einyNIIS ISEPIOSUOY

¥nLINYLS
(¥1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) [t4] (1)
SYLIY4OIYd
(41114 1102 0102 600C NVNLYS |  HOLYMIGNI NYYVSYS NYLYIDIN
snje; nfueq yepul ueyejesew.s, £yl ]
1eis | anfueqxepui) ye| d 10z 308ueY M JLLNI ISNYLSGNS N
NYIVdVD ¥T0Z - 0T0Z NINIfdY

Z102-0T0Z UnyeLe|o[d)| Ble] Uep Isejolg Isew ooy
! |euoIsep sepsold ueunSuequiad ueledesudd
T NVYIdIAV1 [3geL

L-1



‘ueinsn uep -euesyejaw
uey Infnyasip yea1 ueh
epwad | -nfeSusw yepns /) ay yeurswad
%09 yps1/y | 0z :ueieed) UBPp NVd | Eepwad Isuejsul
TN %00T | ST) 1/ 0P T /M6 S usway | uep1/y yejwnr-g
ijgnd
ueuehejad
|euoiseu
suim yainb
SuoJopusiy -
ueyejuuawad 1eyeJedsew
uawafeuew yajo eyeAu
ueyjteqsad 24BJ3S UBMESE.Ip
yadse ue3uap wnjaq gy yedweq -
gy 1818uI1S - gy Sunynpusw
gy ueeuesye|ad u1SISUOY (eA
1sen|eAs eAuAynuadas ‘yesaep uueeuesyejad
uep 3ulojuol - wnfaq 1p gy ueseligay
gy ueeuesyejad 1suejsul ueuduwid uesenyjad uep NGy
sejljeny usWWOY - ugisep pueJs)
uexieqSulusy - "|seJaunwal 9y ‘94 '8 NVd uexqJap
yeJaep ueyjiequad ueeuesye|ad uswday ¢ SueA 1senjouiq Isenjoliq
. uep jesnd ueSuap ueyeuwes|p uewopad ‘94 8 NVd 1Sew.Joya. 1Se4)0.10 IsewJojo.
1p gy uesenpiad 1Se|041q Suejuay uswiad T qy gy | ueeuesyejad 1SewJoyal ueyefiqay
uep ueyeligay 1Sew.oal emyeq g4 B NVd GYBNVd | ‘seadday T uep Nvd 3 NYd ueyeligay ueeuesyead ueeuesyejad
uedejuewad - nJIy Isdasiad - %00T uswid € uswidd 6 ‘saidiad T e'u usway | uswudd yejwnr g uedejuewaq ‘T | uep ueunsnAuad 4
eAueliay
eje] uep
1sesjuedio
qy e1e19) Ye|9)
. uep Nvd SueA N1
%00T %SL %0€ %0¢ eu usway %00T 9SBJUDSIAd €
eAu
ueeSequia|ay
1e1I9) Ye|9)
(b1) (€1) (z1) (r1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@) ()
SV.I401ud
(41114 110 0102 6002 NVNLYS HOLYMIANI NYHVSYS NVLVIOIN .
sniels infueq yepuil ueyejesew.ad 10z 1984eY ik JILNI ISNVLSENS ON
NVIVdYD #1702 - 0T0T NINTdY

L-2



ueunsnAuad JleALI9p uey| (yesaeq uedunqed3uad
wejep uewopad | yelaep ueyejuswad ued | -iesepsaq | ¥ ¥dQ Y30 | 1Y ¥dA Y3j0 ue uep
ueyjipelip ueesed3uajpAuad | uepunsad 40Q uey ueyyesip ueyyesip -ejeudd ueseydwad
ynun (epenesaq) | ej3ues wejep jisudiul | uesnjesad | njuaquiad wnaq wnjaq Jesag uejnsnduad yehejm
YyeJaeq ueejeusd y193| ueeuiquiad ueuns Suejua unweu unweu ulesaq) yesseq awsiueyaw uese)awad
Jesag ulesag ueynpadip yisew | -nAuad ue NNY ue | unsnsip yep | unsnsip yep 13ep epe]} | ueejeudd Jeseq ynunjas uesejequ
eAueuesyeps] yesaep edesaqaq | lesa|aAuad | lesejsAuad | nsepelasaq | nsepeiassq uswiay| -19s3Qq | 1891enS yejwinr | eAueuesyea] ‘T | 9d/uenuaySuad T
yetaep
ejeday ueyjiwad ueeuesyejad ueeuindwaAuad (g€ uep ‘yessep ueSuequiiad euep ueeung3uad seiAya)e uep Isuaisiyd ueleyduluad (g ‘yeAe;im uesexawad ueselequiad/ueinuaysuad (T :InjejdW Yesaeq IWOU0lQ Ueeleudd
HVY43va INONOLO

[2qeunye
SueA wnyny
ueueAejad
1495 |eqO|3
ueSuejuel
uep |euolseu
ueyningay
1ensas

euesye| eje}
uep I1sesjuedio
‘ueuzud
‘uelfuefsad
‘Ine| wnyny
ueJIyeINWaY
uep Se)NAIPRS

euESye| B1R}
uep Isesiuedio

A1 Isesiuesio

(dyiy) ue 1495 ueduepun | euas ueSuepun ueejeuad uep
uey|lidd -S8uepuniad -8uepunuad wnyny ynpoid
(i uep ue ueJniesad ueunjesad uedejAuad
-ML ps) -1ne|Ry| ueynuawad | ueynuawad eAu 1SeuIpJ00y
%9€'79 %STT EINEN % 9sejuaslad | -eJed8uajesia) uep ueeuiquiad '€
(ue
euesyelad ‘(sauduad
uedeistad Juapisaid
wip 1/y | uenlniasiad 1Se.0.1q
ST uep n38unusw 1Sew.Jo)a uey
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SYLIHOINd
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 110 0102 6002 7 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-3



ueseyawad | ueynjuaquwad uensn €21 | ymuaquwad ‘uedunqged3uad
wnojelow $T uep ualedngey ‘Isuinoad uensn €71 ‘ueseyawad
ueyeligay ueynuaquiad uey | ‘isuinoud ue uejnsn
eped SueSadiaq ue[nsn ¢ epe nuaqwad | -ynuaquad 118ep denas 1senjend
de3al yeuawad | yepns 1ul jees ledwes uelnsn €¢ uejnsn €¢ RICINEN] % 95BIUISID]
STOZ - 0T0C
unyey eisauopu|
Ip wouojo
yeJaep |ewisyew
yejwn( 1sewys3
:1edwasy
uep snsnyy
ylasaesey
IENT
SueA ueseme)
wouo3o yelaeq jeleg
ueinijesuad endeq
‘e819y| 9 ended
‘wouo3o yesaep ‘eyeyer
uerensaAuad uep 1Q ‘ya2y)
ueSunquedduad eMaWIIS|
‘uesndey8uad uep
enpay| snsnyy| 49}
‘uedeysiad yesaep -yedeysaq
3sey Injejaw nieg yelaep nieq wouolo
wouo3Q Yeaeq Jnje Suaw yesaep
ue)NIUIqWI4 SueA nn ueynIuaq
ewenad BU3S ‘Al -wad/yeAejim
uxeA yoyod ueemaw ueseyawad
uexefigay (1edws) -1s19) NN uesejeqwad
 dnyesusw uep epey Juenuayduad
SueA ‘500z unyey njiwad NN ey3uel weep
ueduap tedwes ‘epwad 14 4da ‘£00T unyel g/
yeuaep ueejeuad Suejuay Jnersiul ON dd ueuap
ueyefigay nn uejnsn 1ensas yesaep
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) @ (t)
SYLIHOINd
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 1102 0102 6002 7 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS \_hhuwuﬁwmv_m:m “oN

NVIVdVYD

¥10C - 0T0Z NINrdY

L-4



uedap unyeup 13y Susw ynfuniad
1lequay| uey epn ejigede uep 1eNsas Yya
-3uequinuadip uee(lgay 1ensss ueyleejuBWRW
)nun uexeuesye|ip yeol
1ul Joyeyipu| 1edep eS3ulyas SueA yesaep
uensn - ueydeaup ENSUENEN]
‘(3uepiq 61) yea1 SueA siuynf :Ipefusw
MvQ eAusnsnyy eped ynied Jesaq yeqniaq
ueSuequiad ueiSeqas Jnyn Jo3eyipul
eueq eweslag Ip SueA yesaep ‘7107 unyey
1e11e1a.3s eAudisulid eped - Ip :ueleled,
1SeUIpJ00Y|
Jedey SIwINf 1ensas ¥y a seping (epnf)
. eJedR Weeplp ueyjeejuewaw 1eNsas Yya ueeuesye|3d
ueyIseulpJooy|ip ye1 ueyjeejuewaw ynluniad
ueye SueA euew yesaep yea 1BNsas Yya
yelesewJaq -yeuaep eyep 3ueA ejo)/qey uejeejuewad ueduequiiad
SueA 1JeJuaw |ey wejep 118ep ‘IsUInOId HSNMNEIE] eueq Isey|ise4
yesaep 18eg - ueylnsay 1exul - %06 %56 %GL. %0L RIEIEN % ENSUENEN] uejey8uluad ‘T ueeuiquiad T
1eyeseAsew
uawa|d Iedequaq Lep
14 ¥da yeJaep ueseyawad yejulawad
JleIsiul ueinsn | ueyeuesye@uw yniun uejnsn
ueyJesepJag god ueyesap eAuyeAueq ueyJesepJaq
UBYNIUIqWIad | ‘yejulaWad 1iep 404 yn3uag.al Sued
. Suejuay | uejnsn epe yepn 1102 118ep nieq wouolo
NNY ueresajpAuad | unyey ueduap redwes 0 0 uawidy | yesseq yeJaep yejwnr
e10) UBY
nuaquad
uejnsn
ueSuepun $T‘Ua) | Eejo) ueyn} 1002
-3uepuniad Iy -edngey| uaqwiad unyel g/'oN dd
uesnjesad | -|ydq Jneisiul goast uey uejnsn uesuap |ensas
uenjualay epe | seyeqip Suepas z10¢ nuaquad pT ‘us) uesndey3uad
ue3uap ledwes unyel eped ‘ejoy ueinsn | -ednqey ue uep
(b1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I401ud
(41114 110 0102 6002 NVNLYS HOLVMIANI NYHVSYS NVLVIOIN .
snjeis infueq yepuil ueyejesew.ad 10z 1984eY 12l JILNI ISNVLSENS ON
NVIVdYD ¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-5



(%00T)
- Yed T

113ep
usway

1e8eqas ualew
uedunynp
ynjun uexeligay
ISepUIWON3I
yejwnr

ueSuenay
uee|oja8uad
IseJ}siuiwpe
Qi3
eAupninmia |

o

epeepiL

ueinML}

eped yeJaep
Ysjo uexnyejip
SueA uedesaAuad
ueSuap ensas
yeqniaq uexe
yisew eAuseuagas
SueA isesijeas
1EP ‘||| UBINMLIY
eped Isisod

ejep ueyedniaw
jul uedesaAuad
saJSoud

% 06

% vT'0y

%SL %08

118ep
-uaway

Nva desdAusw
(%00T)
[ewndo yeyy
SueA yesaep
ENSUENEY|

yelaep
YajoHvd

uedesaAuad

isesijewndo 'z

‘eAusiuyn(

1y i8usw
ueye fysed
JvQa wejep
uejel3ay uep
wes3o.d denas
1e8uiBusw
ueAd|as

yisew yeyede

‘eAuinyjuiag
unyej-unyey 1p
MVQ ueiedepusw
1eJeds ynun
ueSuequipad
uexedniaw
eAuue|iseysagay
pnsyew|p ueyiSay
ueeuesyejad
ueSuap

11491 eAuinfuejas

‘uexuIealp

Jedep yeph
pnsyewip uejei3ay
uep weJgoud
exew eAusiuyn(

siuaL ynfuniad
Jueeuesye|ad

(v1)

(€1)

(z1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

sniels

anfueq yepuiy

ueye|esewdd

10z 1984eY

(41114

110

010z

6002

NVIVdVYD

M

NVNLYS

HOLVMIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NYLYIOIN
JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

‘oN

L-6



13eg eueq

ue3uap
ueyeyJaq
118ep
uswJad
(z eAuule| Jaysuesy
uep euep uep
‘yesaeq ue3uequiiad
Jaysued] euep
eueq Suepiq 1p uew
ueSuap opad/ise|nga./
ueyeyJa(q ueyeligay yetaep
113ep yejwnr :ipefusw ueydesanp
uawJad (T yeqniaq 1edep SueA
: yejepe Joieyipul ue3uequiiad
pnsxewip ‘710 unyel
1u3ep vasiuing 1p ‘uBlelE)
‘ uawdd ¢ Suejuay 1p Ise|ngas
uswuad 13ep 118ep 1Sepuswiad Juexeligay
s9504d wejeq € (enp) T uswiiad € -uswiiad T -UaWaY | uawiad yejwng eAuunsnsia) 'y
"yesaeq
ueyejULIBWRd
uep yejulawad
eJejue
ueSuenay
ue3uequiiad
Sueyual 007
unye] €€ 'ON
NN uep yesseq
ueyejulBWRd
Suejuay
¥00Z unyel
ZE'ON NN ueseduesy
15IA24 depeyua) | uep [agejunye
ueynsew SueA yesaep
(b1) (€1) (z1) (r1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@) ()
SV.I401ud
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 110 0102 6002 I NVNLYS HOLYMIANI NYHVSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-7



qifem

(e103/qey undnew

1suinoad) yeaep

denas emyeq
SY6T aNn leuewy 7

:ueSuequipad
ueSuap

ueSuenay uenjueq
uep sog euep Isexoe
18ueanyip nad
1suinosd qgdy eped
Suns3ue| efuejaq
asejuasoud Jnyndusw
Nun ‘7T0T V1
IB[NW BYEW |BUOISEU

Suns3ue|

Aepi} efuejaq
lep Jesaq yiga)
eAuduns3ue)
efuejaq SueA
ISulA0Jd Yelaeq
ENSUENER]
:Ipefusw
yeqnJag
ueJeses

‘TT0Z UNY

-8} Ip :uejele),

ueye(lgay eAuepe Suns3ue|
. 1e8uluaw jedep ueSuap ueSungnyas yepn efuejaq
asejuasoud Jesaq 1Jep Jesaq ylga|
ueupjdunway | (1suinoid yesaep §T) eAuduns3ue) agdv
8A unyey (S5'vS) yelepe z10¢ (1sutnoud efuejaq 1siodoud wejep yeaep yeuaeq uesedduy
Jiyye sasdoud |y isuinoad Suns3ue) 8T) 1Sep SueA yessep | efuejaq sejeny 1SeJs|uIwpy
sasoad wip yise e[ue|aq asejuasold %09 % G5'YS %LS %IE RIEIEN % ENSUENEN] uejeySuluag T ueeulquIdd €
yesaeq
198.e3 u8p [ensas 9 Jajsues] eueq 148epus|n
18335 ZT0T uep |iseH 13eq eueq 118ep uelep3
‘ Jaquiasa uejng 811 13epusuuiad ¢ ST % 08 EN ST -Uuswia) EN 1eing yejunr
[41114
unyej
Jiyxe
eped uey
Isesijeulyip
ueye
SueA ‘|isey
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SYLIHOINd
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 110 0102 6002 7 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

L-8



Suejua
TT0C unyel z9
"ON 1Sepuawiag
eAungJey
InjePW sog
euep uese33ueduad
awsiueyaw
ueyeqnJad
ueme|ip
BYEW ‘Sy6T ann
JEUBWE UBNJUD)DY
Iynuawaw
yNun ‘nyyniun ‘g
"e10/qey
ueSueusmay
Ipefusw
yeAueq yiga|
ueyjipipuad Suepiq
uesnun je3uidusw
‘ueyjipipuad
Jo}as ynun
eAu-qgdv 1ep %0¢
ueyeseS3uedusw
3N3un ue|nsay
Iwejeguaw 1suinoad
yejuupwad
‘uesnun
ueiSequiad Suejusy
£00Z unyel
8€ "ON dd uesuap
1ensas ‘eAuinfueas 'z
‘ueyipipuad
J0}as ynun
agdv 1ep %0t

uey.e33ueSusw
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (2 (1)
SYLI¥OIYd
|| eI N e proziotiey  SV02 1102 010z 6002 - NYNLYS |  HOLWMIGNI NYYYSYS NYLYIOIN -

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-9



ueduap
1ensas yepl3 SA Aoud
ueje|3ay weidoid

‘e|nd ny Suidwesiq

1suinoad

Qgdy eped
Suns3ue| efuejaq
1sJod eAuuninuaw
upjewsas

eped yedwepiaq
uenjiwap

ueduaq 'sog
euep yequy efuejaq
ueyequieuad
1eqgpje SunsSue|
Yepi efuejaq issod
eAuyequenaq
eped yedwepiaq
‘lul dwisiueyaw
ueyeqnuad ueSuag
‘1suinoud ggdv
eped yeqy efuejaq
Ipeluaw ueyyjelp
1oz unyep

eped ‘e10y/qey
Qgdv wejep epe
eAuwn|agas uehd
SOg euep ‘sog
eue( uee|ojaduad
Suejuay

110z unyel ¢9
"ON l43epuswiad
WEE

'sod

eueq uee|ojaduad

wn

v

(v1)

(€1)

(z1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

sniels

anfueq yepuiy

ueye|esewdd

10z 1984eY

(41114

110

010z

6002

NVIVdVYD

M

NVNLYS

HOLVMIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NYLYIOIN
JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

‘oN

L-10



‘|lepow efuejaq
uexieyduiusw
ey3ues wejep
ueyeligay ueduap
ueyiensaAuaw
eph
eAuueeligay
e|iqede

ueJnyn 328.e3
Ipefusw ynun

ns uedapay
ynaun pnsyewip
Jorexipul
eAuliyye epeq

‘esef uep Sueseq
efuejaq siuaf ipefusw
ueyjyljelp INQqasIa)

|ey Sueueyas 1de1ay
|epow efuejaq siuaf
eped ueyyeqiyip uexe
SueA 3ueseq-Bueseq
ueyJe33uedusw
1suinoud eAujeme
SueA 110z unyel

7€ "ON 1Sepuswad
ue3uap ‘sosueq

uep yeqy awsjueyaw
Suejuay ueyeligay
ueyeqnJiad eAuepy

% 0€

% 881

%1T

%EC

118ep
RIETEN

ISUIAOJd
agdv efuejaq
|e303 depeysal
|epow efuejaq
95BIUDSIAd
:Ipefusw
yeqnJag
Joieyipul
‘ZT0Z Unyey
Ip :ueIRIR),

yesaep
eluejaq |e10}
depeysay [epow
efuejaq ejes
-B]RJ 3SRIUISIA

"Isuinoad

Qgdy eped
Buns3ue) efuejaq
1sJod eAuuninuaw
ujewss

eped yedwepiaq
uepjiwap

ueduaq ‘Sunsgueq
epi| eluejag
Ipefuaw Suns3ueq
efuejag ueyijeduad
1pef191 e83uyas
10)/qe) 9
ueSuena) uenjueg
efuejag Ipefusw
ueyyljelp 200
unye] 8¢ dd wejep
Jnjeip euewiegeqas
eAuueSueusmay

(v1)

(€1)

(z1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

snjeis

anfueq yepuiy

ueye|esewdd

10z 1984eY

(41114

110

010z

6002

NVIVdVYD

M

NVNLYS

HOLVMIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NYLYIOIN
JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINIrdY

‘oN

L-11



1835 Liep yeq
y1ga] Jese 1suiroud
0T !p ueeuiqwad

"dLM ninuaw ueq uexeuesye|ip
eme[3un33ueysad ye[a1 d1M nfnuaw
smels | uegemef3un33uersad
uejey3uiuad sniels
epeday uejey3uiuad epeday (dLm)
eJenwJaq ueye eJenwaq uede SueA uejjendaduad
SueA ueseS3ue | uese33ue ueudisipay edue] Jefepn
ueuldisipay J03BYIpUl IYynUSWAW sneistaq
Jojeyjipul SueA (ady1) yesseq (Qdx1) yesseg
Iynuawiaw | yejuuawad ueduenay yejulawad yesaep ueduenay
SueA gdnn uesodeq nfnuaw *dLM shieis ueSuenay uesemesuad
DjIjiwaw 1suirod 3naun 1suiroud uesduap ad1 uelode] uep ueq
. JeSe ueeuiqwad yeJaep ueeujqwad -19q 210y /qe) DlIjlWaW B30 emefSun38ueyiad
s9soud ex3uel ueeuesye|3d 1Sep ‘Isuinoud yessep Juaiedngey
wejep yise|y exySuels wejeq 9T 6 € 09 897 RIEITEN %ST ENSUENEN] uep ISuInodd ‘T uep ueeulqwad v
‘nPem
"€70¢ 'VL 8dV 1eda) ueyjyesip
1sen|eAs ey3ues wejep 3ueA ggadv
uedejstad jedes ‘Ipefusaw
-jedeJ ueynye|ip nieq yeqnJag
1ul uejeiSay ynun Joeyipul
BJRJUBWAS "ZTOT ‘TT0Z Unyel
Jaquiasaq T€ ueduap Ip :ueIeIe),
ledwes 4200
ueyeSuayiad uejnq ‘npem
eped ueyeuesye|ip 1eda} esedas
SueA €102 VL ueyyesip SuehA npem jeds)
ISenjeAd | Qgdy ISen|ens [empef 118ep agdy yejwnl ©JB23S 0gdY
n88unuaw sasoud n38unuaw yisey % 06 %0 %h8 %T6 -uaway| %0L 9SLIUSIDY uedelauad 'z
(1suino.d)
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) @ (t)
SYLIHOINd
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 1102 0102 6002 7 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

L-12



yelaep yelaep
9) Jajsuesy | Jaysues] eueq 9y Jajsuesy
euep yejwn( uee|oja3uad uee|ojaduad uep
ueinjeAuad [NVEINTE| ‘sjuya1 ueSuiquilg
nay uejeda)ay uep selnd)3 ‘uexeligay
%001 %8105 %81°00T %001 -Uswia) % 95e3UssIad ueieyjsuluad T uesnwniad 'S
npjem
1eda) eJedas
ueyyesip Suel
(1suinoud) agdv
ueeuesyejad
ueqeme|
SungSuepad
epJad
uedejauad
asejuasiad
:ipefuaw
yeqniaq
Jojeyipul
‘Troz uny
-e} Ip :uejeie),
‘npjem 1edal
2JBJ3S UBYYESIp
Sueh qgdv npjem jeds)
ueeuesyead eJB29s QgdV
uegeme( ueeuesyejad
1suidoud -8ung3ueyad uegeme(
agdy uegeme( epsadey -8ung8ueyad
-8un88ueypiad unyey Jiyye eped ueledweAuad epJadey
1sen|eAd sasoud ejep ueeyeqniad 118ep uep uedejauad uejedweAuad
weep yisey | eAuepe ueyupBunwig %06 % 6L'SL %06 %E9 RIEITEN %09 95eJUDSIAd | uep uedelauad 'z
‘eAuseyrjigeunye
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SYLIHOINd
(41114 110 0102 6002 NYNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN .
snjeis infueq yepuil ueyejesew.ad ¥10z 19818 12l JILNI ISNVLSENS ON

NVIVdVYD

¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-13



SueA HaY | yesaep ueyeuswad -ledwes|p Jlwapeyy uep yesaeq
e uep HaY ueesed3usjaAuad yeel yeyseN ejeday
18eq epexnjiwad | Sasoud wejep yesseq epey|id | ueunsnAuad NIN3d
ueesed3uajaAuad e|eday ue3ueuamay NNy yeiq) sasoud 113ep Suejuay
1sey|ise4 1sa.ys1p eAusen nnyt weleq RIEIEN - NN yejwnr -z
ueuldwiwaday 1s3uny
-1s3uny ueyuejelusw
weep uendwewsy
uejey3uiuad
18eq Ise3uaLIo epey|id ualsiye Sueh
Injejow eAuseysedey ueeuesyejad epey|id eAuel
(@gd) uswmyoq ueley3uiuad [NIEINIE] -e38ua|asioy
uep ueeAelquiad 1Sey|Iseyip ay¥da ueSuap uep yesaeq
‘uedeySuajiad | uep yesdeplp esedaN 4dad 4da Hex)91 ¥00 eleday [em
1U0SI9d 1eqelad eAuynunjas ueduap ue ueSuap ue unyel zg "oN uep yesaeq yeiaep
uelesa|aAuad wnjaq es3ulyas -seyequwiad | -seyequiad NN seleqsay ejeday NTINId ejeday ueyljiwad
depeysay 1seyjise} ‘eAepiaquins n38unuaw ng3unuaw 18ep ISINSJ Sueual nn ueeuesyejad
ueynyeRN Uese}eqtalay YIse\| yisepy RIETTEN %00T ENSUENENR eAuunsnsia] ‘T ueeuindwaAuad 9
yeJaeq
9 Jajsued|
ueeuesye|3d
wejep
|euOISaj0.d
uep ‘|lageunyy
RELTED
‘leuoisiodoud
pe
yelaep ‘uesedsuel]
9| Jajsueuy euep ‘ueuepun
ueunjeAuad -8uepuniad
ueeuesye|ad ueinjesad
. uawnyop 1ensag
uejesa|aAuad 3] SueA
(Leyy) (Ley y) (ey ) nay | (ueyy) npjem elojay eleL
ley ¢ %001 %001 %001 -uswid)| %00T uejedalay eAueydiosal g
(b1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I401ud
(41114 110 0102 6002 NYNLYS HOLYMIANI NYHVSYS NVLVIOIN .
snjeis infueq yepuil ueyejesew.ad ¥10z 19818 12l JILNI ISNVLSENS ON
NVIVdYD #1702 - 0T0T NINTdY

L-14



(NSY) ISeJaunwaJl Waisls lemegad (d)s) teme3ad
ejedan |idis eAuueydesaup elJaury eliauly ueseses
Jnieledy NNY wnpRq - ueJeses uele|iuad
. uelesa|aAuad ‘lemeSad uelejiuad ay Suejuan
eAusnsnyy eliauy uep uydisip Suejuay uep Nvd ueyeligay
‘Jnjesedy eAuuexieydunip dd¥ T ddd T ddd T usway ddT dd yejwnr eAuunsnsia] 'z
N@s Suepiq nuad - (eseSan |idis
Ip ueSuepun (1sueasut (yea dda Jnjesedy nn)
-Suepuniad Jejue 1snquUIsIp -upawad | jiersiul nsn uelemedaday Jnjesede NS
ueanjesad uep ueyipipuad 3p ydq ue (ue uswaleuew ueSueqwaduad
edniaq ‘uejeqef) seyequiad | -seyequiad ay eAuueeuesyejad Suejuay uedejuewsad
. uesefigay uey [B3p! Wn|3q wip) NSy weyep) uep Nvd ueinjesad uep uesefigay uesellga
-euindwaAuay - SNd Isisodwoy - nNY T NSY NNY T nNY T usway nNY 1 nNY yejwnr eAuunsnsia] ‘T ueSueqwaduad T
110 eAulequiel-jequieas Jesndial e4eaas SN Iseanw uep ‘isowoud ‘uejedwauad ‘ueyjipipuad ‘Uswiiniyas waisis indijaw SueA SNJ ueejoja3uad ueeusndwauad
VISANVIANl YAV 439ININS
wnyny yedauad
jeJede ueSuap
uesnJniaq (ejoyiem
eM 8T Uep elOYI[eM
L€ "edng [Diem G
‘nednq g1 Unuiagnd
|em £ anuiagn3 og)
YeJsep (14-4da
ejeday [Iyem/yelaep ue3uap
ejeday G/ ¢ yeAuegas yejuLawad
¢T0Z-700T Npem eJejue ue
unJny wejeq ‘wnyny -seyequiad
yeSauad jesede ynun
ueduap uesniniaq sasdwy
yesaep 1p yjgnd n38unuaw
1eqelad yeAueq dnyna eAuinfuejas
e33ulyas ‘Sueusmam 3A 8auyes
€10Z unyey ueeungyejeAuad Injejpw
eped eAuueleqef VI [WIVEDT] 1Y uapisa.d yesaeq
esew JIyyetaq Sunuapuad epeday uey ejedayl |eM
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) @ (t)
SVLI4Olid
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 110 0102 6002 I NVNLYS HOLVMIANI NVYVSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-15



. geme(3ungsue) Sueus) uep Nvd (dd) ueyeligey
uep ddd T ddd T ddd T usway ddTl dd yejwnr eAuunsnsial 'z
el19y ueqaq SNd IS¥3[3S
ue3uap Iensas uep usw SNd IS)3]3S uep
uesedsuesy -unyay/ uswnal/
uep yee| ueepesuad ueepe3uad Jnjesede
‘ ipe disund wajsls ay wia)sIs Suejuay INQS ueeueduasad
JynuawaW Jege uejuay uep Nvd (dd) ueyeligay uexefigay
1seJaunwal ddd T ddd T ddd 1 usway ddTl dd yejunr eAuunsnsial ‘T ueunsnAuad K
wasls uey [ednpiniys |ednpniis
-euindwaAuay - uejeqe( jeanpiniis uejeqel
(el1aury) el1ay wejep uejeqe( wejep SNd
. 1sesaud eped SNd uey wejep SNd uejeySueduad
1seIUaLI0Iaq exSueduad ay uejey8ueduad Suejuay
Sueh Suejusy uep NvYd Suejuay ueyeligay
uelemegaday ddd T ddd T - uswayl ddT dd ¥qial eAuunsnsial’g
uswaleuew (000z/10T
w1sIs uey dd sinay)
SueqwiaSusw - uejeqef
ueyningay wejep uejeqel wejep
ueSuap ‘el1auny epip ay uejeqel wejep 1epIp Suejual
. 1BNS3S ISUBISUl uexiex3uiusw Suejusy uep Nvd 1eIp Suejual ueyefigay
uep efiay 1edep eAuynuadas ddd 1 ddd T - uswayl dd1 dd 1991 eAuunsnsia| 'y
Hun g-8uisew wnpq epp - SNd J1e) SNd Jley Jesep
1p teme3ad ueynpadip Jese( e|od Yy SNd Jliey Jesep ejod Suejuan
. 1sexijeny SueA 1suaradwioy 3uejuay uep Nvd| sa.diad ejod Suejua) ueyellgay
uep yejwnf eped ueyJesepiaq saudiady T| saudiady T - uawiay T saJdiad Nqua ] eAuunsnsia] ‘¢
ulwelusw eAuynuadas wnjaq
eunsg ‘lemegad SNdD ueewisauad - ‘(8au3as
ueejeuad ‘el19 Injejpw
ueynyePW - | ueyJIeSEpIaq JILIEY uapisald
SNd Isisodwoy wajsis ueydeanp epeday uey
uep IsnquIsIp eAuynuadss winjaq - dwesip
‘yejwn( ‘eliauny yepns
ueyjliepuaduaw - sisequaq SueA ddy¥) (dys)
(b1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I401ud
(41114 110 0102 6002 NYNLYS HOLYMIANI NYHVSYS NVLVIOIN .
sniels infueq yepuil ueyejesew.ad 10z 1984eY ik JILNI ISNVLSENS ON

NVIVdVYD

¥10C - 0T0Z NINrdY

L-16



"(Nyg uep
ueguenay
ue
[FEVCINEN
ueSuap ue
-seyequiad
wejep)
adaN [BEEEIN]
lemedad lemeSad ef1auny
eliauny ueSuefuny
ueguefluny uep IseJaunwal Jnjesede |\QS
uep ay 31 (dd ueeJajyefosay
ISeJaunwal uep Nvd /nn) uexeligay ueyefigay
1 ddy T ddyT ddyT LEIEN dd s dd yejwnr eAuunsnsia'9 ueguequiaguad '€
yesaeq
ynaun SNd
uelemedaday ueyningay
uawiafeuew yejwnr ueu
Isewsoyul -nsnAuad
wajsIs uey uewopad
-SuequiaBuaw - Suejual
SNd wminy 110C
ue3unpuipiad unyej 9z
SIE "ON gy uep
uydisip uep NVd U3\
Y139 ‘seyljes3au PEXRIIEN
ueyleySuiuaw - yea1 uep
elJaupy| uep (dapJaul
1suajadwoy ue
sisequaq SueA -seyequiad
1epIq Wa1sIs ue wejep) lemegad
-BuequiaBuay - lemegad ueyningay|
eAu ueyningay ay Suejuay
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) @ (t)
SYLIHOINd
(41114 110 0102 6002 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN .
snjeis infueq yepuil ueyejesew.ad ¥10z 19818 12l JILNI ISNVLSENS ON
NVIVdYD 102 - 0T0OZ NINIfdY

L-17



yeAueqas uep 1esnd 1ex3uny
NQasIa) Ip ueuepun
NQIN ISeiipey uelfey| -8uepuniad uswapedap
10z das ¢ |5 seje uodsal (%S2) |Isey Liep uesnjesad wnyny uenjueq
[5/98€€ /v 88T ueyjledweAusw epJad uep Ifexip 1SesIuoIyuIS ueueAejad
. *ON NAIN IS wnjaq 052t yeja1 3A 118ep epJad 1ex1p SueA uep Isesiuousiey uep wnyny
uedJen|ayIp yegL SueA yesaep yedueg eAuifexa] | epsad 059/ | eptad 000'€ -uaway| 0006 epJad yejwnr uejedadsad | ynpoud ueeleusd T
110Z AUIRqUIE|-lEQqWE|SS YRJIRp
ueiniesad 00'zT uelley uelesajaAuad eAuelejue Ip ‘ueunduequiad Isejuswsa|duwi wejep yete uesese|asay lededual eS3uly yesaep undnew jesnd 1ex3url ip ueduepunsad uesniesad 1SeSIUOIUIS UBP ISeSIuOWLIBY Ueledadiad
[NANPEL]
“lidis
193N
lemesad
ey
e)sald
uele|iuad
Suejuay
1102
unye|
9vdd
ueydelayp
yepns -
‘(NXg uep
ueSuenay
RUETEN
ueduap ue
seyequiad
weyep)
SNd SNd
unjsuad unisuad euep
euep ue ueejo[a3uad
ejoja8uad qy walsls
wajsis uep Nvd 811 ueseligay
Mddy T ddd T ddd T uswiay dd1l dd Yejwnr eAuunsnsial’/
(b1) (€1) (z1) (r1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@) ()
SVLIHOINd
(41114 110 0102 6002 NVNLYS HOLVMIANI NVYVSYS NVLVIOIN .
sniels infueq yepuil ueyejesew.ad 10z 1984eY ik JILNI ISNVLSENS ON
NVIVdVYD ¥10C - 0T0Z NINrdY

L-18



ye|esewsaq
ayad
epJadey
uep epJad
. nay 1SepUaWON3I
- - %YST %901 -Uswia)y % uep Isenjeny
ueguenay
IEVEIN
1SepUAWON3
ynjuaq
Wejep |eualsyd
Aeyid
ayad epsadey yeiaep uep
’ /epJad 1senjens | jesnd ueSuenay
118ep ueueAejad ueSuequiiad
eyt %001 %8 %STT -uauway Ifuef isesijeay Sunynpusw
uey SueA yesaep
1sejuawajdwiip [HGIHES
1edep uep yesaep
SueA yesaeq ueyeflgay ayad
1snqu1ay ueypninmaly 'z | Suepiq Ip Isenjeas
uep yesaeq yelaep uep Supiojuow
yefed ueyeligay 1SNqlI3aJ uep ‘sjuya3 ueSulquuig
‘ nay yejwn( yesaep yeled ueyeligay
%G8 - %001 %00T -uswiay % ENSUENER] 1sesijewndo ‘1 uesnwinJad T
ueNMLI}
uejode|/
1102 ueungueqwad
Jaqwiadas 1sejuawa|dwi
ps eiep) wejep
yejesewJaq YeJe uesese|asay
Sueh ledeass)
epJad 6£¢ e33uly yesaep
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) @ (t)
SYLIHOINd
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN .
snjeis nfue yepuiL ueyejesew.ad ¥10z 19818 12l JILNI ISNVLSENS ON
NVIVdYD 102 - 0T0OZ NINIfdY

L-19



yeJaep yejuawad uep jesnd yeyuawad esejue sesejas Sueh yijgnd ueueAejad ewein eliaury Joieyipul waisis uedessuad uep uedesuad

HYY3VA NVa LVSNd VYVINY IDHINIS

- %00T

nay
RIETEN

ngd

Ipisqns uep
eSJey ueSuap
ueyeyJaq
yelaep

Ip gxaad
uedesauad
feyBua

- %00T

nay
RIETIEN

Qyad
uenjualay
JeS3uejpw

SueA yesaep
depeyJay Isyues
uenaqwad

MY

- %00T

nay
RIETTEN

yeuaep yeled
uendunwad

walsls
Buejual ddy

- %00T

nay
RIETEN

yeaeq
eled ipefusw
yoxoy xefed
uedeJauad

- %00T

nay
RIETIEN

yesaeq yeled
Ipefuaw g1Hdg
ueyljeduad

- %00T

nay
RIETTEN

yesaeq

Yeled ipefuaw
944 uey
eguad/isisuesy
weJSoud

(v1)

(€1)

(z1)

(t1)

(o1)

(6) (8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

snjeis

anfueq yepuiy

ueye|esewdd

10z 1984eY

(41114

110 010z

6002

NVIVdVYD

M

NVNLYS

HOLVMIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NYLYIOIN
JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

‘oN

L-20



3uepiq
INdS ‘NExXg
8uepiq
INS ‘|eisos
uepiq
IAS ‘dnpiH
ue3uny3ur
Buepiq INdS
‘uejeyasayl
8uepiq
INGS : luyeA yeiaeq ys|o
yeJsep Ip ueydesaup
ueydesaup ye1
Sunynpuad Isejnga. yer SueA (NdS)
yesaep Ip INdS uep eAepiaquins SA INdS |ewiuly
g1 uedesauad UBSEIR0.1D)Y BUdIRY 0T 1sejnw NS G sele ueuehe|ad
uejedsosad | jewndo wnjaq yelaep -nyeJay (Ul uedesauad 1Sep Jepuels
uep uesemeSuaqd 1P NS uedesauad INdS ST | ees eS3uiH 1sej|iseq -uaway | INdS 0T yejwnr-g
2)0)|
Juaiedngey|
yesaep
uep Isuinoid
yesaeq
‘yesaep dnpiH
18eq Sunynpuad ueSuny3un
1se|n3aJ Isejuawa|dul Suepiq NS
eas ‘ueeuepuad ‘Uejeyasay yetseq1p
Jagquins-1aqwins Suepig (NdS) lewiuiy
1sesijew3do ‘eisnuew IS : ute| ueuehejad
eAep Jaquins eiejue juyeA Jepuels
depeysa) seyisedey INdS ¥T uep yesaeq
yesaep Ip NdS ue3ueqwaduad ueydeayp ueyejulawad yesaeq Ip
GT uedesauad ueynjadip yeoy ueydelaup uesnin yl|gnd ueueAejad
. uejedaosad | yisew ‘yesaep Ip INdS ueynun|assy 13ep Sueh 1sejuawa|dw| ewei Joleyipu|
uep ueseme3uad uedeJauad ynun dS ST [SLREN NdS €T -uawdy | INdS ST NS Yyejwnf'g eAurey3ulus|n ‘T uedeJauad T
(b1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I401ud
(41114 110 0102 6002 NVNLYS HOLVMIANI NYHVSYS NVLVIOIN .
sniels infueq yepuil ueyejesew.ad 10z 1984eY 12l JILNI ISNVLSENS ON
NVIVdYD ¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-21



yesaeq

ya|o ueydesayp ‘yeaep
| yesaep | 1p (INS) [ewiuin
yeuaep yejupwad ueueAejad
1P INdS uedesauad uesnun dny3ul| Jepueis
ueSueqwaysad yeuaep Ip ygnd uep | yesaep
NejueWa|A ueueAejad ueyejuswad
uep yesaeq ewiejn Jojeyipul uesnun
yejuuawad uedesauad 1sejuawaldw|
1Sey|ISejwaw Sunynpuad 1sejn3au eAuiey3ulus|y et
1Ie39) Joppas uep eAepJaguns ‘Ipefuaw
uSp IseulpJooyJaq | uese}eqJalady eualey yeqnJaq :Ipelusw
nAurjuoy esedas | ewido wnjaq yesaep 118ep J03BYIpUl 7102 yeqn.ag ueleses
11Sepuaway 1P INdS uedesauaq RIEIEN unyeyynun | ZT0Z unyeiyniun
1ehyey
UBYeWNId
uep wnwn
ueeliayad
Buepig INdS
‘ueelsa)y
-eeuajay
uepiq NdS
‘ueyjipipuad
8uepiq NdS
‘ueSued
ueueyed)y
8uepiq NdS
‘uendwalad
ueeA
-epJaquiad
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) (@ (t)
SYLIHOINd
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 110 0102 6002 7 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

L-22



I ISenjeAy - -eAequiad -equiad ueueAejad
euesye|ad uenjualay ue | wejep 18ni nues
NQS sexsedey uep aw N3y ueseAequiad
ueyie)Sulusy - Jewndo EIENETY uep aw uenjuala)Y
uenpeguad eAueliaupy uep FEn SlueaW | uep swisiueysN
uawsaleuew yewe. ‘[euoisajo.d saldiad oan! 811 sauduad
ueSueqwaduad - | eAuynuadas wnjaq ue saudiad uep Yijgnd
|euoisajoud yijgnd ueueAejad -Sueauey uep ueueAejad 81
[JIREN s nyejiad uep ygnd | NN ueeuesyelad
ueuehejad uep seysedey - “and ue Suejus) dd)
uswaeuew Sejequa) ueueAejad -uehe|ad ijand yignd
ueyleqad - yisew yignd Snnnue Suejusy ueueAe|aq ueueAe|aq
qnd ueuehejad wejep euesye|ad NN ueeu Suejual 6002 Sueuay
ueueAejad ue ML ueleejuewad - Suejuay -esye|ad unyeJ] Gz ‘'oN 6007 unye]
-eJe33usjahuad 1eyeledsew ddy) 811dd) | nnueeuesye;ad | Gz "ON NN 1ep yijgnd ueueAejad
wejep uedeJey lynuswaw saudiad gy | saudiad uesniesad ueeuesyejad weJSoud Isenjend
6002/SZ NN 1edep wnjaq yignd N1 saudiad-y saidiad-y uep Nvd T uep Suejua ueuniesad uep ueeueauasad
1sejuawaldw| - - UBP ddY T | TUuBPddYT | TUuepddyt uswiay dd 1 dd Yyejwnr eAuunsnsia] ‘T 1SeuIpJooy| €
(nuid
njes npedia} dS1d/sSO
ueueAejad) SSO uedesauad ygnd ueueAejad
ay ueydessuaw SuoJopuaw weJSoud Isenjend
. (Sso ozv) SSO (LTv) uep NVd SueA epwad | niun susisise uep IseulpJooy
%6L %8L uawiay %S 9sejuaslad | eAueuesyepa] ‘T uejeySuluag T
yeJaep
1P INdS uedesauad ‘yesaep
ueguequaiad 1P (INdS) [ewiuiN
nejuewa|y 1| yetaep ueueAe|ad
uep yeuaeq ueyejuldwad Jepueis
yejuuawad uesnn dny3ul| uep || yesaep
1Se}|Isejwaw Sunynpuad 1sejn3au yeuaep Ip yijgnd ueyejudwad
1Ieya) Joppas uep eAepJaquns ueueAejad uesnun
uSp IseulpJooyJaq | Uese}eqJa1dY BuIRY ewieyn Jojeyipul ejuawajdw|
nAunuoy esedss | ewndo wnjaq yesaep 1Sep uedesauad | eAuieySuiusiy ‘g
11Sepusaway 1P INdS uedesauaq RIETIEN]
(b1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I401ud
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 110 0102 6002 I NVNLYS HOLYMIANI NYHVSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-23



30y

/9B £9T

10y
/983 0€E

13ep
RUETEN

210
/9y
L6

ynpnpuad
denas epeday
(MIN) ue
-npnpuaday
jnpuj JoWoN
ueyRqWBW
SueA ejoy
Juaiednqey
yejwnr 't

‘nped.al

uep jednye

SueA ynpnpuad
ISewJojul uep
ejep eAue|pasial
ue3uap
ueynpnpuaday
ISeJ3sIulWpe 43}
eAueuesye|ia|

nped.al (YvS)
ueynpnpuaday|

wajsls

ueSueqwaduad

T

npedia] (MyS) uexnpnpuaday Isesisulpy waisis ueSueqwaduad
:Ipefuaw yeqnJag 10z UnYel Ip 13Ul ISUBISANS :UBIeIeD,
T70¢ eped eAujequel-1equeas ynpnpuad epue] nuey eped eweliad isexijde ueduap (Ny|S) uexnpnpuaday ISelisiuiwpy uep Isewsou] walsis ueueqwaduad uep (NIN) uenpnpuaday ynpuj JowoN uedelauad

NVXNANAN3dIN vV.iva
jtignd
ueuehe|ad
sejljeny Aland
ue ue
1ey3uiuad (6002 uehejad yijgnd |elsos
ue unyel Jepueis ueueAejad ueeJayyefasay
-jedaosad gzounn siuynf sejljeny Suepiq
Suejuay ueeuesyejad Suejuan uejey3uiuad Ip ueueAejad
a4 '8 Nvd ay dd eAuuey ay ay ay uejedadsad weJoud |senjens
uawdd | NVduaswiad | -less|asip nd uep Nvd 3 NVd B NVduswiad ueyeligay uep 1SeulpJooy
. ouey T | ueSueouey T | -Sunuaw)o uswdy | uswudd yejwnr eAuunsnsia] ‘T ueleyuluad v
Hgnd
ue
ueAejad
(Hgnd wejep
ueueAejad 180
wejep 18nJ nued
ueueAejad nues uel ueseh (nond
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) @ (t)
SYLIHOINd
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 1102 0102 6002 7 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

L-24



undnew ues|

IREIPIE
‘eAuueeliayad
ueyjlessjpAusw Suiday 96y
esiq wnjaq yejwn(as
ueynuAp uey|
ye[a1 SueA jees 1SnquIsIpIp
eped ejiqede ye[a1 uep
wnisiosuoy Suiday eanf
epeday ueinga) 65'89 ye|
UBYUSQWIBIA A -wn(as 1ses
{d1)-9 ueSuap -lleuossad
ueyexJaq [YNd ‘Buiday
wnisiosuoy| el z11
ueqifemay ledesusw
Ipeflusw yeal
SueA ueje1Say diyo usp
ueeuesyejad 1dey3uajip
undnew uep ye3ad1p
uedeysiad yepns
ueSuequaysad SA 410
n33uiw denas -3 033ue|q
e[eYJ3q RIS ueeipaAuad
1sen|eAdBUSIN A ueSueq
€10C -wiaxJad
NadVv wejep ‘emif 6
Sundweyp 96'TTY LYT
1edep ledesusw el yipIs
170z ueeliayad yejon ueweyaJad
esis Jede €T0Z NgdV eped |essew (Buepd) 10 ueduap YN
(esuaddeg) Sundweyp yniun [F[REN s9s04d) Jusy | siseqJaq d1y
Ndd UsN uey|nsnip Suiday dI-3|  ynpnpuad uedeissad -edngey | -o ewldUAW
uep NYUIIN einf g9 yeAueqas ueweya.ad el g'ye sasoud SLIp Sued
. ‘14 ¥da pdy 110z unyey ueelsayad ueueAead| ynjun 4;y-2 wejep uSep | emif eanf ynpnpuad
ueY|NSNIp YeaL esis ueles|aAuaq JIseH| ueweya.ad Ip yisew RIEIEN (YR 74 yejwnr ‘g
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) @ (t)
SYLIHOINd
smexs anfuer yepur ueyejesewsag 10z 19518 (41114 1102 0102 6002 7 NVNLYS HOLVMIANI NVYVYSYS NVLVIOIN “oN

NVIVdVYD

JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINIrdY

L-25



1sinadng wip
uep siuyal wip
Injejaw eyep
1sexiunwoy
ueduief
uep uejejesad
uejeysuiduad
njuequiaw
1Ny ‘edepueq
Ip 1exn)
uep eag yeyid
nesnAuaw
[ISELEN
yesapuaw
1e8ues yepns
eAuisipuoy
e|iqede
ueeuesyejad
ueJedue|d)Y
njuequaw
iy ueyeq
ISEYISBJWIIN A
SI|N3}

(v1)

(€1)

(z1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

snjeis

anfueq yepuiy

ueye|esewdd

10z 1984eY

(41114

110

010z

6002

NVIVdVYD

M

NVNLYS

HOLVMIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NYLYIOIN
JILNI ISNVLSENS

¥10C - 0T0Z NINrdY

‘oN

L-26



yeAlly yesepely

nIN|A uep sasyy

ueeyuluad

FINS/VINS

ueyiplpusd

uejey-3uluad

"T0T 1P %58 uep ueeipakuagd

Seusway Ipefusw %69 lep NS UB)Ipipuad

uep J19Yed VIAIS 138unias ueuehe]

. pnodia /YIN/ETNS ueyipipuad ydy uepjseday
0058 +0'6L 0S‘9L £5°0L 0969 uawiay % AINS/YINS NdV eAuieySulusiy ueujweluad b

yeAimeues|

yeseJpeiy

¥10C NN Uep sasiy

1P %9. Ipelusw uejeySuluad

Seuaway 600 IP %€EL 1Jep dINIS UeyjIpipusd

uep g19%ed /SN dIAIS 1e38unias ueueheq

. pngiia /81dNS/dNS | uexipipuad NdY uenseday
009, *0v'SL TL'LL ¥9'SL [A37A uawidy| % NdV eAuexgulusiy ueujweluad q

yeAiepnq|

'¥10T Yesepely

1P %96 Ipefuaw NINA Uep sasiy

6007 1P %56 ep uejeysuiuad

Seuaway Jesep ueypipuad @S ueyIpipuad

uep (INV) twiniy ueuehe]

‘ pnodiia V 19%ed/IN|  Isedisiiied ex8uy uenseday
0096 x69'56 §5'S6 T7'S6 €7'56 uswizy| % /410s/as Wdv| eAuexulusiy ueujwefuad e

*Jesep ye|oyas 1ex3ul} 9y senjadip snuay uep ¢T0g eAulequiel-lequie|as yeSuauaw 1ex3ul} yejoyas 9y ueyipipuad Juajuo2-13q 19Ul

uedunques ueeipaAuad uep gT0g eAUleqUIE|-lEGWE[RS %0G-0€ Jesagas YeSuauaw uep Jesep ye|oyas 1ex3un Ip Jepuels nyng ediey ueuninuad ‘SOg Iseluawa|dwi 1sesijeuoises /uedejuewad ‘%8 Ipelusw %69 Liep

VIAIS 1e3unas ueipipuad (}dy) Jesey Isedisiied ex3uy uep %9/ Ipefuaw %g/ Liep dINS 1ex8uilas uesjipipuad NdY uep #T0Z 1P %96 IPefusw 600 1P %S6 14ep Jesep ueyipipuad (INdY) IuInA Isedisilied eySuy ueleysuiuad
:HYONINN-4YSYA NVMIQIAN3d SISHY T

¢T0Z-0T0Z Unyel
NVY)IQIAN3d : [euoiseN sejlioLld ueunsuequiad ueledesuad

CNVYHIdAVT

L-27



eyIsnm
Uep BN Sdd
eped eAusnsnyy
‘uejnmiiy denas
eped ueejepuad
ueynyeaw
SueA epe yisew
Isulnoid sod
uswaleue\ wiy g
1ey3uluaw
upjewss [ew
-104 ueyipipuad
eequwia| 9y
eAuyeue ueyye|
-0y@Ausw ynjun
1eyeJedsew
1eUlW BUDJEY

€-9) uejnmu} yepuaJ yeSues
eped 508 | sdd eped s0g eu
euep Ises||eal -ep uedesahuad
1edadsadwaw 1ey8ulL g
ynun 'z {Yesespew eyiIsnm
$0g euep eped ueJieouad yeAjejes
Jeeq Sueiny uex3uipueqip /sLN/RIN
Ipelia1 yepn 1eg-we| yiga) 67E976'G | Seusway yeyeles/IN
Jege uesedgue (sdd) uaJiuesag 9L6'SYT'L 8€5'89¢€°9 8€€'8L0'9 0ST'¥8T'9 | 9€8'9%'6 uep g1dINS/dINS sell[enJaq
uepelep | yopuod eSequa)| 000°0£8°0T (+000°0£7'6 €86'79€6 0L9°L8€6 8 pnoyia g1as/as 41as/as
uelensaAu epedsog | 000TTT8T | +0000ST'LZ | L9TTOL'9T | 688°0€9'9 | 96°0ET'LT usway | emsis 509 'sog ueyIpipudd
-ad ueYNYeBIN 'T| BUBP UBJIBIUDY 'T| euep ewpauad Isejuawa|dul 1pisgqns
BMSIS yejunf ueydejuews |y ueelpahuad p
(v1) (€1) (e1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (2) (1)

L-28



¢ ‘dweq

210 eped yejoyas %Gz Ip uexdesanp Sued TT0z unyel wn|aqas yeSusuaw-Jesep ye|oyas wnjmyjLny ueeuindwaiuad uep ‘T10z eped [BuOISEN JIyyy UeI(n walsis uelensaAuad :Injejaw eisauopu| eseyeq-eAepng depeysay
ueejuiaay ‘1axad 1png “yelem ‘jeisos uendwewsy ueyneysadwaw Sued yninpAusw ueyipipuad unweu ‘(3533 ay3 03 buiyapaz) uelln uesn|niay lwap ueseleSuad edniaq 13e) yeply SueA ueyipipuad 180j0polaw uedelauad
19010d0LIN €
¥10C
1P %S Ipelusw
188uny ueyipipuad
YT0ZIP %ST | MdV uelexduiuad
Ipelusw 188un {199NIL
pnodiia 188un ueyipipuad ydy NY)IQIaN3d
. 0'0€ €8¢ 60'LT v€'97 L5'TC uswizy| % ueyjipipuad jdy eAuieyBulusiy SISV K
‘Jesep
ye|o3as 1exsuny
9y senjsadip
SNn.a} uep
7102 eAujequie
-lequiefas
MIL sisequaq yeSuauaw
ueJelejaquiad 1ex3u1} yejoxas
ueydesauaw 9y ueyipipuad
SueA yINS uep u3aU02
dINS Buefuaf -13q 19uJaul NS UejIpipuad
pnopia uey|ipipuad ueSunquies uejey3uluad
. %008 +0'59 £80°CT 5€'6 e'u uswiay | yejoyas uenjes yejwnf ueyelpaAus|y uep ueelpaAuad
1efesapas
/NS
1efesapas
/YIS ‘uesefejad
65 (+6S 6 0€ e Inpn( 1elesapas $¥21 nynq edi uejIpipusd
681 (+L8T ST 6 8¢ (npn{ /IS ey ueyiesuad | uep ueeyjyelday
€5 ¥s 34 Ly 61¢ (npnf 1efesopas uep uejaquiad | ‘ueduequiaguad
. 0€ +0€ 96 6L1 £0S [npnf /as Njejaw | ‘UeeuIqUdd BUBS
: ueJefejad Jesep ye|oyas yeuniy
)23 myng [npnf | 3ex8uny Ip Jepueis uep ninwag
pnopia yejwnfas exdny myng ediey SueA Jely
1€ 0€€ 10€ T0€ [414" Uswa) Inpnf YeH ueyijeduad uejunInualN | nyng ueelpakuad ?
(v1) (€1) (e1) (11) (o1) (6) (8) (¢) (9) (s) (v) (€) (@) (1)

L-29



0°00T

#1S'ST

(8ueso

90€°LY)
S9'6T

(8ueuo

799'9¢)
€7'sT

e'u

pnaxia
IEMEN

(8ueso

yejwnf

ueSuap

eJe)as)
%

e103/uajednqey
nInuaW Isey
Jenyuaq Sueh
1Se}Ipa.ye.al
ye|0oy3s ejeday
ueynejad
nnyjiusw
yepns SueA
MINS/VINS uep
‘dINS ‘GS/ML
ye|oyas ejeday
ENSUENER]

|n88un

SueA ueyipipuad
wiajsIs Jaleuew
1eSeqas uesadiaq
ndwew eS3ulyas
ueyipipuad
Suefuaf

enwas ye|oyas
ejeday seysedey
eAuieyulusiy

ueyipipuad
Suefuar ynunjss
ynjun [ewso4
ueyjipipuaday
edeua]|
ueelpahuad

‘e

‘uajednae) 1ex3ull Ip ueyipipusd uemaq uep ‘uesefejaqwad sasoud wejep uedunuaday nySuewad ueleqi|ia1ay
ulweluaw ynjun yejoxas axwoy uesad isealie Suotopusuw ‘9oupinsso Ayjpnb seyjus 1eSeqas yejoyas semeduad uead isesijennas ‘\nS3un SueA ueyipipuad waisis JoSeuew 1eSeqas ye|oxas ejeday uesad ueeAepiaquiad

‘NVVI01IONId 't
ye3uauay uep
ueyeuindwasip yeSuauayuep | Jeseq ueyipipuad
yeo) | Jeseq ueyipipuad wnjnyuny
SueA wnjnyjuny Sueluar ueeulndwahuag
ueydesauaw | ueselejaquiad uep ‘uesefejaquiad
‘ pnopia SueAyejoyas | wnjnyuny PO wajsls
00T #ST ST 0T e'u uawiay % ENSUENER] eAueipasia) ueelpaAuad q
elsauopu|
eseyeg-eAepnq | elsauopu| eseyeq
depeysal | -eAepnq depey.al
UBBJUIODY UBBUIODY
‘iMaad Ipng ‘Jad Ipnq
“Jelem ‘|e1sos “yelem ‘|e1sos
uendwewsy uendwewsy
ueyieyadwaw ueyieyadwaw
ueSuap | SueA yninpAusw ueyIpIpuad
|euoISeN 1YY ueyipipuad uele|iuad
’ pngyia uelln wasis 180j0pojow ISeH Isewou|
00T (+00T 00T 08 e'u VEIEN % ueIENSISAY eAuueydesang ueelpaAuad e
102 eped %00T uep
(v7) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@) (1)

L-30



001

ﬂ*mm.mm

4

0t

Sueso
67°0TT

pnaxia
IEMEN

%

uejey3uiuad
1nnyjidusw SueA
ning asejuasiad

uep uee|oja8uad
‘ning seyijeny
eAuiexy3ulusiy

uep IpIpuad
ueynejad

uep ueypIpuag

‘e

‘€10 unye) 1eque| Suijed ueeweea) uep ewedy ueyIpipuad 13eq (dNS) UedIpIpuad [euoisen Jepuels eAulededss) uexiasewaw (£ uep ‘op:T SLIA 8 dINS denas Ip uep gg:T Jesagas |IA 3 S denss Ip
punw:ning ueguipuegJad ueynsewsuw (9 ‘yT0g eped SIHL 005 doL ynsew |4 TT Suosopuswi (g ‘[euoiseusaiul ueyipipuad eSequia| ueSuap NL1d eweselay sen| exnquaw (¥ ‘FTOZ WN[9as MINS %00T ‘SLd %0S ‘N.Ld %00T
1P 800Z:T006 OSI Isexi1as (€ ‘JefeSuad eSeua) jeuoisajoud eliauny Isenjeas waisis uedesauad (z ‘nung JefeSusw uendwewsay Iseipawas wesdoud (T :Injejaw ‘Yejoyas ueueAe| uep ueejojaSuad ‘ning seyjeny ueieyduiuad

Svinvny
S T T 1 eu uswnxop ANS <
€ +T T 1 e'u uswnyop|  YIN/VINS <«
€ *T T T eu uswnyop|  SLA/dINS <
12 +T T 1 e'u uswnyop IN/as «
:unsnsip
. pPnodiia SueA wnjnyjuny
ST ¥ 1 % eu UaWdY | uswnyop|  [apow yejwnf
diys UeBYESNEJIMD)
-inauaidanua ueyipipuad wnnyjLny
siseqJag ueypnsewaw ueeusndwahuad
ueyipipuad uey ueSuap ‘uesefejpaquiad
‘ pngyia -SuequiaBuaw | yejoyas wnjnyjLNy walsls
+19T +19T 191 0Tt e'u usway 1 SueA 14 yejwnr eAuunsnsa| IpaAuad 'S
"ueeyesneJIMay| ueyipipuad uexyynsewaw ueguap Yejoxas uep ‘yesaep ‘jeuoiseu 1exSull wnnyuny ipefusw 18eqip SueA yejoyas wnjnyuny Suejn ueejeuad
SANTINIRIN
e103/uajednqey
ninusw
Isexiiiemaq
SueA
1Se}1pa.ye.a)
semeSuad 20UDJNSSD
ueynejad A3jpnb seynua
nnyjiusw | 1edeqas eAuuesad uey|IpIpUdd
(8ueso yepns SueA 1enysadwaw Suefuar ynunjss
yejwnf MINS/VINS uep )nun ynjun [ewso4
(8ueso (Bueuo ueSuap ‘dINS ‘QS/HL | Yejoxas semeduad uey|ipipuaday
0£0°2€) 855'T7) pnopjia eJe13S) semeSuad sejisedey eSeua|
‘ 0'06 008 96'TC 8L'VT eu uswiay % 9sejuasIad eAuexulusiy q
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (1)

L-31



Jen7 uep wejeq ‘|leuoiseusanul nIN uep sasyy

ueeSequia|ay ueyipipuad uejeySuluad

eweseiay uey eeqwa| ueduap ueeSequia|ay

. pnopia -8ueqwaduaw NLd ewesefay ueuehe]
L +9S 8 07 eu usway % 1d yejwnr Sen| eXNqUBIN ueelpakuad P

NS UBXIpIpuad

uejeySuluad

uep ueelpaAuad

IS - Mg ualy

00T (+0'0€ Tr've 9z eu % Sld - ‘10T wnjagas eAuute suyaL

0s *+8€ 0t 8T eu % NLd - MINIS %00T ‘SLd sesn|

. 001 L 0L 6¢ eu % 800¢:1006 %05 ‘NLd %00T ueeues)e|3d

pnepiia 0S| Iseyi3Ias 1P 80021006 uep uawsaleuepy
usway| 95eIUBSIDd 0S| 1Sex1114as ueunyng 2

yeselpely

ueyipipuaday

eSeud|’g yIpIpuad

ueeJalyefasay

unyey Jad uep niny

ning 13eq 1epyip uejeySuluag

|apow uep ueyjipipuad ninw

ueyeq ‘wesdoid | ‘efeBuad eSeusy ueujwe(luad uep

‘WRISIS ‘Jepuels |euoisajoud 1epjIp eSequia)

‘ pnodiia ue3ueqwaduad elisupy Isenjeas UBBUIQWI Uep
0z 0T 0z % e'u usway | uawnyog yejwnr | wajisis uedesauad | ninw ueieyduiusd q

yeselpe

ueyipipuaday

eSeua|

uep yipipusd

ueeJalyefasay

‘ning JefeSusw uep mn

uendweway uejeysuILag

ISe|pawal
aws|euolsajold |  weuSoud :Injejdw ueyipipuadayl
uep sualadwioy | ye|joyas ueuehe) edeus|
(v1) (€1) (e1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@) (1)

L-32



‘Z10Z unyoj 39603 ubbuap 10NS3as ‘DILJUAWAS DIDG (4
p10z 196401 Indp2UAW YNIUN HFTOZ-ZTOZ UNYDl Wojop upynyojip snioy bunA nAodn-nAodn (3

Z10Z-0T0Z 3poliad wojpp uppbupsypjad ubynppsowiad  (p

Z10z 1unr unbuap jpdwos (2

yI0Z-0T0Z NINIFdY unyoy ¢ Isonjpa3 upiodo? uop $T0Z-0T0Z NId¥ unyo, T isonjoa3 uniodo] unbuap 1onsas TT0Z uop QTOZ unypy unipdo)  (q
¥T0Z-600Z NfdY Wojbp nojupbdip winjaq Jojpyipul buaipy buosoy yisow buobA 600z unyoi ubiodo) (b

:upbupiayay
ueeweSeay "€10T
uep ewese unyey jeque|
e10y//°qe) ueyjipipuad | Suijed ueewedeay
eusway }naun (dNS) uep ewesy
Jojuey uey|iplpuad ueyjipipuad 13eq Ye|joxas
ynunjas JeuoiseN | (dNS) ueyipipuad | eped weys| ewesy
deyenaq A*%_(_mtmn_ 9y ueyIses dNS 4eiq JEPUE]S |  |BUOISEN Jepueis ueyIpipusd
[IIEN 2JBIS -1|eI1S0SJ9} %00T eAu uedesauad uep eAujededssy nIN uep sasyy
. uedelauad uedeJauad %00T -unsnsJa] - Seuaway % ueunsnAuad ueylISewa ueyeySuluad 8
yesespel
SLIN/AINS ueyjipipuaday
3NN QT - eSeua] uep
IN/as O7'TSLN JIpIpuad ueessy
009 A*hmm 508 v'Ly % Anun gt - B dNS denasip | -yelasay g mniy
0'00T A*o\mn 7'18 0'st % puUnw uep niNg| uep zg€:T Jesagas ueleyuluad
ueSuipuequad 1IN %8 @S denas ue
NTIOVEDY] Ip punw:ning | -yipipuad Sueluar
. pngyia SueA e1oy/qey ueSuipueqJsad yninjas ynun
eu usway| ENSIENERI ueylISeWa\ | nJno ueelpaAuag '}
|euolseuIdu|
uapuadapu|
ueley3uiawad
eSequial 1pn3s weugoud
ISIaAYIBGI3Y | !pTOZ eped SIHL Jlwspeny
pnoyia 006 Jnsew 005 doj ynsew ueuehe]
11 € € 8 L usway 1d Ldyejwnr | 1d TT 8uoiopusjy ueelpaiuad °
weys|
1uagaN 183u1] uexIpIpuad
(v1) (€1) (e1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (2) (1)

L-33



L-34



@

Ip ueuljessad sasye eAuyepual (0%) (ayv) 1Aeg | uenewsy jex3un ueueAe|ad
8uoJopusiA yiseln = 4 143 € € € sojuawiy | Jlwuad | uenewsy eySuy ueuninuad ueeulqwad 14
JepUE)s |ensas
gy ueueAejad
ueyRqWBW
‘NQl ueeyassy SueA ueleyasay
Suejuay ueueAejad
1exeleAsew (%)
ueJepesay uep 00T 9€'9L S8'0% ey eu uasiad asejuasiag
uenye3aduad () |ereuaiue
eAuyepual ueueAejad
"jeyeledsew YISeln = ueyiedepuaw
uep eSienjay elas (%) [lwey
ue-eAepiaquiad » ‘nql uejeyasay S6 81°06 LT7'88 9568 e'es uastad ICTENSUENER]
[SVEN yn3un sidajenis ((Nd) uezeyasay
ngl ueeyasay eAep Jaquns edeus)
eAedn UBRIPSIAI)Y yajoueujessad
wejep e1sems eAuselequal = uednyjed)
uep yetaep ‘lewndo wnjag yneysn
yisew ueueAejad uejeyasay (v102) dnpiy
seyljeny unweu e3eus) | ueulyed) 000°00T
ueey3uluad = “ylequisw ya|o Suojoup Jad gTT Ipelusw
‘nql ueleYISAY epns uejeyasay (%) SueA ujjesiaq (£007) 82
ueuehejad ueueAejad 06 19'88 ST'18 8'6L €v8 uas.tad I ENSTENER] 1iep uexJiyepw yeuy uep
selljeny seyljise} (wod) jees nq! ngl uejeyasay
uep uednyed 9 1exeJeAsew w (V) nql | uenewsy 1ex3un ueueAe|aq
ueyey3uluad SASHY m 81T e'u e'u e'u 144 sayuaway | -ussiad | uenewsy eysuy ueuninuad ueeulquidd | T

$T0Z unyey wn|3gas ynpnpuad %5, nejduefuaw SueA seyjenyJaq Jesep iseyues

depeyJay sasye uep ynpnpuad 9,9 neySueluaw SueA yisiaq Jie Jaquins sasye ueeipaiuad 10z unyey eped 1Aeq %06 epeday Jesep isesiunwi uelaqwiad {(pT0z) dnpy uesiyedy 000°T 4od g Ipelusw (£00g) e 1ep
1Aeq uenews) 1ex8un ueuninuad {(pToz) dnpiy ueaiye|dy 000°00T 42d STT Ipefusaw (£00¢) 8z 14ep uedJiyejdw jees nqi ueirewa) 1exysun ueunsnuad :nndidw SueA npedial jauanaad uejeyasay eAedn ueeuesyejad
LUNVHVASYIN NVLVHISIN °T

(¥1) (€1) (¢1) (11) (01) (6) (8) (L) (9) (s) (v) (€) (¥) (1)
SYLIYOIYd
10T (4114 110C 010z 6002 NVNLYS | HOLYMIGNI NYYYSYS NVLVIOIN/ILNI
snje) (@ 14 9
S | ANINVINVANIL | oy vavsyyaa | 13ouvy 1] isnvisans | O
NVIVdYD ¥10Z-0T0Z NINITdY

¢10¢—010¢C unyeL

uejeyISAY:€ |euolseN SeyJolld ueunSuequiad uelededsuad

€ NVYIdAVT

L-35



efeus)
ueiduie s}y (ds) fewuin
uep uenye}adua ueueAejad
duexie)3ulusiy = Jepueis
‘ejesaw ueredesuad
SueA uejeyasoy Suefunuaw
edeus) Anun uiw
1S-nqLIsIp uep eAiexedo| uey
UBEIP3sIa19) -eseS8uajpAusw
depeyJa} yessep uep YOg | sewsaysnd ynjun
yejuawad ueyiedepuaw | (Y0g) [euoisesadQ uejeyasay
uswjiwo ‘[ejeusjue ue sew SueA sewsaysnd uenjueg |euoisesadQ
. yuesieysulualy | ueAejaduednyed 000'6 £TE6 ovL's e'u e'u sayuaway | saysnd yejwnr eAueipasia] uenueg | ¥
(V1)) yeue uep eAuyepualyise|y
Nl ueyeyasay [SIE
Suuelaf ‘lewndo wnjaq
senfadwal\ = SueA vy mynq
‘weJ3oud ueeung3uad
sejul| Isel8a) depeysal
uep IseulpJoo 1eeseAsews deydus)
Jueyie)3uluay = /e8ienjay Jesep isesjunwi | $T0Z unye} eped uejeyasay
‘ueJodejad ueeAepsaquiad jedepuaw | 1Aeq %06 epeday euiue.ey
. uep uejejesuad ‘lewndo wnjaq (%) ued ueinq 11-0 Jesep |sesjunuul uep Isesjunuw|
wajsls yisew weaSoud 06 8'98 L'v8 8'eS eu sajuaway | uasiad | 1Aeq asejuasiad uelaquad UeeUIquiad €
[NTEFELWETATY sejul| 1ses3aul elljeq
‘uedun(u uep I1SeulpJooy| = uejeyasay
nyueyesuiusw ‘uesodejad (%) ueueAejad
ynun uep uejeeauad <8 9z'0L S6'08 T1'8L S0'CS uastad uednye)
uejeyasay wajsls 1Aeq uejeyasay
|euoisesadQ eAuyews| yise|n = (%) ueuehejad
. uenjueg ‘uejeyasay 06 10'88 91's8 0'v8 9€18 uastad uednye) (¥102)
uejeejuewad ueueAejad (TN) ewead dnpiy uediyeay
SU0JOPUSIAl = |ejeuoau 000°'T Jad
‘u depeysal (%) uedunfuny | g 1pelusw (£007)
. eleyasaysell|ise) 1exesedsew 06 6S'€E 1506 T0'v8 908 uasiad uednye) € Lep 1Aeq yeuy uejeyasay
(v7) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SYLIHOINd
¥102 (41114 1102 0102 6002 NVNLYS HOLVIANI NYYVYSYS NVLVIODI/IINI | |
SIS | LNMNVINVANLL z<:<._¢w<s_zun_ 1394vVL i Ukl ISNV1SANS ON

NVIVdV)

¥102-0T0C NINITdY

L-36



uejex3uiuad
Inepw

‘Isejiues uep
aualbAy nyejuad
ueyeqniad

uep seylenytaq
Jesepisejiues
uep wnuiw

le depeysay
ynpnpuad

sasye ueelpauad

Jte depey.al
ynpnpuad
sasye
eAuyepual
yisew uedusp
lepueylp SueA
‘ueduny3uy
ueleyISAY
sejjeny
eAuyepual
yisey -

001

,6E'S6

806

97’98

97’98

L9

G99'TY

(LEEY

L'y

L'sy

S9)uswa)

(%)
uastad

1eJeds
Iynuawaw
SueA wnujw
Jle seyljeny
ENSUENEN]

(%)
uastad

sejl|enyJag
wnuiw

Jte depey.al
EEDNIEDT
SueA ynpnpuad
ENSUENEN]

¥10C

unyey wnjagas
Anpnpuad %S,
nexy3uefusw SueA
sejljenyJaq Jesep
1sejiues depeysal
sasye uep
Jnpnpuad %¢9
nexy3uefusw SueA
yisJaq Jie Jagquins
sasye ueelpaAuad

uedunyuy|
uejeyshuag

VX nyng
uejeejuewad
WEE
1eyeleAsew
ue-eAepiaquiad =
e1as
jeue uejeyasay
suejlienl
nsueyieyulusw
uep
pjleqiadwalA
‘Jepuels
NI ueueAejad
15e51|eISOS
‘v mng eped
NI usuodwoy
UBYNSBWIBIA »
‘(N1 snyeuoau
uedunfuny eped
INGLIA Wwio4
ueeung8us
duexie)Sulus| »
‘uejeyasay

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

()

(9)

()

(v)

(€)

(2)

snieis

(¢ LNINVI)VANIL

(14
NVHV1VSVINY3d

¥102
1394v1

£ 2102

1102

010z

6002

NVIVdV)

ik

NVNLYS

HOLVMIANI

NVYVSYS

SYLI4014d
NVLVIDIN/ILNI
ISNVLSENS

¥102-0T0C NINITdY

L-37



‘e30//qey

€T 1p aus

HO WajsIs yequiy
Jle anpjnJisedjul
‘e301/qe)

£95 1p 3us

-Uo W)sIs yequij|
Jle anpjnJisedjul

e10%/qey
1Sejues

uep wnujw Jie
ueun3uequwad
IVLRIVEY)
sejeny
uejey3uiuad
eAunpad yisey

dnyeausw SIENHNETTES
SueA isejues | uep wnuiw i
Jnpjnuisequr | ueun3uequwad
ueuehejad | wp 1exesedsew
uejey3uiuad enas ueJepesay
!|e38upua1/ae | uep isedisied
uemes eAuyepual
eS9p 0T9°T uep yise - ueyedwes.ad
‘|leuoi3au uesemey ‘esop uep (aseurep ueyedwesJsad
€ ‘(4enjsay uep 1eyesedAsew uep yequi| uep Iseyues
‘I1puaduay nejnd epeday Jie) 1sejiues ueSueqwaduad
ueAejau uesemey | yesaep g 1esnd 2)0%/qey )03/qe) 303/qey e ueunSuequwad ueeuesyead
‘I3EdIN ‘Ueuedjlidd yeunawad 18 09T 95T 103/qey menwiny | uep ‘uesemesad
ueynqe|ad 1ep ‘uesemey| ‘uesemey| ‘uesemey| e10%/0eY /8 ‘ues e10y/qey uep 198.e1 UBYNQ ‘ueunguequiad
‘UeseleqJad 0S¢ (5% €0¢ ‘uesemey| €6 eu -eme)| uesemey yejwnf (xuesemey (4,8€ ‘uenie8uad [
‘ueJepwaq | ueduidwepuad wnuiw
‘13dW)) eAurepewsw Jie ueelpahuad
uejeweddy| wnpeg - walsls
30y Nl epwad wnuiw Jie ueSueqwaguad
ST ‘ueejoyuad Ip Isejiues eSap 059 e3P YTET esap 6hyT ueun3uequwad ueeuesye|ad
HGIA uesemey uep wnujw Jie “I0Z8 NI 96T I LST esap £08¢ esap 1Sex|Isea) uep ‘uesemesad
ST Ip wnuiw ueun3uequiad ‘uesemey| ‘uesemey| ‘uesemey| N1 0LT uep ues BueA esap uep eS3P 059"t uep ‘ueunduequiad
Jre ueejpatuad sejoud 119 6LS vET ‘uesemey| 06 e'u Nd usway | -emey | uesemey yejwnr uesemey €90'T ‘uednieSusd | 9
wa)sIs eAuyepual 1eyas uequiel
ueun3ueqwad yiselN - ueyeunS3usw
Ip wnuiw “eAe| 1sexues (%) SueAynpnpuad
' Je ueueAejad uep wnuiw S/ avﬂom } 1TSS 5'sS 5'sS uastad ENAENEE]
(1) (1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SVLIHOINd
¥102 (41114 1102 0102 6002 NVNLYS HOLVMIANI NVYVSYS NVLVIODI/IINI | |
STEIS | (¢ LNINVIXVANIL z<:<._¢m<s_zun_ 1394vVL i ) ISNv.1sans ON
NVIVdV) ¥102-0T0C NINITdY

L-38



0T0Z unye) eped yaJawaq y14auas 1eqo eSiey uesejeqwad uep eisauopu] yninas ip 1eqo ueepesuad Jesep [eSeqas |euoiseN [eIsuas3 1eqQ Jeyeq uenyedaquiad

1v40 ‘€
'sejllenyJaq
SueA uejeyasay
ueueAejad
seyl|ise}
depeysal
(¥dLa)
uene|nday
uep ‘ueseleq.ad
‘|1ouadsal
UeJaep uesemey
‘leuoiseusalul 1p 1exesedsew #10z unyey eped
JeJeyiaq Jepuels sasye 103 G UBP 2T0T
Iynuawaw ueyieyduiuaw unyey eped €310y
e33uly uejeyassy ynun € 1984e3 uSUSP
seyisey | wesSoud snyoq eISBUOPU Ip Jesaq
ueueAejad elas (ssopo 10 G [EWIUIW
seljeny ‘uejeyasay pliom) elung Ip [BUOISBUJRIUI
ueyiey3uiusw ueueAejad se[y Jepuels Iseyipatyesaq
ynun sejijeny NTIEDT 1es yewnu ueyniny
. Sy ueuidwepuad eAuyepual SueA eissuopu| ueueAe| seyjjeny ueleyasay
uep ueeuIquad yisen S % 4 C eu SUIWY 210 1p B10Y yejwnf eAuieyduius|y | eAedn ueeuiquiad 1
#10Z unyel eped €10y § uep zToz unyes eped ejoy € 198.e3 ueSuap elsauopu Ip Jesaq B10Y G [BLWIUIW IP [BUOISEUIAIUI ISEHIPAN eIaq Ijes Yewns ueueAe| seyijeny ueiey3uluad uep ueeipasiaiay
NVLVHISIN VNVYEVS T
e10y/qey
TTT Ip yg/npediay
yedwes
yejo8uad jedway
1495 £10Y/qBY
0L yedwes
Jiyxe uesasoswad
1edwal
uep ejox/qey
8§ Ip aseuteJp
(v1) (1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I40lud
¥102 (41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLWIIANI NVHVSYS NVLVIODI/IINI | |
STEIS | (¢ LNINVIXVANIL z<:<._¢m<s_~_un_ 1394vVL i ) ISNv.1sans ON
NVIVdY) ¥102-0T0C NINITdY

L-39



apolaW uep 3y1uns sjuaf -1edepusu 00S°€Z Injejaw gy
eAusnsnyy ‘gyl 4a]0 Iseuiwoplp SueA sy -19q UBLIpUBWRY | g)-49q UBRLIISDY
leuaguaw 3y yisew uep Sdyl nJeq uep ‘ueelasay ueeulqwad
uep Ise)oApe 1sdasesjuoy 1eje gy eussad ‘ueeuiquiad uep ueyeligay
. uey-1e)3ulus|y = ueeungguad = S0y ST 67y LL'E S6'C NG emif ein[ yejwnr ‘g eAuieyulusiy ueSueqwiaduad T
$10Z-0T0Z ewe|as eisems uep yejulawad yiulpy 00S'€Z Injejaw gy ueuehe| ueneySuef uep seyijeny uejeySuiuad
VNVONIH38 YOuvNI3l 'S
unysiw
ynpnpuad 13eq sewsaysnd
Jesep ueleyasay 1p upjsiw (sewsaywef)
ueueAejad 3ynpnpuad 13eq upjsiw
ueyjRqWIBW Jesep uejeyasay 1exeleAsew 13eq
sew SueA sewsaysnd ueueAejad Jesep uejeyasay
‘ 000'6 015’6 SZ16 €18 eu saysnd yejwnr eAuiexy3ulusiy ueueAejad €
‘lewndo sewsaywel
y1ga] ueSuap weJgoid Sylp (sewsaswe)
ueepasaday epasad upjsiw | upjsiw ynpnpuad upsiw
ueejepuad ‘uesuede| ynpnpuad Seq ueynini 1edesedsew
ue)nepn 1p ueejepuad uaised uejeyasay 18eq ueynfni
eL3s ‘yesaep elepuay (%) lueAejaw SueA ueueAejad uejeyasay
. yejuswad ueyNWap yisew S6 ¥'06 5908 e'u e'u uasiad SY asejuasIad eAurey8uiuain ueuedepd | ¢
ya|o (epsaywer) unweu ‘upysiw ueleyasaY ueIRYISI)Y
yesaeq 1eeseAsew ueujwef uejeyasay ueeJeyljawsad
ueleyasa)y 18eq ueyewenip pijwaw SueA ueujwef ueujwer
ueujwer 1eeleAsew upjsiw egien|ay uep ueeAejquiad uep ueeAejquiad
ueeuesyejad 18eq uejeyasAY (%) uednyed ueyefigay ue3ueqwaduad
Suosopusiy ueulwer 00T 8519 1'€9 165 e'u soyuaway | uassad 95e3U3sIAd eAuueysnwinia) ueeulqwad 1
$T02Z-2T0Z unye) esejue eAuule| eissuopu| e3ien|ay ynjun deyeyaq esedss senadip uep 110z unyes eped %00T uednyed ueSuap upjsiw eSien|ay Ynin|as ynun [euoiseN ueleyasa) Isueinsy uedelausad
TVNOISVN NVLVHISIN ISNVINSY ¥
"}eqo ueeung3uad ‘ueyie)Suip
uep ‘mnuw njiad yisew uelRYDSI)Y
‘ueejesawad SueA ueduede) )119uas 1eqo ue[exyaqgJad
‘ueney3uelialey ueueyew uep >eA uep jeqo | ueepeSuad wejep uep yijqnd 1eqQ
‘ ‘ueelpasialey | 1eqo uesemeduad (%) UeRIPISIAD)Y 13H uep N3OQ UeeIPSIAIR)Y
uejey3uiuad $350.d 00T G876 /8 43} e'u sajuaway | uastad ENAUENEN eAuueynyepaqiqg ueleyuluad T
(1) (1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I40lud
¥102 (41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLWIIANI NVHVSYS NVLVIODI/IINI | |
STEIS | (¢ LNINVIXVANIL z<:<._¢w<s_zmn_ 1394v1 i ) ISNv.1sans ON

NVIVdV)

¥102-0T0C NINITdY

L-40



uep ISeulpJooy
Injejpw
ue1eYaSaY
ueueAejad

4 @) adXS ep

1sdasesjuoy jeje

ISNQLIASIP WI3SIS

1ses|jewndo
Suoiopusiy =

!|e1sos uejei3a)y

-uejel3ay

2135 BWO}

uep eSo} ‘Japey

ueyleqipaw

yeAueq

yi93| ueluap

‘| S uep

Sd) 13eq snels

ueueAe|ad eped

"BISEMS

uep yejuuswad
ue}eyasay
seyl|ise}

1p @) ueueAejad
Wwejep epsaywer
uep |essadwer
‘sewsaywer
uejeejuewad
eAuiduauis uep
Jewndo wnjag
eas
‘uejeyasay
seyl|ise}

Ip 1sdasesjuoy

ueyesagsuad 1eqO Uep Jeje (4 (eanl) snes3
ueIeySUIUBIAl = uee|pasiald)y 1sdase.juoy
AN 1sewJoyul uep iele
ueueAejad e1ep |0Ju0y UBRIP3SIAI)Y
uejeyduiuad eAuyews| yise|y = ueujwef
13eq | ‘@Y 005'€T uesjedepusw
1jes yewny Ip 1synpoudal SueA |sy
uep gy qiuip uejeyasa) uep uep sdj yipe
. ynjun uejejesad gy Buijasuoy gy eyasad
BUEBJES uep 1sowo.d OT'€T LS'YT 09'vT 9T'YvT OT'€T NeXyg | emilein/ yejwunr-g

uesunynp eAuejessw («(eanl) snessd
ueelpaAuad wn|ag = 1sdasesjuoy

23S dNIIN ‘(yopuad ex3uef 1ele BISEMS

/3uefued ey3uel 1sdasesjuoy UBeIPaSI91a)Y uep yeyuswad

1sdaseJjuoy apow) |id ueujwef uey NIV

(v1) (€1) (z1) (r7) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.I40lud
¥102 (41114 1102 010z 6002 NVNLYS YOLWIIANI NVHVSYS NYLVIODN/IINI | |
STEIS | (¢ LNINVIXVANIL z<:<._¢m<s_zmn_ 1394v1 i ) ISNv.1sans ON
NVIVdY) ¥102-0T0C NINITdY

L-41



uendwewsy
uejey3uluad
‘yelsep

1p ue3uede|

sue|lanJns
uejenguad
exesedsew
ueJepesay|
ueyieyduiusw

ynun
1exesedsew

epeda)
31y weaSoud
ueley3uluad

wn|aq yisew
Yessepuesode|
eleq

1495 ‘Yelaep
ISeUIpJooy
eAuSueny
Yisew
‘uejeyasay
yejesew
1sejeduaw
wejep yeaep
sey|iqedey
ueepagJad
1edepual yise|\

3ueA (yusod
v1g) nied
(%) 41 nieq snsey
88 SE'V8 08 7’16 16 uassad 95e]uasIad
ueynwWalp
SueA (yusod
v14) nied
(%) g1 nieq snsey
06 65'SL [44] €'8L T'€L uasiad 95e3UssIad
(%) Suns3ue| Jejnuaw
§0> eu €0 (4] eu [lwiad AIH 1Susjenald WjeAuad jeqiye
(wod) ueljeway uep
jw SIS0|03Jagn} ueyesay exdue
244 18¢ 682 244 9z€ soyuaway | —uassad 1Su9leAd.d eAuuninuajy

SunsSueq
Jejnuap uyeAuad
ueljepuasduad

*6‘0 > Ipefuaw e33uiy (uasiad) esemap iseindod eped AJH Isuajeadsd eAuijepuaysal Hnpnpuad 000°T 4ad T Ipefuaw g Liep (1dy-Xapu| a3isnind
Jonuuy) erejew snsey eAuuninuajy Hjnpnpuad 000007 42d e 1pefusw SEg 1iep sisojnaiaqny 1suajenasd eAuuninuapy :ueSuap tepueip Sueh ‘p10og eped Jejnuaw pjeAuad jeqiye uenjesay eySue eAuuninuay
YVINNI LIIVANId NVITYANIONId 9

‘|essadwer
wejep
g) leuasuaw
1Sesl|elsos
uey-1ey3ulua |y
ess
‘epwad uep
sayuiq ueduap
IseulpJooyJaq
dDIN
gy ueueAejad
wejep
sewsaysnd
uesad
uejenguad =
‘leuoisesado
ueSunynp
ueyelpakusw

(¥1)

(€1)

(e1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

()

(9)

()

(v)

(€)

(2)

(1)

snjels

(¢ LNINVI)VANIL

(14
NVHV1VSVINY3d

¥102
1394v1

£ 2102

1102

010z

6002

NVIVdV)

ik

NVNLYS

HOLVMIANI

NVYVSYS

SYLI4014d
NVLVIDIN/ILNI
ISNVLSENS

¥102-0T0C NINITdY

L-42



TT0Z ‘ueleyasay [140.d Liep Jaquinsiag eyeq
2107 ‘sayuaway uesode
TTOT ‘soyuaway uesode| Liep Jaquinsiaqg eyeq

2T0T ‘INAS Mep Jaquinsiag eeq
#T10z 198483 lededusw ynun yT0Z-ZT0Z Unyel wejep ueynye|ip sniey SueA eAedn-eAedn
2102-0T0Z @polad wejep ueeuesyejad ueyejesewsad

ep Jaquinsiaq exeq

210z lunf uejng ueSuap ledwes ueleded eleq o ueduesalay
Suejeulq
Jaquinsiag
yeAuad Suejeulq
ueSuend8ueuad Jaquinsiaq
‘ (%) (1dv) xapu| uep ueyegaouad mjeAuad
1 69T SL'T 96'T 68T suaWRY | |lwtad dlIseled [enuuy eAuiey3uiuaiy ueljepuasuad 4
say
uep AIH Suejusy
uenyejasuad
ninuaw
‘wesSoud seje 9y unyej
ueJeses (%) ST 3npnpuad
uewefeudd = [ 5'6L e'u (WA 7'99 uasJad ENSUENER]
135 ‘Yesaep
Ip ueIRY3S)Y
seSnjad ‘lewndo ueyynquiasip
(v7) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SYLIHOINd
¥102 (41114 1102 0102 6002 NVNLYS HOLVIANI NYYVYSYS NVLVIODI/IINI | |
SIS | LNMNVINVANLL z<:<._¢w<s_zun_ 1394vVL i Ukl ISNV1SANS ON
NVIVdV) #102-0T0C NINITdY

L-43



L-44



‘lejeuaiue
ueuehejad
dnyesusw

SueA (jessadwer)
ueujjesiad
ueujwef
ueeAejquiad
ueelpaAuad (g)
uep ‘3yes yewn.
1p 1] Se|ay ue
-1eyasay| ueuwef
InjejaW Uejeyasay
ueujwe( uednyed

uesenjiad
(7) ‘deyenag
©JB293S senjiadip
uep upjsiu
1eyeledsew |ewJoyul Jopjas
3n3un |euoiseu ef1ayad uep uejeyasay
ueleyasay | umpisiw ynpnpuad ueuiwel
Isueinse 18eq eweinia iwaw
uedesauad ‘se1equal SueA (unysiw
(T) :infeppw | yisew jexesedsew ynpnpuad uejeyasay uejeyasay
‘ueleyasay ynunjas ynanjas ueujwef ueulwer
ueedeiquad | ynjun ueleyasay ynsew.al) uep ueeAeiquiad uep ueeAeiquiad
ueujwef ueSunpupiad ynpnpuad ueyefigay ueSuequiaduad
ueieySuluaq | ueulwel uednye) 00001 8519 1'e9 £0'6S 00'8Y EENVEIEN] % asejuasiad eAuueysnwinia) ‘Ueeulquiad T
¢T0z-1102

1ejnw jeuoiseu weaSo.d 1pefuaw senjiadip uep TOZ lejnw uonwInp3 buiuaind uep ‘(ANvd) uig eISn Yeuy ueyipipuad ‘Yepuas ueyedepuadiaq eSien|ay yeue 1Seq emsiseaq ‘uejeyasay Suepiq |eisos ueujwel ‘ueSued
uenjueq ‘uedeaey eSien|ay weaSoad ‘jeuiSiew yodwojay epeday neje eisuapisul yeyisiaq Sued yieq (11g) teuny SunsSue uenjueg weaSoad dnyesusw SueA eSien|ay siseqlaq jeisos ueSunpuiiad weaSoud 1sesSaqu|

‘NAVdY3L TVISOS NVNINVE 'T

(v1)

(€1)

(z1)

(11)

(o1)

(6)

ueupysiwa)| ueSuejnSSueuad :p |euolseN sejlold ueledesuad

(8) (1)

C102—010¢ unyey

¥ NVYHIdAVT

(9)

(s)

(v)

(€)

(@

(1)

L-45



sewsxjwer

wesSoud Sylp (sewsaxwer)
sewisaywer epasad upjsiw | upjsiw ynpnpuad INSIA
sewsaywer weJoud ynpnpuad 18eq ueynini 1edesehsely
wesoud 3nun (NO) uaised uejeyasay 18eg ueyniny
1Ses||e1sos ewese(1ayaq eAejaw SueA ueueAejad uejeyasay
uep ISeYOAPY | Sy enwias wnjag 00'S6 00'S8 0908 00'SL 0079 SaNuUBWY | Uu3sIad SY asejuasiad eAurexduiusiy ueuehejad
unysiw
ynpnpuad 13eq sewsaysnd
Jesep ueeyasay 1p upjsiw (sewsaywer)
ueueAead ynpnpuad 13eq VINSTA
ueyRqWBW Jesep uejeyasay | jexeledsel 13eg
SueA sewsaysnd ueueAejad | Jeseq uejeyasay
000'6 0156 1453 LEL'8 158 SNUBWB) nin yejuny eAujeysulusiy ueueAe|ad

‘ueleyasa)y
ueujwef
yninjpAusw
ueepasaday
dewpeou
uexefigay
Iseauawa|dwi
uep ‘sfdg
ISewIosue}
1sejuawa|dwi
‘Srdg
Suepun-Suepun
eped ynfniaw
NSrs ueSuepun
-8uepunuad
uegduedues
uelesa|aAuad
ue3uap
sunynpip ‘gy uep
‘sejlu ‘ueuljessad

L-46



ueduap ‘| Sy uep
sd) 18eq siels
ueueAejad eped
ueyesadduad
ueiey3ulualy (g)
1321042 pawLiojul
uepaquad
njepw
gy ueueAejad
sejjeny
uexieydulusw
uep

e|eyJaqg eJedas
3jiqow ueuehe|ad
ueyeunggusw
ueSuap

upisiw snd
ueJeses epeday
gy ueueAejad
uexeyapusAl (z)
{dMIN ueuehejad
uejeydujuad

18eq 1jes yewny
uep gy iy
ynjun uejejesad
eueJes ueSunynp
ueeipaAuad epss
dnin/3uelued
ex3uel
1sdasesjuoy
apolow
eAusnsnyy

‘g)l leusguaw

1) uep Isexonpe
ueeysulus (1)

ueleyasaY
seyl|ise}

1p @) ueueAejad
we|ep epsaywer
uep |essadwer
‘sewsaywer
uejeejuewsad
eAui8iauis uep
[ewndo wnjag (v)
uep ‘uejeyasay
seyl|ise}

Ip 1sdaseJjuoy
1eq0 uep

1e|e UeeIPasIalaY
1sewJoyul

uep ejep |0JJuoy
eAuyews| yisey
(€) 1synpoudau
uejeyasay

uep gy 8uljasuoy
uep 31y ‘1sowoud
eAuejesaw wnjaq
1eqe oidsay
uep gyl leusduaw
| S) Uep Sdx

SNd uenyeya8uad
eAuyepual

yiseln (z)
‘(yopuad ex3uel
Isdasesjuoy
apolaw) |id uep
y1uns siuaf ysjo
ISEUILIOPIP Yisew
1sdaseJjuoy jeje
ueeun33uad ()

OT'ET

€€'L1

09'v1

9T'vT

OT'ET

NeXIa

(4 (eanl) snes
1sdasesjuoy 1eje
UeeIpasI)Y
ueujwef
ueyjedepusw
Bueh sy

Uep Sd J1e ax
epasad yejwnr

S0y

16 198183
1ep ST'T

607

LL'E

S6'

Naa

emif
enf

(4 (eanl) snesd
1sdasesjuoy 1eje
ueelpasialay
ueujwef
ueyjedepusw
Sueh 1Sy

Uep Sd) nJeq gy
enasad yejwng

(yeuawad

00S°€C Injejpw
gy Ueepasay
uep uelIpueway
‘ueeulqwad
eAuiexy3uiusiy

yejuliawad Jnjer
a)-19g ueelasa)y
ueeulqudd
uejey3uiuad

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-47



Japjoyayers upjsiw ynwny snsnyy|
uswiiwoy uep sej|in(en gy ueepasay ueljeses uep

uexiey3uiusw ‘uene|nday) ueeulquad snsnyyj yeAejim snsnyy ueseses

eung 1exesedsew Snsnyy ueJeses 15ex|1sey ‘sey|10|ed yesaep uep ‘snsnyy|

ueyesadduad uep yehejim Iip ueyjedepusw Ip g ueewnasay | yeAejip ‘seynjen

uep 1sowoud gy uede.e33uad ey yea3 SueA efiay uep ueeuiquiad gy ueenasay|

ueyeuesye;d|\l | eAujewrndo wnjag eI eJyw yejwnr eAujeyduiuaiy ueyeyuluad
|essadwer wejep
gy leuaguaw
15e5]|e1s0s
ueseySuluai (9)
uep ‘epwad uep
sayuig ueSusp
1SeUIpJOOYIaq
dDIN

gy ueueAejad
wejep sewsaysnd
ueJsad uejenduad
() ‘leuoisesado
ueSunynp
ueyelpaAusw

uep ISseu|pJooy
InjejaW UeeyYasaY
ueuehejad
seyl|ise}

) @) adXS 1ep
1sdasesjuoy jeje
1SNQLIISIP WISIS
1sesijewndo
Suoiopualy (v)
!|e1sos uejeiSay
-ueje|8ay LS
ewo} uep e3oy
‘Iapey uexieqiaw
eAueq yiga|

eISEMS
uep yeuuawad

(€1)

(¢1)

(s)

(v)

(€)

(2)

L-48



nijuequiaw wejfep

(x

ueuipueway ueeyesnelimay
ueypnfnmaw (1suinoud ueeuiqwad uep
ynun (1suinoud €€ uep |epow uenjueq
SNddn yodwo|ay €€ uep |euoiseN ueyLIRqUIBW
. ueyedniaw |euoise T) 1) SueA eliay
ueA | sy uep sdx [4 £ e e win BJHW yejwnr
eAusnsnyy ‘gy [
epasad efien|ay epasad Ipefusw
ueueye3ay uep BueA Syddn T-S) uep
ueeAepJaqwad edien|ay yodwoay | S-eid eSienjay gy
‘ueeulqwad ueeJajyefasay ej033ue | -19q uelIpueway
eAedn uep ueueyelay | S) uep Sd) uep ueeuiquiad | e3ien|ay lwouoy3
uexieyulusly | eAuyews) yisely e'u (4%% 65706 (x2% 706 (x%% 20'06 e'u NgNE uaslad | SNd dsejuasiad eAuieySulusiy ueehepiaquind | £
ueejoyJad upjsiw
ynwiny/snsnyp
yehem
1p @) ueueAejad
nun [1qoN
|euoisesado
ueuehejad (s
ueyieyduiusw () (ueejoyuad (unye1 T wejep
‘luj3d upjsiw ynwny 11e) ZT uep 1suinoad
uep |NL ueSusp uep sey|(ey 9) seadjen uep eURIUBIAQ 1SUIAOId
ewiesel1ay Injejauw ‘uene|nday) snsnyy yeAejim edien|ay uep euedualag
uene|nday yesaep snsnyy ueseses (u 3llqow ueynpnpuaday edien|ay uep
1p @) ueueAejad uep yehejim Ip ejei3ay) gy ueueAejad ueungueqwad ueynpnpuaday
seyjljeny uep sasye g uede.e38uad 1 1susnyaJy ueejoja3uad ueunSuequiad
uexiey3uiuswi (1) | eAujewndo wnjag 19 9¢ 19 19 e'u Nag uanyai4 yejwng eAueuesyepia) ueejoppBuad | 9
efiay
eJ)iw enas uesad
ueyieyduiuaw (% SNSNYY

uep (ueSunuaday
ny3uewsad)

(ueejoyuad

ueJeses uep
‘snsnyy yeAejim

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-49



SueA Abajp.3s pnsewaw ueye ueyjedepuaw leun] uenjueg
. 1xa dasuoy 100 41040 H)d . Sueh uenagqwad 1eJeAsiag
ueunsnAuad eypasad ASLY | 000°0£T°T | 0009TST | 000°750°T 0€8'CLL 9/€'9TL | sosuswla)y | IASLYH INSLY yejwnr eAueuesyejsa leun] uenjueg | 0T
Jay1es EMm
Suisew-Suisew 8€S'6S ¥LE'9T ¥SC'8S 000'59 000'59 SISeYeN VLid
INSg ueanjeAuad vdIQ Ip Jeqas.a}
1edassadwaw 1Sex0[e eudey 000°02€ 64599 079'L6€ 000°02€ 000°02€ BMSIS YN
AMUN - UBYGRGISIP UIEL | ggorgpg 1588 ST0°765 000°0Y5 000°05 emss SLIN weps|
yesaep uep jesnd | etejue uesnjeduad 188u1] ueyIpIpuad
Ja¥3es Iseulpioo) uejequielalay 000°0t9 8€8'STT 6SL'SYL 000°0t9 000°0t9 BMSIS V1d uep ‘YA uep ninwiag
‘ST ‘IIN emsls yeselpep
ems|seaq 18eq ueyipipuad ueyIpipuad
ewesy ewauad IpIsqns emsiseag
uswaY| BMSIS yejwnf eAuueyuniessa ueeipaAuad 6
em
‘ 000'0L 00008 1SC°69¢ 000'59 000'59 siseyely SL1d/NLd
‘ 86C'SY9 788619 8LLLET 056'50€ 000'62€ BMSIS NS
000°008 C€8'19S 96C'LY9 008'8¥7C [Z4%:144 BMSIS VINS
SLd/NLd
00£'S6T'T 0SY'S6C'T W9'CeES'T €61'T/8 €6T'TSL BMSIS g1dINS/dINS emsiseyew uep NS ‘VIAIS
uep ‘YIS ‘VINS ‘91dNS/dINS
0TZ'€0T'€ S0E'0ES'E S¥8'L08'E 008'9¥C'C | 00896L'T BMSIS 810s/as ‘G1dNS/dNS ‘a1as/as
upysiw ‘41as/as emsis ueyipipuad
ems|seaq 18eq ueyipipuad ueyexSuluad
seuyiq ewiauad ems|seaq uep ueeipaAuad
usway BMSIS Yejwnf eAuuesniessa| uejeiSay | 8
(x SXddn
Jpnpoud yodwoay
1wouoyd epeday
eyesn uejelsay ue3uidwepuad
Injejow ‘edien|ay ueynyePw
ueyningay SueA eliay
. lynuawaw € € € e'u nn eJ)IW yejwung
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
Sv.Liyolyd
102 5 CT0T 1102 0102 6002 NVNLVS HOLVMIANI NVYVSYS NVLVIODI/ILNI | |
SES | (¢ LNMVINVNIL z<:<._<_~m<s_zmﬂ_ 1394v1 _ el ISNV.1SENS ON
NVIVdYD 102-0T0Z NINTdY

L-50



|euoiseN
uep aJaiqg 1ey8uny
eped ueinjeAuad
wia1sIs Isenjens
uep 3uuoyuow
awisiueyaw
ueiey3uiuad (g)
weJSoud Jejue
sejluejuawa|dwoy
1peliay

JeSe seuipJooy
uejeydujuad
Sunynpip

110T S1dd e1ep
uejeejuewad (1)

ueygegaiusw
SueA

uefel ueinydue
uep epow
euelesesd uep
eueJes ISIpuoy (g)
Isnquasip

deyey ueSuap
exia) uexeligay
uejiquesuad
wejep yesaeq
yejulawad
seysedey (z)
1eejuew
ewiauad ueseses
uedejauad (1)

L00'88Y'LT

L00'88Y'LT

C0€'L6vV'8T

C0E'L67'8T

[4
0€'L6V'8T

Solng

wnJad

[eisay
[OIENTEN]

S1H

(ueing

7T ewejas

S1Y Jad By 5T
ueuap) unisey
ewauad

S1Y yejwung

unyey njes wejep
lepewsw SueA
yejwn( ueSuap
(SLY) useses
e33ue| yewny
ynin|as ynun
seJaq ueelpahuad

(NDISYY)
1eyeJeAse|p ynjun
selag Ipisgns
ueelpaAuad

17

eAujeuoisesado
uewopad uep
‘ueduidwepuad
oleuays

‘epe SueA
weJFoud-wesSoud
ueyexIa19y

uep ISel|ise}
dasuoy nyed
‘ISISUBJ] BUBIUDY
(¢ uep ‘ Hyd
e1asad IWouoyd
uep [eIsos ISIpuoy
ueSuequiaysad
depeysay
uele|iuad dasuoy
nyieA ‘1sey|iyipasas
VERIVEY!

(1 :nndijpw

€107 unye; eped
1senpeJ3 apouad

(Ws1y)
H)Id JeseAsiag
leun] uenjueg

(HXd) NSLY
18eq 1eJedsiag

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-51



Suisew-3uisew

1P H)d dn uesusp
ISeuIpJooyaq
yeue ef1ayad
1e83un 1edwsal

9 uedunfuny

Aepi esn[yuenp
SueA yeue el1ayad
edeJagag * yeue
|e33un Jedway
ueyepuidiad
1adas ‘ueduede|

uejidwesaiay

uexnyeRW | 1p Isipuoy ueduap ueynejad Jeuy ef1ayad
SueA Suidwepuad 1esnd Liep yeue yajosadwaw neje uesndey3uad
se3njad exew elJayad 1seyyLan V1dg | uejipipuad elunp uep uendwiaiad
‘e}ep IsepljeA |  ejep elejue ‘elep suesy lep 9 Ileqiay ynjun el1ayad
. uep ejep Isednyje | UBUOINUISYEPIIDY BEN:N SueA yeue yeue ef1ayad ueSunpujiad
1sejeSuawi ynun | ueynwap yisen oov's 0SL°0T 09€°€ 000°€ eu uawa)y Suelo elioxyad yejwnr 15e}][ISeJWa ueeyduiuad | €T
lededss)
[ns uexe Suepiq
000°0S0°T Jesagas
uejny uesemey $10Z Je|nwnye
uesedajad 198461 33UIyas
)nun ueuenyay uexiedepip
UBLIBIUBWID)Y J|ns uep
ueSuap Jisuajul exy3ue| upewsas
SueA 1seuipiooy edn[ SueA
ueyNYeRIN 7 JejueIa) Yeuey
uep ueny yeuey
Jejue|sal yeue] ednJaq esedau
ueeun3eAepuad | yeue} Liep |esesaq
uep ueqiuauad | SueA [e8Sun wyoL
Sueja Yeue} Jaqwins
0T0Z/TT dd Jesaq uelgeqas
1ensas Jejuelsa) | (uljees eg8uiyss
1Sey|IpuLIa) | 1SNqLIISIpaJ ynjun yeue}
’ yeuey Iseyo| Is yeue} Jaquins ISNQUASIPaJ | Yeuey ISnqLsipal 1suinoud yeue|
-e\ly3uapIBUSA ‘T ueeysuey | 000°0TZ 667'69 S9E°0rT T9T°€07 SESTLY Ndg Suepig eAueuesyejsaL eAupninmial ueejojpBuad | 7T
ueinySue
eAeiq seyl|igelien

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-52



ueyeundwausw |empe[ ueSuap ejejuawas | SueA sy eueses
Jnsew.a) 1eNSas yepi} ueef19yad | eAuun3uequay uep
uejeSay SueA ueje1Say leAundwaw ung8ueduad 18eq | eliay ueiedwasay
ueeueduasad ueeuesyejad suety Sued | npem esejuswas uesenjad
sejjeny uejeqWeI)a) BEN:IN Jn38ueduad ynun ueeliayad |  ueleySuluad uep
. ueyieysuluay | eAulpelsay yisey 00006 000'S0T 075’16 4343 [4741 uswia)| uei0 yejwnr eAuelpasia] ueguequiasuad | T
“1es ejuapusw
[EIENT
eyIf uejeyasay
Sewsaywer nyey sey|isey
ueyjjiwaday uep | sasyeSuaw yniun
Jeue uejeyasay [ns e33uiyas
|eme ueesyawad sewisaywer
‘ueyipipuad nyey pjljiwaw
elunp ay llequiay | depi3 yeue ef1ayad
yeue I1sey|isey edeJagaq epas
ueeuesyejad | ueyipipuad ejunp
Suuojuow | 9y ynsew yuelp ue|idwesaiay
uep ueeuesyejad | SueA yeue efiayad ueyniejad
ueSuap ledwes ueyIsewaw yajosadwaw
ueeueduasad [eme | 3njun (uejeyasay neje/uep
yelas ueyipipuad seuiq uep ueyipipuad yeue
seuiq uep | ‘ueyipipuad seulq ejunp ay }njun 3ningJal
‘ueleyasay seulqg ‘e[19)| eBeusa| ueyj-ljequiayip ueeliayad
ue3uap eliay seulq 14adas) SueAyidg ynuag-yniusq
eSeus| seuiq B9} IsueISUl suesy 1Jep y1eyp Sued eped eliayaq
BJRJUB |SBUIPIOOY | BJBIUE ISEUIPIOOY -19yeN yeue ef1ayad | SueA yeue yejwn(
. uexyiey3ulusiy eAu8ueiny 00T 001 001 S/ e'u uswiay| uasiad ENSUENER] eAudueanyiag
‘uejeyasay
seyljise}
sasyeduaw
1Ins e
ey ed3uiyas
sewsaywel
e)0%/uslednqgey nyey bjljiwaw
(v1) (1) (z1) (11) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)

L-53



-eJIM3)Y ueySueq ‘ueesapJad ueSuny8un
-wasduay (z) uep esap Juesemey
‘Isepodsuely ueSueqwaduad ueejeuad
uep ‘eyljewojul Seq uep 3unpag
‘Ise)jiunwioy | 1se|ndau uedunynp ueun3ueg
‘uerequiaf eAuwiuly () ueesed3uajaAuad
‘uejef ‘1sed ‘esap [SVEN
-u1 JuesreSuad ueunguequwad (ueejoxiad eseSaN yewny
ynun Jpnp ueeueauasad INdNd) uep Sunpag
-04d eueJeseud ueduap uejeweddy uee|oja3uad
eueJeS Uep ‘Jesep yejuawad uou Jueyean|ay Jnsew.a)
eueses-eid eueJes uep yeyupawad 1p uen83ueduad ueSuny8un
ueelipadAuad ueeAepiaquiad uep ueupjsIwY uep ueun3ueg
wejep yeaep weJSoud ue3ue|nd3ueuad ueejeuad wejep
uep Jopjas ue eAuisesSaiuley ue (ueyeanjay) uejedaasad uesemeguad
. -yeyidiagay uey uep yeanay 1eseseAsews uep jexesedsews ‘Ueeulqwdd
-1e48UlUBA (1) | 18uuls winjag (1) 81607 66607 0€6°0T 8v6°0T v10'TT Ndusway | /esaq ueeAepemsay ueeAepiaquiad ‘Ueamesuad | T
Sunyjnpuad INdNd 19|95 eJedas IselSajul uep ‘ueesapaad Ip upjsiwaal
uejewedId)| %€ [eWiulW ynjun uejewedd)) Jad JeAjw € dy (N1g) 1edyesedsely SunsSue uenjueg ueynuawad ‘010z eped unAjl 12T dy Ipelusw o0 eped unAjul €°0T dy 1iep LIpuelAl INANd uele3Sue ueyequieuad
‘[4IANVIN WdNd T
'e10%/qey uep
1suroud ‘yesnd 'e10%/qey
yejuawad ya|o uele13ay
ejejuelp | Isexo| uedejauad
efJay uejedwasay | uenjuauad wejep
uesenpad npjem eAuewe|
uejey3uiuad uep ©135 UelRISY
ue3ueqwaguad uee|oja8uad 2JRIUBWIS
ueeuedsuasad ISeJysiulwpe uelngsueduad
ISeUIPJOOY HUNEN ueSuesn8uad
uexiey3uluaw ueyejesew.ad weJsSoud uey
1435 uejelday euaJey ese33usjpAusw
uee|oja8uad ueygeqasip sues} SueA
. uep IseJ3siujwpe eAuesejuelp -1ayeN 10 ej03/uajednqgey 1eyesedsews
sasoud | ‘ueeiSay euesuas 09¢€ 09€ 09€ 1€2 St uawiay Jaex yejwng ueyyningip
(v1) (€1) (z1) (11) (1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV1I401dd
102 5 C10C 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIIANI NVYVSYS NVIVIOIN/IINI | |
SES | (¢ LNMVINVNIL z<:<._%m<s_zuﬂ_ 1394vVL _ B ISNV1Sans ON
NVIVdYD ¥102-0T0Z NINIfdY

L-54



Isen|eny

uep Suo)uo
(t7):doysyiom
‘103ed ‘ueyiyejad
INjejaw J03e}|Isey
sejsedey
ueley3uiuag

(€) ‘ejexuaq
£JBJ9S J0)E}|ISe)
uawinIyRy
(¢):anaa
ueyelpaAusw
Jepn

SueA 1sexo|ip
PdIN-INANd
ueeuesyejad
ueepunuad ()

Jewndo wnjaq
ueSuidwepuad
seyeny (€)
1sex07 edesaqgaq
1P (HuyaL
eAusnsnyy)
Jojey|iseq
ue3uosoyayl
eAuepy (¢) ‘anaa
uexelpaAusw
Jepi/1equies)
uajednqgey
edesaqgag (1)

00T'S

0¢0'S

8L6'V

16LV

VEEY

uey
EIEREN

U WdNd -

{INdNd ueien3uad uep dIA-INdNd uedesauad uednye)

(ueesapiad
INdNd) esap

uep uejewedsy
1p uean38ueduad
uep ueupjsiway
ueSue|n38ueuad
uejedassad

uep 1eyeJedsew
ueeAepJaquiad

(dIN-INdNd)
ueesapiad

1eyeJeAse|y
UeLIIpUBWY
ueley3uiuad

‘yesaep
ueyejuswad
uejenguad
/sexsedey
ueieysuluai (g)
‘uejepow.ad
uep ueye|
depeysal sasye
uejeydujuad
2135 ‘ueesapiad
onjlw uedue
-nay eSequia)|
ueydejuewsw
‘|lexo| ynpoud
uep ueeyesn

‘uejeyeledseway
edequwsa| uep esap
edequwsa) ‘esap
yejulawad yleq
‘eisnuew eAep
Jaquins seyisedey
eAurepewaw
wnjag (v)

uep

‘esap 1eyeledsew
epeday

Yelaep uep

1esnd yejulowad
1iep Isej|ise} uep
ueSuidwepuad
eAulepewaw
wnjag (€)

uewIRNWIA

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-55



uemes1as Jewndo wnjaq
uep Jojey|iseq Jojey|ise4 uep
seyisedey| uemeJ3as yajo
ueyeyuluad ueSuidwepuad
(€) ‘Wexrsa3 @dS (€) ‘yewsy
depeyJay Isey|isey yisew ddys
uep ueeuiquiad | seju] ISEUIPOOOY|
uexyie8ulusy (¢) 'anaa
(¢)anaa uexelpakuaw
ueyelpaAusaw yepi/iequeay NddS
. epil Sue, eyl uajednqgey us -ddS I1sesgaiu)
13eq Isen|ead (1) edesagag (1) 06 €8 SL (07 0t 1ednge WdNd -
'vdIq Isirsd
sasoud n3unuaw
sn.ey e33ulyas
ueyningay
ueduap
1ensas yepil SueA
‘ueseS3ue uese33ue n3ed
ueunsnAuad uedejauad ()
[empel ‘vdIQ Isinai
ue3uap lensas | sasoud nF3unuaw
41 eJd ueisiSuad euaJey ueSuede|
1sedisiuy () uep (ueife33uad)
‘unyey 1suinoad ‘yesnd
ueye3uapad 1e3uny Ip yleq
Ip 1Se0] ueje(3ay sai8oud
ueyequeuad ue)eqWEI1BY
epe yepi} eped
uep upjSunw | 1eqyesaq Sueh 41
1uIpas 1seyo| juesn ueisiduad uey 1SeJauan
‘ uedejauad (1) | eAurequepy (1) 00S 69¢ 067 [414 ¥9T ewedd)y WdNd -

* (13U] NN ISeX0] Wejep Ip ynseuLia}) ueensuad NdNd

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-56



HALLTd
uejesajaAuad
Sunynpuaw ynun
HINL1d usdisise
yequeusuw (g)
‘d0S Wejep uey
-8uenyip nyejad
Jejue uejeq)|ia1y
(2) ‘ueSuenay

eAujewndo

wnjag (g) ‘uonyuis
wnRq diN1

INdNd nyejad
Jejue UBIRqI|I1D)Y
(2) ‘ueSuede)

Ip Isejuawa|dwi
depeysal
ue3uenay uels

1seJisiuiwpe -esysiuiwpeduad
. uejenguad ueSunynp uey dIN1T
uesepelp npad (1) ehugueiny (1) 0 8L 8L 8L 8L ewedd)y | -|NdNd uednyed
Iseyues uep
wnujw Jie uesnin
e|oja8uaw wejep
yeJaep uawHwWoy yeJaep
ynIuaquaw qifem uesnin
ynun ueyng Isejues
yeJaep seysedey uep wnuiw
uejenguad | Jie Suepiq euauey
uep Ises||elsos ueyde.eyip Sued SYINISINYd
. ‘Iseyonpe 1eNsas wnjaq )0)| uedeJes Isexo|
eAunjiad 1sex1|da. 398.e L 30T 80T 011 01T 011 /aex | uednxes yejwnr
uee|as
SeIN uep SeIN
“ge) 1p sisly
eueduaq eased
Isey|iqeyas uep
1S)NJ3SUONa.
uejeiday
' 18ep uey yeAe|im
e'u e'u e'u 6 S uaway eweddy uednye)
ueye|esew.ad
. - 1edepiay yepi uey uese}eq.ad
08 08 08 08 08 euwiedd)| WdNd -

L-57

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)




uenjueq
uep Jojeyl|ise}
430 1eyeseAsew
ue3uidwepuad

uesenpad
uep eueJes
ueeJeylpwad
ynaun yesaeq

ejod ueieyapuad yejuawad
ueeusndwaAuad ueseg3ue
() ‘uoiednqey | isexoje iseyuasoud
IseJisiuiwpe eAuyepual
eped eAuey | yise|n(g) ‘[ewndo emir
ueuesueuad wnjaq yisew ¥S8'6EET (SYWISINYd)
yehejim SueA eueles 19p/I ueesapJad
. Isenuasuoy (1) | ueanfuepsgay(t) 059y YIET 61T L08'T 05T esaq INVdS Yejuny
(dldd)
ueesapJad
’ £08'8 009'S 798'S 006'€ ¥79'€ esag Inpinisesjul
JeApn N9 ueelpaiuad
‘001 "dy Jesagas | seusedey pjijiwaw
Ye|epe uejeweday wn|3q epwiad
Suisew-3uisew ueyeuaseyIp
ueJesaq ueSuap | uejewedd) ynun
M3SId-WdNd | (IN18) 3exesedsey
|sexo| uejewedady | Sunsduequenjueg
LETIP NG ueeuepuad
leAeiquiaw ynun ueinfuelsagay esap
n.ieq ueeuepuad 1e3) uep uejeweday
Jaquins ueyejesewad 1p uean33ueduad uewRnWIR
ueyjjewndoSusw 1edepJal (351y) |e1sos uep ueup|SIwDY ueSuequiaduad
yniun jexedas yisew €10z | (Sueniaq (Buejniaq (Buejniaq (Buejniaq uep |wouoy3 ueSuend8ueuad ueeuesye|ad
eAsey eydiy usafig | V1 M3SId-INANd 1sex0| 15e)0] 1Sex0| 1sex0| uejel3ay uejedassad uep uesemesuad
NId uep |euoiseN ueeuesyead | uejeweddy) | uUejeweddy) | Ueleweddy) | uejeweday) uey Sunynpuad uep jexyesedsew ‘Ueeulqwad
‘ BED[SEINEIN weleq L€T L€ L€ L€T L€ eweday Jnpjnuisesju) ueeAepiaquiad ‘uednieSusd | ‘¢
HIALLTd uelel3ay
ueeuesyejad
depeysal
sjuya} ueSunynp

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-58



‘npem ‘ueesapJad BISed UBp ‘Jenjia|

ueynRWIW uesemey| ‘uedapia]

(¥42d) 1oday | SueA Jouop yeyid ueSueqwaduad (MLazd ‘|le88unal

uoia|dwo) 1Jep uenfniasiad wejep -INdNd) esap yeuaeq

19(01d ueyqeqasip uejei3ey ueew uep ueleweday yejuuawad

ueyeq |e3eqas SueA 1102 -ensnieduad | 1p uesn33ueduad ueeSequiaay

inding Apnis | unye] uajedngey awisiueyaw uey uep ueuD|SILDY uejen8uad

ueunsnAuad £1pN1azd -8uequwiaduaw ue3ue|n38ueuad 1Sey|ise4

1.9} 1sesijewdo SueA |e38uiey uejedadsad uep ISeulpJooy

10d) ueduap ueeuesyejad u9) uajednqey uep 1eyeledsew ‘ueyeligayl

‘ 1seulpJooy| (T) | uelequep3ay (1) - - A 15 15 -edngey yejwnr ueeAepJaquiad ueSueqwaguad B

‘esap 1exy3un

eped 1a8pnq
Suuieys, ueynq
,weuSoud Suuieys,
1eSeqas Iseyijdas
esap ejod
ueSueqwaduad
() ‘usrednaey
1e3y3un

eped ueyisexojelp
SueA ueSuap
1eyeseAsew
ueyningay
ue3uap

1ensas |pefuaw
ueyjiensasip

esap Jad eanf g/
‘dy ejnwas SueA
1Jep 1exeleAsew
Suns3ue| uenjueq
uejeejuewad
ejod uelensaAuad
(€) ‘ueynsuoy
uswafeuew

1eeleAsew
ueyningay
ueSuap
1eNsas yepn
SueA uenjueq
ueelpaAuad
(G) ‘sewisweq
wejep (INGLS)
1eesehse|y
siseq.ag

|e10] Isejues
18910415 Wejep
JIsejues jsowoud,
eAujewndo
wnjag (v)
‘IsynJ3suoy eased
esap depeyJal
ueinfuelsagay
J03e|ISe}
Suuoyuow
eAugueiny

(€) ‘yoeoudde

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-59



¥10¢
d)y depeyia)
ueylequad (z)

“(y0d) Hoday
uone|dwo)
13(0ud

ueyeq |eSeqas
ndinQ Apnig
unsnsip 3uepas
1u Jees weaSoud
ueJiyyeduad
ey3ues weeq (v)
yesaeq
yejuawag
epeday
ueeuesye|ad |IseH
IENI\VAAIEN
ewI3] Yeas
ueyeuesye|ip
yepns uep

TT0¢ J3quasaq
T€ eped Jiyyesaq
ue3uede| uejeigay
‘(10 J3quissaq
1€) 1ep

Suiso> wesSoud
ueJiyyeduad esew
ynsewaw yepns
7107 lunf uesuap
tedwes | deye|
NLa-WdNd (€)
‘ueepeSuad
sasoud
uejeqWEI13)
uejqeqasip
1ndino Apnis
ueeuesyejad
uelequie|s1a) (z)

15

15

usy
-ednge)

*(LaTd-WdNd)
ueeueauasad

ueeSequia|ay
seyisedey
uexiey3uiusw
yniun uejnwins
uenjueq
ueyjedepaw
SueA |e38un.an
uajednqey
yejunr

15

1§

1ad)

us)
-edngey

‘|e38una
yesaep
ueun3ueqwad
uejedadsad
ynun
InpjnJiselyul
ueunguequwad
welep uejnwins
uenjueq
ueyjedepuaw
SueA |e38uiey
uajedngey
Yejunr

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(1)

L-60



ueyey3uiuad oy1saJ SueA Suns8ue| uenjueq (8uepig uep
(2) ‘luerad 13eq uejuepad Jopyas ‘|leI1siawioy| | |eUOISEN SelIOld)
upauy ueutwel 1IsLRPeIEY sey 18eq waisAs | (dynd) ueesapiad
uep egunq Ipisqns ueduap 40202 IpIsqnsJaq siusiqL8y eyesn
ue)LIRqWaW Jeuag-Jeusq IpIsqnsJaq 1paJy wiys eped ueSuequiaduad
ynjun nayuaway | SueA ueeAeiquad ueeAeiquiad yeusaiad/iuead ‘uejuelad
9y uejnsn |apow |apow sasye ueeAelquiad
ueynleip yepay (1) epe wnjag (1) eu T T T eu [EII] eAuunsnsia| eAuieyulusiy ueuehe|ad 'S

¥10¢

ynjun uejeded

198.e1 1edepual

yepi3 edduiyas

‘vT0Z-110Z (oog
an|g/NIf-N1d¥a)
yeSuaus|y
exy3uer uadaN
Jen uewefuld
VLRIVEN]

Ie)eq ISINaY
ueunsnAuad
8uejusl 10T
J3qopQ z |eS8uey
UeIWOUOY3Id
O)USA Se1eqa)
ISEUIpPJOOY

1edeu |1sey
ue3uap 1ensas
1NQ3sIa} |eH
"ueyjjeleqip €10¢
d)Y wejep ynsew
SueA |1 1d ININd
uejeiday ynun
ueeueduasad eAu
-ueSuequiaysad
welep (5)

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(@

(1)

L-61



sniey dvnd IN1d

esap/yeAe|im

euep ueeung3uag ueseydawad

(€) ‘esap T ynun eAuepy

epues ueinjeAuad (2) ‘(yeqnuaq

eAuipelsay Bupas) siweulp

1iepulyuaw ynjun 1e3ues ueSuede)

1uy423 SueA esap Ip uepjoden

euwieu aseqelep snunSuad

eAunpiad UeUNSNS Bua.ey

(2) ‘yesaep ejeday uesexy aquad

yajo ueydelaup s3s04d wejep

yepns sninSuad uexHnAusw
£14353q uepjoden SueA uepjoden uejuenad
eweu eua.ey efes snun3uad eweu ueeAejquiad
uepjoden eweu ueyWNUBIUBW ueyeligay
uejwnUeIUBW sniey e'u 1 1 1 e'u uejusWay nun eAuunsnsia)
dmyna gvnd U1 3ees dynd (uepjoden)
19 ewiauad 19 ewiauad dvNnd uepjoden
uojed esap uejnsn uepjodeg uey |epow
eAuxteqas (1) uejnsn (1) 000°0T Sv0'e 016'6 1858 ¥88'6 uejuawa)y | Yodeo uelen3uaqd

eAu

-ueyjeejuewaw

esiq SueA

1ueyad wyIpas

yisew e33uiyas

1e39) JeSues

eAuueunjeAuad

swsiueyaw SueA

ueyueqJad euep

ueyeuns3uaw

unw

1ul Jees uejuepsad

a|qeyueq ueeAeiquiad

yiga) Jege (z) 183un

1uejad seyisedey eAuueje3eday

uejuepad
1s3npoud
uejey3uiuad
Sunynpuaw ynjun
onjiw ueuenay
ueeSequia|ay
ueynqwnuad uep

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-62



VOIf 4ep M3IAa1
|Isey n8Sunuay

| 4215NJ) yemeqip
uejei3ay denas
euewWIp ‘0107
unye] z Jowon
1Sepusawiag

uep 0T0c¢ unyel
GT JOWON Saidiad
ue3uap 1ensas
>epil O wejep
uey3uenyip SueA
M3SId-INdNd
onjiw Jpauy
ueeuesye|3d

143

143

143

143

[43

ua
-ednqe)

M3SId-INdNd

ynsews.al
|e88uiuey
1eeseAsew

Jwouoya eyesn
ueSueqwaduad
Wejep epwad

e:

e} yejwnf

(Mm3s1d

-INdNd) esap
Uep ueleweday|
1p uein83ueduad
uep Ueup|SILDY
ue3ue|n33ueuad
uejedadsaduep
1eeleAsew
ueeAepiaquad

1eyeJeAsely
1wouoy3 eyesn
ueSuequiasuad

1B3{43) ISUBISUI
Suisew-3uisew

1P d¥Nd ueieisay
|euoisesado
ynjun Sunynpuad
euep uexelpasip
eAunjiad (v)
‘eAuueeuesyejad
Aleq

ue3uap Joyuowip
uep dvnd wnpad
eped noe3uaw

ualedngey|
ue3uap I1suinoid
yejuawad
ISeUIPJ00Y
eAuguesny
ueyqegaiusw
uese3sue
uedunynp
eAueipasial
JepIL (¥)
113e eyesn
ue3ueqwaduad
ynun ueyeunsip
eAuynuadas
wniaq dvnd N8
uejeejuewad (g)
‘esap denas ynjun
1]e3 njes ueyliagip
eAuey dvnd euep
euaJey dvnd IN18
euep ueinjeAuad
uexHnAusw

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-63



(yodwiojay

yodwojay sodwolay 0sz)
00S€ 000t B10/983 OF eu eu ¥¥ONd- |  (ueueyuad uep
Ip ‘epwad uejne@)y MIpue
‘ueueyiad INdNd) esap
uep uene|a)y Uep Ueleweday
seuiq) yesaep 1p uein33ueduad
yejunawad ueuBylIdd uep 3 UBUD{SIWSY
uep (dyy) | ueine@y uipuepy ueueylIdd ue3ue|n38ueuad ueueylad
1esnd yejuawad INdNd ewiiauad uep ueueylad uejedadsad uep uene|a)
. eJRIUE |SRUIPIOOY yodwoay e10y/qey ejoy/qey | ueney e10)| uep ueine|ay uep jeyesedsew IpuelAl INdNd
uejey3uluad uedeisay eu eu eu 0zt 0z1 usway Jaex uIpuelA NdNd ueeAepiaquiad ueeyduiuad | L
oI
1Jep uenfniasiad
ueyjedepusw
wnj|aq Iu 3ees
ue3uap ledwes
(N1g) 1exeseASEN (ua1ednqey
Suns8ueq € ‘Isuinoad
uenjueg Injejpw 6) M3SId-INdNd
1paJy uendqwad ueSuap yex.al
undnew Joje} ueyeligay
-1]Ise}/ueynsuoy uejIseuawW
ese[ ueepe3uad -9|dwiBusw
VOIf iep malAas | ednuaq yieq ouyiw SueA epwad
. Jisey n88unuay | 1paY ueeuesyejad 001 00T 00T 001 00T uasJiad ENAUENEN]

Jaasnpy 1de1sy ||
Ja1snpy nnyjiSusw
Yepi M3SId
-INdNd Hpany
0Jy|IW BIRJUBWS
‘1eyeledsew
ueeAepiaquiad
disunidiaq
nyieA (INdNd)

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-64



yNy welSoud

ueeuesyejad ueyjisejuaw (yny)
weyjep euesyejad ue3uede) -9|dwia) Suehd 1ehyey eyesn (4ny)
Jueq uep | 1p YNy ueseligay uejw 4Ny uexefigay upauy uexefigay 1eAyey eyesn
7/ 1seuipiooy ueeuesyejad -0u0YaJad ISepusawoya. ISeUIPJOOY upasy uexeligay
. uejey8uiuad 1SUDISISUOY 0008 00°0S 00'S9 00°09 eu ONUBIN uasiad ENSUENEY] eAujeyduiuaiy Iseuipooy | ‘0T
Ny (4ny) 1ehrey
ueujwefuad Byesn upaly (4ny) 3ehey
ueJed3ue ueujwefuad eyesn ypasy
nay eAuelpasiay ueseg3ue ueulweluad
‘ 00°00T 00°00T 00°00T 00°00T e'u -Uswidy| [ENER] ENSUENER] eAuelpasia] uedunyng ‘6

2TOZ Unyey [ejnuwi |19y uep oJxiw eyesn ueeAepsaquiad uejeisay uednyed uesenjiad uep ‘T

T0Z lejnw YNy uednyjed uesenpiad ‘0TOZ 1ejnw YN uedn)

eAuad awsjueyaw ueeusndwaiuad ueeuesye|ad
11231 NYA OYIN VHYSN NVONVEINIONId "€

nyejad uep Jopyas

nyejad uep Jopas sejul| ewese1ay
Sejul| ISeulpJooy eAuyews)
uejeydujuad yisew uep ejesimiied
uep ‘uip yefas ‘Uenjualey uep Suepiq INdNd
ue3uidwepuad el ueuap Injejsw ejesim | elesimLied Suepig
uep Ises||elsos 1eNSas wnjaq Jedpng eIeSIM esap yejwnf IpuelA INdNd
‘ ueeuesye|dd | SueA uejnsnSuag 0S¢ 002 695 002 0T VEIEN esag esap yejwnf eAuieySuiuajn ueieySuiuad | '8
(odwojay uesesewad
yodwolay yodwo|ay 80v) uep ueye|oduad
. 0002 00ST BIOX/qeY €S eu eu dINnd -
(sodwojay
0£07) eAepipng
yodwoay yodwo|ay e10)/qeY ueueylIad
000S 009¢€ 00€ eu ey dIAINd -
(yodwojay
90TT) dex3ue]
. yodwoay sodwo|ay e10%/qey ueueylIdd
000 00LE [543} eu e'u dIAINd -
(v1) (1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (¢) (9) (s) (v) (€) (@ (1)

L-65



eAuyIns (g)

‘ueeAeiqwad | uep ‘ueeAeiquad
ewes efiay ueney3uef uep eyesn
uep ueeAeiqwad | ueeAeiquiad sasye ueeAeiquiad
Isej|ise} ueseleqJalay ueyeipaAuaw
“1epjip Injepw () ‘lepewaw 3ynun
ueeAeiquiad Sueuny yisew eAuueueAe
ueueAe ue3uenay uee| uenexSue( uep WMIAIN
uep sejsedey -oja8uad wejep seysedey uey WINN uep Isesadoy
uejeySujuad SNMI/dSH ejo -1ex3uip SueA 1880 SNM/dSH 18eq ueeuepuad
Sunynpuaw 3ued | |a8uad/snunduad yueq ueynq ueeAejquad wesdoud
uejeiday uednyed | |NQS Isusladwioy WINY S ueSuenay| seyisedey | uedejuewsad uep
. uesenad | uep seusedey (T) 00T 0zt 09¢ 08 eu HUTEN ANI/dSX | eSequs) yejwnr eAuiey3ulusiy ueSueqwaduad | ‘CT
1edesedsew 1Seq
ueisesadoysad
ueyn|nAuad
se3ny uey
-euesyejaw uep
‘Yne|ip ‘mayaIp
SueA 1sesadoy
WINY ueSuede)
‘ 00S (447 (p (o eu ‘way Suesp se3nyad yejwnr
1sesadoy
ueyesad Isesadoy lip (doYsvINgD)
uep ‘ypnpoud nefl uep disuud 1sesadoy|
wouoya yod 1ensas Jeuaq | Jepes jexeleAsew
woay‘si8alesss | SueA isesadoyiaq ueyesas
yodwo|ay yopjeud ey3ue. wejep
/1exesedsew uep Isesadoy ueyn|nAuad
yoxol epeday | Ieusdusw wnwn uep 1sesadoy
doysewan 1eeseAsew ewesef1ay
weJoud ueweyewsad uejeySujuad
1Ses||eIsos uexiey3ulusw Injejpw isesadoy
WIN ISUINOJd ueeuesyejad uep ueejoS3ueay
‘ v € (p (2 eu ‘way /1UaA3 yejwnr | ueysenpegaAusiy ueSueqwaduad | ‘TT

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-66



SueA ueesapuad

. NN uep ueejoysad
0S¥'T 660'T 0LET 985'C ey ‘wa) Isesadoy | Isetadoy yejwny
J1ppadsoud
Sueany yueq
9y Isesadoy ysjo a8eyuy
ueynfeip Sued Injejow yueq WIAN
"INMINN Sexsedey up|d ssausng ueeAeiquiad uep Isesadoy yeSuauaw
uejenguad ynjun (2) uep Heq Jypasy 13eq |epow uep [198 ‘oW
INMINN uelensad Sueuny yisew sasyeSuaw ueeipaAuad eyesn ‘Isesadoy
3n3un jieysa) yueq uerejiuad 1edep SueA ueney3uel | 13eq uejepowJad
1un uedusp | Inunuaw Isesadoy NN INIAN uep uep seysedey sasye uesenjtad
ewes efiay| selljigeiunyy (1) 00S 002 005 (2 eu ‘way INMINNY | 1sesadoy yejwng eAuiey3ulusiy uep ueley3uiusd | ¥T
“CTOT Al uep il
ueinmiy eped uey "1eyeJeAsew 18eq INYTUep | AT uep isesadoy
-lesafasip ueye Su | ueSuenay ueueAe| 1sesadoy -Syrn EN TS
-eA Y7 18eq winy ueelpaiuad /Smi/isesadoy ‘Isesadoy|
Ny uepeq Isesi| wejep wnyny wnyny -dSN/dsy -dSN/ds)
-e1sos uednyea uepeq/seyeds) uepeqJaq uep ueedequia|ay uesemeSuad
. uep sejljeny yadse Suejuay YN JeyjepJay Sued sejljeny | uep ueljepuasuad
uelexyduluad JN)1 ueJepesay 00T 1€ 00T 00T e'u ‘way| AT NN Yejwng eAuieyduiusin ‘ueSuequwiaduad | €T
o
eyesn 13eq
ueeuepuad wiys
. WINY ueeungeAepuad
1 1 (p (0 ey “wd) whjs sejljiseq
(13d1 esepuy
J\ueg ‘gad1
‘14g) ueleigay

ueeuesyejad
eased uedue
-nay eSequi)
uodsaJ leuaduaw
IsewJoyul
ya|o-sadwaw

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-67



WXAIN uep

1sesadoy 13eq ueyelediad
ueeAeiquiad 1seisiuiwpe
JHpany 2135 ‘ueduenay WIINN
ueyaqwiaw | esefl uep Isueunse uep Isesadoy
BueA (A uejeejuewad 18eq ueyefedtad
uep ggy1 “ueq) | werep ANIANN uep uep ‘ueduenay
WIN onjlw ueSuenay | Isesadoy seyisedey ese[ ‘|sueinse
. 00T 0S 00T 00T eu HUTEN A eeqwa)| yejwnr eAuiey3ulusiy ueBueqwaduad | ‘ST
‘NN 78 Isesadoy
000°€ eped
-9 ueduidwep
-uad uep uesuiq
-wiq ueuaq
-waw ndwew
9d7 ueynsuoy
ueydeseyip
eAuinfue|as ynun
‘Isuinoud pg 1ep
9d7 ueynsuoy 9z
18eq ueynejad
ynjuag wejep
uexeuesye|ip ‘yajosadip ueSuidwepuad
Ye|a3 ¢10C unyey Jedep wnjaq esef
eped (QIANY) ye|idiay exep ueyjjeejuewaw
ueSuenay Suepiq ueyqegaiusw YN SueA yn uep
1p ynseway (gd1/susiq 09 eu (p (2 eu ‘way| 1sesadoy | I1sesadoy yejwng
‘siusiq uedueq ue3ueqwasuad eAuseyisedey
-waduad eSequsa| eSequs)) ute| uexeysunp
uejenguad 1un 3y uele1Say WIN Sueh
ueeuesye|ad qns ueyljeSuad 0ST e'u (p (2 eu ‘way QAN QNN yejwng

euEp UBNjUEq
ewLIBUAW

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-68



ueyLIqIBW
Wwejep opuLywer
"1d Uep opuLbisy
"1d 1Madas
ueuiwefuad
eSequi| ueSuap
eweseliayag

(2) uep ‘yesaep
IP GXdd ueuip
-uad eAunjiad
Buejuay 1sdastad
ueyeweAusw
ynun (opulywer
‘opulsy

‘|9 ‘1uSepuaway|
‘UB|WIOUOYD

-19d oyuaWaY|
‘wedadeg
‘nayuswayl
‘INNNYUBWY)
x93 /%
uexieqijaw SueA
YyeJaep Ip Japjoy
-9yels [eSequaq

‘ueujwe(uad
eyesn Suepiq Ip
ueweleSuad uep
uel|yeay pjijiwaw
SueA NasS
ueseleqJalay

(€) uep ‘3500
|b120s ueyedniaw
YeJsep ip

Ndd stusiq emyeq
uenyejasuad
eAuwiuiw

euaJey| ‘J1ie[si8s|
uep Jinyasya
JNSew.a} ‘yeysal
DEJIENEN

[eUOIseN 3paly
ueujweluad
edequa
ueduap
99juesend

-00 uBy
-ueqwaduaw
Jnun aydd
ueyynjuaquwad
s9504d ynjun

. epeda) ISesi|elsos ueyeyidiagay add 1seqijisejip SueA
ueyey3uiuad (1) eAudueany| (1) z 1 4 z e'u ‘Isulnodd | Isuinoud yejwing
‘ueyduequiayip
1edep yepn (@¥dd) AXIAN NXIAIN
33)upipnb-03 yeJaeq ypasy uep Isesadoy uep 1sesadoy
eways e33ulyas ueuiweluad 18eq si3aniels 13eq si3a1e1s
ynjuagJal ueeyesnJad JOp|as ue 10335 ue
wn|aq aMdd ueypnjuaquiad | -BuequiaBuad uep | -SueqwaBuad uep
‘Al uep unweu ‘1suinoid sasoud ynun | upasy ueujwefluad | upasy ueuiwefuad
1l ueinmiy eped | T ynun ueyRqIp XN aMdd 1seqijisejip SueA seyisedey ‘ueeAelquiad
. uey|ES3ISIP UBNY ye|ay 1seyl|ise4 b4 1 4 C eu ‘wayl ‘Isulnodd | Isuinoud yejuing eAujey8uiuaiy ueSuequwiaduad | 9T
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)

L-69



dSN/dS)/N dSN/dSH/N
ejoj98uad ejoja8uad
Q@S Isusadwoy | QS 1susladwoy
NN N uep seyisedey uep seyisedey|
00€ 0Lt 001 (2 e'u ‘way Suelp ejojaduad 1epyq eAuiey3uiuaiy ueieyduiuad | 0z
ueisesadoyiad
ueynjnAuad uelsesadoysad
ueisesadoysad uep ueynejad ueyn|nAuad
ueweyewad ‘ueyjipipuad uep ueynead
N ueyey8uiuad wajsis ‘ueyipipuad
009 009 95L 000'T e'u ‘way Suelo epasad yejwnr eAuunsnsia] | walsis Isesielndy | ‘6T
UBBYESNEIIMD)Y UBBYESNEIIMDY
®epp eAudueq
00LT €6 (p o eu Suelo epssad yejwng -WiayJaq eyas
ueey eyesneJimiaq ueeyesneJimay
-esneJimay ue eAepnq ueSueqwasuad
YN -1eyesedsewad uep IseAijow uep
000'€ 0SC'T (p (o eu ‘way Suelp e1asad yejwnr eAuiey3ulusiy ueleyeledsewad | ‘8T
1sesadoy| Injejaw
uesejeq.ad
/1e33una)
yeiaep
Ip uesesewsad
eueJes WMIAINX IAMIAINY
N[ ueJesewad uesesewsad
(WA NN ueSunynp eyesn eueJes eyesn eueles
e € 9 A S/0€ ‘wiay| un yejwnr eAuBuequiyiag ueBueqwaduad | /T
‘yeJoep Ip
Ndd upjd ssauisnq
ueunsnAu
-9d wejep ueduid
-wepuad uep
SIu3d} uenjueq
(€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) (¢) (9) (s) (v) (€) (@ (1)

L-70



UBUISIWRY ewejnsniesuad uep ueyeligay
uegue|ng3ueuad [41014 Suepiq Ip | ueeweinsnieSuad
wesgoid | UNyelJiyye eped ueupSIWaY ue Suepiq
1Ses||ejuasap uelesa|ahuad -8uend3ueuad 1p ueuySIwaY
uejenguad neyapusw ue3uepuniad ueSue|n33ueuad
wejep eAusnsnyy ye|es uep uesniesad | ueyeligay Isenjead ueuD|SIWDY
‘$TOZ unyey ueySuequaYp uep ueyefigay | uep uenejuewsad ue3ueng8ueuad
Jiyyje ledwes 1SeSIuOINUIS ©13S Uelfey ueseS3ue
ueySuequiayip uisew uep 1SeuIpJooy ‘IsesiuoyuIs uep ueyeligay
sniay | BueAjeuoisesado ueleiSay ‘iseuipJooy | ueeweinsnieguad
‘ ueye Ingassal ueyeligay uey uedelAuad yejwnf uexefigay
sjuya1 ueyeligay 1edepia] 8 8 8 8 8 -e139y yejwnr eAuieyuiusiy ISeUIpJo0Y| T
ueseS3ue 1seyole uep uesninday| Jesep 1eSeqas jednye SueA isenjend uep Sulioyuow WAISIS
uedesauad uep ‘0T0Z-600¢ !ejnw weaSoad ueseses uedejauad ynjun aseqeiep payiun ueeung3uad ‘uapisaid DM ISEUIPI00) yemeq Ip (dNM) ueunjsiwa)y ueSuejngSueuad |euoisen a)wo) ISesije}ndy
‘NVYNDISIWIY NVONVINOONVNId WIL v
4Ny sasyeduaw
ynun
18uidwepip
. AN Sueh
0¢S°'Lt 00C'T (p (0 ‘Wa)l AMIAIN | INMIANY Yejwnr
‘eyesn elunp
undnew yeuaep
yeuuawad
RINIEN
Isuejsul yleq
yeyid 1eSequaq
1sedisied
uexiey3ulusw
ueSuap "1edesedsew
1eeseAsew uep yejuawad
18eq yn) elejue
1Ses||el1sos sejljeny Nl leusasusw yny weaSoad
uep ueneydue( ueweyewad 1Ses||eIsos
‘uednyed ueSuefuasay WINY 1edepusaw SueA ¥ ueanjeAuad
' uejey8uluad jedepJal yisepy €€ ST €€ €€ eu ‘wayl Isuinodd | Isuiroud yejuing eAujeyduiuaiy Ny uesenpad | ‘Tz
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)

L-71



‘uejeweday
Jaeiput

nged uedejsuad
uep 1exesedsey
ueeAepJaquiad
Suepig yesseq
ueeAeiquiad
1sexo|e eways (1)
:3uejus
ueyeligay eways
ueySuequiayip
nad

uejel3ay
Jweugoud uey
-IseuipJooySusw
wejep eAusnsnyy
‘ueydeseyip
11adas wnjaq
AdXL SeyADE
uep sejisedey
unweu ‘ejox/qey
ynunas 1p Jidwey
P UELIENVEEES
yelseq NdiL

uey
-e13ay

uejenduad
uexefigay
ISepuswoya.
uejnsn yejwnr

NdAL
ueeSequia|ay
ueyeligay
Ises|uoJyuIs
uep ISeulpJooy
uejel3ay
uedejAuad
yejwng

ADIL
ueedequiajay
uezenduad Suepiq
p ueupsiway
ueSue|ng3ueuad
ueefigay Isenjend
uep uenejuewsad
eLas uelley
‘ISesiuoIyuIS
‘ISeUIPI00Y
Yejwnf
eAuiey3uiuay

ueup|sILaY
ue3uend3ueuad
uee3equia|ay
uejenguad
uesefigay
ISeuIpJooy
1e14R133S

00007

00°00T

00°00T

00007

00007

UasJad

ehu
-ueSuepuniad
ueuniesad uep
UBUDSIWSY Ue
-8uen38ueuad
uese33ue

uep ueyeligay
ISeuIpI00y
(sf2pur) 3ey3ul]

uey
-ei18ay

uesed3ue ue
ewejnsnieduad
8uepiq Ip
UBUIYSIWAY UE
-8uen38ueuad
ueyefigay
Ises|uoJyuIs
uep IseulpJooy
uejeiday
uedelAuad
yejwng

ueyeligay ue

uesed3ue

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-72



eyesedsew weisoud ueyefigay
J1ngiaq euep ueeuesyejad
ueeSequiajay ueinfueiaqa 1SesiuouIS
uexeligay vedethuad uep ISeuIpJooy
uedejauad ANV jynun _:mmcmu__u :mum_wwv_
‘ “Jeyesedsews | sniey yisew Sued uedejAuad
ueeAepiaquiad ueyejesewsad 0T 0T ) ()8 (1) yejwnr
weJ3oud uejeen ipefusw ueejoysad
ueeuesyejad uesemey
1Ul [BH "IUl BWE|S
wejep eAuuesad uep 1exeledsew uesemey|
uep 1eyesedsew ueyye.ndIp uejenduad uep 1eyeledsew
ueekepiaquiad |  Yeld1 SueA jeisos wejep | ueienguad Suepiq
eSequi)| |epow [sejsaAul 1eyeleAsew p ueuSIWaY
1Sua1sISya eAujeses oyisau ueeAepiaquad ueSue|ng3ueuad
18eq wnyny Jesep JiepuIySuSW uexeligay | ueyeligay Isenjeas
ueyshwnaw (1) euns ueynpiadip ueeuesyeiad | uep uenejuewad
2nun uejeiday 1SesiuouIS e1Jas uelfey
dn 1 yjeeAsew ep ISeuIpJoo ‘Ises|uouyuIs ueseme:
Yedusw Uep IseulpJooy Isesuoul 2
SueA jexeleAsew ueeAep.aquad ueyeigoy ‘seuipiooy |  uep jexeleAsew
. ueeSequajay eSequia) uedelhuad yejwnf uejenguad
uejenguad uejenguad 6 6 6 6 6 yejwng eAuiey3uiuay BUIPJOOY €
qemel SungSuey
awsiueyaw
uedesauad (p)
uep
8unaspnq Jood |eulio}
o4d swsiueyaw uexefiga
uep wajsis tpefusw
uedesauad (g) SueA ueyeligay
yesaep epuawoyal
‘ yejuawad uep , , , uemnsn
Jesnd yejuuawad 00T 00T 00°00T 00°00T 00°00T uasiad | (syapur) 1eysull
se3ny uep uesad
ueyseSausw UeUISIWDY Nd)IL
SueA uewopad () ue3ue|n33ueuad ueedequia|ay

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-73



ueesjway

sejequa) yisew ueeuesyejad
UpfSIL Yessep ISes|uoI IS
1eyeseAsew ueyBuequsduaw Uep IseulpJooy|
ueeAepiaquiad ueelgay ueeJjiway
. sIseq.aq yesaep nuequaw uey uedelhuad | uep ueeSeqwa|ay
ueun8uequiad nun (19d 9 9 9 9 9 -e139y yejwnr Suepiq
weJgoud uep uep Y¥Js) |eIsos UBUIYSIWDY UE 1p UeUD(SIWSY
ueyeligay uedusp gemef ung3uey -8uen83ueuad ueSuen38ueuad
IseJSajulia} euep ueinjeAuad ueeSequiajay | uexefigay Isenjerd
Sueds,oain wesSosd uejenuad | uep uenejuewad
198.e3 uejedesuad 1SeSIuOIUIS e1BS Uelfey
ueSuap nyeA .
uejedaouad Uep IseulpJooy| ISesiuoIyuIS ueRJHWa)|
weyep ueesyway | NINNG UBP eyesn ueyeigoy ‘Iseulpiooy | uep ueeSequia|ay
eweselJay elunp ueguap uey uedelAuad yejwnf ueyeligay
‘ ueSueqwaduad ueeJ)iway ejod 8 8 8 8 A -e139y yejwnr eAuiey3ulusiy ISeuIp.Jo0y| B
ueesapJad
uep ueejoysad
uesemey|
uep jexesedsew
uejenguad
wejep
1eyesedsew
ueeAepiaquiad
uexefigay
ISesIuoINuUIS
. Uep ISeuIpJoo)y|
00T 00T 00001 00°00T 00°00T uasiad | (syapur) 1exdull
ueesapJad
uesemey
uep 1exeledsew
eAuuee|oja8uad uejenguad
awisiueyaw wejep
uep Jnpasoud lexesedsew 1edesedsew
JNSewal ueeAepiaquiad ueeAepiaquiad

(¥1)

(€1)

(¢1)

(t1)

(01)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-74



onjiw ueluenay
ueedequia|ay
uejenguad

uep ueeAeiquiad
ueSueqwasuad
Injeaw (ededip
1edep ueye
o.jlw ueuenay
ueSueqwaduad

001

001

00001

00007

00007

uasiad

ueeuesyejad
uexefigay
ISeulpJooy
(syaput) 1ey8ulL

uey
-e139y

eung
1eda 18ojouxa]
uejeejuewad
uep
ueSueqwaduad
1SeSIuoIYUIS

uep 1SeuIpJooy
uejei3ay
uedejAuad
yejwng

uey
-ei8ay

1edeseAsew
undnew eSequ
9|/ueliauaway
ueduap

AT uedeisiad
ISeSIUOINUIS
uep 1SeulpJooy
uelei3ay
uedelAuad
yejunf

ueSue|ng8ueuad
ueyeligay Isenjeas
uep uenejuewsad
eLas uelley
‘IsesiuoayuIS
‘ISeUIpJ00Y
yejwnf
eAujeyduiuaiy

(911) eung
1eda] 13ojouya
uejeejuewad uep
onjlw ueduenay
uexefigay
ISeUIPJ00Y|

00T

001

00001

00007

00007

UasI3d

ueeJ) Wy uep
ueeSequia|ay
uejensuad
ueeuesyejad
1Ses|uoIyuIS
lIsey

uep ISeulpJooy
(sy3pur) 1e38u1L

ueupjisway ue
-8uend3ueuad

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(01)

(v)

L-75



TTOZ Unyel 19-¥)Y uep dyy eped [euoiseu sejiold wejep ynsew.al jepil neje ueje|3ay 198.e1 epedepll  (p
0T0Z Unyey Ty-¥)Y uep gy eped [euoiseu sepsolid wejep ynsewsa) yepll neje uejeiSay 1981e epedepl] (9
(epaqguaq SueA Joieyipul ueduap) ¥T0Z-0T0OZ NINTdY UBBUESY B[94 Unye] T IsenjeA] nyng ueduap 1ensas (g
‘Suepiq 0 :1ed1y119S ueNgJauUad uedeye] -
uep ‘uepiq 768 €T :YeUE) ISNQLIISPaY NS UeNQJaudd uedeye] -
‘Buepiq OTE £L :wJojaJpue ¥2AqO yeue| ueseSauad )S uemqgJauad uedeye] -
‘Buepiq G98°GyT :ueyninAuad uedeye] -
‘Buepiq 009°617T :15ex0] uedelauad uedeye] -
:yejepe ueyeuesye|ip yea) SueA uedeyel z10g unf uejng ueSuap redwes
‘uedeyey edesagaq ndijpw Ingasial uelel3ay eAuueeuesyejad wejeq ‘Suepiq 009'67T JeAueqas uexiasielp yeue] Isnquisipay ueleiday ‘g0z unyereped (e
ueJeses ejep ueyeqniad eAuepe euaey yeqniag NINTdY 195181 BIBQ (s xxx
(epaguaq SueA Joieyipul ueSuap) ¥T0Z-0TOT NIATY UBBUES) D4 UNYe] T ISen|eAd nyng ueSuap 1BNSS (4«
NG TH-YY Mep IGUeIp (4
"0TOT J01e3{IpUl LiEp YeqnJag TTOZ Unyel Joleyipul (4
#10¢ 198481 ledeausw ynjun ueynyejip sniey SueA eAedn-eAedn (€ ‘zT0zZ-0T0Z apoliad wejep ueeuesyejad ueyejesewsad (g ‘z10g lunf p's (T :ueSuesaay

eung
1eda] 13ojouya]
ue3ueqwaduad

uep A1

(¥1)

(€1)

(¢1) (t1) (01) (6) (8) (1) (9) () (v) (€) (0)

(1)

L-76



Suepun
-8uepun
ue3uap ensas
SueA yesaep
1p (MYLY)
Yeheim
uep Sueny
e)E] PUBDOUSY
uelensaAuad
uep
uelesajaAuad
ue3uap edn(
1enysadip SueA
‘6002 unyeL
Ty JOWON NN
ueeuesyejad
ueydesauaw
ue3uap ule|
ueeung3uad ay
ueSued ueyeq
uejuepad
ueye| 1s8uny
ueyijeSuad
uey|i[epuasus|y =

1se8i1 ueSuyief
ewejnJal
Sunynpuad
JnpjnJisesjul
eAujeyew epas
‘nieq ueye|
Ip uejuepad
|eaJe uesenjiad
eAuns
Yewas
uep ‘ure|
ueeung8uad
9 uedued
uejueynad
UBYE| ISI9AUOY

PYed T

7107 uyd
TONdd't
4zd1d ue
-eAeiquiad
8
1oz uyy
0€'ON dd’'€
g4¢d1d
IsewJoju|
wiassis 81
1oz uyy
GC'ONdd'T
gzdd
Juasu| 8
¢T0C uyy
CT'ONdd'T

4¢d1d NN
Sunynpuad
dd

¥ (ueyyesip
yepns

1Ul 1ees)
1ed T

(jeuoiseN
ueyeuelad
uepeg
|euJau|
Ipue
-seyequwad
deyey wejep
Suepas
ueuniesad
ueSueouels
Yoip

Ul Jees)
19Yed T

19%ed T eu

Ndg

19)ed

ueinfuejayiag
ueSued
UBJUBLID UBYET
ue3unpuijiad
Suepun-3uepun
ueeuesyejad
Sunynpusw
ey3uel wejep
ueyeueynad
8uepiq

1p uexeliqay
uep ueSuepun
-3uepuniad
uesniesad
ue3uesuel
193ed yejwng

1eyeseAsew
ueSungny

uep ueueyepad
Suepiq ueSuepun
-8uepuniad
ueinjelad
ue3ueqwaduad
eAueuesyelia]

1eeseAsew
uedungny

uep ueyeuepad
Suepiq ueSuepun
-Suepuniad
uesnjesad
ueSueqwaduad

ueluepsad ueye| seje wnyny uenseday uiweluaw ynun isengas ueejeuad ‘e

Jejue|sal ueye| ueeung3uad isesijewndo epas ueqiauad ‘Jepjay einf z sen|as nieq ueiuelnsad |ea.se ueSueqwaduad ‘ueluelsad ueye| sele wnyny uenseday ulwelusw yniun ise|ndal ueeleusd
‘NVINV.LY3d ONVNY VLVL NVA NYSYMV) NVONVEINIONId ‘NVHY1

(¥1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@) (1)
7102 1102 0102 6002 NYNLYS |  YOLVMIGNI NYYYSYS 1LNI ISNY1S8nS
sneis | ININVIIVANIL | NYHYIYSYINY3d {21114 ik "ON
1394vL NVIVdY) ¥102-0T0Z NIfdY

¢102-0TOC unyey

ueSueq ueueyejd):§ |euolseN seyold ueunSuequidd uejedesuad

S NVHIdAVT

L-77



ueyeungip

ueSujuaday

1edep yipuoy eAuepy
SueA ueye| ‘eAuuie| SueA
UeeIpPasIADY ueguiuaday
Suepiq wejep ynun
ueuenyay uep ueyeunsgip
Ndg uesuap esiq yisew
ISeuIpJooy = 1dey uejuenad
‘emef nejnd ue3uiuaday
Jen| yeAejim ynun
Ip BWeEINJD} efes yepn SueA
eysems undnew 13549} Yeuey
NINNG Yyaj0 ueyniunsad
210353 poof IfexSuaw yisew
ueSueqwaduad (Ndg) |euoisen
ueyIsesi|easaw ueyeuelad
ynun uepeg ueyeusalad
SuoJopusw uejuepad [ease uesemey
e19s ‘uedued senjadwaw uep ueungaysad uejueyad
uejuenad ynun ‘eanymyjiloy 1synpoud
eAusnsny| ueyleejuewIp yemes ‘(Buriay ueley3uiuad
uejueyad ueye) esiq SueA B33 ynun 9£0°8S ueye| uep Sunynpuaw
ynIun Jejueiay yeAe|im ynunjas yejepe 1Ses||ea.a} yemes) ueued wejep
ueye|-ueye| Ip ueye| uesen| 000°00T 0€£°00T ueweuey uejuenad ueye)
uejeejuewad Suejual eyep ueduap | yemesyela) |ease uesenpiad | nueq |eaJe uesen| uejuepad
. ueyisesi|eals|\ = eAuepe wnag = 09€'TI8Y 19848 TETTS 968'8 e'u uejuawa) eH (eH) uesen eAuiey3uiusy |eaJy uesenjiad
Jepjay eanl g senjas nieq uejuensad jease ueSuequiaBuad 'q
g9¢dd
1s8uny
yiv g
uedejauad
BUENEN Fanl
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-78



1SeuIpJooy|
nieq

yemes ueye|
ejoj@3uaw
yn3un deis SueA
uesSiwsuesy
/eliay edeus
uedejAuad
Suepiq wejep
IseJSiwsues]
uep

ef1ay eSeua|
uelIUBWIY
ueSuap
1SeUIpJo0Y|
(uewnnwad
uejel

uep aseulep
|euey ‘Jspunyas
ueunjes ‘Jawnd
ueJnjes ‘uedu

nieq uejuenad

npuag/ynpem) |eaJe exnquiaw
Jesep ynun
Jnpjnuasesyul ueynpadip
uedejAuad SueA iseisanul
Suepiq eAeiq eAulesag »
wejep wnwn uejueyad
ueel1axad ueye| ynun
uelIdUBWIY ueyeungip ueye
ueSuap SueA ueiny
ISeUIPJO0Y| = ueye| ex.al
yemes ueuenyay
uesenjiad uelUAWaY
3ynun ueduap
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-79



0071 1984e | Suequiadtad
ueSuap | Isejnudeyay
0ddn Jaquins
‘sodwioy
44X yewnu)
Isesjeald) | S/ET {(T10C
00€°09 JaquianonN uejueyad
1934e) Jad ueyeq 1synpoud
ueduap |YS | ueejojaduad uejey8uiuad
uep Sunynpuaw
ueseniad (sodwoy yewnu jnun ueye|
1eJjoppuIg ueSueqwaduad) ueljepuaguad
‘ueyeyesnip YT 9€T uejeigay Isewe|yaJip 23S ISYNP
ueye 1Ses||ea.a) 1sesijeay ‘Iseyl|iqeyaJip -0.d uejer/iuey
SueA uejuenad 007'60C ELTAN uep eyesn uejer
se}powoy 19813 Jaquins sodwoy 1SeAISUOYIP euesesesd uep
)niun ueye| ueSuap ‘Ueyel | yewnu GeZ ‘Isewydolp ‘uejuenad ueye| UelUBLI3d UBYe]
UeleNSISHEPIIY ueye] 1sewydo) (1sewndo) SueA ueye) selAn-ynpoud uee|ojaduad
’ eAuepy = ey 8v9'vL isewndo ey yv0'LT YEV'6 e'u uejuaway eH (eH) uesen eAuieyuiusy ueSueqwaduad
Jejuepsa) ueyej ueeung8uad isewrido e1IAS ‘UBqIIIBUR D
'sen| e|eys
yemes ye1ad
e1as eAuule
uejuepad
eueJes
uep ‘uejuepad
uisaw
uep 1eje Hndnd
‘yiuaq tejdns
-uad8uepiq
wejep NIANg
uelIAIUBWIY
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-80



Japua)
uejeqWEI13)
1JepuiySuaw
3nun
ueepeduad
eijued
seyisedey

ueley3uluad =

1981e) |ensas
Jepi} Isesi|eas
e33ulyas
Suenip snuey
uep yejesew.aq
yelaep
edeJagaq
Ip Japuay
ueeuesye|ad =

wy 009°¢

wy v/t
1Ses||eaJa}
w

S 198483
ueSuap
UelUBLIdd
uejer

110C
JaqwianoN
Jad ueyeq
uee|ojaduad
uep
uesen|iad
1esoppIIg
1ses|eay
uesode
Jaquins
‘(1npoud
ueler) wy
S8L:(1Nr)
wy 899

(1s)npoud
uelel) 69y
(Lnr) €8y

eu

uejuswa)

wy

‘Isynpoud
uejel uep (1nr)
lue| eyesn
uejer ynun

Wy 00S°CT
Sueluedas uejef
eAuelpasia]

ueye|
ue||-epuaguad
B13S ISYNP

-01d uejer/iueg
eyesn uejer
eueJesesd uep
‘uejuensad ueye|
seyapnpo.d
eAuiexy3uiusy

uejuepad
ueye| ueejoja8uad
ueSueqwaduad

eAuuesesewad uendwewsay elss Isynpoad seyjeny uep seyueny ueiey3uiusd Iwap ueluenad IsynpoJd esjuss yesaep-yesaep luehejaw SueA ueiny3ue uep Iserodsues) eueles ueeleyljdwad uep ueunduequad ‘e

eAuuesesewad uendwewsy L3S 1Synpoad sejjeny uep selipueny ueleyduiuad (wap
uejuepad 1synpoJd esjuas yesaep-yesaep lueAejaw SueA [euoiseu ISewIojul Walss Uep 1seyiunwoy| 130j0ua) el “1s!| ueduriel ‘uesieduad ‘ueiny3ue uep Iseyiodsuel) eueles ueeseyljawad uep ueunsuequiad

ANINYLSVYANI

uun s8
ISes||eaJa}
Hun

(tT07
Jaquianon
Jad
|euolsen ue
unduequiad
sejlold
ueeuesye|ad
ueledanlad
ey3uey
wejep 0ddy
ueje|gay ue

(¥1)

(€1)

(e1)

(11)

(o1)

(6)

(8)

(L)

(9)

(s)

(v)

(€)

(@)

snjeys

1NNV )VANIL

NVHVIVSYINY3d

¥10¢
1394vL

(4114

1102

0102

6002

NVIVdV)

ik

NVNLVS

HOLVIANI

NVYVSYS

ILNI ISNVLSENS

¥102-0T0C NINIrdY

‘oN

L-81



1synpoJd seyjeny uep seyjueny ueieySuiuad jwap ueiuenad isynpo.d esuas yesaep-yesaep iueAejpw Suel uesieSuad ueeseyijswad uep ueunSuequiad 'q

ueinfuejayaq
uep

JIsUa)ul BJRIDS
|e40}3s Sey
Isuelsu| uep
yesaep ‘qesnd
eJeue ISesSaul

sejeqJa)l
1S)NJISU0Y
ueeuesyejad
npem e33ulyss
ue3uejajad
sasoud
uejequie|ia1a)
“(lIp ‘yisiag

1 sy
‘uejer) yesaep
euejesesd
ue3unynp
eAugueiny
‘ueye| snieis
eAuse|s wn|ag

"Jepueys
1ensas SueA
uelepueqyeAsay

uep ISeulpooy (dd) ueueyuad uep ueJesewad
uey1eySulusN = ueyngejad ‘ueye|o8uad
INQS seusedey 11adas yeaep ‘Isynpoud
uejenguad 1eeq.aq 1p |eisuajod SueA Suefunuad
Injepw un3ueqip yejay uesejeqJad seyl|isey
un3ueqip SueA euelesesd yessep uep | ueSuap ueueyuad
eueJesesd uep eueJes Jen| Jex3ul| 1p ueynqejad Ip
uep eueJes depeysal ueunSuequwad ewd ueueAejad ueueyad
ueejoja8uad uee|oja8uad sny o} ueguap Jepuels ueyngejad
uep uep ueueyLad ueledesuad uep ueejojaduad uep
uee3equia|ay uee3equia|ay (ueeunysad) ueyngejad ueun3ueqwad ueun3ueqwad
uelenguad = eAuyews = 886 918 918 918 918 N nn yejwnr eAuiexyuiusy ueSueqwaduad
(1) (1) t49] (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVHVSYS ILNI ISNVLSENS
snes | ININVINVANIL | NVHVYIVSYINY3d ¥102 ik ‘ON
1394vV1 NVIVdY) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-82



IEIEVIGE]]
SueA 1seuipiooy uejeiday
uexnpiadiq ueeuesyead
depeysal
nieq ynJeduadiaq
Jie ueSundwey e33ulyas
-ueSundwey | ‘Jequesal Sued
ueunSuequwad Vvdla eAuunin] =
uejedadsad ueyjeejuewip
‘deis yepns jedep
eAudese33uad | SueA e swnjoa
1ueyad uep ueuninuad
ulwefiay eAulie eAuipelian 170C unyey
UBRIP3SIa1)Y ueyqegaiuaw |euolsen ue
SueA jease uejueyad unduequiad
eped ewejn.a) ‘snpul sejliold
emer nejnd ‘e33uey ueeuesye|ad
Jen| 1p seyuold yewnu yequi| uejedadlad
ueduap nieq uesewaouad Sueua) (ey) 1s8unyiaq
Ise8Ll yesaep leqiye TT0Z unyeL Sued Wv1)
ueun3uequiad Jle seyjjeny ¥T JowoN oMl IV B3R
‘Ise8u| eAuuninuaw saudu| ueSueqwaguad
Mva Isesijewndo uep eysuey uep (s3air)
undnew ‘(paysiazom) wejeq wej esap Iseul
1esnd YeuLawad Jie uedey3uey ‘sapif nur ueduuer/(LnLir)
ueseS3ue Injejpw yeJaep ISIpuoy| uejel3a)y e}
yleq |euolseu eAuyesnu Isesi|eay eyesn jex8un
seJaq Isynpoud 1eqnje Jie 1se|nydeyay 1se8u1 ueSupel
eJuas Ipefusw Jaquins 31qap Jaquins ueyjieqJad
SueA uejueyiad eAuunINUBIN » ‘(INVL) | (AVL) 0€0'9 InfeRwW
yeJaep eped esnJ T0L'8Y ‘(S (sopif) 1segu Jie Sunynpuaw
1segii| ueSurel SueA 1seSu 3aInsye-es LTy uejeejuewsad wejep 1sesu
JnpjnJisesjul ‘(Lndir) () 1sewndo JIB UBRIPISIADY uelueysad ynun
uejedadsad eAuyeAueg = 080'6LY 0€5°€7S €92°71T 1TS°LS eu uejuaWa)Y eH eAuelpasia] eAuiey3uiusiy Jie ueejoja8uad
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) td (T
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥10¢ ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-83



yesaeq
ueje18ay ueuap
Sunjuesiay Sueh
ueje3ay yeAueq
1eSuiSusw
1edadsadip

y1ga) Jede
yelaeq Jayies
vdIQ eAungia)
‘1edwalas
1exesedsew
Jpje isedisied
ueyieqiaw

uep ueuenyayl
UeLIRIUBWY
ue3uap
ewesefay
uljelusw

ueSuap 1euns
n|ny depeyJa)
1se3989n
1Sex|1qeya.
ueynyeRI

‘ure|

BWES N}eS }IeyJa)
Suijes SueA
uejei3ay yeAueq
euaJey ‘epaddeg
uep ueJie8uad nd
Seulq ‘ueluelad
seulq edejue

(¥1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@) (1)
710z 1102 010z 6002 NYNLYS |  YOLVMIGNI NYYYSYS 1LNI ISNY1S8NS
smeis | ININYINVANIL | NYHYIVSYINY3d 10T i "ON
1394vL NYIVdVD ¥102-0T0Z NIdY

L-84



TT07 dYY ‘S-Nd ‘I ming |

"1seSu| Yva Sunuapuad SueA eJeyljadip uep
1sesijewdo JnpjnJisesjul ueyisesadolp
undnew jesnd ISIpUOY 1eqnje SueA
yeunawad (uop eanrot nd 1seSu1 uedupel | Jepdy nqu 68'vy
. uesegdue setag sn|ding) 000°STEC S08'9SL 68S'EVTC 000°9TEC | 87S'T60°C usway ey ueuehe| sen sen|as Isesl
Injejpw ueSued ynun yeuey
yleq [euoiseu uejueyad 1seyl[igeyaJip Jie uejeejuewad
seJaq Isynpo.d 1synpoud SueA | uep emes yessep
eJ3uas Ipefusw ueyeyduiuad nd 1se8u1 ueSunel enf 1¢1 ‘1seSul | eAuuieq uesieSuad
ueA uejueysad dunynpuaw 000°0¥€'T 966°L6 LET'V8T ¥v0"€6T ,606'€79 uswiay ey ueuehe| sen yetaep Jepppy ueduLier
yesaep eped Jewndo el g5z eped uep emey
1sedu) ue3uyef wn|aq 3unsisye 1e)8uluaw Sueh ueueAe| uednyed ‘ise81d| uedulier
1seyl[iqeyas 1se3u1 ueueAe) nd 1se3u1 ueSupef uep sejjeny uee|oja3uad uep
. uejedadsad = elauny ‘T =« | 08€67T LTLYT 6¥2'99 000'STT sﬂm\mw uswia)y ey ueueAe| senq eAuiexyulusy ueSueqwaduad
ddm
uejnfuejayaq denas Ip Jepuels
uep lynuawaw
JISUdlUI BJRIDS SueA uexeme3uad
|eJopyas seju uep (INS 1ensas)
Isuelsul uep uey dey3ueuad
yesaep ‘jesnd 1e|e ‘(uedwis ueueyad [edey
eJejue Isesdaul yie| uep deySuey uexemeduad
uep IseulpJooy e ‘anep yie| uep uey!
uey1eySulusN = (uapisaud ueeJpyiad (ledey) 19 0€ < SueA) eisauopu| dey3ueuad jeje
1equie4a} SueA JpjpUIp (Mva uep (va ueueyuad jedey ueueyad ‘ueueyjisad jedey
1Se.30410 uey Suea) sas0.d = ‘yeinwiny) | eAuule; szT) | 1ep eAuure| ueepeduad |edey uednynaay ueSueqwaduad
‘ eueyJapaAusiN = ‘ueulflJod = 000T 74 T11) 12T 9 nun yejwnr eAupninmia ) uep ueeuiquiad
(dVIONVL NVNWIIY3d NYV101I9N3d Nvd NYONVEINIONId {NVEO0dd
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-85




ueyiey
8unip/ungueqip
SueA yequey
nd Jie eey uedupef
. 000'T LTLT 90£°0T 1201 - usway ey ueueAe| sem
eJeyljadip uep
ueyjisesadolp
|Ip ‘Lasnpul nd SueA yeuey e
‘Uewpinwiad [4 4 6vT 16€ 88T (<B4 000°E uswiay Hun Jnwins yejwng
1adas
Jwouoyd 1seyl|igeyaJip
2JBI3S UBY nd SueA yeuey Jie
-3unjungusw S8 34 98¢ L6 (cBY €€0°E uswiay Hun Jnwins yejwng
yig| Suehd
ure| uenjJaday ueyiey3unip
ynun Jun3ueqip
emer nejnd nd SueA yeuey e
‘ Ip eweynJR} 0L 8L T€T ¥8 (Y S5 uaway jun Jnwins yejwng
#npoud
1seS11149q ueye| eJeyljadip uep
1s3uny yie
‘dels yepns ueueya) eAu
eAudese88uad -1eYSUIUBIN T = nd emeJ uedupief
. lueyad uep ‘yesseq 000°00C'T LV6'66Y S00°0%0°T 966°L0T'T 6T€'9LE usway ey ueueAe| sem
ulwefiay eAusre yejulawad
UBRIP3SIARY ueSueuamay| 1seyl|igeyaJip
SueA jease ipelusw SueA SueA
eped eweiniay 1seSu yesaep (%2S) nd emel uegupef
emer nejnd eped ewejniay 000°0S¥ L6L°SE 018°0CT €LE'6L 087 EVT uswia) ey ueueAe| sem
Jenj 1p seyond uexesnJay
ueguap nieq lwejedusw 1e38uluaw Sueh
1se8ul yesaep yeAueq nd emels uedupef
. ueunguequad = | uep enjyepns 000°0T 90971 015°0L 0808 wPL6T0T uswiay ey ueuehe| senq
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥10¢ ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-86



SueA nys /
nd Sunquia/sinpem
. ‘Jeyesedsew 4338 ¥01T 86¢ 99 11 uswia) yenq Yejwng
ueyejouad
uep ueSuepuniad 1sell|lgeyalip
ueanjesad esedas nd 1es3[as
1ynuadip yins 86¢ 14 144 1z 17 usway yeng | nys/unqui '
SueA ueyej 18nJ
1nued ueejujwiad 1selljiqeyas
‘ueny uesemey nd ueeuesye|ad
ueeung3uad eu eu eu eu eu usway| yeng | wejep ynpem g
RILTEN ujz| ejepuayJa)
Japjoyayeis 149das ueye| Nd 1se)|iqeyallp
. ueduap uesegaqwad 6C 4 8T 45 4 usway yenq | Iesa|as ynpem T
ISeulpooy | sasoud Jequieysay
eAedn ue3uap Suuas nieq 1qeyaJip SueA ynpem yejwnyg
18urip SueA Jie uegundwey
1eeleAseway -ueSundwey nd ueeuesyejad
. -|eisos yadse ueun3uequwad 1 6 8 A 1 VEINEN] yenq | wejep ynpem ‘¢
undnew sjuya) ueeuesye|ad 'z
yodse wejep “BISUOpU| un3ueqp
yieq uedeissad 1p Ised nd ITIEN
. uejei8ay seyjeny | yesaep [e10) Liep 8ST 65 50T 43 a usway yeng | nys /Bunquwa 'z eAuuieq
ueleyduiuad 'z %TT Isajdnsusw €W Jeliw 0T Jly Sundweuad
‘nieq | ndwew nieq uep nd un3ueqip | seysedey ueSuap ueun3ueg
' Jie ueSundwey sejeq.a) jedues 1T e'u e'u e'u € uaway yenq | 1esajas ynpem ‘T Jle uelIeSa[aY 2119 NS
-uedundwey yisew Sunsisya eAueSelsa} | ‘SBunquig “)npem
ueun3uequad ynpem Sundwey :unSueqip SueA | uep ueeipasialey 1SBAJISUOY
uejedadsad ‘T seyisedey T ynpem yejung eAujeyduiuay uep uee|o|aduad
1sey|iqeyaulp
SueA yequey
nd Jie eje} uedupef
. 000'SLT veEr'e L6TL 008'C - usway ey ueueAe| sem
(1) (1) t49] (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVHVSYS ILNI ISNVLSENS
snes | ININVINVANIL | NVHVYIVSYINY3d ¥10¢ ik ‘ON
1394vV1 NVIVdY) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-87



1p 1seyjdy yndnd isynpoud eqosyIW liep 1ep yiuesio
. e'u e'u e'u % 00T e'u IdIT | sealea ueYO0U02Idd yiuesdio yndng yndnd Sueqin
‘TT0C unyey
|n83un
yluaq
sejaLeA
uesedajad
uedeysiad
ynun
yelaep
0T Ip Ise)0]
NN 1p
yea1 Sueleq
y24988uad
ueyey iped Ja|nyajow | Jajnyajo 18ojo1g
Se1alien T |n83un yiusq 130j01q sisequaq sisequag [n38un
. JeA :S_mm $9¢€ % 00T |dI1 | sedueA | selaueA yejwng |n88un yluag yluag Sueqi €
188u13 SueA jeuoiseu uejuenad |1sey seyainposd uep seyjeny ninuaw eAuule| ueiyauad jisey uep [n38un yiuag ueyeidpuaw ndwew SueA uejuenad Suepiq ueSuequia8uad uep uejauad eAedn ueleyuluagd
‘NVONVEINIONId NVa NVILITINId
ueyningay
jeanye 1BNS3S BUBJES
SueA 1suazod uep eueJesesd uey
e1EP [BJIASIP waw ueeAepipnquiad
1synpoud 198181 SueA eAepipnq eueJes uep
1ensas eAepipng ueueyuad | euesesesd wais|
. eH 9TH'G9ET eH ¥6€'T M ey ueye| sen ueseme)| ueSueqwaduad
eJeyljadip uep
ueyjisesadolp
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-88



yiuag 8unssue) ueeipaduad uejey3uiuad
uenjueq walsIs uelequIBLI1DY ynjun uenfue
1Jep yndnd eAuipelial -|9349q uep 1eday
uep yiuaq Surias eped SueA ejjeasss
ueeipaAuad ye1sp4a1yndnd ueweue) eAep
uesed8ueduad uep [n33un -Ipnq uedesauad el|eaJas
wa1sls yluag/uqiq (ey uesenpiad | ueweuey 1synpoid
Yeqnisin = ueelpahuad Su9Y <L0ST BLLT ¥6€'C uejuaway | eynqu | nqu)iped 11415 eAuiexguluaiy ueejofa8uad 14
yejuawad uep eyesn nyejad yajo waisis ynpo.d siseqaq ueesspaad Lasnpul uep ‘uejuelsad ‘uedued 1selsaaul yniun ueduoloq e
‘ney3ueliay uep ‘yejwn(1eday ‘npjem jeds) eedas 1ensas SueA usued eased eueses uep 18o0joue) “ndnd ‘Iiniay SueA n83un selalien yiuag ueeIpasIalRY
utwefuaw 3ueA 1pisqns waisis eyas ‘ney3uelial Suehd ueeAeiquiad ueelpaiuad ‘yejulswad uep eyesn nyejad Yo |exo| ynpoud siseqsaq ueesapaad Lasnpul uep ‘ueluelsad ‘uedued 1selsaul ynjun ueduoioq
'laISaNS NVa ‘NYVAVISNId ‘ISVISIANI
188un
3ueA |euoiseu
(weny uejuepad
g siuafuep | isey seyapnpoud
188uny 1synpoud uep seyjeny
‘yefuad nfnusw eAuure|
: ‘1esaq 1liq siual) I
. JeAT e'u (ewas) Jen T T e'u NVLvg | SeisueA | lejapay selauep | uep n33un yiuaq
ueyeidpusaw
(epuqly ndwew SueA
Iped uep | uejueyad Suepiq
188u1} ueselep ueSueqwaguad
1ped ‘0803 1ped uep | Iseipey uep dojos|
: ‘yemes 1ped) uenyjauad eAedn | 18o0jouyay 1sexdy
. JeA € eu 0803 1ped ¢ 1 e'u NVLlvg | seisuea ueleyduluag ueSueqwaduad
iwngexns
‘8nunain ueesapad e|sauopu|
esap 1p yluedio eissuopu| iedey 11eAey eqonjiw
(1) (1) t49] (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVHVSYS ILNI ISNVLSENS
snes | ININVINVANIL | NVHVYIVSYINY3d ¥10¢ ik ‘ON
1394vV1 NVIVdY) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-89



uep 3qiq/yuaq

¢-T dnpunw

ueeipaiuad Wweue) euaJey
ueydeseyp uesJiedlp esiq
SueA ‘pisqns wnaq eljeasas
wa1s!s Ipefusw Se}powoy|
yiuag Sunssue) 11d-1S sosueg =
uenjueq wa)sls sej|enyJaq
lep yndnd e[apay yiuaq
uep yiuaq ueyiedepuaw
ueeipaAuad ueylnsay
ueJe33ueduad weue)
wa1sls uelequIBI1DY
yeqnisi\l = eAuepy »
*doud ueyaduig ‘luezad
ueSuap ueuiSuiay
100 ue3uap lensas
ueyleqad = | epi ueyinjesip
198.e3 |ensas SueA yiuag =
egsuly 104 1equielal 10d) =
idey3usjeN = weuey
ueJeses jeda) wisnw npem (ey nqu) epuqiy
. e13s ‘ueSuede) ueduap %0202 0S¢ 200¢ 10T 0ST UBUBW)Y Sunger 114715
Ip ueyningay yepiy e33ulyas
ueSuap ensas ‘(49puay sasoud
SueA yejwnf( eAuewe| uep
ueSuap uep uejequie|ialay)
npjem jedsy Ngdv
£JBI3S BIP3SIDY swsiueyaw
1edep yndnd eped
uep qlq/yluaq Sunjuedisy
ueelpakuad 1e3ues 'sen| uenjes
ueydeseyip SueAeAundui Jad seyanpoad
SueA ‘pisqns ueepeduad uejex3uiuad
wa1sls Ipefusw euaJey Injepw 1synpo.d
(1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVHVSYS ILNI ISNVLSENS
snes | ININVINVANIL | NVHVYIVSYINY3d ¥102 ik ‘ON
1394vV1 NVIVdY) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-90



yndnd uep weuey
In88un yluaq wisnw npem
ueeung3uad ueduap %020
SuoJopusw yepiy e33ulyas
‘(19S) ‘(49puay sasoud
uonaIfisuajuj eAuewe| uep
01y Waishs uelequie|ialay)
uep (11d Ngdv
-15) npedua ] awisiueaw
ueweue| eped
uee|o[a3uad 3unjuesi=n
Suedeq 1e8ues
ye|oyas 134adas SueAeAuindul
180j0uy} ueepeduad
IseAoul euaJey|
19)ed-19)ed ueelpaAuad
ueydesausw uejequielIaley
SueA weuSoud eAuipelsay
ueeuesyejad Suiuas eped
Injejpw yeisp4a13yndnd
seyapnpoJd uep [n38un
uejey3uiuad Yiuag/u
eAedn ueelpaAuad =
uexinfuen 10/d2
ueseses 1eday sasoud wejep
e13s ‘ueduede) yisew uei3eqas
Ip ueynIngay uenjuequiad
ueSuap sedn]
1ensas SueA MNINd/sosueq
yejwn( ueSuap ueje|3ay
uep npjem edesageg
1edajeledas TTOZ unyey
e|pastal 1d0 uedueuas
1edep yndnd 1eqnje uejng
(1) (1) t49] (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVHVSYS ILNI ISNVLSENS
snes | ININVINVANIL | NVHVYIVSYINY3d ¥10¢ ik ‘ON
1394vV1 NVIVdY) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-91



. 0€8'T 01086'TC9 (or 377887 (ot V0L VLY e'u uejuaway Joya | ueduequasuad
(40x9) Suorod
‘ (o © o (o1 Ides yeuwss)
1976°'566'ST | [0EV'VE0 9T | [ELEWT8YT | 0LS'T8SET e'u UejusWa) Joye | ueSuequasuad
|euoIseN ejno
epequasemMs
Sunynpuaw
ynaun
nga} ueweuey
ueSueqwaduad
uep ueeuiquiad
(Jeppay
nqu) |ease
‘ 19 (o8EY s05¥ (STY (0124 uejuawly | eyngu sen| uefede)
(eynqu)
‘ 005 143 00€ 1444 e'u uejusway | eynqu 1e[9paY 11d1S
nJeq uejuepad
eaJe uesenjiad
uep ‘ue3uede)
1p yninAuad
segnjad yajo
ueSuidwepuad
‘In83un
uqig/yueq
ueyj|iseySusw
ewejn ueSued
ueyeq 1synpoud
‘lueyad uejey3uiuad
ya]o Suequiiag 1sesi|eal
23S eAuyepuay =
(1) (1) t49] (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVHVSYS ILNI ISNVLSENS
snes | ININVINVANIL | NVHVYIVSYINY3d ¥102 ik ‘ON
1394vV1 NVIVdY) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-92



ueeSequia|ay
uey3uepas yun

£ eAueqas
ueundwed
‘(qn8uad
18 BpJAd) Yun
72 eAuegas
NBUELIT
nJeq ‘isuinoud
€€ lep ‘9T
*'ON NN 1ensas
N IELIEN
SueA 1suinoud
1SepuUaWOY 3 ueyn|nAuad
Jyelp ueedequwia|ay|
ynjuaq wejep 1ul jees ledwies
yepns ejoy/qey e33ulyas
¢ yejwnfas ‘ueyninAuag
1ul Jees ueeSequia|ay NI IELIE
ueSuap ledwes depeysal SueA uejueyiad
"Bpwad uedusp epwad uodsas ueyninAuad
ISeUIPJ00Y uep IseuIpJooy ueeSequia|ay
uexeisuluaN eAusueiny « 85t €LT 89T GST 43 uejuawaY Hun yejwung
se33un
uou yodwo|ay
I 9% T (4 e'u ueUBWY dp | ueSuequwialuad
|exo| seddun
sodwo|ay
oLy €€T 16¢ 002 eu (SUETTEN dp | ueSuequwaSuad
(10%0)
yesad ides
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 M ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-93



Jaguins

1JROUBIA =

11v34 YoAouid
1Ul unyey epeq

Sty

0ov

9e¢

T76'€

uejusway|

nun

[apow
ddg yejunr

uoxap
euep ueuap
ueyjisexolelp
SueA
‘uepjoden 18eq
ueSuidwepuad
uep
uejemeSuad
ueyeuesyeR|\

uepjodeg
uesninSuaday
ueydelausw
we|ep uey|nsay
epe ny uleas
‘ueyneliaq
1e8ues Sueh
1Se30] Jejue
yesef eua.ey
“odwojay
uedunqes
Jnjuagaw
ynaun uey|nsay
1uepjodwiolay
‘anwify
yeAepmynun =

¥0€'€9

€10'LE

88Y'EE

9€9°0€

08T

uejuaWSY

nun

(uepjodes)
juead
ueeSequia|ay
Yejunr

Hun

78T YeAueqgas
uesndwed
‘(lemsad
/dnquad

18 BpJad) Hun
16T YeAuegas
NI UELIEN
e10%/qey

L6¥ Uep 9T
‘ON NN 1ensas
N IELIEN
Sueh ejoy/qey
ueyn|nAuad

(v1)

(€1)

(e1)

(11)

(o1)

(6)

(8)

(L)

(9)

(s)

(v) (€)

(@)

(1)

snjeys

1NNV )VANIL

NVHVIVSYINY3d

¥10¢
1394vL

(4114

1102

0102

6002

NVIVdV)

ik

NVNLVS

HOLVIANI NVYVSYS

ILNI ISNVLSENS

¥102-0T0C NINIrdY

‘oN

L-94



ueue|ng ‘nexSueliay
uesode (uoa uep ‘yejwn(
:Jaquuns) elnl) Ipisqns.ag 1edal ‘npjem
a 6'8 €'g 9¢'/ e'u uejuawidy | uoyenf yndnd yejwnr 1803} BJRIIS
1ensas ueA usued
a:m_mnmv_ (ng1g eased eueles
(1ejapay ng1a) -Ie[apay) uep 130jouxa}
ng18) 9L'ct 00Tt T7'0T “indnd ‘fnJay
(epuigiH (epriqy (ng1g (uoay SueA |n33un
Sun3er Sun3ef -3un3e() nqu) 1pIsqnsJaq selalieA yluag
na1a) | na18) 9L 06'€T uegued UeeIpasIa1ay
96°¢ (1ped (1ped (ng1g ueweuey ujwefusw SueA
76'9tt ng1g) s1'sL | na1g) 61’28 | -lped) 16°9L e'u uejuawiay | uoynqu yluaq yejuny 1pisgns wajsis
ueueyuad eyesn
uey3uequiadusw
Wwe|ep uipuew
SueA eweln
yninsip | nyejad yodwojay
SueA ueueyjuad INTIIEDN]
uesemey 0§ uesemey 0§ 1suajod SueA ueueyuad
1p yodwojay 1p yodwojay yod yodwoay 1sua3od uesemey
. 00L 19T 00L 00€ e'u DI | -Wwosy Yejwnr eAuiexyguiuay
9 2L99
1p dd8 910°S
yeAueqas ddg
Yejwnf jus yeeg
‘ISPOIN ddd
ynaun snsnyy
yepi3 edduiyas
ule| ‘eAujipale
ueeAeiquiad esew siqey
(1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVHVSYS ILNI ISNVLSENS
snes | ININVINVANIL | NVHVYIVSYINY3d ¥10¢ ik ‘ON
1394vVL NVIVdY) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-95



yleq ‘sosueq (nda1)
euep uey ‘den G97'1T ‘de 000'T ‘deg 05/ 1eeseAse|n ‘ue3ued ediey
-lleqwiaduaw 198.e) Liep 198.e1 LIEp 198.€3 Lep ueSueq uep IsnquisIp
SueA uepjoded %9986 N€IE | %0F'86 Nele | %/8‘66 nele uey 1snquIsIg uedejuewsad
‘ eAuepy = 0002 ‘den gy7'T ‘deo 86 ‘deo g7/ e'u uejuaWaY| -jodeg eSequa eAuieySuiusy
“yodwo|ay uep
Suidwepuad
epeday|
sjuya} uep
ueeAepJaquiad
ueynejad
eAuBue.ny
“yodwojay uep YIsel\| =
Suidwepuad ‘lempel 1ensas uedesey
egeus) yepil uejeiday ueSued e|od
ynun ueynead ueeuesyejad ‘uedued ueme. Injeja|N uedueq
ueyUaqUIBIN = ueyqegaiuaw 'eSap 67L'T ueueSueuad | ueweSeiexyauea)y
uep ‘leme SueA yeusep | ‘BSOP 686°C | 'BSOP 095°C 198.€3 Lep uey3uequiayip uep ueSued uep 1zi9 seyljeny
y1g3] ueei3ay 1eqefad 1seanw 198.e) 1IEp 1934e1 LIEP %08°00T SueA uee|pasIaley ueleyuiuad
uedeisiad uep uenuesiad %8h'v6 ne1e | 9%//‘/8 neje neje ueSued UIpue uedejuewsad 1219
ueyneRN = Suas 000'S eSaP $78°C BSAP /YT'T | ©BSAP E€9L'T e'u uejuAWY esag esaQ yejwnr eAujeyuiuay NVa NVONVd S
(a1dD) teg SNIHIENEN
SueA ueyjue wegeJsas SueA
-eAepipnqwiad yepn SueA (i uey|| ueyluag.ad
. ese) uedesauad = Ylusq mniy = 911 MLP/s) 6€T STT LS eu M nn Hun yejwng
(episiisad
uep yndng
1esoppIIQg
110C
Jaquianon
-1ad
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥10¢ ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-96



eAep Jaquins

siseqJag
SueA ueSued
ueyejoduad
1snpul
SuoJopusw
SIE
‘ueyn|nAuad
uepjeduiuad 1exeJedesew
uep ‘e1Sems 1p ue3ued
uep yesaep ISWNSUOY
yejyuawad 1SeY1ISJaNIP
ueuesad eAedn
SuoJopusw eAuleque|
yiga| ueduap YISeAl w
1eyeseAsewip "Jequieysal
ejeAu yig9) ueJjeauad
SueA weu3oud sasoud e33uiyas
-weJSoud 1eqefad
uey3uequiayip uenuedsad
nyad = eAudunias
‘ueyodepw uep ‘iynuadian
eJagas ynjun wnjaq SueA
ueyJodejpw Jnesisiuiwpe ‘(ueSueq | ueSued ueueweay
wnaq SueA uedey3us|ay ISwnsuoy| uep ueued
e10%/qe) Neje ‘ynef Sued 'esap 000°¢C uewe3 ISwnsuoy ue
1suidoud yieq 1sex0] 149das 1981 uep | "198Je) Lep 138.€3 Liep -eJeyaueduad | weSesexaueduad
‘yesaep ueduap ueguede %00T heie %00T heie | %0S‘/6 neie uejedadsad) uedejuewad
‘ ISBUIPJOOY w | SIUYD) B|EPUY = 000°0T eSap 0009 BSAP 0ZL'V | ©BS9P 0S6'T eu uejuaWaY esag d)zd esaq eAujeyuiuay
ueSueqwaguad
neje
ueynquwnuad
deyey eped
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-97



1swnsuoy 3ex3un
uep ueueyjuad
1sey uejenfuad
Jepuejs |ensas ISej|ISsejwaw
1s8unyiaq SueA ndwew SueA
ueyj| Jesed uep Jesed pyijiwaw
Jesed 000°L Jesed | ueyueSuegiad | SueA esap yejwn
‘ 1dL T6 Jesed 7€GG eu eu eu M ‘IdL yejung eAuex3uiusiy
“Japey
ueeulquad
eAuseiequal
yisew
2135 npueAsod
‘Buijasuoy uep jeejuew uexe
ueynqwnyad ueweyewsad
uenejuewsad eAugueny| u
wejep SIEN
uejeyasay ‘Buijasuoy uep
eeua) ueynqunyiad
ueynejad uenejuewsad
ueieySuiuad = | wejep sedniad
135 ‘npueAsod uendwewsy|
Ip yNSew.al eAuSuesny »
‘Juanaid iapey
—Jinowoud uenyeladuad
uelel3ay ynun ‘euesesesd
uejeyasay uep eueJes jeyesedsew
|euoisesadQ ‘npueAsod (s/a) 1218 yejesew
uenjueg euep |euoisesado eAuuepeq jeJaq ueueSueuad
uejeejuewad euep Suequinip eyjeq sejljeny
. 1sesiiewndQ = uesejeqJaley = S8 969 mu\ﬁ 18'19 :m‘mm EXVEIEN] % asejuasiad eAuiey3uluspy
‘1e3o]
(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-98



jesng ‘ueSueq sasyy uep IsnquISIQ 1esnd ‘UeSued UBUBMEISY UBP UBBIPISIDISY JeSnd 1iep [eSesaq elep Jaquing ‘essap 00/ ‘TTOZ dNGdY Mep 1a84e1 ueyequie] yejepe oz/'y eySuy
‘UBJUSWIAY ‘UelUBRd NS UBSueqWaBuad Uep ueyn|nAuad uepeg :eeq Jaquing
‘UBIUBWIY ‘UBMBH UBIRY3SIY UBp UB)BUISI3 USMIQ (Bl Jaquing

"UBJUSWIBY ‘UBUNQRNIR4 UBMIQ “TTOT Unye] eleluawas uerede)

*(Z102-0T0OZ UBUNG3Yad Y1ISeIS 1ensas ) OTOT uelede)
"(¥T02-0T0Z ) Ueungasiad ueunguequiad esisuay [ensas 1107 1984e

“TTOZ UNYe] ISYNPOJd BIRQ UBP BINYNYILIOH UBMIQ B4ISUDY NIARY :BIEQ Jaquing
‘uejURWaY ‘urued ueweue] uafliq ‘eleq JaquIng
‘UBJUDWIAY ‘UBJUBLI UBSURGWSUa UBP UBIH[UI UBpeg :ele( Jaqung

2107 1Meniga4 T ‘UelUBMIDd UBLISIUSWY BJISUIY ISIAY :Bleq Jaqung (%
By, edniaq yeuey Jie 1seSii ueleiSay Joieyipul uenies ‘6002-S00¢ apoldad eped ‘T
6002 VL [BYS!4 Snnwinis Liep 1sexole ueyequiey uexiedepus|y ‘1T
(uemaH ueleyssay uep ueyeutalad uafig Jerepsaquing) deuss) iseindod ex3uy ‘0T
"uejuaWaY ‘uedued Ueueyelad) uepeg uedueq UeueweaY Uep |SWNSUOY ueweSeseyaueduad

AN M SN 6N o

‘uejeye)

(wipl wipjt ueyeqniad
ueyeqniad depeyJal
yedweq) uejuepad
uesemey nies (sodwioy uep ueSued
wejep jesndial yewnu) yiuesio wa)ss 1sedisiue
epll euaey yndnd |eisos wipy| ueyeqnuad uep Iseydepe
uesemey| yuedio yndnd uenjueq 1axed yedweq ueguap 1ex4a1 uj3uoy
sISequaq Ipelusaw yejolp uepaquiad | ieJa) BIsuBUIWN yexSue|-yexSue)
1ses3ajulial SueA (yeusal uep yuedio eusa) ueyejo uejiquieduad
SueA uejuepiad ueJ010y) (seBoiq yndnd jpefuaw |Isey 1synpo.d NI
ueungueqwad nyeq ueyeq 9 sodwoy) 3EeuJa} ueJoloy uep Isejndod NVHVENY3d

‘ ueSueqwaduad = eAuSueny| u 000°0T oy T6€'T 00§ e'u uejuawa) uejeejuewad eAuiexy3uiuspy ISv.1dvay 9

ueyl
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) td (T
(41114 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS
smels | ININVINVANIL | NYHVIVSYINY3d ¥102 ik ‘'ON
1394vVL NVIVdV) #102-0T0Z NINIfdY

L-99



L-100



£JBJ35 UBR|IUd
‘uapuadapu|
1e|luad uesad
ueyjewndoduaw
yiga| uedusp
Seje|p uapIsald
uelnjesad wejep

18n4 1pued

eSJey uejexyedassy
eAedn wejep
Ipelia) eweinusy (ul
yeuey ueepeguad

ueygJa1IP Yeer sas04d wejep
SueA ueyeligay uejequieH ‘yeuey
1Infuepepuluaw ueepe3uad sasoud
ueyje yejuuawad eAulequeysa) | Sz€'8/9T | 8ZTIT ¥vT°08¢ ySTLTE 213344 Ndg ueplg | Lpd Isestejuanul
uejepow.ad uep 18nJ nued
1synpoud Jaquins | eSuey ueiexedasay
-laquins 3y | eAedn wejep ipefia)
1exeledsew sasye | eweina) jul yeuey
e)nquiaw ynun ueepe3uad sasoud
si8a1e41s yey wejep uelequiey ‘lewndo
-Sue) ueyedniow ‘yeue) ueepeSu eJed9syeue)
‘yews)| lwou -ad sasoud eAu ueeun33uad uep
-039 ueduojod | -lequiey.al yejepe uejeejuewad eLS
1exesedAsew 18eq INPNJIS-eAUl ‘yeuey ueyjljiwad
eAusnsnyy ‘1eses ueun3uequwad uep ueesengu
-eAsew yeuey uejedadsad eAedn -ad ueejeuad
19se Isesi|eds| | wejep Ipelial Bulias ueeungejeuad uep ueinieSuad ISUINOJd UBYBURLID]
uejedadsad | SueA ueyejesewlad 009 €€ 66 00T 00T Ndg ejoy/qey eoeJIN eAueuesyelia | uee|ojaduad T
nped.a) esedas Suenu eyey ueejoj@Suad uep deje njes yemeq 1p ynanj@Ausw esedss wnwn ueSupuada)) ynjun yeuey uejeejuewad uep ueueSueuad ueyeliqa) Isepijosuoy]
‘ONVNY V.LVL NVQ HVNVL ‘T
(v1) (€1) (z1) (T1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) t4) (1)
SV.I40lud
vI0z @ crot 1102 0102 600¢ NVNLYS HOLVIIANI NVYHVSYS NVLVI9I/ILNI
smels | LNINVIIVANIL NVHVIVSYINY3d ISNv.1sans ON
1394vL
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NIAIrdY

¢107—0T0C unyeL

dnpjniisedju| :9 jeuoisen sejliolid uejedesuad

9 NVYIdAVT

L-101



yniun Suens eAusejequal - uey|iseyip
ueejeuad sjuya} ‘lesaas SueA uswnyop
ueuiquig - wnaq SueA -uawnyoq uedejauad
Yesaep 3y uejny uesemey NS)d
ueny ueejeu suny yije ‘NXd YLY ‘NSH 4Ly
-ad Suepiq ueyejesew.ad ‘neind Y1yY ‘NMYLY | ueynyedA ynsew.s}
uewopad eAuepe yise|\ - eAuueunSueq wejep weiSoud |euoiseN yeAejip
uep ueanjesad -wad weioud nyeA ueungueq Sueny uejeejuew
Ises||elsos - :yeJaep ynun|as ue)uoMUISIP Yedy -wad weJZoud -3d ueljepuaduad
MYLY ynun MYLY SueA Suenu eyey uesele|asa) uep ‘uejeejuewad
‘ eAulesajas wn|ag eAujesajas wn|ag AOUd €€ A0Jd €€ AOUd €€ AOUd €€ e'u nd ISUIAOId BUEBJUAJ Yejwn( Uep UB|SeJasay ‘UBBUBDUBID( Tz
(syo0)
[IENNCRITEIETEN]
Sunesadp silewsay
snonuiuo) ynun -s1s ueeyawad eISauopu| yninas
uoljels 3seq €6 | Wa1sIs ysjo dnyedlp Ip ueynpadip
23S NYAY 1M} 1edep wnjaq SueA ‘|esopjas
€6T 'z eAueqgas | yeuey uejeejuewad uep |euoi3al
(Nya) [euoiseN uep ueeund ‘leuoiseue.ledas
|eJisepey| Jeseq -8uad ‘ueyjijiwad ueyeueyad
ey3ueuay edn( ‘ueesengu JnpInJIsesul
un3ueqip yejal -ad leusduaw ueyeuenad ueSueqwaduad
1l uejelSay eped |  Isewuojur uep exeq | 000°0050T - 000°00T°C | 000°00T°C | 000°00T'C Ndg JepaH ejad uednye) eAupninmia)
“yeyud
enwas epeday
ueujwef ueyuaq
-waw ynjun
ueypnsyewip
1ul uapuadapul
(v1) (€1) (z1) (17) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
smels | ININVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-102



uenpued
1Ses||eIsos
ISeSIUOYUIS
uenpued
ueunsnAuad
SuenJ ejel
eUBJUI UBP
ueungueqwad
eUEIUR)
1SeSIUOINUIS
‘Sueny
ueejeuad
ueese33uajpAu
-9d Suejuay
010Z/ST dd
JeUBWE |BNSDS
‘auoz 3ulpjoy
1sejuawa|dwi
Injejaw ueny
uesemey s3uny
ylje yiexssy
wnyjny Suepiq
N JETR
‘ej0y
Juaiedngey
/1suinoud
188Ul 1p MYLY
uelesa|aAuad

uesadiaq

1e8ues e3nl ayda
lut jey wejep
‘yejursowad
ueSueuamay
Ipefusw
eAuynuadas
Aepiy Sueh myLy
epJad uedejauad
JInpasoud

uep ‘Suenu
ueejeuad Suepiq
sjuya) ueeulquiad
eAuBueuny yisepy
‘yeJaep I1p Suenu
ueejeuad Suepiq
uewopad uep
ISewJojul ‘e3ep

uejedadsad eAuBueuny yisepy
R ICHIp] Suenu
‘INQS Seyjeny ueejeuad Suepiq
uexiey3uiuaw NS sexjeny

(v1) (€1) (z1) (17) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)

SV1I40ldd
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS YOLW)IANI NVYYSYS NVLVIOI/ILNI
smels | 1NINVYIIVANIL NYHVIYSYINY3d ISNV1Sans ON
1394vL
NVIVdVYD 12l ¥102-0T0Z NINIfdY

L-103



. ueungueqwad 59'9¢ e'u e'u e'u eu N ueel yejwnr uelequiaf
ueledansad ‘ueelsayad 1913W €8°/66'9T
wnwn ueelesajaAuad wy uep |euolseu
ue3upuaday uejedadsad 0L€°6T Suefuedas | uejelwy £z'20t'6T
ynun 1equeySusw (uesegajad) Sueluedas
ueun3uequiad eS8uiyss eAuseyisedey uejef seyjeny
18eg yeue] ue IseyJodsuesy ueyiey3unip uep sejisedey
’ -epeguad 3ue} JnpjnJisesgul 0LE°6T LT'L66'S ({43 808'C a4 nd A SueA uejel yejwnr eAuieduiusiy
-Ud3} saJdJad ueun3dueq
unsnsip esagas -wad ynun J913IN OV 1Y6°209
nad exew ueye| ueepeguad Suefuedas
‘z10z/T NN ueyejesew.ad 1sensasaudip Sueh
. leueuwe 1ensag eAuiniejiag 8E'Y¥6'T09 | 9€0°06C | VEL'ETT ¥¢800T 998°L5C nd N uelequial yejwnr
|BUOISEN UBlRqWIS[
wy wy uep uejer seysede)
669'T/T Suefuedas | 669'T/T Suefuedas uejey3uluad
€ 1sensasaidip | uejequiaf uep uejef uep 1SeAsasald
‘ S69°TLT TLSL°9€ | 08°LSE'SE | 00'TLEOE | TLTES'6C nd AN SueA ueef yejunr | seyeny eAueselsa) ueeuesye|ad 1
wy 0L€'6T Sueluedas ended uep ‘1IN ‘GLN ‘IS9me|ns ‘uejuewijey ‘ijeg ‘emer ‘esdlewns sejur] ueunSuequiad uejesajaAuad
INVIVI T
"ISUINOJd
yejulawad
ewein
198,83 ueduap
1SeSIUOYUIS
ueynyeRW
wejep
ueSuidwepuad
uep
Ses|UuOINUIS
(v1) (€1) (z1) (17) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV1I40ldd
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS YOLW)IANI NVYUVSYS NVLVIOI/ILNI
smes | ININVINVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV1Sans ON
NVIVdVYD 12l ¥102-0T0Z NINIfdY

L-104



008°0T

€L'6€6'L

SL'YIV'E 00'29L°€

w'eTTe

Nd

Yejunf

-ewnndo ynun
Sueyn ifey
‘sejeqJa} Suehd
Isipuo wejep
ueueAejad
ueney3uef
uep seyjeny
ueyiey3ulusy
‘Iseyodsuely
euedesesd
uep eueJes

‘Iseyodsuely
anpjnuiselyul
ueeipaAuad
wejep yesaep
yejunawad

uep jexel

-eAsew ‘eysems
uesad eAu
|ewrdo 3ueuny|
Hisiso| ehelq
eAuiey3ulusw
uep 3uies

eAep eAuyepuai
ueyleqiyedusw
e33ulyss
uesejeqJad

uep uewe|epsad
‘l1puadiay
yeAe|im Ip e1I3S
|euoiseu uejeigay
1esnd -jesnd

1p 1seyiodsuesy
Jnpjnuasespu|
sejisedey|

uep sejljeny
eAuuninuapy
‘isepiodsuely esef
ueueAejad uey
-ewe|asay 1e)8un
eAuyepual yisep

€8'LST'9T

7T'0ST'8

€8'180'6 00'706°€

vv'7L8'8

ndu
ENTEN

1918w €8°/ST'9T
Buefuedas
un3ueq SueA
ueeqwal yejwnr

ndu
EEN

w

59‘9¢ Suefluedas
ungueqip SueA
ssedAq/sex3ul|

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(o1)

(6) (8)

()

(9)

(s)

(v) (€)

(@

snieig

1NNV )VANIL

NVHVIVSYINY3d

v10c
1394vL

10z

1102 0102

600¢

NVNLYS

YOLWIANI NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NV.LYIDIN/ILNI
ISNVLSENS

NVIVdYD

ik

¥102-0T0C NINrdY

ON

L-105



eue.esesd

uep eueJes
ueun3ueqwad
ueledantad

ueSungnyJad
Jopjas gns ynjun
sejeqJa) Sueh
uese38ue 1sexoly

6C

113

LT

ST

€7

gnyu
ENTEN

Isexo|

uep eseSau
-JejuE |BUIWIRY}
ueun3uequwad
ISe0] yejwnf

isuinoad

-lejue uep esedau
-JeJue |eujw.a}
eAuunguequa]

unyey Jad Isexo| ST
Ip Isulnoudiejue uep
ejeSauJelue |eulwa)
eAuun8uequa]

1u] Jees ueepeay %05 Mep 199 Yiqa| yT0z eped e38uiyas iseyiodsuely ueeye|adayieysul} ueunsnuad
uep epowiynyy Iseyodsues] naig yeia) uep [euoisep Iserodsues] waisis ueSuap lensas IsesSajulial SueA nejnd-sejue uep epow-iejue iseyiodsuel) eueses ueeipaAuad uep euesesesd ueSuiel ueunSuequiad

‘NVONNENHY3d "€

ueejoNJad
uep uejequey
seqag ue|er Isey|ise4
uep uejer seysede)
wySE0TT w uejexysuiuad
Suefuedas G€‘0zT Sueluedas uep ISeAIasald
un3ueqip SueA |03 uejef seysedey ueeuesye|ad
. 967 967 13 SET S8 nd N |03 uejef yejwnr eAuzexy3ulusiy ueeulquad | ¢
W ¥6'LLET
Buefluedas
un3ueqip
SueA senpan
uep [1puadial
‘uesejeqJad
‘BME[ UBJE|DS
sejul| Ip si3aeas
. Y6'LLET 816 0€ vLT 6LE Nnd AN uejel yejwng
JEXETN
008°0T Suefuedas
ungueqip SueA
ssediapun/ianoAyy
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
smels | ININVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-106



‘ue}
-ei39y ueeues
-yejad wejep
Jopyas seju
/1sueisul Jejue
ISeUIpJ00Y|
"jesep
Isepiodsuesy
Jnpjnuisedgul
ueun3ueq
-wad wejep
(ueweyed
-959)| BION)
NOW Infejpw
yeJaeq yeuu
-9Wad ueduap
ewesef1ay
ueyiey3ulusy

ewen uejef
nfnuaw ndwis
1Sex0| eJejue
(8ungnySuad)
sasye uejel
ueun3uequwad
anpjnuiselyul
ueejpahuad
we|ep yeiaep
yejurawad
uep 1exeledsew
‘e1sems

uesad eAujewndo
Sueuny

‘ue

-e[1oxad ueless)
-9Auad uejedad
-1ad 1equiey
-8uaw e33uiyss
1seyodsuedy
Jnpjnuiseljul
ueun3uequwad
ynaun ueyej
ueye|esewad
(%v1v9
1es9095 ¥10¢
-0TOZ NINIfdY
eyipu| ndeq
uep ueyningay
eiejue Sopjoeg

‘Iseodsuely jedepual) Jeseq 1suinoadiejue
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV1I40ldd
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS YOLW)IANI NVYUVSYS NVLVIOI/ILNI
smes | ININVINVANIL NVHVIVSYINY3d ISNV1Sans ON
1394vL
NVIVdVYD 12l ¥T02-0T0Z NINTdY

L-107



gnyu SueA
() v b1 ot ot away | oved RJepUEq yejwny
elepn ‘esepn
1sell|iqeyaJip Jepueq euedsesesd Jepueq euedlesesd
uep ueySuequiayip ueeJey|jawad ueeseyjpwad
qnyu SueA uep 1seyl|igeyay uep I1sey|igeyas
. 50T S/t 0ST 59 0LT away 19)ed eJepueq yejwnr ueunguequad ‘ueun8uequiad 9
nweuejeny
nuu elepueg esepueq nweuejeny elepueg
any eAuun8uequa]
. T 1 1 T 1 ENE) 19%ed 193ed yejwng eAuunguequa] 'S
(snqjrey
‘wed| Yy
1Q4Y ‘1QYN
qnyu ‘jnowoxo) vy V) eueles i
. /9 0z 19 € 0z away 19)ed eUE.ES JUN Yejwnf eAuun3uequal | eueses ueunSuequiad R
ueyLsijad
uejeyujuad
gnyu ueefliayad
(] 91 v 6 ot L away | 19veq 193ed yejwing
epued
Jinjel ynsew.ay eAuuee|oja8uad
un3ueqip JNsew.al V) euedseseud
gnyu SueA nieq vy V)l euesesesd uee|ojaduad
. 56 61€ GET 18 7'SET ENE wy Janjel wy uefueq eAuunguequa] uep ueunSuequiad €
Iy
qnyu sng ueun8uequiad Iy
. € 2 ¥ v q EINEN un yejwnr | sngeAuun3ueqsa) | Jiy sng ueunguequiad ‘T
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV1I40ldd
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS YOLW)IANI NVYUVSYS NVLVIOI/ILNI
snjey
S | LNINVINVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV1Sans ON
NVIVdVYD 12l ¥T02-0T0Z NINTdY

L-108



. 00€ £09 S0z LST 09 awa) 158307 sej|ise} yejwnr | o/ /eAuunduequa)
eAuuee|oja3uad
SYER-L ueynJaguad
uesehejad unje ueynuasuad uep ueynqejad
ynun uswWIpas uep ueynge|ad Suepiq I1p uejeiday
gnyu ueynsaduad | Suepiq Ip uejei3ay ueeseS3uajaAuag
. €0'€T €8T 192 € 857 away cw el awn|oA yejwn( eAuese83uajasia) uep ueejoja8uad 01
Jens Sundwejad
‘Jens nquied eAuuee|oja8uad
{1ens eleusaw Lep SYERCL ue|seSineuay
141pJ33 ueseAejad ue|segineuay Suepiq I1p uejeiday
09 gnyu 1seSineu njueq | Suepiq Ip uele(3ay ueesed3uajaAuad
‘ 8T ‘€5 ‘0t ‘5597 8c ‘T oriov's 9 vt ENIEN nun eUBJES Yejwnf eAuese83uajasia) uep uee|oja8uad ‘6
ueldeejauadyad ueldeejasayiad
uelewe|asay uejewe[asay ueideejasayuad
uep eue.es uep eueJes UeleWe|3sa)Y
sey|isej/ueleesad | seyjisej/uelejesad uep eueJes
qnyu ueepe3uad ueepe3uad sejl|isey/uelejesad
‘ [T (Y4 12 4 0 away 19)ed 19%ed yejwng eAueuesyepa] ueepeguad '8
jeJep Iseyodsuesy | jedep Iseyodsuesy
UBRWE[SA)Y UeJEWE[3SA)Y jesep |seyodsues)
qnyu seyl|isey | sey|isey Isey|igeyas UeleWe|3sa)Y
‘ T [43 [43 [43 [43 [awa)y 19ed 19ed yejwng eAueuesyepa) sell|isey Isedjiqeyay L
eUBIU(Q
uemel uep
uesejequad yessep
Ip uey3uequiayip
(v1) (€1) (z1) (17) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
snje}
S | LNINVIMIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-109



uedunuaday ya|o ueydersip Jnpjnuseljul uep jweunsny | ueSueqwaguad wejep
nySuewad sniey Sueh uep unguequal 08T ‘IpIsqnsiag ueesed3uajaAuad
ejejuelp ueye| seyljed9) SueA unsns 1eYaS eueyJaPas uep uesemeduad
ISeUIPJO0Y yadse ynsewa yewnJ ueiuny yewny 000°589 ‘ueeuiquad
‘ ueyieysuiua|y ueye| uedeisay - 612 8y 0L oy 1S nd a1l Jiun uenjes yejwnf eAuun8uequa] ‘uesniesuad T
710z eped ndwew Sueany SueA edien|ay 000'9€8 Sundweuaw jedep SueA uewpinwaad uesemey Sunynpuad Sej|ise) INY 13 3I0|q UIM) 0S9 UBP IWeUNSNY 08T ‘IPISqNsIag 1eYaS BUBYIBPIS Yewny 000'S89 UeunSuequiad
JLVAIVY NVHYNNY3d ¢
1seaqijey
Iseaqey (S14) (l4) ajosuod | iseqijey (Si4) djosuod
9|OSUOD YNSEeWD) |  YNSew.dy ISeuql|ey ynsew.a) Isedqijey
qnyu IseJqi|ey esepn eJepN 1eMesad eJepn 1emesad
‘ e'u e'u 1 1 eu awa) nun 1EMES3d Yejwnf eAue.seS3uajasia) ‘€T
ue3uequauad ueSuequauad
1seSineu uejejesad
gnyu 185/ 1sedineu | 1seSineu uejejesad 55 haved /uun
‘ 1T e /8T 18 8791 away | 12xed/iun uejejesad yejwnf eAuese83uajasia) 1s/Ayed AN 2Ty T
ueBueqiauad ueSuequauad
ue3uequauad ueueweay
ueueweay uejejesad
qnyu 195/ UeUBWEDY uejejesad s/ e
. ort v0T e (0]24 8791 away | uun/iexed uejejesad yejwnr eAuesed3ua|asia] 15/ fed 11
(s1821e438
uou) uedwnguad
eAueueJesesd ‘Indwn3uad
Isexo| | ‘ewein ueynge|ad
e1I9s9( (SIF91e43S sell|ise} uep
uou) uedwnguad euesesedd sex0)
‘Indwn8uad G/ sexsedey
gnyu ‘ewen ueyngejad eAureyduiu
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
snje}
S | LNINVIMIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-110



uep wei ueyjleuay - uewnnuwiad
-8o.d ueeued lequie|sal uep ueyewnuad uewpnwiad
-uaJad seyjeny 270T d-Ngdv uesemey uep ueyewnuad
ueeySuluad - | vdiguequausd - ueseme sey|in
$10C ‘ueyleejuews) eueses ‘euesesesd uep ‘eueus ‘eue.esesd
unyej uep 1edep yepn eJadu 1se|nwins uep 11UN 000°00L ueunguequad
‘ €TOC unyel SueA 110z unyeL 000°00£ 60008 €L6'L6 vLE0T eu W) nn ISej|ise} yejwnr eAuunguequal '€
ueun3ueq uesed3uy 1seyoly -
-wad ueseses 0102 emeunsni BMaS
1ses||euolses unye] uese3dsuy esadu un3uequal (g1) doojquimp eUeYJapPas unsns
uep Suisnoojey - ueSuesnydy - 08¢ YAX4 0 6% 66 EEN a1 emeunsnJ yejwnf | 08¢ eAuunSuequal | yewnu ueunuequiad T
‘ejoja8uad
Isesiuegio uep
ueye| ynsew.al
weJ3oud
ueeuesyejad
wn|3gas
uede|say
el Yepual yisew
ueynuawad ueyewn.ad
1iep sejijeny ueundueqwad -
ueyieysujusw - 1SuaIslys uep 210z eped ndwew
‘seyn ‘dejuew win|aq Sueuny Sueh
uep ‘eueJes uewnwJad ed1en|ay 000°9€8
‘euesesesd uep ueyewnuad Sundweuaw jedep
ueueAe ueun3ueqwad SueA uewnynwuad
eipaAuad ueese3d8uajaAuad uesemey
uep yetaep ueeSequwiay - Sunynpuad
yejunawad ‘yesaep sell|ise) nyLaq
ynsewal yejunawad eAudunynpuad 20| UIM} 059 uewnnwJad
(v1) (1) (z1) (17) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ ()
SV.l¥0lyd
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS YOLVIIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
snes | LNINVINVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNVLSans ON
NVIVdYD ik ¥102-0T0C NINrdY

L-111



eAuseiequa]
‘ueyey seyljeda)
uep ueesenguad
depey.a1 yepuai
uejiseySuadiaq
1eyeJeAsew sasye

eAuselequa]
‘uesedsuy
ISy Isualsiau|
N_mvawE
yepn SueA eAeq
Jagquing seysedey
‘lededuay
Jedep sepn
ueeayRdip eAepems ueyewniad
BueA snsnyy esady 1N 00005 seyjeny ueieyujuad
%mmw:cwl 00005 | 000°0EZ | 8EL'SE | 0000z | 98G°LTS | away |  un eAuunguequa) WUN 00005 | Isejnwns uep isejsey |
‘lededua)
Jedep yepn
uexesysadip
Sued ¥T0z-010Z
unye] |euoiseN eAepems ueyewnuad
INfdY ueleses eJadu uun 000'0S nJeq ueun3ueqwad
esadusway ‘Yetaeq 000°0§ 6ST°8T €S€°CT 000'C TTL'869 | dway Hun eAuungueqia) 1UN 000°00S | !se|nwis uep Iselljised 9
ueseg8uy Ip ddd Suepiq
ueyequieuad uee3equia|ay 6002-800C unyey
yeaeq yeuu uesunynp esadu uUn 000'0S 1pisgns uexesguny
-9Wad ueJad eAuyewa - - 0LL°0LC 000°06 - EINE)] Hun eAuun8uequa] HUN 900°/8T ueseAequiad S
uejenguad ‘lepewaw
ueelepuad SueA NQS ueyewnJad ¥102-0T0C
ueSueqwaduad Sunynpip yepn esadu Ipisgns 3UN 000°0SE'T unyey ueyewnuad
uejeigay 3ueA uesedsuy 000'0SE'T | €C6'EL | TOTHIT TEV'T6 €8L°7TT | dwa)y Hun uenjueq yejung eAuun3ueqial Ipisgns uenjueg v
(¥1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SYLI40I4d
e @ 1oz 1102 0102 6002 NVNLYS YOLYMIANI NYYVSVS NVLYI9OIN/ILNI
smels | ININVINVANIL | NYHYIVSVINY3Id BT ISNV1Sans ON
NYIVdVD M ¥102-0T0Z NINIdY

L-112



INjejaW [e4nniIs
-uou uep
|_4NIYNIIS JRIDS
Jos3uo| yeuey uep
Jifueq yedwep
ueSueun3uad

uep ueljepuaduad

-pue| ueyeqniad -
uedunJapuaday
1eqnje leyued
1seuqe uep Jifueq
BUBJUAQ SE}ISUIUI
uep Isuanyaly
uejeyduiuad

91¢

59

€97

1143

0L

Nd

w

un3ueqip SueA
Jifueq 1jlepuaduad
eueJeseud/eueles
Suelueq

leued uesemey
eAu-18unpuijia
uep Jifueq

eAeyeq 1iep Jepjpy
nqu 99'gy

Sen|as uesemey
eAuiunpuia ]

leyued

ueueweSuad uep
1desaq 8unung Jeye|
‘1ifueq uejjepuaguad

€10 Wn|3gas 0jos uemesuag 1es

uns ueuije yesaep npediay

eJedas ueueSueuad uep ZT0g wWnjagas e:

eyer anwi) [euey Jifueg eAuesejuelp “ifueq ueljepuasuad euesesesd eunSuequiad uelesa)

: Jifueg ueljepuad

9Auad
uad ‘g

‘ueyewnJad
ueun3ueqwad
wejep Isualsya

yepuas Yisey (T -

‘ueyewnJad
Japunyas
ueeAeiquiad uep
Jawd Jesed eAu

dejuew wnpeg -

‘uewjnuwud
uep ueyewnuad
ueun3uequwad
ueesegd8uajaAuad
ueeSequia|ay
eAuelpasial

uep eAu

|ewndo wnjag -

‘ueyewnuad
ueeAelq

-wad depeysay
1eyeJeAsew sasye

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(@

(1)

snieig

1NNV )VANIL

NVHVIVSYINY3d

v10c
1394vL

10z

1102

0102

600¢

NVNLYS

YOLWIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NV.LYIDIN/ILNI
ISNVLSENS

NVIVdYD

ik

¥102-0T0C NINrdY

ON

L-113



1seyljiqeyaJip Suehd
Jifueq llepuaduad
eueJesesd
. 98¢ 8 44 9 IK:i4) nd wy /eueses Suelued
P ‘inej Je
eYNW UeyIeudy
‘J1e 1snquiasip ejod
ueyeqnJad eped
yedwepiaq Sueh
wipy ueyegniad
uep
‘(uejroaxy Sueh
8uoi08-3uoio3
‘Yepual uejequiaf
‘yewns ‘uaw
-1pas ‘yedwes)
1eduns unje Ip
ueuJije ueng3ued
lensas
uawaboupw yey Sueh ue
poojf uejexapuad | -ynuniad ynun
uedesauad Jifueq ueselep
e19s (4O eliauny ueeung3uad
1sesijewndo ‘Jre uedey3uey uawipas/idesaq
uep 1Sey|igeyas | Yesaep ueyesniay Sunung
‘ueungueq (uep ueiny Jeye| w enf
-wad injejaw ueye| uedniny 97 eAuljepuayJay
yleq) euesesesd eAudue|iy) epas leyued
uep eueJes ef1auny 1sedisiuelp IseJqe Liep
uejey3uiuad yepi SueA Janod wy 08 Sueluedas
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
smels | ININVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-114



0S

nd

wy

eueseseld
/euedes 3uefueqd

0€

1

15 ST

1€

Nd

w

un3ueqip SueA
1ejued ueweguad
eueseseld
/euedes Suelueq

0sT

LT

W E0

Nd

yenq

eJeyljadip

uep ueyisesadolp
SueA uswipas
/deye| 1lepuaduad
euejesesd
/euedes yejunr

S8

0T

81 S

01

Nd

yenq

ISeyjiqeyaJip
SueA uswipas
/deye 1lepuaguad
eueseseld/
eueJes yejunr

8¢

0t

94 €7

(£ 0T

nd

yenq

un3ueqip

SueA uswipas
/4eye| jepuaduad
euesesesd
/euedes yejwnr

000'¢

(137

89 119

GET

nd

wy

eseyljadip uep
ueyisesadolp Sueh
ueq |jepuaduad
euesesesd
/euedes 3uefueqd

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(o1)

(6) (8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(@

(1)

snieis

1NNV )VANIL

NVHVIVSYINY3d

v10c
1394vL

10z

1102 0102

600¢

NVNLYS

YOLWIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NV.LYIDIN/ILNI
ISNVLSENS

NVIVdYD

ik

¥102-0T0C NINrdY

ON

L-115



eAedn ueSuap e|epuayJa} IJadas Jifueq 1lepuaduad
18uLinip SueA | ueye| ueseqagqwad euedesesd ynpem
. uejeyeledsewsay $9504d Jeqey.a) L - ) s nd ynpem eAuun3uequa]
|eisos yadse 0]0S uemeduag
undnew siuy Svya 1p Jifueq (edwod) ojos 0108
yadse wejep 1lepua8uad euedes uemeduag Syqa Ip ueme3uag 1egung
yieq uedelsiad -eJd uep ynpem Jifueq 1lepuaduad uell|y yesaeq
ueje|3ay seyljeny ueungueqwad eueJesesd 1p Jifueq eAeyeq
. ueyey8uiuag ueeuesye|3d 1SeY01§ - - 1sexo| 8 Nd 1Se)07 eAuunguequa] eAuljepuayal
‘ueJijeduad
sejisedey ueuninu
-ad 1wejeSuaw
‘uejexSuepuad yeja1 eyeyer g
1eqI e uninuaw yeheim isequipw
yeal lul Jees SueA 1eduns Jesaq
SueA ueurjeduad uei3eqas euaiey
seysedey ueyljeq Jifueq uewedue Rt Ly yehejim
-waduaw ynun liep eueyer Mg 1p Jifueq jeqnje
uen[ny} ueduap yeAe|im ueyseqaq ue3ueuad yesaep
Jaung ey -WawW eLBW BLIS GBLP/sTT 19ed | 1BuesnSuawi yniun
uep ayuy I[ey uexeeply epexer Jnwi Jifueg [euey | Jnwi] Jifueg [euey
‘ueyesdsuesad anwi] Jifueg jeuey (1E0€ 62-C ueun3uequwad eAuis-8unyiaq uep
. 1|e)] Isesijewlon eAuisesadosag eu e'u 19)ed 19)ed eu nd eAuueyiesajasiq eAuueyjiesajasiqg
eseyljadip Sueh
1eued ueweSuad
eueJesesd
. 0S 128 14 0t z nd wy /eueses Suelued
1seyljiqeyaJip Suehd
1ejued ueweguad
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
smels | ININVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NIAIfdY

L-116



uep Iseyiunwoy

euep ueyeung

VEIEMEINEN -8usw ueduap
‘wox3L Ld woy|31 1d yajo
3]0 UeeUBSYE|Ip | UB)NYEIP lul BWEDS
SueA pung | (1sus1sya) e10%/qEY |BISIBWOY ewJojul
-poo.q uedupel | ejoynql 3y ueduief Suedny yndo jeses uou yehAejim eueseseld uep
ueungueqwad | undnew (auogyooq) -weJelepy |eUoISeU JU0G¥IL] Ip 1seyiunwoy | euedes ueungueqwad
138.e3 uejedesuad nejnd Jejue yieq yul oju ueSulJef uedusp uep IsewJoyul ueejesawad
ueynsewaw | puobgppoiq ueduliel ueunsu 1woyu SungnyJay Sueh sasye ueuehe| uep ueeAepiagquad
. ynun ueun3uequwad Aoud €€ noud 6z noud 6z noud 6z -equiad EIVEN % ISUIAOAd eoyNq| eAuiey3uiusy ueeuesye|ad ‘T
1eAyes yninjas 18eq eens uep eiep Iseyiunwioy sasye eAueipasial Isesijewisyew uep €10z wnjagas Jnwiy ueiSeq eisauopuy Ip yido 1esas ueSunef ueunSuequiad uesejunuad
AISWIINNINOXAIEL 9
(1sex0|
7) 0]0S ueme3uag
SVQ Ip ISeAJaSUOY
1SeY07 7 nd 1se07 ¢ eAueuesyelia]
0]0s usemesuag
SVa@ !p3npem
. 19%ed T 19%ed T 1ed T 19ed T nd 19%ed eAueseyiiadia
"JeyjeseAsew
ueyejouad (3)npem g) ojos
uep ue3uepuniad uemeduag syqa Ip
ueiniesad Jifueq 1lepuaduad
eJe23s lynuadip eueJesesd
Ins SueA ueye| 18na 8 4 C T - nd Jynpem eAuiselljiqeyasa|
‘JeJ9) Japjoy 13ues ueejujw.ad
-9)e1s ueSuap ‘uelny uesemey 0]0S
1SeuIp.Jooy ueeung8uad uiz ueme3uag Syqa Ip
(v1) (€1) (z1) (17) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
snje}
S | LNINVIMIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M Y102-0TOC NIAITdY

L-117



‘eAuueeuesye|
-ad depeyJty
uenejuewsad

uep woyslL Id

ueSuap IseulpJooy
ueynyeRW

nj4ad ejsauopu|
Jwouoy3
ueun3ueq

-Wad uesen|ad
uep uejedad
BEFEI)]
‘SEHAIRUOY
elJay wi|

1495 BY|l}eW.IOjU|

'¥10C

unyey eped |esajas
uep Z10z unyey
Jiysje eped lejnwip
yn3un ueyjempelip
epas Sued| sasoud
wejep Suepas
waisAs ajqed

dINS Y2Aoud U1 1ees
'IngasJa) yehe|im
Ip UBBUBDUSGSY
1SIpuoy| ueSuap ne|
[aqe Isexyisads
uerensaAuad
11ey49) ueepunuad
Iweje3uaw 1dea)
710z !Inf eped
le|nwip eAuelpas
(wasAs a1qed
dINS) ended uep
nynjejA ‘Isamens
uey3ungnysusw
SueA eisauopul
anwiy yeAejim ip
auogoeq uedullef
ueun3uequad
"¥10¢ e33uly e10y
/983 72y Yejepe
eAuueunSueq
-wiad uawHwoy
undepy ‘1e4od.oy

(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) (2) (1)
SYLI¥OIYd
- @ C102 1102 010z 6002 NYNLYS YOLY)IANI NYYVSYS NVLVIDOIN/ILNI
smeis | ININYINVANIL | NYHYIVSYINY¥3d ISNV.LSENS ON
1394v1
NYIVdVD M ¥102-010Z NINTdY

L-118



uep ueSurel
ueungueq

-wad ynjun

nyeA ue3uejajad
deyey enp ueuap
|epow efuejaq
ynjuaq wejep
uesjnye|ip Sury
edejed yahoud
leAelquaw
ynunpung

1D/ ueeung3uad
‘ue8uenayl
[BEMVEIN

1eINS |BNSS
"€70¢ unye} eped
le|nwip jedep
ueungueqwad
Jede 3ury edejeqd
yohoud ueduejajad

Jaqwasaq eped
165335 UEY|EMpPEfp
eAuule| e10y/qey
8T uey3uepas
‘ej0%/qey

ST Ip ueynyejip
yepns ueulief
ueungueqwad
‘7102 429010
e33ulH ‘lejnwip
wn|aq SueA waisAs
3|9e) dINS FAoud
ueduap 3ungnysay
e103/qey edetagaq
euaJey| e10y/qey

€€ Ipelusw

ISIARUIP B10%/CBY TS
Jesagas |eme 3a8ie)
‘Buns3uejiaq yisew
luljees ZT0g unyey

ueydesiad ueungueqwad
-waw eJadas undepy "e103/qey
njad eynewsoyul 8¢ 1edepuiay
uep Isexylunwoy TTOZ unyey
ueuaway | Jiyye eped e3uiyss
‘Yejuawad | e0y/qey /T 1984e)
ya|o pubqgppo.q ledeausw ye|}
uedurief T10Z unyey eped
ueun3uequwad £10%/qe) BIOYNQ!
ueeuesyejad | 3y Isudisya uedulef
1edaosadwaw ueungueqwad
. ynun undepy ‘nyl eJejuswWas %001~ %88- %88- %88- eu
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
smels | ININVIIVANIL NVHVIVSYINY3d ISNV.1Sans ON
1394vVL
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-119



e30%/qey
Ley

e
10%/gey
373

B30%/qex
143

e30%/qey
413

B30%/qex
143

pupgppO.q BIEIDS
SungnyJay Sueh
10)//qBY BIOYNQ|

‘woysL

1d ue8upel ysjo
1ueAeip yepi3 SueA
YeAejim 1p (Sury
ede|ed yaAoud)
pubgppo.q uedulief
ueun3ueqwad
leAelquiaw ynun
(osn) uonwbiqo
30IJ3S [DSIANIUN
eue( uel3eqas
ueyeun33uaw
SueA puny

(121) ABojouyra
uo1IDIUNWIWIO)
pup uonpwIoful
unsnAusw
eyllew.oju|

uep Isexyiunwoy|
ueLIRIUIWY
‘pubgppoiq
1seJjauad jedassad
-waw ynun

‘uegupef esey
Ilswad/euesyejad
ueyliwad

1ot

(v1)

(€1)

(e1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

()

(9)

(s)

(v)

(€)

(@

(1)

snieig

1NNV )VANIL

NVHVIVSYINY3d

v10c
1394vL

10z

1102

0102

600¢

NVNLYS

YOLWIANI

NVYVSYS

SYLI¥OIYd
NY.LYIDIN/ILNI
ISNVLSENS

NVIVdYD

ik

¥102-0T0C NINrdY

ON

L-120



uep uesemeduad EYRENIEMT]
ueynyeip npad ese[ ueejpaAuad
‘Jua3u02 ueisiSuad senadwaw
ynsews.al 3n3un jieisiuLag
Jewndo eJedas eyjI1eW-Joju| (esap 8t£'G 198481
19UJa3Ul SE}|ISe} | UBp [Seylunwoy| uel (%05 |e301) 12U}
ueeung8uad | -ajuawa) ‘lededssy ‘9T1-) (%€66) (%€vL) sasye |uehe|ip
ueyIseWaW yepns y10Z (%00T) esap esap esap ueuejajad SueA uejeweday
. NN | -0TOZ NIAIFdY 3981 | Bsap 8y/'S 7699 90L'S 69CY $350.d % ej03nq! essq
1edwalas
1eeseAsew
uep yesaep
yeyuuawad yajo
ueyeun3ip 1edep
uep InyeayIp ‘Iynuadiay
1ngasJa) ueu ¥10Z-0T0C NIAIfdY
-eAe| ueyjisewaw 198.e1 e33UIyaS
yn3un yetaep 1y3eJ33 Unye} enp
yeyupawad | wejep ueylesaasip
ueu-ap | uexe eAuure|
SeUIPJ00YJagelas esap €y/ 7 Ip esef
yahoud ueelpaAusd ‘esap
ueeuesyead 198.e1 1Uep %26
dep-eyJay neje esap Tyi'0€
ueseme3uad ledesuaw yepns (esap ¥8T°€€
uey-nyepW 210z lunf eS8uly 195461 |EJ0Y)
eyjlewou| IseyIunwioydd} | (%0071) (%L16) | (%9°T6) (%v'€8) (%S'2L) ISeY{IUNWOy3|3}
uep Isexjiunwoy sasye esap esap esap esap esap sasye
‘ uelsjuswa)y esef uee|paiuad ¥8T°€€E Tvv'oe €TV'0€ 0L9°LT 1507 % lueAejip SueA esag
%88 %69 %99 %€ %€9
(v1) (€1) (z1) (17) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (T)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
smels | ININVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD 12l ¥102-0T0Z NINIfdY

L-121



uep Isualsaje
uexiey3uiuaw
1edep JeSe
1BYDS BIRIDS
Isnadwioy wip!

ueleyuluad -
(1sea8a3u
1193)|epowIaul
uep epow
-Jejue BJRIS
Iseyodsuesy
ueueAejad
uedurief

ueSueqwaduad -

uesad eAu
-lewndo 3ueuny|
"Jesep
IseyJodsuesy
yedwep nies
yeyes 1e3eqas ue
-Suny8ul| seyjeny
eAuuninua|y
ueejoy

-1ad yeAeim

1p eAusnsnyy|
Iseyodsuesy
ueldIeWY
1ex8uny eAui8uy -

gnyu
ENTEN

19ed

ueejoyad
|seyjodsued |
Ue)RWE[SA)Y
sey||iseq

yejwnr ‘soL1y
eAuese83uajasial
‘Isen|eAs uejode]
‘ueejoydad
sejur] njel
1SBULIOJU| WRISIS
jnpu| eueduay
‘ueejoytad
uenyduy ynpu|
BUEBJUAJ Yejwn(

weJSoud
ueeuesyejad
Isen|end

uep Iseyiodsuely
wajsis wesdoud
uep eueaual

%00T eAuunsnsia]

UeejoNJ3d
|seJodsues] waisis
ueSueqwaduad
uep ueeulquad

T

10z eAujequiej-jequie|as ([leJouopjuep LYIAI) exexer
1p q13s1| 23249 ueijSue ueunSuequiad uelesajaAuad ynsewsa) ‘ueeloylad Iseriodsued] niig yeia) ueduap lensas (uepa|\ ‘eAeqelns ‘Sunpueg ‘eyiexer) Jesaq 3oy ¢ Ip Iseriodsues) ueSuiel uep waisis ueylequad
‘ueejoyiad Isepodsuel) ‘L

‘eung8uad

Jopyas edeq
wa/ueluaWay
uep exjlzew.ou|
uep Isexyiunwoy
uelUAWIY
eJejue nped.al
©JBJ3S ISBUIPJOOY

“INMIN ‘ueueyuad
uep uene|ay
114adas ‘ueuehe|
eung8uad ege
quia/uelssjusway
ueynsew
Jueejuiwiaduedusp
1ensas
(esap/yeheyim
1seqJaq
18e| yepn) yynpoud
esjuas edesagaq

(v1) (€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (1) (9) (s) (v) (€) (2) (1)
SYLI¥OIYd
- @ C102 1102 010z 6002 NYNLYS YOLY)IANI NYYVSYS NVLVIDOIN/ILNI
smeis | ININYINVANIL | NYHYIVSYINY¥3d ISNV.LSENS ON
1394v1
NYIVdVD M ¥102-010Z NINTdY

L-122



un3ueqIp 1esa|as

ueunSueqwad ueeuesyejad wejeq
epeeranwi| Jifueg |eueyl 1synJisuoy uelesaj@Auad ynjun ueyequiey ueeliayad
$10Z-0T0Z NINTdY wejep uexydeiayp nieq SueA snsnyy Joiedjipul uep ueseses uexedniajy
LW}, Wejep 600z unyel yas ualig ef1aury uedelauad Isesijeay Ip wniuedss) Sueh eleq
6002 VL [BYS!4 Snjnwinis 1iep Iseyole ueyequie} uexyiedepualy
$T0g 1984e) lededusw ynun 10Z-0T0OZ Unyel wejep ueynye|ip sniey SueA eAedn-eAedn
7T02-0T0Z 3poLad wejep ueeuesyejad ueyelesewsad
210 lunf ueduap ledwes

uesuessay

(jreJouow (jresouow uep
uep 1YIN) | LYIA) eMexer Ip yjuas)|
epexe[ 1P YIS e32J9) uenySue
"1edesedsew LY uep 3249y uenySue ueunguequiad
. yajo nexy3ueliay eu eu eu eu eu 19)ed |IBJOUOIA Yyejwnf eAuesed3uajasia] uelesa|pAuad i
SueA wnwn
ueueAejad ueunySur yewey
depeysal iseyodsues) | uedunySul| yewey
Jore|ngau gnyu ue-eJed3uajaAuad 1seyjodsued|
. 1eeqas eu e'u eu eu e'u awa) 19)ed yejwng eAuese83uajasia)
yejunpwad ‘lepuey SueA
uexeyd |essew uejnySue *UBYOIU02IDd
-1909) uey anpjnuiselyul uesemey|
-ueyepadwaw ueeipaAuad ‘UBy0lU02I34R10)
de3ay ueuap wejep yesaep ‘(Lyg)
esel eung8uad yejupawad usued] pidey sng ueejoyad
18eq jleusaye uep 1eyeJedsew gnyu ueSueqwaguad 1seyodsued|
‘ ueyLIRqWIdW ‘BISEMS v 1 1 1 1 EINEN 19)ed yejwnr eAuese33uajasia]
(v1) (€1) (z1) (11) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SV.LIHOId
10z @ €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLWIANI NVYVSYS NVLVIOI/ILNI
smels | ININVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1308VL ISNV.1Sans ON
NVIVdYD M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-123



L-124



Suejuay -seSnyp
nn | 8ueAnny
luyed S 4da
4dap Jhelsiul
Seyeqip nny
[EEIEN ¥ ‘yer
yepns | -uuaWdd
nny esieyeld
%00T guep¢ nny v
ueduepun
-Suepunuad
ueiniesad
Sueouesad
eSeual-edeusn
uedeAepiaquiaw
ue3uap yesaep
1ex8u1y ueSuepun
-Suepunuad
ueiniesad ueuns
ueyniuaqwad 110Z Unye] T -nAuad
sesni-sesny 'oN Suepun-3uepun deyey
ueeuesyejad | ueSuap lensas wnjaq wejep NINYIdY
wejep yeAe|im yisew yisew yetaep ddy Tz uep
Jojuey uesad 1e38u1] ueniesad g uep S34dY3d
uexeysuluain ueunsnAuad %00T nNY £ YT°dd¥ ¢

ddy leu
-98usw
ddy uep
euy
ue|
-IpeSuad
nn ue-
yeqniad
nny
‘uaieq
nn ue-
yeqnuad
nny
‘uasnpul
uresag
nn ue-
yeqn.ad
uep

% SC
ledeass)|

npem
1ed9) eJRIDS
w ueSuepun ¥da Ip seyeq
eywny | -Suepunisad | Ip 1ess|as SueA
e'u RIETEN] uesnjesad 9SEIUASIAd T
ueSuequaysad
uep 1eyeledsew
ueyningay
w ueSuepun gemefusaw
eywny | -Suepuniad ndwew SueA
e'u RIETEN] uesnjesad 9SEIUASIAd ‘T

uennJad
ueduelad
Jeuois3uny
e8eua) e1as Yda
1p (nnsaduey)
nn yemeq

1p ueduepun
-3uepuniad
ueuniesad

uep NNY sedfeny
ueley3uluad

ueSuepun

-Suepuniad ueinjesad
uedueduesaq ueje|day

eAuisejuawajdwi wejep 1suaisisuoyul uep uesejaepna ueynquiuaw yepil Sued ueSuepun-Suepuniad ueinjesad isesiuowaey 1pelial eSuiyas yesaep uep jeuoiseu ueleySun ip deyelrsaq eiedas isejnSas Isew.oydy
S INNINH NVILSYdIN'T

(v1) (€1) (z1) (t1) (ot) (6) (8) (£) (9) (s) (v) (€) (@ (1)
SYLI¥0I4d
- proz |« TVOT | TTO 0102 6002 NVNLYS YOLWIGNI NVYVSYS NVLYIOI)N/ILNI
JioN | LNINVIIVANLL NVHYIVYSYINY3d atsni ISNV1S8NS oN
NVIVdYD W #102-0T0Z NINdY
T102-0T0T unyey

eYES() WIp|| UBp ISBISAAU] WIP| : £ |euoiseN Sejliold ueunSuequiad uelededuad

LNVHIdAVT

L-125



seuy

euepld
ue|
-peJad
wassis
nn uep
euepld
yejesew
wejep
leg
[equuiL
wnynH
uenjueg
Suejuay
Jyy 8u
oy3uoH
snsnyy
ISeJ}- eidp
slulwpy AeH
yesaeq ueeu
yey- -esye[ad
ulBWad ddy uep
uep els ‘uels
-auopu| [SENIEN
Algnday ulft uep
yey- ynsew
uaWd ulfl
elejue exnqual | esiA ddy
uen[ | jiejnwny DEIEI]
-Nasiad | NNY T uep nn
uey- uapisaid ueyeu
esagduad uey | esyepw
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (T)
SvLiyoIyd
1Sl v102 q C10C 1102 010z 6002 NVNLYS HOLVIANI NVYVYSYS NVLVI9I/ILNI
JILON 1NFNVTVANIL NYHVIYSYIWY3d 1394VL ISNV.LSENS ON
NVIVdV) 12l ¥102-0T0Z NINIfdY

L-126



uep Suenu eje}
‘ueyeuenad
Suepiq
ueSuepun Ip uennJad
weywn | -Suepuniad ueiniesdd
. eu e'u e'u e'u yusway ueanjesad UBYRUIQW ‘G
230p 03 dn uep
ueSuepun 1eJnye eJedas
-3uepun exelsnd uep
-13d w ueSuepun Isejuawnyop
ueiniesad eywny | -Suepuniad uedey3usjay
‘ %00T e'u €5 e'u RIETEN] uesnjesad ENSIENCRRY
"Jepuels
ue3uap
1ensas eAu
-yiga|es
|agejunye
SueA 1s-
eJlsiulwpe |ageunye uep
uesu npem jedsy
-9p Npjem £JBJ3S JEPUR)S
jeday 1ensas IsowoJsd
IIREN uep 1sexiieny
1sowoud jedepuaw
uep SueA nn
leny -1ad uesnjesad
uey| Sueouelsad
1edepusw w |euoisSuny
SeA Bueso eywny eSeuay
%00T e'u T8 lep €7 e'u -uswiay| 8uelo 9SBIUASIA] "€
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) () (€) (@ (1)
SV.LiiOld
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYVSYS NVLVIOII/ILNI
JILON 1NNV MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV.LSANS ON
NVIVdV) M #102-0T0Z NIAIfdY

L-127



-8uad Ises epunJad ‘wnyny “yijod
ueyuoyowip luow.ey ues Suepiq 1esnd
SueA ueSuepun 18y 1eS9|9s IS | -njesad 1ex3uly ueduepun
-3uepuntad | -Bulusaw upyewss ises $3 | esiuowley 1ses -3uepuniad
ueJnjetdd | -luowiey ueyeuiwIp Ydy3dy -Ip ye[dy | luowuey ueueweay ueiniesad
uedueouey uels SueA ueSuepun G | S3Ydy3dy ueuo ueSuepun uep wnyny uegueouels ueSuepun
-esjuowJeySuad | -8uepuniad uesniesad uep ddy | yuepddy | yowdad -8uepuniad “y11jod Suepiq uesjuowJeyay -Suepuniad ueinjesad
1edassadway ueSueduelad %00T 7'NNY9 7'NNY 8 | 6T MeQ e'u ueuniesad [NENANENCN R ueyiey3ulus|n Isesjuow.eH uelei3ay
dVHN
nny
uep dHNX
nny
“uoxdiL
uesejues
-aquiad 1sdnJoy|
nny 19sy uesejuesaquad
uesed SuoJopusw
-weJad ueSuepun SueA Buepiq
nny tueA weywn | -3uepuniad Ip uennJad
‘ %00T e'u nny v e'u FEIENT ueiniesad ueaniesdd /
€10C
seu Jodejad
-89)04d uep Isyes
wejep uequoy| uegunpuijiad
ynsew uep awsiueyaw
ynun | Isyes ued w ueSuepun Suepiq
ueyeu | unpuiad eywny | -Suepuniad Ip uennJad
. %00T eauallg nnY T e'u -uaway| ueuniesad ueJniesdd '9
H1
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (T)
SVL1I401dd
ISVl 102 @« €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLVNIANI NVYUVSYS NVLVI9I/ILNI
JILON 1NINVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV1Sans ON
NVIVdV) 12l ¥102-0T0Z NINIfdY

L-128



1ses|u
owuey
sasoud
weep
‘ %00T dd¥ ¥ eu
1sesiu 1S
owJey | esiuowJey ueyuequad
EEIES -Ip yea ueSuepun uep ueSuenay
ddY €€ ddd vt -Suepuniad ueplq
. %00T ‘NNYE | uepnnyv e'u ueanjesad Ip 9SBIUASIA] T
1ses
luowJey
$950.1d
wejep ue
S3 -8uepun
4d¥3dy -Suepun
T -Jad
uep ddy ueuny
‘ %00T s‘nNY s -eJad e'u sluow.ey
ovT Sueh jedyes
ueSuepun yejepe ueeJajyefasay
-3uepuniad eAuises ‘180j0ux)
ueinielad luowuey 1951 ‘weje
ualng 1p uey eAep Jagwins
ueyjIsesiuow.eylp 1esa|asIp ‘ueduegepJad
SueA ueSuepun 1edep ‘snpul
-8uepuniad SueAu ‘ueyuequad
ueJniesad eSuepun ‘ueduenay
uelsesiuow.ey -8u ‘Ueuewedy
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (1)
SV.LiiOld
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYVSYS NVLVIOII/ILNI
JILON 1NNV MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV.LSANS ON
NVIVdV) M #102-0T0Z NIAIfdY

L-129



%00T

juow.ey
$3504d
S3
4dy3dy
¢ wep
ddd 9

%00T

Ises
juowJey
1esa|as
S3
Ydy3dy
g uep
ddd L

IS

esijuowuey
-Ip yefsy
ddd 1T
uep NNy T

%001

Ises
luowJey
sasoud
wejep
S3
Hdy3dy
cuep
ddy €T
‘nny v

%00T

1ses
juowJey
18S3|9S
S3
YdY3idy
T uep
ddy 8

IS

esjuowJey
-1p yes}
sadJady
T Uep ddy
yT'NNY ¥

ueSuepun
-8uepunuad
uesniesad

eJsay Suepiq
Ip 858IUBSIAd ‘Y7

e'u

e'u

ueSuepun
-8uepuniad
ueinjelad

siuow.Jey SueA
1snpul Suepiq
1p 3SEIUBSIA €

(v1)

(€1)

(e1)

(11)

(o1)

(6) (8)

(¢)

(9)

(s)

()

(€)

(@

(1)

ISWII
4ILON

1NNV )VANIL

NVHVIVSVYINY3d

v10¢
1394vV1

¢ 40z

1102 010z

6002

NVIVdY)

M

NVNLVS

HOLVIANI

NVYVSYS

SYLIYOIYd
NVLYIOIN/ILNI
ISNVLSENS

¥102-0T0C NINrdY

oN

L-130



yea1 SueA
e10)| ejo)y/qey uep
/aey/noid 1suinoad yejwng

uep isuinold €€ 1p

dSLd eped 3S|dIdS
eAuueydesang

ISEISOAU| UBUIZIIDd UBP
1sewJoju| ueueAejad
wa)sls uedesauad T

- - €8 €8 €8 €L eu Nd)g

(dnis) ueSuedepaad eyesn ulfi 3eans uep (dgl) ueeyesniad Jeyyeq epue] 134adas eyesn jejnwaw ynjun eAeiq ueSueinsuad
uep yejesew.aq epsad uejejequad ‘wejeg Ip lejnwip SueA eyoy edesaqaq 1p (dSLd) nuid nyes npedaay ueuehejad eped (3S1dIdS) )1U04IN3[2 B4RIDS ISeISAAUI UeulzlIad uep Isewsojul ueuehead wajsis uedesauad

*4NA3SOY¥d NVVNVHYIA3IANId ‘¢

‘1sdnioy
Ises uesejuesaquad
juowLeyip ueSuepun SuoJopusw
yeoy -Suepunisad | SueA uennuad
‘ %00T nnY T e'u uesnjesad ueJniesad L
Jodejad
uep Isyeg
ueSunpuipiad
awsiueyaw
1ses Suepiq
luow.eyip ueSuepun Ip ueSuepun
yeoy -8uepuniad -3uepuniag
‘ %00T nNY T e'u uesnjesad ueJnjesdd ‘9
H1
uep Suenu eje}
‘ueyeuelad
1ses Suepiq
juowJeyip ueSuepun Ip uennJad
yeoy -8uepuniad ueniesad
. %00T ddy 9 e'u ueanjesad UeYBUAqWd 'S
Ises
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (1)
SV.LiiOld
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYVSYS NVLVIOII/ILNI
[J
JILON 1NNV MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV.LSANS N
NVIVdV) M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-131



yengas Ipefusw eSiey ueyjeuay ‘ueeujquiad
1seJ8ajuia) nojwaw uns nny1ISuaw
SueA yesaep -3ue| e4edas SueA SueA eyesn
. ueun3ueqwad yejoled 1edeqsaq /|  000°€ e'u e'u 0081 e'u Suelo nyejad yejwnr g
uep Iseyod "NJUSMS] NPjeM
-SueJ} Wajsls -npjem eped yoxod 1SnquIsIp uep yoxod ueyeq
uedunqge88uad 'z | ueyeq ueelpasialdy Jesed ueeulq ediey Ises||iqels
|euoiseu y1s130| n38ueS3usw uep -wad Suepiq uep IsnqusIp
ueSueqwaduad 188u13 dnyna SueA Ip Jnpasoud uesedue|ay
ey3uel wejep Sueueq I1snquiasip uep ey uejey3uiuad
mopulp 3(8uis ehelq ueyqeq ‘ew.ou ‘Jepuels eySues wejep
|euolieN Waisis -9Ausw ed3uiyas uep ueyefigay siuya1 ueSuiquiq
uesenpad uep |euoiseu yisido| Se uesnwnu uep ueyeligay | )0x0d ueyeg Isnquisiq
. ueieyduiuad ‘T | eAujewndo wnpeq °g v ¥ v 9 e'u pusway siuaf yejwnr g eAueuesyepsa) | uesedoue|d) ueieyduiuad T
133un eAeiq wouoya/isyesues) eAeiq 13uesnduaw uep Sueleq snie ueseoue|dy uiwefusw SueA [euoisen yisiSo| walsis uedejauad uep ueSuequiaduad
“IVNOISVN NILSI901 "€
(dn1s) ueSueSepiad
eyesn ulf 1eang
uep (daL) ueeyesniid
Jeyjeq epue| 1adas
eyesn |e|nwaw ynun
eAeiq ueSuesnuad
uep yejesewaq
epJad uejelequad
‘weseg Ip lejnwip
SueA 1oy edesaqgaq
1P (dSLd) nauid
njes npedia] ueueAejdd
3SIdidS | e1oy/udledngey eped (3S1d1dS)
ueydesausw ov }IU0J3|T BIRIDS
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) () (€) (@ (1)
SV1I¥0oldd
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLYS YOLVMIANI NVYVSYS NVLVIOII/ILNI
JILON 1NINVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNvV1Sans ON
NVIVdY) M #102-0T0Z NIAIrdY

L-132



yoyod
ueyeq uee|pas
-1939) uep
ediey Ises||iqels
Sunynpuaw
yniun wajsAs
Buruipp Alap3
ueSueqwaduad ‘€
|euoiseu
SE}IAIDBUOY

elunp ueyejaq
1eSeqaq 1p Ipefisy
SueA eaena jjewoue
uep ejunp uegued
sisLy :1adas
‘elunp ueSued

Ley

ueulfluladuou

uep ueulflsad

uelesa|aAuad
npPEM L

17

ST

ST 4

auluo
eJedas Juefellp
SueA 1snquiasip
uep Jesed
ueeulquad
Suepiq
1p ueulfuad
yejunr-g

>

e'u

11983u Jen| uep
wiejep 1p ediey
ISELIBA UDISI}D0Y
oiseJ ejeJ-eIRY ‘G

ST-9T

|euoIseu uep
1suinoad eSiey
ISELIBA UDISI}30Y

OISeJ ejel-eley ‘Y

e'u

ewen yoxod

ueyeq ediey

ISELIBA UBISI}30)
ejeJ-BlRY '€

NG
ueduiquiiq
uep ueynejad

(¥1)

(€1)

(e1)

(11)

(o1)

(¢)

(9)

(s)

(v) (€)

(@

(1)

ISWII
4ILON

1NNV )VANIL

NVHVIVSVYINY3d

v10¢
1394vV1

¢ 40z

1102 010z

6002

NVIVdY)

M

NVNLVS

HOLVIANI NVYVSYS

SYLIYOIYd
NVLYIOIN/ILNI
ISNVLSENS

¥102-0T0C NINrdY

ON

L-133



ueje|gay

yiuoapa[e
wa1sls
ueSueqwaduad
yejwng

e'u

Je
puaway

ueanjelad

Jodwi uep
Jodsy 1seyl|ise}
uexefigay
ueyguauad
Yejwnr

Jodwi uep

uep Suloluo
‘suya] ueuiquig
‘IseuIpJooy|
‘ueyeligay
eAuelpasia]

Jodwy uep Jodsy3

Isey|iseq ueejojaSuad

Sueseyd 3od Aip 1p (S1yD) waisAs aped| pasueape woind eweysad
deye) 1sequawajdwi ueSuap ueyngejad Jen| Ip 1e)nd eaq uelesa|dAuad sasoad 1sesijeas uejedadsad “Jodsya uep (010 1enuel wnjagas) Jodwi yniun (MSN) mopuip 3jSuls jeuoien ynuad esedas eAuisesadolag

ISVINHOINI W3LSIS v
eAuisnquisip
ue3uuelynsewal 1snquIsIp
‘ueduedepJad wajsIs ueejeuad
ISNQLI3SIP BUBJES 1SePUIWON3
‘ ueun3ueqwad 9 e'u € 4 e'u yejwnr
wejep 1eyeseAsew ue3uelep
1sedisied uep -1ad 1snquisip 151p Jesnd yoyod
yeJaep uswiiwoy | eueles ueunguequiad ueun3ueqwad | 3ueleq IsnquIsIp
. ueyeysuiuaw wejep 1edesedsew 1 1 1 4 e'u yejwng ueJeaue|d)y
1edep SueA uep yeJaep yejuu exy3ues wejep
wa)sis uedesauad -owad uswiwoy Je ueyojuodad 1snqusip eueses | ueduedepuad 1snquisig
. niens uedelauad eAuSuesny yisey | G uep 9z TuepQz | TuepsSt | -uepct 01 pusway un Jesed yejwnr eAuun8uequa] | eueles ueduequiaduad 4
Isnquisip
uep Jesed
ueeulquad
uepiqip
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (T)
SV.LiiOld
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYVSYS NVLVI9I/ILNI
[J
JILON 1NNV MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV.LSANS N
NVIVdV) M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-134



1senjend
uesode| yejwnf(

JA

1a8au

Jen| uep wejep
Ip ue3uedepuad
1sej|ise}
Suepis-8uepis
1sedisied
Yejwnr

09

a

€ S

ueje|gay

ue3ueSepuad
1sej|ise} Suepiq
1SeUIPJ00Y
yejwnr

L8 09

ueje|gay

ue3uedepiad
1Se3|1Sey
Suepiq siuya
ueduiquiiq
yejwnr

00SL

819°C

¥90°C 9€9T

e'u

ueeyesniad

JAVYLYNI
Injejaw auljuo
Jodwi/iodsye

eunguad
yejwng

Mand
ueueAejad
1seyljise} Suepiq

(¥1)

(€1)

(e1)

(11)

(o1)

(¢)

(9)

(s)

()

(€)

(@

(1)

ISWII
4ILON

1NNV )VANIL

NVHVIVSVYINY3d

v10¢
1394vV1

¢ 40z

1102 010z

6002

NVIVdY)

M

NVNLVS

HOLVIANI

NVYVSYS

SYLIYOIYd
NVLYIOIN/ILNI
ISNVLSENS

¥102-0T0C NINrdY

oN

L-135



SueA sepijosuoy ‘yejuiawad esejue €T 'ON'S uep siw ugajoid u 3 Isesuadwoy ueedipuad ueeliaxeSeusiayl
uep ISesl|eIsos ueSuepued ueiensas ueJuRNe | ISIARL Ue -apeyy wejep | suespdy | eSuepuniad uesniesad | Suosopusaw jedep ueinjesad
uexnyeRIA -\epnay eAuepy - UBWLIdd | -epunudd | yexseN | MNSEN | euaway ueJnjesaqd eAuunsnsia] SueA ueuniesag ueeuindwaAuad 1
‘el19y ueSuede| ueerdpuad eySues wejep eyesn wipj uep ueelidxeSeuaray uexyeliqay 1sesiuonuls
'NVVRIINVOVYNILIN NWIVIIEIN 9
(33) snsnypy
1Wouo0y3 ueseme 2107 Wnj3gas
1p 1Se3SaAUl diysiauped
ueSueqwaduad 91eALId dl|gnd
yelaep exSuel BWYS INjejaw
yelaep A yelaep yeJaep we|ep 1sowo.d 1Se)0] S 1p YN
8% eseSau £€Rn A uep [Sesl|eIsos ueSueqwaduad
eledau / 4 eiedau g | esedauy ANdYE eAueuesye|ia] eAueuesye|ia|
AN
9y ueyedwijip
8ueA ueSueSepiad
. 1 - - - uedniesad | ueyeligay yejwng snsnyy| 102
1Wou0y3 ueseme) wn|agas diysiauped
snsnyy lwouoy3 1p ueduedepJad 91eALId l|gnd
Sep uesemey| Suejuay Jopyas ueuesad BLWIYS INjE]3W ISEY O]
. 4 4 - 1 RIEITEN] ueJniesad dd yejwnr eAuiey3uius|y | S 1p M3) ueBuequiaBuad 1
10T wnjagas diysiauried aeansd a1jgnd eways injejaw 1sexo7 § 1p Y3y ueSueqwiaduad
:(M3)) SNSNH) INONOMI NVSYMVYN S
ue3ueSepuad
Isej|ise}
Suuoyuow
ueeuesyejad
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (1)
SV.LiiOld
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYVSYS NVLVIOII/ILNI
[J
JILON 1NNV MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV.LSANS N
NVIVdV) M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-136




ueujwel ueun; |eos yeJaep uep jesnd
ynang 1exuas/eliayad |eIsos ueeliayedeuslay
18143S uejnjuny ueulwef ueyefigay ueiniesad
’ jedep.al yise|y | Isesijelsos v ¥ - uawnyoq ISes|uowLIey eAuunsnsia]
|H ueyisijassad
uelesajaAuad
‘ 1Sesl|elsos 1 1 - uelfey | Suejual ueinjesad
'ST0C
IInf T 3equug
Surjed 1sesadosaq
uexe SueA ‘|eisos
ueujwer eJeg
-8usjaAuad uepeg
8ueluL} T107/1C
NN uep |euoiseN
|BISOS UBUIWEf
wjsis Suejuay yning /eliasad
¥00Z/0% NN Isesiuesio
‘ Suejuay Ises||e1sos 1Sesl|eIsos 1 1 - uelley | Suejual ueinjesad
"€00Z/€T
NN Usawapuawe
eAuBunuad ef1ay
ueyledweAusw yo3ow ‘efiaxad
yn3un sen| yiga| €10z ueSunpuijiad
SueA ueSunuaday unye] ‘ueyedn8uad
nySuewad '€002/€T 61 (Seu ‘(urunosino
ueyeqiaw NN Uswapuawe ‘0N uep -89)04d 3 1MNd) H eSequsa|
ueduap yn3un eyesnguad 10T 1Jep uey efsay uedungny | 3jenyJsadwaw uep
yninpAusw yiga) uep ‘yning 1exas unyey BENTENTY se “NHd uedelauad | eliay uejedwasay
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (T)
SV.LiiOld
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYVSYS NVLVIOII/ILNI
JILON 1NNV MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV.LSANS ON
NVIVdV) M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-137



dnpiy ueyningay 1edepusw
uenjuauad SueA eyesn3uad
“TH) uenjuauad awisiueyaw 3 95/dS ‘eliaxyad
awisjueyaw eAujedsy ue[emsad
. uexeundwahuaiy wnaq yisew  -|  00S'T - 0ST°T 0€T yejwnr
‘wnyny ‘uejeyedasay
SunAed 1e3eqas ledesusw ueeyesniad
ueyedn8uad | >epi} uuas wnwiuiw 1p 1uediq
ueyeligay yedn uedesauad (S)1) eweseliay
. uexeuindwahuaiy SwslueXaN 000°ST 6EEVT C16'ET IvT'ET SIT'CT Hedig S e3equa| yejunf
elisnpul
uedungny nyejad
esed epeday ‘sjuouLiey
JIsuaisul yiga) wn|aq eyesnguad 45/dS 1seyjlan
SueA jeisnpul uep eliaxad uep ue|jemialdy
uedungny 1e)13s ed3ulyas ‘uejeleouad el |elsnpu| ueungny
Suepiq 1p ue q ueduap [elIsnpul ‘UJediq esedas ueSungny wejep uejeyeledsewsd
-euesye|ad ueunje uegungny euxew ueSuipunsad uejeyedasay uep ueedequi|oy
‘ -UeJn3e ISes||e1sos eAujweyedip wnjag - 4 4 yeyseN ENIENETN] eAujedeass] uee|oja8uad 4
-ljosuoy IH epiad IH
uep 1ses 1ses Suepiq ueiniesad
‘ 1SeS|[eISoS | -|e1sos M3IARY -BJUBAU| uawnyoq eAusele|as
*(Srdg) [etsos s1343uls SueA
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (T)
SVL1I401dd
ISVl 102 @« €1z 1102 0102 6002 NVNLYS HOLVNIANI NVYUVSYS NVLVI9I/ILNI
(]
JILON 1NINVIIVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV1Sans N
NVIVdY) 12l ¥102-0T0Z NINIfdY

L-138



1j9Jo Sueh
ueefiaxedeuslay
Sueio Sueso Sueso Sueso Sueso ueeliaxeSeusiay ueseme8uad
€691 S6CT vor'T 1281 we't 3uelp | semesudd yejung eAueuesyepsaL
eAuseyisedey|
uexjeyuiip
SueA seme3uad
. - 09 09 09 Suelo eZeua) yejwnr
ueef1ay
-e3eusalay ue ueeliaxeSeuslay 1sualadwoy
-semeguad waisis uesemesuad RNTINIENET R
neje awsjueyaw e[Jay swisiueyaw seme3uad eSeus)
ueysSnwnRN eAuselequal Yise|N | %0S yleN - 0SL 0LT Suelo uey|eudy %
€ Snsey uemel
yeJaep-yesaep
Ip eweinsy ueeliaxeseuslay %0T €y uswafeuew
semeSuad semeSuad yIeN u ueydesausw *€) Jepuels
eZeua) yejwn( eSeus) yejwnl | eeyesniad %0T %0T SueA ueeyesniad uep uswaleuew
. uexiey3uiuay eAuseleq.al yise|y % NEN %0T leN NEN ueeyesnJad yejwng eAuueydesaiiq
‘(4oze1paw)
|eliasnpul
ueSungny siuya}
tlemegad yejwn/
UBSRIEQUDIDY -
ueyedn8uad wajsis
Jesep Ipefuaw ueye 1se|sogauJaq
8ueA (TH) yede| uya) ueyipipuad
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) () (€) (@ (T)
SV.LiiOld
ISVl 102 @« €1z 1102 010z 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYVSYS NVLVI9I/ILNI
[J
JILON 1NNV MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 ISNV.LSANS N
NVIVdV) M ¥102-0T0Z NINIfdY

L-139



L-140



Jayp1-ffo
ue-yejesew.ad
ueye| ueSuede| ue uep yT0g eped ussiad
uesegaqwad uep -Suequwaduad 08 uep QTOZ eped
|eISOS E|EPUD)Y /ohoud uassad z9 ledeausw
1sejeusw wejep uejeq-we|ia1a)y SueA isexLa|e olses
11e)J3] ISRUIPIO0Y umopinys ueduap QTOT lejnw
uexie)3ulusiN - pauupjdun unyey Jad MINO0OE
sediw eualey ylIsawop ejeJ-elel Jesagas
1sesado uejejesad 1synpoad nyeq ueyeq uep y1Is!| ySuequiad
uejepueyay Suen|ad 1wng yeAuiw 1819ua ueyosed | seysedey ueieyduluad
ueyeysulua - uegue|iyay 0T0'T LL8 €06 Sv6 676 (AN adogn Isynpoud yejuwnr eAuuiwelsa) $1813u3 seyisedey €
eAuute NINNG
4]0 Inylip uep 0T0C
eAujequiel-1equie|as
1es3]as SueA euiwelad
uep N1d Mep
1ejnwi 1349ua Suepiq
NIAINgG ISepijosuoy
- - - - uep Isew.ojsuel| 4
|euoIseu ynpuj
eueduay ueduap
1ensas Ises3anulia)
SueA jeuoiseu
1343ua ueueSueuad
ueylISEWaW
SueA 181aua
- - - - | ueyeligey uedejauad 1
(v1) (€1) (11) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)

CT0Z-0T0Z Unyey
1843u3 : g |euoiseN se3nold ueunsuequad uelededuad

8 NVYIdIAVT

L-141



Jopesjuoy
epeday uejeSuliad
aquisw

‘eS.ey |seisoSau
yniun jexesedsew
epeday uejeyapuad
‘peosal ueynye|ip
ueyje ‘ueyjesa|asip
Jedep yepn

ueuiziad ejiqedy

1eque|
SueA Jopjesjuoy
eliauy uep
ueuiziad ‘yeuey
ueseqagqwiad

98L'8TL

€09'8CL

794189

el

LTS6€9

NGSIN

SN

ueSupJef
Sueflued yejwnr

1snquasiq uedulsel
Suelueq |eo|

YeT9L

SLeeL

ST9'TL

699'99

SLE'€9

NGsIN

VAN

Jnpuj
npJeo seyisede)
yejwng

3npuj npieg
seysedey |e10]

TTV'vs

06€'LE

0eL'9e

LYT'SE

6V6'7€

NasI

NAN

Isiwsuel |
Sueflued yejwnr

ISIwSue. |
Suelued |e1o

000°€

6€8'ty

668'6€

€86'€E

656'T€

(AN

M

ySuequiad
sejisedey|
Yejunr

1j8uequiad
seyisedey [e30]

(1exesRASRW
ISeJisuowap
uep yeAuiw
uepnduad)
|elsos

ue-yejesewad -

Isepiod-suesy
uep uesoqwad
‘isexo|

ulfi eAusnsnypy
‘ueulfisad

ejepuay -

umopinys
pauueyd

ueguefuediaq -

(uesiseday
wajqo.d o
Ja1em ueyjieuay
‘|'e) 220funsqns

elepusy -

vTOC lejnwi Liey

(¥1)

(€1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-142



ueuifad

s9s504d wejep

11B)49) ISRUIPJOOY
ueyiey3ulusy -

epunuaw
e33ulyas
ueeyesniad
/1sexo) Jeyue
uenuedisq
ueeuesyejad
weleq

‘INgD Mun
Guijup b1
uesejeqtalay
“(1sd 00§ ouon
-uanuodun

‘sd 008
DUOIIU3AUO)
|eyew emas

deyenaq

2JBI3S JIP|NU

uep ‘1319us olq ‘oply
onjlw ‘eAins eeus)
1suajod uejeejuewad
1eyas|p TTOC eped

SLISI| UBInSuBqUSW
SN eI

P39 1203 SNpord
BRUTeNWIp uep

499 Ipnis 1500 33UIyasS 7102 eped MIN0O00S
ueyieySuluay - (1amod-as.ioy uep z10¢ eped
N[<e) 2adsiano) MIN000Z ledesuaw
1sesado uejejesad Buijjip jouon e33ulyas |ew.1093
uee|pasialey -UauoJ uey Jneusayje 1818us
ueSuap uexye) -eung8usw 1ul ySawWop | YNsewns) ueynieqtal
SVOIINdg ueuap 1eES ‘sejequa) nyeq ueyeq uep |  1349us uejeejuewad
JISUSUI Y1g3| ueloquiad Wed 1843u3 ueyosed ueyey8uluag
ueA 1seuipiooy - sey|ised TTETT - € 0 0 @SN Q425NN 1synpoud yejuwnr eAuuiwelia) tJeusayy 181aug 4
ISeYLP3Id
oisey | ISEYYLIPI3S Olsey
0008 06'SL S6'TL ST'L9 6L'S9 Qs % 9SEIUSIId
Isnquisia
npJeo seyisedey SnLsIq npJE9
seyisedey [e10]
€E8'TY 999'6€ | LLTUGE | €0L'SE | STLYE NQSIN VAN Yejunr
1snquisia
(v1) (€1) (11) (o) (6) (8) (2) (9) () (v) (€) (@ (1)

L-143



ynun
ueyeungip
SueA unwns
edwod eped
Sluya1 ejepusy
‘(Buipioy
sejlioud ysu b
uppys/jpiubulf
‘diysio3p4ado)
SN [eutaiu|
‘ueeynuiuad
Yemeq Isipuoy
seysya|dwoy
‘ueye|
yipun Suedwny

ueye|esewsad
‘ewe|

dnynd 8A npjem
ueyewsw
SueA 1sexo| 3y
Buyijip sey|ise}
1Ses||iqow yun
¢|eueyienqig
‘uesoquiad
|empef

uep Isesljigow
1equeysusw
eS8uiyas ‘emes
-emel yeiaep
uesogaduad
1Sex07
‘ueefsaxad

(¥1)

(€1)

(11)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-144



066T Unyel S ON
NN uswapuewe
eAuueyniiadig
ueiny uesemey
Ip epessq

SueA jwnq seued
yohoud gz ueyua)
ueueinyayl
ueLIUaWaIY
uep |NQS3 uelisy
-usaway elejue

ueweyedasay
ejoN uedujueSuey
-EPUELp YES1R
WVH uep wnynH
UeLIRIUBWA)Y | $10¢ eped
NNY Isesiuow.iey MW 000°G uep
Uep ueua) 7102 eped MIA
-uaWay Jejue 000°Z ledeouaw
ueseyequwad e33ulyas
deyey ledwes |ewJayjoas
ye[a1 lwng (Vdd) esuoy ueyjeejuew eusale
seued Suejuay 1selsoSaN -19) SueA 18J3U3 ynsew.ay
€00Z/LZ 'ON NN ueny |ewJayl0ad | ueynieqtay 18iaus
uawiapuewelp uesemey| yipui| Jneusaye uejeejuewsad
yepl Buedwn) S6L°S 9Tt 9Tt 6817 6LTT INQS3 IMIN 1813u3 seyisedey eAuexgulusiy
‘uelexedasay
ledesusw
wn|aq
SueA sed eduey
1selsogau uep
94fd s9s0.d
‘buria1pmap
(v1) (€1) (t1) (o) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (1)

L-145



Sid
ueun3ueqwad
Sunynpuaw
SueA ypasy
BWAIYS NJ3d
Hueyul

paay uedelauad
Y1V Ise|ngay
ueydelauay

e s11d
1Se159AU| eARIg
Jnadwoy
Aepi edueq
(VLYM) Jre
ueun[ia} uep
ueJije yeAeim
uedejauad
1se|ndaJ

epe wn|ag

6v'8€E

67'7S

95'TT

99°LT

€791

INQs3

dmin

oJpiyosiw
uep ehuns
1843u3 JaqWIns
Hep sy
jBuequiad
Suesediay
sejisede)|

olpiyosyiw
uep eAins
egeua} Isuajod
uejeejuewad
eAuiey3uiusy

N1d'Ld epeday
eyesn uexeAe|ay
ueuwer
ueyLIRqIBW
yejuliawad
0S8°ON Z10T
unye] |y eseSaN
ejag eped
uey3uepunip
yea

uep lwing seued
Hle] ul pasy
He}31 2107
unye] zz JowoN
NQ@S3 U\
ueinjesad
uexHqJaup yegL
ueuenys)l 6661
unyel T¥ ON NN
epas [leAey wepy
eAeq Jjaquing
ISeAJSUOY
Suejus

(¥1)

(€1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-146



ueisnqrisipuad euepuad eAeqe.ns ‘Buequiajed
uejeda) yepiiay 193ed 1snquisip Ip ueejoyJad wnwn
depeysal yjieq) uejedapjepnoy ueny3ue Jexeq ueyeq
ueseme3uad jedepsa) - 1e3eqas weje sed
ueieyulusd - (04asuad ueeung8uad {0107
(0J4astad eUIWERLIDd eped e3ien|ay ejedayl
eujwenad 1d) wesa1 eln( gy dnyesusw
1d) yexya Japjoyayeis - e33uiyas ses 9y yeuey
Japjoyayeis uesuap y3s!| uep NGg YeAujw 1SI9AUOY
ue3uap 1SeulpJooy euep.ad 1oyed 1pIsgns uegaq weJSo.d uesenpiad
1SeUIpJO0y eAuyewa - (nqu) ueisnqrisipuad uegueunguad :sed ueeung8uad
uex1ey3uluay - | :[eusaju] Jodjed e - 96'CTC | 6'€09'S | LYTLY | ¥'SSEWT NGSIN 19%ed Yejunr eAupninmia ) ninuaw 1sseAuoy | 9
“eAuule] iy
13snpul uep yndnd
‘|l1sY3 Lasnpul nxeq
sed ueyeq eSeqas lwinq
Jaquins ueduap sed eun38uad sed uep 1wng yeAuiw
sed eun33uad uep sed NISI| ueuniny/ueiny|
UBIB)IPUIN - |  Jaquuns Isexo| y8uequiad |Isey yejoSuad
iwngq yeJel eAuyner - ‘Isepjodsuesy ylsawop 11Snpul Isesi[eIAsY
seg unpjnuisedy wnq sed ‘Lisnpul ynun nyeq ueyeq uep :sed/iwng
ueunguequwad anpjnusesjul sed ueyosed 1843u3 ueyosed yeAuiw ueununy
ueyjjewndosusiy - - uesejeqialey - 0L €8 S'T8 0L 0 [ATRED] % ueujwer eAuuiwelia | uep uemnyljiseH | §
yleusw
e10Y yedwes Liep wnaq ded3uelp
314151 IySuequiad 10y yedwes essewolq
3NN g0z unyey ynjun (Jfuog 1849ua Jaquins | 134aua01q Isuslod
0 UdWIRd ISINDY ur paa4) jen( 11ep wy8ueqwad uejeejuewsad
ediey ueyeligay 00L 0SS 00S oSy sor INaS3 MIN seysedey) eAuexuiusiy
Jesaq
(v1) (€1) (11) (o) (6) (8) (2) (9) () (v) (€) (@ (1)

L-147



UBRWE[S)Y
ulweluaw

uep 3y € 3unqge]
9d1 eped ueepd)|
snsey Lep
J1e3au yedwep
18uein33ueusw
yn3un 8y €

(9d1) 1Nid|3 ueeu
-n88uad ueuew
-e8uad Y!|9nd
Isexyiunwoy|

uep IsewLioyu|
ueuehe|aqd

sedn] uenies

uep ‘uesemeduad
1seylIsuaiu|
sedn] uenies
‘Iseynp3 uep Isesl|
-e1s0S (sedies)
sedn] uenies
ueynuaqWad
J11e38un undnew
11e3j3U1) Yleq
yeJaeq yejuu

210
/Juaiedngey|
yejuwad

ueSuap
1suidoud
yejuawad
ISeuIpJooy
eAuSueiny -
yesaep
1iep ueulfad
jequesdl -
1SI9AUOYID}
yeJaep uey
-ednJjaw SueA
sen| je3ues
SueA siyes3098
Islpuoy -
sed Sungey
undnew Sue|as
UeJI020G3)Y Y3|0
uexieqiyelp
ueh ¢ 941
ueyeps| eAuepy -
|eUJ21S3 JOPNed °q

-9Wad ueduap dey3ua| ueejoyad
1SeuIp.Jooy yepi3 neje yesnJ wnwn uenydue
uesiey3ulus 1SIpuoy Wwejep Jedeq ueyeq
‘(dey3us| 1eyesedsew 1eSeqas weje
yepi} neje ewIa)Ip - T 1 - - Nasa yeAejim sed ueeung8uad
esnJ 1SIpuoy| SueA euepsad yeheim
wejep Sueh 19yed jedepia) - yejwnr -
euepJad 19xed yeysaq yepil
depeyJay epas SueA epeday Jeseduaq uep
(v1) (€1) (11) (o1) (6) (8) (2) (9) () (v) (€) (@ (1)

L-148



10z 3984e3 ledeousw ynjun $T0Z-ZT0Z Unyel wejep ueynye|ip sniey SueA eAedn-eAedn €
2102-0T0Z dpoliad wejep ueeuesyejad ueyejesewtad @
210¢ lunf ueSuap redwes 0

(yesaep

Suisew-8uisew

1p yiyisads

'8y € Sungey uedunuaday

941 ueeun33uad eAuepe)
ueuewesy elas epey|id eAuepy -

(¥1) (1) (t1) (o1) (6) (8) () (9) (s) (v) (€) (2) (1)

L-149




L-150



Sva eped siuy ueny iseweryal Ssejliolld Svya Ip ueiny
ueye| uep ueny uep Isell|igqeyas ISewe|yay uep ‘ueye]
‘ Isey|igeyas Injejawi Sy | uep ueiny Isex|iqeysy ¢
000009°T | €88'TSCT | V9ECYVL LTT'6CT INYusWd) ey Iseyijisey | ueye| eAusueinyiag uee,e38ua|aAudd
unyey 43d ey 000‘00S Sen|as Iseyjiqeya. jisey uereySuiuad g
1exI9) 7/ Jejue
1SeuIpJo0Y49)
SueA suinoud
S Ipanques
wa)sIsoyd
Alastapeley
8 VN [4 T H 1sulrold ISBYJLIDA
FTENTEN
/) uedusp
ISeulpJooxa1 /) seaul| 1ejisiaq
SueA 1suinoud uep npediay
g 1p Inqued SueA Inquied
180j04p1y Wia)sISoya seyljeny
uenjesay ueejoja8uad
ueepwad | ueyeligay yey3uesad Nquen uesemey| uep
00T VN [ovd 01T HI (%) uasiad uelesalaAuad eAuelpasia] | Jiy seyjeny ueejoja3usd q
Y 000°S6C
sen|as eme.
(THY ue uep inqued
-ledesuad ‘anoJSuew uelny isewepjas selold Syq Ip ueiny
wejep ueiny uep Iseyjigqeyas ISsewe|yay uep ‘ueye]
‘ 00096 1e|- T0¥°0T - Isejjiqeyas IN[ESW SR | Uep UelnH Iselljiqeyay
nwnyeJal) AIVVEITEN ey 1seyjise4 | ueyej eAuduelnyiag ueesed3uajpAuag e

Inquien ueyeq uee|ojaSuad ueeAepsagay ueexsuiuad 1

1sesloqay eueq uep ‘(Hasd) ueiny eAep saquns isinoid ‘(HdHI) ueany uejeejuewad yeH uein| eueq 134adas ‘ueeuepuad Jaquins ISualsya uep isesijewiido e3ias Jexia) uelAUBW)Y
sejul| ewesels9y injejaw eAuesejuelp yn38uns-yn3Zuns eedas iseisalolop nle| ueueyauad uep ‘unyel Jad ey 000°00S Sen|as Isemjiqeyaq jisey ueleySuiuad ‘inques ueye| ueejojaSuad ueehepiaqa)y ueleySuiuad
SINIDINYHYENYAd ‘T

(¥1)

(€1) (z1) (t1)

(o1)

(6)

(8)

(£)

CT0Z-0T0Z Unyey
we|y euesuag uep dnpiy ueSunySur : g |euoisey sejuold ueunSuequiad uelededuad

6 NVHIdIAVT

(9)

(s)

(v)

(€)

(1)

L-151



(t10CT
-600¢ apotsad) 00005

nyusway

unyel-sad ey

uep ueiny
1sey|igeyas
uejex3uiuad
ueJeses

eped dnyeassy
yepns NIAIfdY
eped Jojeyipul
ueleded)

uelny isewepyal
uep Isey|igeyal
[WEEITEN

ueye| eAuSuesnyiag

Ssejliold Sva Ip ueiny
ISewe|ay uep ‘ueyeq
uep uelny Iselljigeyay

ueesed3uajpAuag

e

o

INH UejeejuBWId YeH ueun| eueq 114adas ‘u

eeuepuad Jaquins Isualsiyd

uep Ises|jew1}do euas }exIa} UBIAIUIWI)Y Sejul| eweseliay

Isesloqay eueq uep ‘(Hasd) ueiny eAep saquwns isinod ‘(HdHI)

Injejaw eAuesejue;

yn88uns-yn83uns eiedas Iseysaioyaq nleq ueueyd!

uad ‘g

ueinfuejaxaq
IERENIIIENTTY

yeund weduesay
SueA uesesad

SueA neAed uep e101q 51U[ GT Uep
Jeme3 uestesad an0J3uew ‘unwe)
1SeAISUO)Y ‘Sue.ey nquinia) Siuaf uep
o sy | USROS |
nc P S - 9%0¢ eAueo[ayia)
000°00S'¥ | 00T'SCT'E | €SETYST | TSL'LICT I ey Uesemey uep uee|oja8uad 2
ueSueynyad
Hisnpul njeq
ueyeq ynun
uee WY
1eAyes ueiny
. ueun3ueqwad
000°0S¢ TTr'8ST £90°70T 90S°'TS inyuaway ey Isej|iseq
esaq
uejny uep ue
-1eyeseAsewayl
ueiny 1eyeledsew
uee|oja8uad ueeAepiaquiad
el Injepw
. |eaJe uedelauad ueiny ueejojaguad |BISOS UBURINYJD
000°00S'C | SO0°LES'T | 8/9'9€0°T | L0S'8TS inyuaway ey Isej|iseq eAuiesuluaiy ueduequasuad | q
sejliold
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (1)

L-152



089

45

966 S0L

HI

1snpul

ISemelp uep
nejuedip SueA
Jnpjenuew
uep uasnpul
-048e ‘seSiw
uep 1319ua
‘ueduequepad
Isnpul yejwng

ISemelp
uep nejuedip SueA
13snpuj Lep esepn

uep Jie Jewaduad
ueqaq eAuununuaiy

11V UBJBWddUDd
ueljepuaduad

e

esef uep Lsnpul uejelSay 089 Ip Isiwa uep yequil| Jie uesewaduad ueljepuaduad uejeeiay uesemesuad injejdw uesunySul| uesewaduad ueqaq ueunsnuad |

‘eAusniajas

uep 0T0g le|nw eueduaq uemed Sued syqg €T 1p ueSunySul| uexesntay uenuaysuad ‘p10og eped %0S Jesaqas ueyninjasay isnjod 1exSuny isnjod 1ex8ull ueuninuad uep unyey Jad %0z 1eS2QaS UeINy uesedeqa)
10dsjoy yejwnf ueuninuad ‘ynfuejsaq sniay uep Tz eped esel uep Lsnpul uejeiSay 089 Ip Isiwa uep yequwi| Jie uesewsaduad ueljepuaduad uejeeldy uesemeSuad injejaw ueSunySull uesewsduad ueqaq ueuninuagd
*NVONNIONITNVIVSNYIN NVITYANIDNId'C

/) Jejue
1SeUIpJ00Y 9}
SueA uey
-eueauaJip Sueh
uswnyop §
11ep] ueduny3uy
Sundwey 7/ seiul| 1ej1siaq
eAep uep uep npediay
Sunynp eAep SueA ueuny3ul|
ueyJesepJaq Sundwey
Suens eAep uep Sunynp
uejeejuewsad eAep ueyJesep.taq
ueseme3uad | Suens uejeejuewsad
ueyeligay ISen|eas uep
uewopad | Suen. uejeejuewad Sueny
uswnyop ueseme3uad uejeejuewa Isenjea3
’ 00T W 0z VN HI % uelesajpAuad 9 eAueuesyela] uep uesemeguad q
(ueyey
(v1) (€1) (z1) (11) (01) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (1)

L-153



(uobunybuiy

Jowasuad
unqaq
upuninuad
upJIDSLS Isemelp
ppod dnyp24a} uep nejuedip SueA eJEP() UBJEWIIUDY
. yopns NINIfdY | 14Isnpul Liep Jie uep uelepuaduad
ppod Jo3pyipul eJepn Jewaduad uep JIy UeJewaduad
089 et 966 S0L HIN isnpul upipdpa) | ueqaq eAuuninuajy uelepuaduad e
%06 Jesagas ueynan|asay isnjod 1exSui} ueunsnuad ‘g
600¢
-500¢ ejesal
1iep unyey Jad
%0 Sueanyuaq ueye| uep ‘ueiny
1same|ns | uedexeqay yedwep
uep eJajewns ue3uendsueuad
‘ ‘uejuewi|ey| ‘uewepewsd
neind | ueye8aouad waisis ueINH uesexeqa)
%0¢'L9 %TT'SY %S9'TS %Y'E8 INYUSWI) % 1p JodsioH eAuexguiusiy uel|epuasuagd e
unye} Jad %0 Jesagas ueny ueseyeqa) 10dsioy yejwnl ueuninuad ‘g
esef
uep LisnpulosSe
‘Inpjejnuew ‘sed
uep yeAuiw ‘1813us
‘ueBuequenad
uejel3a)y
wejep ejo[yip Sued
€8 Yequi| yejwn(
uesemesuad eAuiey3uiusw
uep ueeujqwad £1I9S €9 Yequi|
. ueynyejip Sued | uep gg ueejojaSuad
snpul efliaury uejeeuad esef uep ‘Lisnpulody
uesemeSuad uep ueyeligay | ‘unpjejnueln €9 yequi
S6L et WN vN HIN Lasnpul yejung eAuiey3uluay uep g ueejofpsuad | q
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (1)

L-154



1suidouad €€ 1p ueiny ueseyeqay eAeyeq uep eueduaq ueueSueuad e1u3s oyisi IseSiw eyesn wejep jexyeseAsew uep yejundwad anjesede seysedey uelenSuad ‘T

eisauopu| yeAejim yninjas nexSuelusw

jedep SueA (Suejepy uep eyieyer) siajesys Iseyo] enp Ip siseq ueSuap lepewaw SueA iseyiodsuedy Jeje uep uejejesad ueSunynp uesuap (euesuaq ueueSueuad snsnyy Jun) jedad yelas wiy ueynjuaquiad ‘(g uep
‘isuidoad g€ Ip ueny ueleyeqa) eAeyeq uep euesuaq ueueSueuad e1as oyisi IseSiiw eyesn wejep ieyeseAsew uep yejunawad Jnjesede uejenduad ‘(T :injejaw euesuaq ueduejng3ueuad uendwewsy ueieysuiuad
'YNVIN3IE NVONVINOONYNId ¥

wilew wipt
uep jewpjosde
ejepn wipy! Buepiq 1p
sejlleny uep | ISew.ojul uep eyep
wipj ueyeqnuad | ueueAejad seyueny ONING WieN
. Isewsojul uep sejljeny 3| uep Jewpjosy
06 08 89 6€ OMING (%) uasiad eung8uad 9 eAuley3ulusiy wipy| ueejojaduad 2
wJ3syd eaend
uep yjijgnd
180j010333W W3Isyd BIeND JuIp
IsewJojul uep ueje8urad eyas
ejep ueueAejad Ilgnd [Sojos0a18W
‘ uendweway Isew.ojul ONING
1ex3ui} | uep ejep ueuehejad 1|gnd 180]0J0j319N
08 8L8L 1999 0S ONING % ENSUESER] eAuleySuiuay ueejojpSuad | ¢
|Weunsy uep |wng
lweunsy edwag 1sewoyul
uep lwngedwad ueelpakuad
‘ Suepiq ip ezep | ueueSueuad wejep OMING
es||eue Wajsis siuya3 uexefigay jweuns] uep lwng
06 00T 00T 06 ONING % ueSunquieuisay| eAueipasia) edwap uee|ojaduad e
€102 eped (SM3ID) wipy uip ueeSuiiad wajsis e3as ‘070z eped lejnwip SueA (SM3IIA) eaend juip ueeSuiiad wasis uep (SM3IL) Iweuns) uip uejeSuiad waisis IsSuny eAuuejeliaq ueujweluad
‘INIQ NV.LVONIY3d WILSIS €
sejold Syq eped
‘ nped.ia] sya nped.a) esedas SvQ ueejojaduad
ueejo[a8uad Syq ueejoja8uad ueese33uajaAuag
80T 56 89 144 A IVVEINEN, sva eURIUDY eAuesed3uajasial ueeuIquidd e
euedUAq Uemel Sy €T Ip ueSunySul| ueyesniay uennuaysuad v
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (1)

L-155



(ad-0ys) eueusq
ueSuejng3ueuad
1edad Isyeal uenies

eueduaq IdepeySusw ueynjuaqwad
. we|ep ueedeisdelsay eueduaq (gd-D¥s) edad ue3uap
euedual idepey3uaw 1S)eal uenjes uee3esdejsay eueduag Idepey3us|n
ueunsnAuad sex|ise} wejep C 4 4 4 adNg 1Se)07 eAuynjuaqua] eAueuesyelia| wejep ueegeisdelsay| q
23S Jeyeledsew 1eyeleAsew 1suafijuoy eueaual
uep yeJaep | uep yeyuuswad ueunsnAuad
yejuawad 18eq 1sedisi unsnsJaj welep
‘ seyisedey uejexySuiuad uep seyisedey SueA 1sualizuoy ueSuidwepuad
uedunynp | eAuyews| yisew 8 €€ 8 S gdNg 1SUlAOId euedual yejwnf eAueuesyeia e
eisauopuj yeAejim yninjas

neySuefuaw jedep SueA (Suejey u

ep eyeyer) siSajeuls Isexo| enp 1p siseq ueSua

p lepewaw SueA iseyiodsuely jeje uep uejejesad ueSunynp ueSuap (euesuaq ueueSueuad snsnyyf 3iun)

1eda2 yesad wi ueynuaquiad 'z

183u1; eueauaq
UBMEJ UBSEMEY

1p ueyseyoudip UBBUBIUIQDY
uep ueydeiaup uejejesad
SueA jewiuiw Jepuels ueeipaduad
1BNS3S UBBUBIUICDY wejep yesaep euedud(q Yelap
uejejesad UeSe}eqtalay ueeueduaqay | eped ueeuesuagay
‘ ipaAuad ueSunynp ‘lepewaw uejejesad yisido|
‘ueeueduagay yisi3o| wn|aq ejoy/qey | eioy/qey uep ynsi8o| ue|Isnquisipuad
ueejoja8uad seysedey SueA ynsiSo| 09T (74 ueyningay Uep UeBUBIUIGD)Y eUBOUIgG UBMBY
uejey8uiuad uep 1snquisip uep | ejoy/gey | /isuinoud ueynuawsad | yisiSo] ueyningay | uesemey Ip y1siSo7 uep
yusiSo| ueeipaAuad (L ENEIEN IL €€ 9T adNg £]0)//A04d eAuueuesyepa] ueynuawad uejejesad uedeiduad | g
ueiny
uelexeqay
eAeyequ
e3uen38ueuad
wejep ueye| uep ‘ueiny
1eyjeseAsew | ueseyeqay yedwep
. uep yeyuawad ue3ueng8ueuad
Jnjesede ‘uewepewad
seysedey | ueyeSaouad welsis ueIny uesexeqa)y
o€ 43 43 o€ ueuenyay sdova ueyeySuluad ueyieySuluay uelepuaduad e
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (1)

L-156



yeJaep yeJaep
undnew jesnd uep jesndip
UeyIa) | Ip yjleq Isuelsul jeiniep dedSuey | yessep uep jesndip
‘ yeyid enwas Jejue Jejue jeiniep ueueSueuad 1eJniep de3Suey
1eJniep ueueSueuad ueeuSeuad ueeuesyejad ueueSueuad eueduag
1SeuIpJooy ISeUIPJ00Y uep 1SeuIpJooy ueeuesyejad eudyJa] Yyesaeq
uexyieyduiuaw | eAuyews| yisew SLT L€T oy 85 4dNg 158307 eAueuesyepa) uep 1SeuIpJooy| Ipjeunieq deS3uel | o
(v1) (€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (1)

L-157



L-158



Ip ueyeme.ad 1exeledsew
sewsaysnd epeda)y sejunwoy
Ipefusw ueleyISY Ue uelRYISY
. SueA sewseysnd | -ueAejad sejjeny ueuehe|ad
96 98 €8 9L 9L SO UBWI)| uun yejung eAujeyBuiusiy ueeulquiad 14
eyl1ew.oju|
Jopas eueleseld
Jejue weiSoud 1sexunwoy| MId/uelewessy |eISIBWOY uep eueJeg
. uep ueleyigay uedulef eueses 19uJa1u] ueuede] -uou yeAejim ueun3uequiad
ueeuesyead uep eueJeseid 8vL'S ¥69'9 90L'S 697t - esap 1esnd esap yejwng Ip e)lleWIOUl | UeElRJOW-IJ UEP
. 1843u1s sejueny uep ou Surapiaq uep 1seyiunwoy| ueeAepJaquiad
uexieySulusly | sedjeny eAusejeqtal ¥8T°€E vy 0€ €IY°0¢ 0L9'LT 1507 [INVEINEN esap esap yejwnf ueueheq ueuehefaqd €
eAuueueueuad
wejep yiyisads
[HIEINGIV] ueydejaup yepns
uenswsw 3ueA isexo|-Iseyo|
ueh yyuoy !
eased uep | uep ‘Jenjuay ‘uedap
‘Jen|sa) ‘uedap -19) ‘|e33uue
-191 ‘|e88un yesaep yyisads
-19) YeJsep | ueyningay ueSusp
ueyejesewad 1ensas wnfaq
ueysejunu SueA ueeuepuad ueejeq.ad uesejeqJad
-aw ynun 1Sexo[e uep uesemey| Ip uesemey|
snsnyy wesSoud snsnyp| wesdoad |e83una) yesaep Ip |e38uia)
uep ueyellgay uep ueyefigay yeuaep uedueqwaduad yeJaep Isell|ise}
uesnwinad ueeuesyejad ueSueqwaguad wejep J0pas uep ISeupJooy
. Ssejyeny uep uesnwn.ad 1sye JeJue ISeUIpLIOY ‘uexeligayl
ueyieyduluan eAujewndo wnjag 1T 1T C - - 1ad) eUBJUAJ Yejwnf eAuleyduiua|n ueSueqwaduad 1
T10¢ eped
lejnwip eAulequiel-1equielas yijyuoyedsed uep ‘uensal ‘uedapual ‘|ed8uipal yesaep 1p ueynquiniiad Suosopusw jedep SueA eAuule| ueesayyefasay Sunynpuad uep Jnpjniisesjul Suepig wejep snsnyy uexeligay ueeuesyejad
- NWIVIEI
SV1I¥0oldd
v102 (41114 T10C 0T0C 600C NVNLYS *xOLVIIANI *xNVIVSVS /NV1VI9 .
smeis | LNINV1NVANIL VIVANI 1398VL M JILNI ISNVLS8NS ON
NVIVdYD ¥102-0T0Z NIAIrdY

yijjuoyesased ueq “4enjia) ‘uedapia ‘|esSunsa) yesaeq

10T |euolseN seyJolld ueunSuequiad uejedesuad
0T NVYIdIAV1

L-159



'snsnyy

uedueluny
siuynl wejep
buadial ye '1ad)
selpew/yejo)as | 1iep Jeyep |ensas
ey | |eS3uiusl yessep
uensews|y Ip epeJaq nejas
‘nungsnsnyy | yepi3 |puadial y 210 Ipipuad eSeua)
ue3uefun) | esespew/yejoxas uep gey ‘Aoud uep yipipuad
ueseS3ueduad ‘1199 snsnyy ueuefuny | Jejue ejessw uep ueeJsajyefasay
. uep ueejepuad yisew snsnyp| ewJauad ninwJaq Sued ueiey3uiuad
pieqsadwain ue8uefuny eyony 000'0€ $56'€S 968'9% 1€STY 00S°ZE Sueso ning yewnr | nung eAueipasia] uep ueelpaAuad 8
)aq!p uep
Jd1d Ip jussul
1aqIp uep Nd1d uejeyasay INAS
Ip ueyeun3eAepip ueeungeAepuad ueleyasay INAS
. SueA ueyeyassy | uep ueeuedualad ueeungeAepuaq
0z0°L Yy 16€°T - - SAYUBWY Suelo eSeus) yejwny eAujey3ulusjy | uep ueeueduatad A
(Md1@) uenejnday
uep uesejeqJad 1exeledsew
‘|le38u1a1 yesaep epeday|
1p yeJasiaq Sy yisijersads yisijersads
. ysjo uehejip Sued | ipsw ueuehejad | Nips|\ ueueAejad
85 74 T - - EENVEINEN] nun 210%/qey yejwnf eAujexySuiusiy ueeulqwad 9
Jen(Ja) nejnd
uep uesejeqsad sewsaysnd
Ip UBJRY3SDY 1p upjsiw (sewsaywer)
ueueAejad 1eyeJedsew 1Seq ISR
ueyeuesyejaw Jesep uejeyasay 1eyesehse|y 1Seq
. SueA sewsaysnd ueueAejad Jeseq uejeyasayl
10T - - 10T 10T RENVEIVEN] nun yejwnf eAuieySuiusy ueuehejad S
ynpnpuadiaq
Jenpiay
11993 nejnd-nejnd
uep uesejeqsad
SV1I40ndd
v102 (41114 110¢ 010¢ 600¢ NVNLYS *xOLVIIANI *xNVHVSYS /NV1VI9 .
smels | LNINVINVANIL VIVANI 1394VL M JILNI ISNVLS8NS ON
NVIVdYD #102-0T0C NIAIdY

L-160



anwi
uei3eq ueueyjiad
. ueejoja8uad
9 9 9 9 iy ddm yehejim yejwnr
nejnd
-Jeyue 3ungnysuad Suiysiy NNl
1seyjodsued) jeJeq segaq ueueysad seme3uad |edey
euesesedd | eAuwiuiw ynseway uei3eq ueueyjiad uee|oja8uad ueeJeyljpwad
uep eueJes ‘lepewaw wn|aq ueejoja8uad yehAejim uep [euolsesado
. ueley3uluad SueA sey|iqisasyy S q € € - I ddM yeAe|im yejwnr eAurey3ulus|y uejey3uluad 1
ueineay eAep Jaquns uep yeAejim ueueweSuad ex3uels wejep eguela) eseSau-esedau ueSuap eweseflay ueynUaqWA4
+ TYNOISVNYILNI VINVS VIdIx
JenjJay 199y nejnd
-nejnd ynseway
‘Ised3a3ulia}
£JBJ3S |EpRWAW
InpjnJisedjul
pjjiwaw SueA
00T 014 0¢ 67 S D nejnd 193 nejnd yejwng
1SBISIAULIDY
eAuesejuelp
GZ Uep eueduaq
ueyeladip depeysay deis
uepJen(Ja “leq waisisoyd
[1993 nejnd ‘lepewaw
-nejnd ynsew.a} Inpjnais
eAuisuaiod [seyii} -BJJUL IIWBW
-uapulip SueA SueA 109y nejnd | 199y nejnd-nejnd
002 174 ge 0z 4 aM nejnd 1093 nejnd yejwnr | 00z eAupninmia] ueeungeAepuaq 01
ueyjipipuaday
eSeus) yeselpew uep
ning ueguefuny ueyjipipuad ue | yg/vy Ipisqns uep
ueseS3ueduad -8uequwaduad uep ueeJajyefasay
. uep ueejepuad 1199 Yisew SNd uou ueeAepiaquiad ninw ‘sasye
peqsadwan uegue(luny eyony| 00S°€ 06L°€ e 00S°€ - Seuaway Sueso ning ueSuefluny eAuley3ulusiy ueley3uiuagd 6
SvLiyolyd
smexs | LN IVaNIL VIVONTN ._.“_w““._. (41114 110¢ 010¢ 600¢ I NVNLYS *xdOLWVIIANI *xNVIVSVS \_._.“__,__ﬂ_.“,_‘m.u_.““:m “oN

NVIVdV)

¥102-0T0C NINrdY

L-161



uep 1esa|as
wn|aq SueA
e33ueya) eseSau
ue3uap jesep
uep ine| sejeq
uedejauad
ue3uipunsad

ueSulpunsad

ueyinfuejpw euesyelad
ynjun Suenjad eisnuew
eIUBW SNUIB)Y eAep Jaquins nejed nejed
yejuawad eAuselequal - uep ‘weulsIp uep ‘weuldin
eleSau ed8uea ‘eutdi|i4 ‘915917 ‘euldi|i4 ‘91591
sejeq Ise ap Jowli] ‘eandeduis | Jowi] ‘edndeduis
ueresajaAuad | eped Sunjuediaq uesejeqsad ‘eisheje ‘eisheje|
1edadsadwaw 1e8ues ueSuipuniad -1y uesejequad -1y uesejequad
eAedn ueSuipunsad ue ueeuesyejad ueSuipunsad ueduipuniad
‘ uexey3uluay eAueuesyepal - 4 01 15 85 4 njusway| Suipuniad yejwng eAueuesyelia) ueeuesye|ad 1
$T02-0T0Z eped euidiji4 uep 21597 Jowi| ‘luidnN ended ‘eisAeje|y ueSuap |y uesejeqsad yeAejim ueeyswad ueiesajpAuad
* HYAV1IIM NVHNLNIN
ueseme3uad
uep ueuewedu
-ad eueJes
-ead eueles
UBRIP3SIIY
uejeyduiu JISud)ul BJEIDS
-ad eAedn ueine|ay eAep
yaj0 Sunynpip | Jaquins uep yeAeim ueJeses jedal
SueA uenepey | ueueweSuad eAedn uep Isel8a3uLa)
eAepiaquns | ueyeseS3usjpAusw npjem jeday SueA ueney
uesemeSuad jN3un eIpasta} uep |3gejunye -uewad wajsis
uep yeAejim SueA uesemeguad 1sesgajul uep undueq ueueyjiad [edey
ueueweSuad uep ueuewegu -19} BJEIDS Sueouel ueduap uenejuewsad
eAedn wejep -9d eueJeseud lepewaw SueA ue uesemeSuad uep ueseme3uad
ejeSauiejue uep eueses -seme3uad euedes eueJesesd eueJjeseld
. ewesel1ay | sejeny uep yejwn( ueynuswad uep eueJes uep eueses
1e4919d W eAujespi wnjag - - 1 - - M nun yejwnf eAulynuadia] ueSueqwaduad 4
SV.1I40Idd
v102 (41114 110¢ 010¢ 600¢ NVNLYS *xdOLVIIANI *xNVIVSVS /NVLVIO .
smels | LNINVINVANIL VIVANII 1308V M JILNIISNYLSENS ON
NVIVdV) Y102-0T0Z NINITdY

L-162



000°SC:T e[exs
"yesaep 2135 000°05:T
uep jesnd 1p e[eys 11ay
1e3}J3) Isue)sul -1y uep eishejepy
yajo ueeyswad -1Y¥ ‘ONd-1¥
JIsey uejeejuew jesep uesejeqJad
-ad Suoiop uesemey
-UaW edS UBJRWEIDY
. uesejeqsad oIS / |euel ueelawad
UBIRWEID)Y - - 68 - - -Insoseg dIN 4N yejwng
uep yehejim 000°0S'T
sejeq ueejawad eseSau e|eys eisAeje|p yeAe|im seyeq
ueje|3ay sejeq leuduaw -14 ‘ONd-1Y4 e1ad uednyed
ueeuesye| e33ueya) esedau jesep uesejeqJad eAujey3uiuaw
-3d exy3ues ue3uap eissuopul Joplioy (Suiddepy uep yehejim
wejep Isuejsul eJRJUE JBSEPUAW julor) eseSau sejeq ueejawad
Jejue ISeU|pJOOY ueSuepued 9IS / |euel yeAe|im sejeq ueye(igay yehejim
uexiey3ulus|y ueepag.ad eAuepy o Sy 4 L€ - -insoyeg dIN e1ad 4N yejwnr eAuunsnsia) sejeq ueelawad 4
(eAuisessuadal
uep seysedey
uos.ad
uednynaay)
ejeSau sejeq
uedejauad
ue3uipunJiad
euesyejad
INQS uey
-Sueqwaduaw
ynun
eAednuaq snisy
yejuawWad
‘ue8upuniad
denes
Ip uexyiusis
uenfeway
ueyeAednSusw
SvLiyolyd
v102 (41114 110¢ 010¢ 600¢ NVNLYS *xdOLWVIIANI *xNVIVSVS /NVLVIO .
sneys | ININVINVANIL VIVANII 1394VL M JILNI ISNVLS8NS ON
NVIVdVYD #102-0T0C NINIdY

L-163



‘|e33ue) nyefad
yeiaep Jejue |SBUIPIO0)Y
Ip uejnwIns eAuyews|
uejel3ay yisew ‘|eS3ua)
1seyl|ise} yesaep epeday uejn83un ynpoud uejn3sun
ynsews.a) Jllewlje UByepuUl} ueSueqwasuad Ssejpowoy|
ueun3uequwad eAujewndo wejep siseqJaq uen3dun
nyejad wn|aq ‘|exo| eAep uejnwils uenjueq | |e88uiue) yessep Se}Ipowioy
Jejue seydiauls -Jaquuns 1suajod uexiedepuaw | 1p Isynpo.d esnd ueejoja8uad
Uep ISeulpJooy wee|oja3uad SueA je33unu=n ueSueqwaduad uexeligay
eAurey3ulus|n eAujewndo wnjag 50T ) - - - 1ad) qe) YyeJaep yejwnf eAurey3ulus|y ueSueqwaduad 1
10z Yeque| Surjed ualedngey oG eAu|IPaS Ip [eS8u1Ia) Yesaep uesejuaduad
 TY9ONILYIL HVYIVa
(LMEIM)
(LMEJM) | muamaL yedejim (Lmedm)
njuaua yehejim uep uesejeqJad | njuawa| yeAejipm
uep ueselequad | ‘|199) nejngd-nejnd uep uesejeq.ad
‘199 nejnd-nejng “1s19d YeAe|ipy | ‘199 nejnd-nejng
. “11s153d YyeAe|im ISESIIBIUDAUI “11s153d YyeAe|im
1 - 1 - - Ndg 19)jed 1Ses|IejuaAU| sey ejeq ueejo[a8uad ¥
yehAejim
sejeq ueelawad uesejequad (LMEAM)
ueel3ay uejeWedID) (LMEdM) | niuama] yeheim
ueeuesyejad uep yehejim nuaua] yehejim uep uesejeqJad
exSuel sejeq ueejawad uep uesejequad | ‘|199) nejngd-nejnd
wejep Isuejsul ueeuesyejad ‘199 nejngd-nejngd ‘151594 YyeAe|im 1suinoud
JBJUB |SBUIPJOOY | WE[ep ISUBISU| Jejue “11s1s3d YyeAe|im ISeS|IBIUDAUY ueyeueynad
. uexeSuluay eAujewndo wnjag 588 8.5 ¥6€ 002 - Ndg ds ISesIIBIUBAU| sey ejeq ueejo[a8uad €
Iselodsuesy
UBRIP3SIY
Heya} [¥IN
1edwalas jeJep uesejeqsad
yeiaep uep Jenpiay
yeuaw uep 193 nejnd Jenpay
-ad ueSuap 9y Iseyodsuesy oIS /| nejnd-nejnd
. ISeulpJooyag sasye eAuyng | neind 41T nejnd y6 - - - euenNsoyeg neind | ueelawad yejwnr
SvLiyolyd
v102 (41114 110¢ 010¢ 600¢ NVNLYS *xdOLVIIANI *xNVIVSVS /NVLVIO .
smels | LNINVINVANIL VIVANII 1308V M JILNI ISNVLS8NS ON
NVIVdVYD Y102-0T0Z NINITdY

L-164



|e33unua) yessep
1p Isexjodsuesy Iseyodsuesy
anpjnaisedjul | |e38uie) yessep anpjnuisesjul
ueun3ueqwad JnpjnJiselysul ueun8ueqwad
uejnwins ueun3uequwad 1sey|ise}
uenjueq uey uep 1SeulpJooy
-jedepusw SueA Uep ISeuIpJooy ‘ueeligay
. <13 9 €S 8T - 1ady qeyl uaednqey yejwnf eAurey3ulus|y ueSueqwaduad
npedia)
ueesapiad
uesemey
ueun3ueqwad
uejedsosad |e88uiua) yessep
ey3ue. wejep Ip ueesap.ad
uejnwIs uenjueq |eS8uia) uesemey
ueyjedepuaw yeJaep Ip ue ueSueqwaguad
SueA |e33uuay | -ynquiniad jesnd ISeuIpJo0Y
yeuaep Ip ueSueqwaduad ‘ueyeligay
. 0S oy 41 - - 1ad) qey uaedngey yejwnf eAuley3ulus|y ueSueqwaduad
FICUERTEN
nieq SueA
1eJeg endeq
uep ended
ueun3uequwad
uejedadsad
Jun undnew
‘uese}eq.ad
ejoja8uad
|euoisep uepeg
uep | ady uesad
1ses|jewydo
Injejpw yeheim Jesep
juoyeased eueJesesd uep
uep Jenja} | eueses eAuselequal
‘uedapial ueunSueqwad
SV1I40ndd
v102 (41114 110¢ 010¢ 600¢ NVNLYS *xdOLWVIIANI *xNVHVSYS /NV1VI9 .
smels | LNINVINVANIL VIVANII 1394VL M JILNI ISNVLS8NS ON

NVIVdV)

¥102-0T0C NINrdY

L-165



SueA spuuad sipuad anJ ejepn ueynySue
. STT 0¢T 0¢T 41 - qnyuawayl an aInd yejunr | 085 eAuelpasial ueueAe|ad 9
das seuy|
nje| euesesesd
ueejoja8uad uep
d@s 1seyodsuesy
uesnuLaday euesesesd
ueueAejad uep eueses
. 14 SET 66 66 - gnyuswa)l sejul| SEjUl| yejuny 01§ eAuelpasa] ueunsuequiad S
(sruuad
sejul| /06 uep ueel ueinydue
siuuad snq ££S) | Seul| nje| seyjise}
. 06T 081 YT 3721 - gnyuaway| sejun siuad snq sejur uejef ueiny3ue uep eueJese.d
uesnuLIaday ueejoja8uad uep
0LT €8 0S L€ - gnyuaway uun siuad snq ueueAejad ueunguequiad ¥
1suinoad
LT 1p ¥ohen
9/ Ine| uenyue
sipuniad 1pisgns 1nej ueynysue
. 9/ 19 19 09 - gnyuaway yohes yoheuy yejwng eAue|pasia] uep sejul| nje|
1un p¢ sipuuad | Suepiq Ip uele1Say
uep Suedwnuad | ueesed3uajaAuad
73 ¥ v S - gnyuaway uun jedey yun | |edey eAueipasial | uep ueejoja8uad €
dnpiy ueutwef
1L9'S L9€S €5€°C [7x44 - SOSU3WR)| M ueLaquad
uslisiye yiqa)
ueSuap ueeliaq
jedep yesaep
ueunSueqwad
uep yijgnd
ueueAejad 1)
ueeuesyejad |e88uiay ediem 18eq Jesep
JeSe yesaep | yeJaep Ip lWOUOYD |eisos ueueAejad
Jejue eweseiay Sunynpuad anpjnJisedjul uep sey|iqisasye (L) |puadis)
eAuepe euesesesd uep uep uewpynwiad | ‘lesep ueyningay 1EPY Seyunwoy
ueynpiadig | eueses eAuselequa] 0STY 149'C 1E€V°C €0€'C - SOSUaWaY| yun eAueipasia] eAujynuadia] ueeAepJaquiad 4
SV1I40ndd
v102 (41114 110¢ 010¢ 600¢ NVNLYS *xOLVIIANI *xNVHVSYS /NV1VI9 .
smels | LNINVINVANIL VIVANII 1308V M JILNI ISNVLS8NS ON
NVIVdYD ¥102-0T0C NINrdY

L-166



uerensaAuad |1Sey ‘NIAIFdY : BIEP JOQUINS (4

seuaddeg je10p(2.1Q ‘ye|olp e3ed 8007 Sdd ‘TTOT dY ‘TTOT d)iY : BIep Jaquins (4
:ueSuelalay

ueAepa1 sipuad

L-167



L-168



SueA wnasnw uedeuesye[pw
ueSueouel we|ep wnasniy
yninjas @ldn ueSuap
depey.al ueeAepngay uewnasnwad
M3IARI jueSueuaw Sueh wnasnpy | 1sesijeyAaJip Sued uee|ojaguad
. ueynyeRI QdYS eweselay o 0€ 9 0€ 9 - nun wnasnw yejwunf ueSuequaluad | ‘¢
‘sejljenyJaq
IERERMNIE
yeyid Jejue
eAepngq Je3ed
uejeejuewad
uep ue
-8uequia8uad
‘ueunpuipad
‘ueejoja8uad
ueynyePN - uesiexsunip (ueuequiedd ‘1102
eAepnq nJad eAepnq Ipue) uep | J3QOPO Wn|agas
JeSed npediay JeSed npediay ‘uesiSues eqund uex1adiep
uee|oja3uad uee|oja8uad eIsnuey sn elsauopu|
saidiad ynjuaq ‘Inpnqo.og Ipue) ynunjas Ip
liep wnyny uedejsuad wejep ue3uap lejnwip | ueeyeisndiad uep
Jesep edeqas Jeysa1 yeyid SueA ejunp wnasnwi Isesi|
dd uey Jejue iseulpiooy - eAepnq uesuem -e11Aa) ‘eAepnq
-lesajaAusw ueyjiesa|asip |9poN uesemey|) eAepnq | Je3ed ueejojaSuad
jynaun nuad eAepnq Juelley Jeded nped.a) ynjun npediay
uexiex3unip Je3ed npediay u uee|oja3uad uee|oja3uad e|exyeqind
nad ueejoja8uad 1 C eJnjesad ueyniuaqwad ueynuaqusad uejed3uiuagd
1ey491 yeyid wnyny (4 Juele uep uedejauad uep uedejauad uee|ojaduad
. Jejue18suls  -| Jeseple8eqasdd - € (4 4 T - yedasay = yejwnr eAueuesyelta] ueSueqwaduad ‘T
TT0Z J900D|0 WN[3Gas eISauOpU| yninias Ip ueeyeisndiad uep wnasnwi Isesijelna. ‘eAepng JeSe) ueejoja8uad ynjun npedial ueejojaduad ueynjuaquad uep uedelausd
‘NVIVMVY3d T
ILNI
102 (T zT0C 1102 010z 6002 NVNLYS HOLYIIANI NVYVSYS NVLVIOIN/ILNI
SNLV1S - 1394VL ISNV1Sans ON
L1NINVI)VANIL TSI Nvivdyd Al ¥102-0T0Z NINIdY

210z unye] ueSuap ledwes
‘130j0wa L Isenou| uep seyAneal)y ‘ueehepngay :TT [euoiseN Sejold ueunSuequiad uelededsuad

TT NVHIdAVT

L-169



ueejpaAuad isuidosd - | uep uewejepuad
ya|o Sunynpip ‘eAepnqg ‘ueduequiaduad
SueA eAepngq 1U3S eUBJES 18eq lepewaw
1uss uey3ueq 210} ueyjedepuaw SueA eueles ueluasaY|
-waduaw uep 09 66€ YAZ4 ST /ge) = Sueh ueelpaAuad ueSueqwaduad
. ueyieySuluay Ge (Y4 s [ ISUIAOUG = yeJaep yejwng eAuleySuluay uep ueueyssdd | T
2102 1990op|0 eAujequiel-lequie|as uajedngey ejoyngl uep Jesaq e3oy Ip eAepnq 1uss uesejaSed uep uewejepuad ‘ueSuequiaduad 13eq lepewaw SueA eueses ueeipaiuad
‘YNVYVS T
1ey3uluaw
ejoy/ualednqey
1p Buiey
ueeyeisndiad
ueueAe| Isuanyaly
JeSe uexiey3unip
niad Suljiey
ueeyeisndiad
|euoisesado eAeiq
ueyisexyoleSuaw
wejep
eJaeq yejuuswad
uei3eqas uey3uequiayip
1iep uswwoy SueA wnwn
“leq ueey| ueexejsndiad
IsewJojul uep ueduap 1s3unyiaq €€ (4 [ 16 e1sndiad » yejwnl uep
ueeyeisnd.ad Jedep [e)Sip 00€'C ( [41%3 3404 esag = | (As0ig)-a) |ewSip
esef ueueAe) ueeyeisndiad 210y ueeyeisndiad
uejey3uiuad 1sesijeuoisesado 0ST (« 00€ 0S¢ /gex = 1e)8uesad
ynjun lepewsw JeSe uexiexSunip €€ (« €€ €€ ISUINOJ = piwaw
SueA eueleseud npad yeszep ip 1| uee SueA isuinoud Isewsioyu|
uep eueses | Suepiq luedueusw yeisndiad ueeyeisndiad uep ueeyeisndiad
‘ uexelpaAus|p Sueh @S - nun yejwnr eser ueueAeq €
eAuinyliaq
unyey
eped ISes||e3Aa.l ueyiey3unip nuad
3N3un UBYNSNIP | WIN3sNW ISes||e}Aas
ILNI
10z (T zT0T 1102 0102 6002 NVYNLYS HOLVIIANI NYUVSYS NVLVIOIN/ILNI
SN1v1S i 1394VL ISNV.LSANS ON
1NNV )VANIL (B Nvivdv) 2l ¥102-0T0C NINITdY

L-170



uep ‘elpaw |uas
‘ueynfunyiad
1uas ‘ednJ
[FENELEN
eAepnq uep
1U3S ueweSesay|
depeysay
Isejsaide
uejey3ujuad
e13s ‘eAepnq
uep 1uas
sejljeny ueueq
-waduad wejep

‘ueyiexSuiip
nad |enpy|a1ul
ueeheydy

seje ey depeysal
ue3unpuijad
e13s eAepnq

uep 1uss depeyusy

lemed uep ‘equio|

1uas nyejad
esed seyapnpoud

1uas nyejad e.ed 1edeseAsew ‘|lennnsay ‘uessawed uep ‘seyAealy ueuIsaY|
epeda) Jjuas 1sejsaude ‘uesejadiad ‘Iseisaide ueSuequeduad
. uelaqwad uep ueweyewad 0z (% €€ 0z uejeiday ISeM|ise} yejwnr eAuieySuiuay uep ueueIssjad | T
eAepnq ue)nwalewsay depeysay iseisaide eAuSuequiaryaqg Suosopuaw uep 1eyeselew yajo iseisiullp Sueh eAepnq 1uas weaSouid-weisoad wejep yejulawad ueeysasay uep ueieysad ueeyduiuad
CNWIVIEIN -
180] ueeAepngay
-0y ueun3uequwad
‘180j0axe 14 ( SqT 142" uepig uexeligay
auad epas ueeA ‘130j093Je Suepiq | Sunynpusywelep
ueeAepngay ‘ueyexsuiip -epngay 1495 ueeAepngay 130j09y.e 3uepiq ueeAepnga) uep
ueSueqwaguad njiad ueeAepngay w (x 1 €1 Suepig = Suepiq ueSu uep ueeAepngay | [30joayuy Suepig
uep uenypuad | ueunSueqwad eAep -equiaduad uep Suepiq Sueqy) ueSueqwaduad
. uexiey3ulus|n Jagquins seyisedey e'u uejel3ay | uenyauad yejwnr eAurey3ulus|y T
sen| 1eyeseAsew yajo eAuueeundSuad uep sasye ueyyepnwaw uep iseaou| uep ueeldiduad ‘uenijauad ueeuesyejad yniun jeuoiseu seysedey ueSuequiaduad
‘NVVLdION3d -
CT0T 439010
eAuieque|
-jequieas
ualedngey
e103Nq! Uep Jesaq
e10 Ip eAepng
‘eueses ejoy/qey - 1u3s uesejaed
ILNI
10z (T 2102 T10¢ 0102 6002 NVYNLYS HOLVIIANI NYUVSYS NVLVIOI/ILNI
SN1v1S i 1394VL ISNV.LSANS ON
1NNV )VANIL (B Nvivdv) 2l ¥102-0T0C NINITdY

L-171



e}I3s ‘|esopjop

Buefus(
e33uly 1mjauad
ueyjipipuad

uejeyujuad
‘wnrioleloqe|
-wniojeloqe|
1Ses||e}IADI
‘eAuseyljeny und
-new sejjueny
189s Liep yieq
ueyieyd
ueye 1asi
19)ed-19)ed

-193ul Wa)sIs
‘uexiexSunip
npad y21d1 3951
nye|jad ewesas
eiejuelp (uejeigay
IsesjuowJey
uep ‘ewesef1ay
‘Iseioqe|oy
‘ISeuIpJ00y
‘wesoud
1seldaqu1)
y91dI 1seaoul
uejel3ay 1849u1s

08T°€

08T°¢ 08T°€

Suelo

bejwi

uep %33d Suepiq
Ip seusedey
uejey3uiuad
Wwejep [sejljisejip
SueA uapey
epnwad yejwnr

embey

uep uew e}as
‘130j0uxa) uep
uenyejaduad nwij
Suepiq Ip Japey)
epnwad seyisedey
eAurey3ulus|y

epnwad seyisedey
uejey3uluad

epnwad sejaleasy uep 13ojouyal ueesenguad
ue3uequwasuad uep ‘wipj1 ueyeqniad isedisiyue uep ‘uedued ‘1813ua ueueyeldy nfnuaw wiiew eAep Jaquins ueejojSuad dnyesuaw SueA jiadwoy uein3sunay| ipefuaw jizesedwoy uein83una)y ueleyduiuad
{I90TNN3L ISVAONI -

wiy
Jiusod uepy| Josuas eSequia)
SueA nieq /O3PIA Josuas snin| | ueueAe| sejueny
ehepnq Jwid | uepji/oapia/uy uep seyjeny w4 Josuas
’ -le|lu depey.ay - 00005 (% 00¢'ey 00007 [npnr yejwnr eAurey3ulus|y ueeyduiuad '€
11e33.) |euolseu
uep jidepe wiy 1synpoud
8ueA jeuoiseu 1193au Jen| uep sejjueny |euoiseN
uew|iad uey wejep wily [eAnsa) uep seyljeny uew|iad
. -8uequiaduay - 1T (% 1T 8T ueje|say 1Seyl|ise} yejwng eAurey3ulus|y ueSueqwaduad ‘T
‘eAepng
siseqJaq
J11eauy 1asnpul
1e3eq.aq
ILNI
10z (T zT0T 1102 010z 600 NVNLYS HOLWMIANI NVYVSYS NVLVIOIN/ILNI
SN1v1S i 1394VL ISNV.LSANS ON
L1NINYTVANIL BT, Nvivdv) 2l ¥102-0T0C NINITdY

L-172



‘SYNIS Juasul | uedesay uep Jesep
Jesep 1951 19 ed
. g€ (4eu 8¢ S e'u SEN[] 19su 1ayed yejwnr | eAueseS3usjesia) ueeuesye|9d
epnwad
seyljeny
uep seyin
-11eaJy uedueq
-waduad wejep
ueepnwaday J11easy Lasnpul
1ses|uedio epnwad seyljeny uep ‘eAepnq
ueJad Isesi| uep SejIAIealy ‘luas Suepiq J13eauy Liasnpul
-ewido eyuas ueSueqwaduad Ip seusedey uep ‘eAepnq
‘ueepnwaday Sunynpuaw ynun uejey3uiuad ‘luas Suepiq
euejesedd | ueepnwaday eueses wejep Iseyl|isejip | Ip Japey epnwiad epnwad seyjeny
uep eueJes -eud uep eueses SueA uapey SelAIe.Y uep SejAI}easy
. ueieyduIudd eAuseleq.al yise|y 08T'e (% 08T'E 08T'E 3ueso epnwad yejwnr eAurey3ulus|y ueSueqwaduad C
‘uey
-3e)3unip npad
1eyeseAsew Ip
Jeuoiseu | 91di eAepnq uep
Sures eAep | Iseauy ‘Iseisaude
ueyiey3uiusw uep ‘un3ueqip
exy3ues wejep npad eipasial
uenyeiaduad SueA 13ojouxa1
siseqJaq ISUSAU |Isey
uelwouoyd n.eq 13ojouxa1
-19d Suosop | dessAusw wejep
-uaw ynun eung3uad Isis
‘193U wejep uendwewsy eAu
Ip pduad | -yepuau ueyieqiye
esed uedusp | -Susw ‘1Sojouya)
ewes efiayaq eungguad
3NN BISEMS uep eipaiuad
yeyid epeday 1sI1s uey3ungny
ueduoJop -Susw jpjaye
ILNI
10z (T zT0T 1102 010z 6002 NVNLYS HOLWMIANI NYUVSYS NVLVIOIN/ILNI
SN1v1S i 1394VL ISNV.LSANS ON
L1NINYTVANIL BT, Nvivdv) 2l ¥102-0T0C NINITdY

L-173



TT0C unyel Jiyyje eped eipasia) nieq eleq (4
$T0¢ 1984e1 1edeouaw ynjun uexnyejip sniey SueA eAedn-ededn (¢
2T02-0T0C @polad wejep ueeuesyejad ueyejesewsad (g
210z lunf uejng ueSuap ledwes (T
: ueSuesalay
1SYNPO.Id WISIS
yoid| sensedey
‘ ueyeySujuad yo1di seysedey
00T (se'u 8L 60T eu 19)ed 19xed yejwnr uejeySuiuad
¥o1d! | yiauasui uep yaxdi
uejeejuewad 1SNyIp J3uasul yaudi
. uep Isnyip ‘uedesay Jasu 1SNJIp J13Udsul
SL (% LT oy 19%ed 19%ed yejwny Jauasul ‘Jesep ueeuesyejad
uedesay 1951 Jpuasul
. (xe'u 19511 39 ed yejwnr seje L|pJa) Sued

L-174



npad eS8uiyas ueesSueqay
s18a1e41s 1e8ues ueSueqwasuad
1ul uejeiSay ejepuay epe yepi| wnJoj gz wnuoy 0z wnJoy GT e'u e'u 1Ses||e1sos yejwnr
(es8ueq
180j0ap!
uep
esedau
Jesep (niwad
1e3eqas yopjeud
e|iseaueq |npow uejnfue|aytag
|npow T uep SueA isesijeisos
1 ‘ese8au ueSuepun Injepw
eeq -8uep ueesSueqay|
ueJepesay -unJad uees3ueqa) uesemep
ueiey | eyiplpuad | uesniesad u-lejiu ueyexyduluad
-Suuad | npow T |npow ueSueqwasuad :
jnpow T | sesowsaq | T ‘njwad ISej|Ise} | Injejauw ‘awsI0.Ia)}
‘Bueqsem |npow uep g uedunynp | |ey3ueusw ynun
JENIEREIREN Isesi|esos | T ‘linwad | Isesyowap ueesSueqay [e|iu ‘uexeligay Isesi|ey|ipeJap
|npow 3uniepdn |npow T) |npow 1) |npow 1) ueSueqwaduad ueunsnAuad weJSoud
ueynye|Ip NJad sinpow T Inpow ¢ INPON € INPOIAl € e'u |npow yejwnf eAueuesyepa) ueesye|ad
1dY@ ueSuap
ewes.lag
QWs1I0J9] uesnin
|ex1ped 130|0ap! BY 1 [4 [4) [4 [4 Joxey yejwny
ueseqaiuad [wslI0Ja) Isen|end QWSLI0JA}
yeSaousw ue3ue|nd3ueuad uep uenejuewad | uep |euoiseusues} awsloJa]
ey3ues Suepiq wejep ey v ey v I2%% ey ¥ ey v yejwng uejeyefdy | uep [euoiseusues]
wejep |euoiseu edeqwaljJeiue ESIIEN ueueSueuad uejeyefay
eleysiaq | IseulpJooy ‘yexduiu uep [euolseusuel| ueyeligay ueueSueuad
eAedn njens -3W SunJapuad ey ey ey weyny|od uejeyefayl uesnin ISeUIPJOOY ISseu|pJooy|
uexnye|ip nad | SueA swsijeyiped ns| 4 4 4 oyuawa)y Joyey yejwnr | eAuese38usjasiay uejei3ay
<102-0TOC Unyey

ueueweay| uep wnNyNH “Yn1jod Suepig eAuule seyliold :ZT [BUOISEN Se}Jold ueunSuequiad uejedesuad

T NVHIdANIV

L-175



uelesa|aAuad ueSueusamay ‘qIpeD | ‘uemed yesaep Ip
. eAuBuouopip yipun Suedwny 1sesado seyjueny | ueqiuRI9Y ISIpuoy
nj4ad 1edepua) yiseN %Ly %SY %y %SY - INL uep sejljeny
lod
(yp1s | ueyningay uedusp |euoisen 3 awisloJa)
ipl|) eJesad 1ensas winjaq SueA awsli0J3] euepld eieyJad
ueresapAuad | (Y1pis yipl|) esexsad Jepul] aiey ueue3ueuad
. Syapul ueresajpAuad ddueses|) uep uelesa|aAuad
uelensahudd Syapul %€0T %207 %00T %00T - Hjod BJEN}J9d Yejwng
sew|od
ueeuesyejad 1exesedsew Ip
wejep | epe SueA ueueweay
uexeqi|ip SueA yejesew ledeqJaq
1eeseAsew ueyjiesajpAusw 1eeseAsew uep
uedeses | jedep 411%3)9 eJedas 151|0d UeeJway
ueyiya4e-9Y | wn|aq SueA sewjod SEW|0d UeeJ WY wnJoy yejwn(
uexieysulus iy ueeljjwiay wnio4 00009 009'6% 00T'SY 000'T¥ - Hjod wn.o4 yejunf eAuieysulusy
eJeSau ua(ija3ul
IShylsul eJejue uafiP1ul 1sesado
ewes ef1ay sejequal SueA IseJisiuiwpe
uep 1SeuIpJooy NIg |euoisesado 1pasJal SueA uedunynp
. ueley3uluad uese33ue 1sexoly %CE %0€E %0€ %0€E - NIg ueseS3ue yejwnr | eAuesed8uajesia)
eJ3s8uy|
ueepeay
ueduap
1ensas 3uesad
ule|as Jayjiw
1seado uep sejeqJa)
Jayiw 1sesado | SueA Suesad urejas dSINO
ueeuesyejad Jayjiw 1sesado ueeJse38uajaAuad JIDj9y0 BJRDDS | BWISLI0JD] Ue
ue3uequiasay ueeuesyejad yeAeim uednyed 4SINO seSny | Suen33ueuad
. ueseysuluain ueJe38ue Isexoly %TE %0€ %6¢ %0€ - INL uep yejwunf eAueuesyepa] 1sesado
yejulpwad
ueinfuejayaq Jnesede
[FIREN ‘uendwasad
ueyeuesye| Ip ‘epnwad ynun
ILNI
L1NINVT ¥102 <10t 1102 0102 6002 NVNLVS YOLWIIANI NVYYVSYS NVLVIODI/IINI | |
SNLVLS Aw_éz_ n NYHVIVSYAN3d | oo C 1/ SN 1saMS ON
NVIVdYD ¥102-0T0C NINIdY

L-176



unSuequiaw

JepiL) e|pasia)
uaIslyd uep SueA uese38ue 14983u
deyenaq esedas ue3uap I1seleqJay e10y/uajednaey wejep yadsesaq
yesaeq Nig e10y|/ualedngey yejwnf uey|ipi|2Auad
ueunSueqwad | uep Isuln0ld Yesaeq depeysay yessep ueeuesyejad
ueeuesye|ad NIg ueunSuequad %EE %0€ %0€ %0€ NIg Jluostad oisey eAuiexyulusiy
i@ Is¥931ea
1SUISa)3 uep
ejeSau ualij@iul seylInja)3 epas
1Sn3Isul eJejue uawnyoq uep 1eJep esjew
ewes efiay INL3nun |eLIRIBN ‘[2U0SIad uendweway
uep ISeulpooy uafijaiul uesedsue ueuewe3uad uep uejenyay
ueieySuluag | Isexole eAuselequa) %S %Ih %0% %0h av INL uejeySuluag uedeisay|
ejedau ualiPul ueyyningip
1SN}13Sul eJejue SueA ueueweSuad ‘eJedau
ewes efi9y INL3nun uep uafijpiul | ueueyenad OHLY
uep ISeulpJooy uafijaur uesed3ue elep sejueny eAujey3uenp
ueleysuiuad | Iseyoje eAuseleqsa] %Ly %SV %y %SV INL S9qeN uep seyijeny jedeq
Jenjsa3 nejnd
uep uesejeqsad uesemeSuad
sod-sod ueyeySuiuad
ueunguequwad ueyynInquiaw |euoiseu
ueduap SueA senpay ueueyenad
uemeJ yesaep | /uesejeqsad yessep yehdejm
1P INL IShaasul uep yIjjuoy ueme. ueeujqwad ueueyenad
ueepeJagay yelaep-yeaep sejueny yehejim 1sesado
ueyiey3ulus|y yeAueq yisey %Ly %S %by %S INL uep seyjeny | eAuesed8uajasial
|euoiseu
ueueweay
Isnisul
Sueuamam 1edRIseASEW
uep sesny ueqia19y
JnjeSuaw SueA ueyedauad
ueSuepuniad ueeuesyejad
ueJnjesad 1Sn1i3sul

L-177



uesejuesaqwad
uep ueyegaouad

edequwa| el
yesaep undnew

eAedn 1esnd 1ex3un
wejep eSequa| 1p yeupawad (14
uelIRUBWaY |eusa1ul Ip 1sdnioy (14 ueesyelay eAuute| snsnyy 1sdnJoy
1s3uny uep uesejuesaquad ueesyefoy ‘S Sun3efay 1p | euepidepun uep uesejuesaquad
segn) ueduap ex3uesay welep ‘S NSAldIAYT ueyless|asip Sued 1sdn.oy euepid uep ueyegsouad
1BNSSS UBISYD ue-weyedasay NSAldNYT : elep 1sdnJoy euepid yepuny esexuad ueeSequiajay
uep JI949 Y1ga| eAuelesaw wnjaq : elep Jaquing) yepuly esexad uenjunuad uedungny
SueA ueje13ay uep yepuau yisew Jaquing) eJeyJad eseytad ueyiplAuad uep ueyipiAuad uedejuewsad
ueeuesye|ad SueA uswiwoy SPT S8 at fias ueesyelay yejwnf ueue3ueuad uep uejenduad '€
‘Bueqgsem
uedejuewsad
ueeuesyejad
yepem/eSequia| ueesgueqay
uep uesemem
. wnyny Sunhed uedejuewad
uedehuad euesyejad
yn3un ueyyeselp AP T - - - - yepem /esequial
¥10z unyel uees3ueqay
uelpnwiay uesemep ueesSueqay
. ‘210z unyey uedejuewaq uesemem
uey|iseyip dopT - - - - wnyny Sunheq uedejuewsad
yeay Sueh uees3uegay wnyny 8unAed
uees3ueqay| uesemep\ udisag | uep udisag pueso
. uesemem - Jop T - - - pueso yeaq | yeiq eAuunsnsia)
usisaq 1senjend
pue yeup uep uenejuewad ueeesSueqay
. uedejuewsad ey v ey ¢ ey v I2%7% yejwng uesemep) | ueees3ueqay
ueyeuesye|ip ueees3ueqay ueyeligay uesemep
uexe £70¢ weyny|od uesemep ISeuIpJo0Y| 1SeUIpJO0Y|
‘ unyey epeq E|epua) epe jeplL BT IeY T 84 T 18Y T 8 T O)usaway Joyey yejwnr | eAueledBus|asial uelelgay
(emaAuaw
eAuey
uep yesaeq
NIg Jojuey
ILNI
L1NINVT ¥102 {41114 1102 0102 6002 NVNLVS HOLVIANI NVYYVSYS NVLVIODI/IINI | |
SNLVLS Aw_éz_ n NYHVIVSYAN3d | oo C 1/ SN 1saMS ON
NVIVdYD ¥102-0T0C NINIdY

L-178



€107 | Infn1oAusw SueA ue ueSuepun
unyel eAuey |-Sunpuipad -8uepunuad
Seu  |YdqQ euasey uey ueJnjesad
ay -39)04d 7102 Laquisw Sueouesad
UequO ISYes | 13 NYd usway Lep wejep seudajold | esiq wnfaq Jodejad |euoisguny
ueSunpuipad uede33ue) eAuepe ynsew wejep | de33uelp uep Isyes eSeus) epas
nNY seyequiaw njJad e38uiyas Jodejad ynsew |ueqJoy uep ueSunpuipad ¥dd Ip NN yemeq
3nun1/y 1ep | )Sd1ueedequajay uep |iedepyepn 1S)es ue awsiueyaw Ip ueSuepun
|em uexieqi| eped uexyiesaq IS}eS  uequoy uep | Sunpulpad Suepiq -Suepuniad
-aw SueA SIHuaW Yiga| uedu 1S)es ue Suejuay Ip ueduepun uesnjesad | Jodejad uep Isyes
. ISesiuowey | 1ur NNy ueseyequiad npulied | unpuliad (900 unyel wey -3uepuniaqd uep NNY semjeny uedunpujiad
ueynye|Ip ueyy 1sueisqns % 00T nny - nNY | €T°ONNN wnyuaway ueiniesad ueieysuluad ueeuesye|ad R
ueyejesew.ad
Jexe 9y ledwes
Jisuayaudwioy
1ej1sJ9q yeph 14
‘lenpiAipul 1ejisaq ueesyelay|
ueydelayp | yisew ednfisdnioy ‘S
yed1 | snsey ueueSueuad = NSAIdNYT yetaep Ip
SueA 1981e1 ! snspid : elep ueesyefay ue.efef
ledesuaw yisew (sdnJoy :Jaquing Jaquing eJeysad yeJaep ynin|as |
ynjun 1sdnioy | snsey esyLaWIW eseyuad esexuad | 90L'T:ue uexeuesye|ip Sued
uesejuesaq | wejep Sueuamiaq GEPT:Ue | Szp'T:ue | -Inunuadd |9qejunye uep
-wad wejep SueA wnyny -INJuNudd | -INJunuad eieyad 1ed9) “1edad Sueh
wnyny yedauad | eSsuad eSequis| eJeyad eeyuad SIET Joyidi) esedsad
‘ jesedeefiauly | euejue ewesefiay 9TE'T:ue | Yg9'T:ue uelesajaAuad
ueyiey3ulusn uep ISeulpJooy = 00T -|IptAuad -yIpiAuad ueesye[a)y eAuieyduius|y
k]
] ueesyefay Sun3efay
ueesyefa) S 1p ueynunuad
S NSaldnYT deyey wejep
Nnsaldnvr s eyep ueylesa|asip
: eJep Jaqwing SueA 1sdnioy
Jaqwing eJeysad esexuad euepid yepuny
‘eAuure| yexiay 001 9L 0T 8y ueesyelay esexiad yejwny
‘1sdnioy |sueisul undnew
ILNI
L1NINVT ¥102 <10t 1102 0102 6002 NVNLYS YOLWIIANI NVYYVSYS NVLVIODI/IINI | |
SNLVLS Aw_éz_ n NYHVIVSYAN3d | oo C 1/ SN 1saMS ON
NVIVdYD ¥102-0T0C NINIdY

L-179



Hexysy
M
ueSuap
uesey
-equiad
uep uey
-nye|ip
yel
llye wn
ueSuap
uesey
-equiad

uapisald
ulfl unweu
‘INVH uep
wnyny uep
-91UaWdY
ys|ois
-esjuowsiey
ueynye
yejay eA
ujlwapeyy
YeyseN
undnew
eAu-nny
uswnyop
Aleq
uequoy uep
1S)es ue
-8unpuijiad
nny
1suelsgns
I[EN
uepjiwap
unwey

‘ue
-n[njassad
uey
-1edepusw
Jepi nieq
NNy Inpnf
depeysal
eAu
-wnjagas
seugajold
uep
ueJnaun|
nny

croe
seugajold
wejep
sejoud
jedep
ueydeseyip
uepis
-esjuow.ey
uynye|ip
ueye

TT0Z unyey
eped nieq
e33uiyas
J1S1uesi049}
SueA
uejeyefay
ny
-8ueAusw

ewen
Jodejad
depeysay
|ewndo

L-180



nyejaq Sued -sueJ} 1suelsul
ueuep-uniad uejeyefoy ueduap epeuey|
uenjudY ueSue| | eweseldy uep
ueSuap 1ensas -ng8ueuad uljefusw ejjessny
e[1ay uenjes exSues yeP1 ‘1eylIas
we|ep epesaq wejep | ueesyeldy eylBWY
SueA yjieq 1ase 1sipesisya ‘elung ‘eun) !
ueljequaduad undnew jueg | Suoy3uoH
uey9) V1IN | ‘@Jodeduis ‘s88u|
eweseliay ey3ues Jaqueyd ‘SSIMS
exSues weep s|esaua | ‘epuejag
wejep wnyny sud3u| | oAsulony | ‘esndeduis
yeSauad ueesye[ay ‘s1u88u| 1p nyeA
eSequwa| ueduap |y [CRITVEN esegau
ejejue ueesye[@y | Jondasold | edessgaq
1p 1SeuIpJooy eJjejue umoJd) | Ip Isdnioy
uep uesad wnyny Sd) “9vS euepid
ueiZequad ewese(19y | Suoy3uoH yepun
ueieyduluad = uelfueliad ERIIN JIsey
esedaN (z jow esegau
ueidniay epeJaq 1sdnioy ‘eishejely | swwedsaqg | 13sse uey ‘1193au Jen|
ueljeqwaduad euepid yepuny ueesyefay 4y | equasuad 1p ueylAunquiasip
esn( |Isey 1ase Jedwiay ueSuap |y 1eyes uep ue SueA 1sdnioy
1de1a) ueye ejeSau Ip nyeaq ewesef1ay eyuswy | Jnsnjauad euepid yepury
eAunyejad SueA ueSuepun ejejue ‘eljessny sasoud 1sey eJedau jase
depey.al -8uepunuad uelfuefsad ‘WeuldIn exySues uejjequasuad
ueeuepiwad uesniesad ueueguey 14adas wejep uep ueinsnjauad
ynun ueSuap eisauopu| -epueudd eSequia)| wnyny exy3uel wejep
ueypnsyewip 1p ueSuepun (T /esedau | eweseliay V1IN ueiexedasay
eAuey -8uepunuad Twmyny ueSuap uey wejep
yepi 1sdnioy uesnyesad ewese(1ay | eweselsay | euesyelpuw wnyny eweseliay Joyidiy |1sey 3ase (Asan0004
eJexyad uep wnyny ue | ueynyepw yeP1 uee|Soy ueljequaduad 19558) 19558
ueuegueusd = Wwi9)sIS ueepaq.ad 0T | -INejdN | ueesyeldy | ueesyelay ueesye[ay eAuiey3ulusiy ueley3uiuad uellequaduad 'S
“Jenjay
wnpaq (ul

NNy ynun

L-181



Alleq
|nquu
wnyny
uenjueq
Suejua
nny

(z “1sdnuoy
uese}
uesaqwad
nNY(T
HELEN
(414
unyej ue
lesajasip
yeja3 ueh
ueSuepun
-Suep
-uniad
uesnjesad
ueSueoues
yejwnfas
we|ep
1siJedJag
siuead
ueesye[y
ueSuap
eweseliay
ynjuaq
eAedn (g
‘leuoiseu

Sueuamay|
lep
nefunip
1edepuad
uep ueses
‘ueynsew
ueyjied
-weAuaw
ynun
1sdnJoy
uese}
uesaquiad
ueSuap
FINTEN
Sueh
ueSuepun
-Suepu
-nJad
ueinjesad
uegdueoues
edeJagag
‘ue8uenay
IEIVEIAY
uep
‘Bundy
yew

2 EL
Nd) ‘Ulod
‘INVH uep
wnyny ue
[FESVCIVEN]
YMdS1
‘NI
“MLvVdd
:IJadas
1ey91 ule|

L-182



Suelo 000’1

918w
uep
Joyidn
ISE)13Ias
‘uey
nfueayaq
ueynejad
1edepuaw
SueA
esayued
uep wpjey
0T'T

yejesew
1IexJ9) ue
-|leaqwad
ynun
wiyey
Sueso
11T

yne
el
£00T
unyey
efes

‘eweyad
1e3y3un
uep
Suipueq
1ex8un
‘Isesey|
1ex8un

1p wiey
ynun
Bueto gz

|Ip A1anodau 13sse
“oydi] 1eusSuaw
eAuule| siuya
eSeus) uep Joypy
wpeH/wieH 13eq
ueynejad yjwr

14
ueesyelay
wnynH

: ejep
Jaquing
euepld
JepulL
195y ue
sedwesad
nny uep
1sdnJoy|
euepld
JepulL
uese}
ueJsaquiad
nny
Suea
ule| eJejue
1NqasIa}
ue-
seyequad
it
ueesye(ayl
ue

o3}

L-183



% 00T

uepy
ejupawad
Ip Yisew
Joyjidig
uese}
uesaquiad
nny uep
dvHNY
nny
dHMI NNY

-aquad
nny 't
:nyeA
1sdnJoy|
uese}
uelaquiad
ue3uap
ueyeyJaq
SueA nny
edesagag

epeqd
‘euepld
JepulL
195y ue
sedwelaq
Suejuay
nny
15es|elsos
ueynye|ip
YeeL

1sdnJoy
uesejuesaquad
SuoJopusw

SA Buepiq

1p ueSuepun
-8uepuniag
ueiniesad

upje)

110C
N-YIN
yeyde]
ueyeg
:Jaquing
‘wipey
Sueso 0zT
)n3un ue
Heuesxejip
Joydi
ueynejad
ynun
snsnyy
TT0C
unyey
eped
euewip
“oyidip
esexad |
ueSueuaw
BjI1es
e
Aundwaw
yeay uep
Joyidi

L-184



roe
seudajoud
wejep
equiay
ynsew uey
-euesuallp
Uep ¥dd
9 uey
-yeJasip
wn|aq

‘uap
-159.d
ueyese
ng3
unuaw
uesey
equwad
ued
-eisJad
1ul Jees
dVHN)
nny
uep
dHM
nny
Hda!p
uesey
-equiad
ynun
yew
-lIawad
|em
ueyn(
-unuad
leu
-98usw
uap
-1sa4d
1e4ns
ngs
unuaw
yisew
1ul Jees
JoxdiL
ue
-sejuel

doyjidiy
uese}
ueJaquiad
nny

uep dHN)
‘dVHNY
nny
ueSuap
ewesIaq
ddd

Ip seyeqip
uexe SueA
sejoud
Ipeluaw
1955y ue
sedwelad
NNY TT0C
unye|

L-185



3undy
yeweyyen
1ex3u1y ueSuap
1edwes jueSueyp
1edep SueA
eieyJad-esedsad
[ EIELUEDT]

uep esexuad
uesejequad
wajsls
ueley3uluad

[aqeunye
wn|aq yisew Sued
awsl|euolsajo.d uep
sejisedey edniaq
SueA eisnuew eAep
Jaquins seyisedey|
eAuyepuay

(955) »id
166°0T
snind ‘ayd
L0T'TT

: lueSueyp
Sueh
eJexyIad

yejepe
(t107
unyey
ynsew
esexuad
uep 010¢
unyey
esexuad

eJeylad

ad
168'€T

VIN

1e8un} 1p eseysad
uelesajaAuad
uejedadsad
Yyejunr

uejipea)

1eouad 18eq
yednw uep qedad
‘eueyJapas SueA
wnyny ueuehejad
ueley3uluad

wnyny uerseday
uejey3uiuad

eAuls-
uesqns
und
-new
|euo
-1S)epal
Aleq
nny
uaw
-nyop
dep
-eyJa)
wey
-wny
-wiay|
ys|jo
MIINDI
llequiay
uey|
-nyejip
Suepas
edn[

ny Suid
-wesl

L-186



SueA
eseyad
44
¥'999°€
u
-eSueyp
eJe)Iad
: Bwenad

1p eJeyuad
ue-
1esaj9Auad

eJeyad
TET0z
Jnsew
emeyad
Tep 0T0z
nuey
BSIS)
BWENRd
FeNBUIL
wnwin
uejipeJad
uedu
-nysury

1p e4BYIRd
ue-
[EEIEAER

TewL'e
=
eSueyp
SueA
eJRIdd
HEIEHER]
TexBuIL
wnwn
ue|
-Ipetad
uesu
-nysun
P
eJexIdd
ueles
dpAuad 'T

wnuwn ue|ipesad
ueduny3uj|

Ip 8uipueg uep
ewiepad 1ey3un
1p (nyem jeday
uep ‘eueyJapas
SA) eeysad
IseJ]siulwpe
ueresa|aAuad
yejung

110C
I4-YIN
yeyde]
ueyeg
aquing
S69°L
yeAueqas
yejepe
110C
unyey

Ip esis uep
6TL'ET
yeAueqas
Yejepe
snind
SueA

eleylad
esexsad

yIv'1e
yeAueqas

L-187



TepoTOz | ewenag
eSueyp unyey 1ey3uIL
SueA BSIS) ew ewesy ue|ipetad
eleyad BWEM3d -e8y ueSuny3ul
HEOEYER) JeysulL ue| 1p Suipueg uep
Tey8uIL ewedy | Ipeiad ewelnad 1eydun
ewedy | uejpesad ueSu p (npem jeday
ue|ipeJad ueSu | ny3un uep ‘eueyJapas
uesu -ny8un peJ 8A) esesad
-nySurip | IpeJeyad | -exad IseJ3siuiwpe
eleyad ue ue | uelesa uelesajaAuad
1esajaAuay | 1esajpAuad | [PAusd T yejwnr
T10C
N-YIN
yeide]
ueyeg
:Jaquing
ad
116°01=
snind
B
€166 | duser Byd
snnd = S6L°0T
€OV'TT e3uelp =snind
u SA ad
eSueyp eieyad 88Y'€l=
SueA ]
eJeyiad e3ueyp
TBuIpueq SA
TesuIL eieyIad
( JexBUIL
%90°26) 1yd 59
65 Te0LT
SSLEE edueyp =snind
:smnd Sued d 69

L-188



1e8UIL ewepad 1eysuiy
JSN)IN | uejipesad 1p (N1em jeday
uejipesad uesu uep ‘eueysapas
uesu -ny3un 3A) esedad
-ny8urIp | Ipeeddad | Ip ededad ISedysiujwpe
eJBYI3d UB ue- ue- uelesa|aAuad
lesaaAuay | 1esajaAuad | lesajahuad yejwnr
110C
14-YIN
yeide]
ueyeg
Jaquing
and
681°C=
sning
ayd
T6€C
=1 Hd 162
1yd €5z'z= | -eduenp snind
snind SA ad
ad eJeyiad GE6 U
vEST TBupueg | -esueyp
=1 Tey8uIL SA
eSueyp ayd eieyiad
8h | ee6ese TBupueg
eleyJad =snind JeysuIL
TBuipueg ad ad
WBUL | 80797y | LOVYIE
=1u sning
(%8°LL) -edueyp Iyd
LSY'TLE Bued T8€LLE
:smind eleyJad I
SueA 10 | eSueup
eleyiad Jnsew Sueh
9T LLY eleyiad | eleyiad

L-189



TeWelad | IBYSUIL | IBBUIL 1p Sulpueg uep
Je3uI NNL NNL BWEMI4 1eySul}
NNL | uejipesad | uejipesad 1p (n1jem jeday
ue|ipeJad uedu ueSu uep ‘eueyJapas
uesu -ny3un -ny8un 3A) esedad
-ny8urnip | Ipededdad | Ip eedad ISedysiulwpe
eJexyIad ue ue ue- uelesajaAuad
|esaj9Aud | lesajaAuad | lesajaAuad yejwnf
T10C
14
VN Y
eyde]
ueyeg
HE]
quins
ayd
ndope | 89€: nd e
tsmind | snind 1sning
ad ad ad
09p U L6€ WU 09% U
e3ueyp eSueyp e3uelp
SA SA SA
eJeyIad eJeNIAd eJBYI3d
T3upueg T3uipueg
eyauIL TeY3UIL
(%2'28) yd
ad 8869
€L9'C snind snind
sning ayd ayd
1y 6T7'E 02591
15C€ Hu ‘u
U eSueyp eSueyp
e3uenp SueA SueA
SueA eJENI3d eJR}I3d JaM|IN uejipesad
eleyJad TBWeNad | Teweyuad ueSunySul|
TeWeN™d Tey3UIL TeY3UIL Ip Sulpueg uep

L-190



V| uep ue 1esagas
visey | dessAuad yejepe
adaN u | uep 000°S wnwn
elipeduad | 6.'S06°€E | uejipesad
GEIpwW | "dy yejepe Injepw wnwn uejipeJad
nyueqsod wnwn wnyueg ueguny8ul|
e | ueppesad uejeSay 1p ndwew yepi
uoisesado epeday ynun SueA yexesedsew e|sauopuy Ip
yniun |e10} epeday | |AVH ueyeSauad
wnyueq ueseSgue wnyny uenjueq | uep ueynuawad NVH
euep uels ‘0102 ueueAejad ‘ueBunpuipad ueSunpuijiad
eyojeduad unye| ueley3uiuagd ueley3uiuagd uejenguad A
ueyeg
aquing
ndess | mdzeg | MdTSL
1snind 1 sning sning
Bd | ydgoot yd
GE6 MU Hu G€6:1U
e3uenp eSuelp e3uenp
SA 8A 3A
eJeyIad eJeNIdd eJR)I3d
TBUlpueg | TSUlpueg | TBUIpueg
(%5°22) Byd yd
ayd 8r'T L0TT
EEV'T snind snind
sning anyd ayd
My 0/8'T 89LT
SL6'T Hu ‘u
I eSueyp eduelp (NNL)
eguelp SueA SueA ejedaN eyesn
SueA INVER] eJBYIad eje] ue|ipeJad
eleyJad TBWENSd | [EWeHsd ueunySul

L-191



eweSe u VIN3S ue ynun SueA yexesedsew
ejipeduad | >Jeseptaq |e10} epeday
u uejeidoy | ueseSSue wnyny uenjueq
e3unySu ue ‘0T0Z ueuehejad
10 | euesye;ad unye] uejey8uluad
(%zv'6€)
N9'6
deJastal
N 7T "dy
JLIEIEN
10t
ueseS8ue
1sexojeal e|pasIa)
Jeg | epi eiep
z1ee|d
"Ue|ipeay Sunuz
Jeoued ueesed
6Szv | SuspeAuad
lueAejpw uep
uep esexuad
1e)oApE eAeiq ue
esel | segaqwad
eipaAuad ue ‘% G6'LT
eSeqwsa| | euesyejad Jesagas
144 Jnaun neje €98
ueduap | (wnjipeg | LT8'TES'L
Ndue | uafuque ‘oY
Jeuesye(lp | euedualad JLEENEN
wnyny uei3eg yejepe
uenjueq aquing 0102
ewesefiay 008'€T6 unyey
‘egr'erdy | Sueluedas
‘|| uep g| Jesagas 1sesi|eal
Se|9) Nd Yejepe | uep 0000
09T uep wnxyueq | 06'996'TY
‘snsnyy | uese33ue ‘dy

L-192



ayd
EveeT!
uedueuaw
(eJespad
eAeiq ues
egaquad)
oapoud ue
euesye|ad

‘unsiw e
yeleAsew
yajo
ueynleip
Sueh

Hd §r9°€T
ue3uap
ISeX0]
€Lclpue
yeuesyejip
Suiay
uepis

‘wnyueq
Suejuay
0102/
VIN3S
ueduap
1ensas
wnyjueq
yoyod
ueje13ay
guey
euesyelW
yepns
(493y38
65€)

-eqsod
wejep
ue
ueAejad
Yejunr
eeyad
806'TT
eAueqas
(oapoud)
eeyad
eheiq
uey
seqaqip
Sueh
esexuad
Yejunr
u
-e3uelp
Sueh
esexad
78881
ueSuap
1Se)0]

Suepis
ueeu
esyejad
Yejwng
T wnyny
uenjueg
uewopad
Suejuay
010¢
unyej
0T 'ON

‘wredy
1esagas
yejepe u
edesahuad
euewip
000
‘196'966'€
dy
1esagas
yejepe
010¢
unyey
ewege
ue|ipesad
9y Iseyole
ynun

"% S6°LT
1esagas
neje €98
L18°CESL
oy
1esagas
Yejepe
010¢
unyey
Buefuedas
|sesi|eal
Uep 0000
06'996'TY
dy
JLEENEN
yejepe u
e|ipeduad
Injejpw
wnyueg
ueje1Say

eweSy ue|ipeJad
ueSunySul|
1p ndwew yepi}

L-193



(%€°9L)
W

v8'TT ep
N S0'6
‘dy yejepe
uese33ue
uedesas
|eloL
‘ue|ipeay
1esuad
098'SS
lueAejpw
uep
e|sauopu|
yninas

1p Isexo|
691lpue
Aeuesye|ip
wny
-ueqsod
1p wnjueq
ueueAejad

(t10C

enuef

67T 3ejipeg

uafug

eleq)
1Se)0Ape

aquiad/
se8nyad
16¢ Ys|0
lueAe|ip
SueA
(eweSy
ue|
Ipeduad)
1SeX0]
avIp
(untsiw
1ee
JeAsew)
Suelo

600°SE
epeday
wny

(eseyuad
siuaf
1ensas
yepdiay
wn|3q
ejep
-110¢
lenuer

11 Sejipeg
uafig
elep)
eseyad
906
"y=03poid
‘uejeie)
8ET'T
utej-ute|
eseyad
uep ‘01§
ye|e} 1e4ad
esexuad
‘SLT'E
1e3n3
1849
eseyad
uepul
ue3uap
Byd €28y
yeAueqas
ewede u
ejipeSuad
1p oapoud
eseyad
ue-
1esa9Auad
6977y

L-194



e19y3uas

ysjo
eAeqeins
NNLd P
ue|ipeay
eouad
lueejaw "% S6'LT
eAuey Jesagas
eURJEY neje €98
‘710t L18TESL
unyeiip oy
NNLuep 1esagas
s yejepe
ue|ipesd u 010
e3unySu unyey
Ip wnyueg Sueluedas
ueueAejad 1sesi|ea.
uejelgay uep 0000
p 06'396'TY
desasial 'dy
Yepn enf JLEELEN
SLpdy Yejepe u
yejwnliaq e|ipeduad
Sueh Injepw unyIN uejipesad
wnyueq wnyueg ue3uny3ul|
ynun uejel3a)y 1p ndwew yepn}
Isexoe ynun SueA jexesedsew
euep |e10} epeday
‘unN U ueJedsue wnyny uenjueq
e3uny3 ‘010Z ueueAejad
1a eu unyej uejey8uluag
eieyad
010
"ET=1PAPIS
ue

euesye|ad

L-195



8L 1107/ v1Nad
€0/Ndd'I leyuad
/5900°0N €CCON
seuaddeg | seuaddeg
"BM/Ndd e/Ndd
UBIA 3BINS | UBIA 3N
10t ¥10¢
unyej —-0T0¢
Nad unyej Hjod
ueje|say Nadda ynun sieakiynw
Jeyeq 8n 1 0102 siedhnnw 1ejlsiaq
TT0Z/60/% | 10Z/10/) VLNad 1ej1s13q Sued 3ued aBau
H/Ndd'W/ | H/Ndd'W/ leyuad 14983N Weje@ | wejep ueueyelad
9g'day:oN | 0T'day:ON €T ON ueueyeuad H1snpu|
seuaddeg | seuaddeg | seuaddeg ujod 11snpu| ueeuepuad
nfue| yepury lededsa) ueleses e)/Ndd ‘eX/Ndd e)/Ndd INL ueeuepuad awsiueyaw
epeyepil | ‘yejesew epe yepi] eu usawday| uswday | U3 leIng eu Jueyway uesnwny eAuunsnsia|
¥10¢
—0T0¢C Mjod Ny
uep |NL elsisinje
ueepeguad ueueyewad
ujod ueepe3uad uep | g ueSueqwaduad Suepiq
nfue| yepury |edeaJa) ueseses INL ueSueqwaduad eueduals | SISa1ess LIsnpu|
epeepl | ‘yejesew epe yepi| %00T - %00T %05 - Jueyway euedUR UBaWNYoq eAuunsnsial ueeAepJaguiad ‘8
T
uojsesado
uinJ
ueseS3ue
uey
eun83uaw
e
uoisesado
©JRI3S
uep ue
lemegaday

L-196



nped.a} esedas uenfewsay ueuap | uenfeway ueSuap
ueueyenad yleq lensas SueA eiepn | |ensas SueA esepn
ueje|esad SueA ueueyenad uep ‘ane| jelep uep ‘ne| ‘Jesep
1eje Sueqy| ueje|esad eJjew ueueyepad | esjew ueueyelad
ueeuesyejad | Sueqy| ueeuesyejad ueyejesad uejejesad
BWIYS | ISeIEqUWIAW SB1RqID)} 1eje adiojoud 1eje adiojoud
Sueouedip | uep yesid-yesidial INL neie /uep neje/uep [apow
Suepas SueA ueeuepuaq %0¢€ %0¢€ %0¢€ %0¢€ %0€ Jueyway| |apow yejwng eAupnfnmia |
(di) u
eueyemad
snpu|
uesefigay
oy 1470d Y 2
nieq Suejuay ujod uep [NL e3sisin)y | sejul uep Suepiq
0T0Z/zy sa4diad dDi) [eme 0102/tv INL ueepesuad Sejul| asnoH
nfue| yepuny INjeRW dp dasuoy eA 'ON Jueyway SEUAIDIRYT Suuiea|) uepeq
epeepi | eAuyniuagual yepL %00T uunsnsia] e'u saidiad eu seuaddeg uep 1sualsly3 eAuelpasia]
1a8aN
Wwejep ueueyeyad 11a8aN
11Snpu| | wejep ueueyelad
yajo isynpoudip Hisnpuj ysjo
ujod ndwew SueA | 1jod In|y uep INL
INL |od Iy Uep INL | eisisinje Isynpoud
nfue| yepury lededsa) ueleses Jueywiay ejsisinje ynpoud uendwewsy
epeepll | ‘yejesew epe yepl| %00T %05 %ST %ST - seuaddeg way yejwnr | eyep eAuelpasial
ueueyeyad
z10z/0L 1snpul
saidiad uep ujod ese[ uep Sueseq 1Ses||e)nal
0702/tS saidiad INL ueepe3uaq | Sunynpuaw ynun
nfue|sepury | INjejRW ISIAJ 1|EY T Jueyway saudday wnyny SunAed
EPEXEPLL | UBYEUESHE|Ip YE]DL %001 %00T - %00T - ddn eAuueydelang eAuelpasia]
IN
T10C | Ll/ueywsay
unyel Anun
Nadd)a 010¢

L-197



ynjun lisnpu|

e1as ‘Sueqi 1eeseAsew
uep ueyIpIpudd ueuehejad
1Sn}3su| ‘1jod ueyLIRqWaW
eiejue Jeduy wejep
ewes efiay | seiequal Sueh ujod ueyjiseyip SueA | 1jod uelipuewsyl
ueyiey3uiusjy | Suequ| ueeuesyejad adijoloud yejwnr uexyiey3ulusiy
10d
snsnyy uejejesad |euoiseusaiul
1198au wejep 1B[e UBYNINGD)Y ueueWedY
ueueyenad Iynuawaw Jepueis
1snpul ynjun sejeq.al Iynuswaw
1Ses||e}Ads BueA 11a8au SueA 1jod siuxa1 11983u wejep
weJSoud wejep ueueyenad uejejesad uep 1synpoJd 1ijod
ueeuesyejad u1snpul 1synpoud ewejn uejejesad | Inje uelIpueWDY
ueyinfue uendwewsy %ST %ST %ST %0 - ujod siuaf uep yejwnf ueyeysuluay
LIpuBW BJRIIS
uelpuessad
eseyeq 11985u Jen| ynpoud
neje aJemyos 1Jep Bunjuesiay
ueSueqwaduad yeAueq yisew
ue3uap Ienasip e33uiyas 1uadau Ipues uejejesad Ipues ueje|esad
1498au Jen| Liep wejep uelpuessad ueSueqwaduad ue3ueqwaduad
uelpuessad jee 1e|e 1IIShpul uep ueifey3uad uelfey
ueeung8uag eAuselequa] €1 4 € € - Saueswa JIsey yejwnr eAuelpasia]
INL
1498au wejep | e1sisinje ueyningay
ueueyenad Iynuswiaw
1snpul ynjun sejeq.al
1ses||e}nal BueA 1adau [BEXED
weJSoud wejep ueueyenad 1198au wejep wejep Lisnpu|
ueeuesyejad 11snpul 1synpoud 1asnpuj e3sisin)y | eisisinjy 1synpo.d
ueyinfuep uendwewsay LS'LT 98'ST T9°€T §9°7T e'u Ueywsay % 1s¥npoud yejwng eAuiexduiusiy
lIIpuBW BJBIIS lIpuBW BIEIIS
uexSuequiayIp uexSuequayip
/3 seau| ndwew uep y31di | ndwew uep y3id|

L-198



T

snsnyyj jeje u
e)3uequadusw

L-199



L-200



€T ‘dweq

Ip |eUOISBUIR)UI

(sT uepis Jesed
1931e7) Se ueese33uapdAuad | sasye ueueweSuad
. 8 L 6¢ LT puswiay yejwnr uep uejexdujuad
(ss unsnsip ‘ueeynquiad
198183 Se SueA Suipuns eunsg |euoiseuajul
[~ )61 [ I8 puaway| 1sisod yejwng ue3ueZepuad
1.3} uedunuaday nySuewsad esed epas |euoIseuJaul 1sewo|dip |euolseusalul
uey3uipunuip SueA Jopyss 18uepiquaw ueSueSepsad | Suepiq Ip eissuopu] ue3ueSepiad
SueA siux) uelauaWaY uep (ss ueSuipuniad uendweway isewo|dip
|euoiseusaiul ueSueSepsad Suipuniad 1Mesaq Sueh ejepuay 198ie) Se wejep jpe uep uesad uendwewsy uep
w} eJejue |Seuipiooy ueleysuluad INWaUBW yepl ey [ ) 6T [ v | pusway 1sedisied yejwnr eAujeySuiusly | uesad ueieyBuiusd | ¥
|euoiseusajul ueSueSepaad 1sewoldip wejep eisauopu yiiqnday uendweway uep uesad ueeySuiuag
. uels 1Mmes ede|ay 1umes ede|ay
npuliad ueununy Lasnpu| ueunun Lashpul
- 1 1 [4 "uawisy| nun 19904 10|1d 13f04d 10]id
lepewaw wnjag lwnq
seg uep HL3s1| ‘1de eyauey
ueiny3ue ‘sasye uejef
eAuule| juasul uep [eysly ‘ueyngejad ule| esejue ueus
J13UasUl Injejaw nyeq Ueyeq ueelpaAuad |  LISNpuI J)sep|/uesemey npuuad | ue UeeYesnIad
. ueujwel exas anpnisesjul ueeipahuad | Sunynpuad unpjnuiseljul (¥4 0T ST 0T ‘uswiay | eyesniad yejwnr | ueeyesniad yejwnf
18593 wn|ag (1dH) 1suinoud € 1p |ea1Way209|0
MY LY uelesajsAuad UeyeT uejeej-uewsad 0dD siseqJag ‘ueluepsad
ynaun eAusnsnyp| Heyua1 eSequis| eH Ipelusw (NOH) ueL3s 141snpu| uesemey| SISeqJaq 1isnpul
JuelLIRIUBWaY eyes() euno yeH Lep npuliad nery uep ‘wnjey eAuynjuagual 19158
‘ ueuap Infue| yiga| Iseulpiooy UBYe| sniels ueyeqniad | %00T %09 %07 | %0C | "uswa) ussiad ‘Inwing isulnoid Isey|iseq ueduequaduad | T
|euoisen Lsnpu| ueyeligay Suejual 800z/8zZ ON uapisald ueinjelad ueduap lensas Lisnpul ueSuequiaduad ueeuesyejad
(€1) (zn) (r1) (01) (6) (8 | () (9) (s) (v) (€) (@ (t)

<T0Z - 0T0C unyep
UBJWOUOX3J3d :ET [BUOISEN SE}0ld UeunSuequiad ueledesuad

€T NVHIdAIVT

L-201



*$10¢ 1984e1 ledeausw ynjun $yT0Z-Z10Z Unyel wejep ueynye|ip sniey SueA eAedn-eAedn 4

*7102-0T0Z dporiad wejep ueeuesye|od UBYRIESEWLDG 44

‘lunf uejng ueduap ledwes g1z unye] uelede),

:ueduelalay

(6
198413)

S

|eUOISEUIDIUI

ueSuipuniad
uejeyedasay |isey
15es1|eIsos yejwng

143

(L€
198413)

€T

LE

143

Je
pusway

(1oday

Jley) ‘uoijesepaq
‘saInuIN paaudy
quawaaJdy
‘NOIN ‘VYIN)
|euolseuIu|
ue3ueZepiad
ueSuipuniad

lIsey yejunr

11989N wejeq

(e1)

(z1)

(t1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(2)

(1)

L-202



“(uippryoini)

Ipnes qely

Sunsaiey ueeyesniad
wnisiosuoy uep
(yosppispsoniy) 1pnes
qeJy Ifey ueuehejad
Jojuey esejue Sunaley
ueueyew seyjjeny
ueueAe| ueepaquad

‘Uexpieln uep eulpeiy
1p ueyopuowad
Sejl|eny eJeIUE ISEINDP
‘e3equia uelIRIUB WY
uep 3euswayl Jen| Ip
Jnsun Liep %0 4210y
-uou/Ja10]) seSniad
depey.al 1ex.al

3ueA 1suesuiiejue
JISua1ul ISEUIPIOOY
uep Isedisnuy

{Iyde UBJ03aS uep
‘esIA ‘ueyeySuesaquiad
empef

‘(ye,anp) yeews(
ueyopuowsad Iseyo|
Yljlwaw )njun wopuel
eJe29s uedunyysad

‘ueyopuowad
1edwa} 1ep ynel yisew

ueyeseJip SueA ipnes qeay

Ip ueeuesyejad ewe|as
1seyjodsued) uep ‘eulwly
Ip ewe|as Sulialey
ueueAe|ad uedeisyepiiay
11adas Sulialey
ueueAe|ad 1eusdusw
ueyn|ay eAuepe yisew
‘ueduede| Ip IseuIpJooy
ueyynAuaw ed8ulyas
eujwJy Ip [euolsesado
1ees eped se3njad 13eq
snsnyy sejuapl eAuepe
wn|3q ‘yesaep Ip ifey
yIseuew nynq 1snqLasIp
eAuiequesa) yisew

ueyieqsad uexnye yejepe eAuesejuelp ‘ipnes Jeaue| uep
10Y/qe) € qeJy Ip ueeuesyejad q1493 ueh ifeq| 1fey uesemeSuad
yeAueqgas auljuo wnjaq jees eped undnew uesemeSuad 23S YeJwn
SueA Seuswayuey eISUOpU| [P BWE|3S euas|  uep ifey yepeq!
ueSueqwaduad yieq siuxal ueyejesewsad IfeH yepeq|| ueese33uajaAuad yelwn uep
ueynfuejp eAulpelsa) yiseN|  000°0TC 00071 {000°TCC 000°TCC 000'TTC Seuaway yeewsal| UEBUESYE|9d eAueuesyeia)|  ifey ueuedejad| 1
010z eped 1eque| Suijed Jeauej uep g9 SueA ifey yepeq: ueeuesyead
(€1) (z1) (1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (@
¥102 *#xCT0T *+110C *0T0C 600¢
‘0|
LNINVTIVANIL NVHVIVSYINY3d 1394V1 NVIVavD M NVNLYS | YOLVMIANI NVYVSYS ILNIISNV.LSENS | 'ON

¢102-0T0C Unyey

jehyey ueesayyefasayl :pT |euoiseN sejiold ueunSuequiad uelededuad

PT NVHIdAVT

L-203



ueuewesy jeede

uep epwad ueduap
|SeUIPJ00Y ueleySuluad
YI[Juoy uemeJ yesaep
1p Sueay ewnesy

uep (ulp Isedisijue
wa3sIs unSuequia|y
ewedeJaq jewn

ueunynJay Suepiqip eweseJaq
ue3uepun-3uepuniad jewn ue3ueley Ip
ueJnjesad uedesauad lewep uep uewe
uep Ises||elsos SueA euesens
ewege (4003 uep e10)/qey uep Isipuoy (any4)
JewnJejue ewesssq ‘pninmiay eAuynuadas any4 ewessag ewedeJaq jewn
yepem 1e3eqas gndi4 wn|aq eweselaq yewn BEDSEINEIN uep| dnpiy ueunyniay
uesad ueeAepiagquiad uednpiyay ueunyniayl 0€ - ST ST Seuaway| nun ueun3uequwad eAurey3ulus|y ueeulquiad| T

(gnpi4) eweselag jewn ueunyniay wnio4 seyAa)e ueieysuiuad uep ueynjuaquad injejaw eweselaq jewn ueunyniay ueeySuiuagd

Ipnes qedy

Ip undeuw Jte yeueyp
Aieq ‘ifey yeews|
uejRYSY Sey|isey uep  |seyueny undnew seyeny
ueueAe|ad ueieyuiuad «| EJEIIS YjiBg UBYIENSUIIP

nfue| eisniaq niad SueA Jazopy
yeews( uep yieq denas Ip Ifey ueleyasay
Sueuny SueA uejeyasay se3njad j1ey49] ewelnial
1eAemu pjijiwaw SueA ‘uexexSuiyp nuad Iley IleH yeewsar
1adas ‘138un oyisalaq yiSew uep ueysenwaw yeews( epeday uejeyasa)y ileH
SueA ifey yeewsa| epeday wn|aq uexesedip Sued ueleyasay ueueAe|ad| yepeq| ueeyasay
sejliold ueaquiad = uejeyasay ueuehedd| 000°0TC 000'TTZ 000'TCT 000'TCC 000°TTZ | Sajuawa) yeewsa| ueueAejad eAueuesyelia) ueueAejad| ¢

‘yepeqi yeaund
1ees eped eweinia)
1seyjodsuey ueuehejad

(€1) (e1) (1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (2) (1)

141114 *#+CT0C #+LT0T £0T0C 6002
‘0|
L1NINV1MVANIL NVHVIVSYINY3d 1394VL NVIVYD M NVNLYS | ¥OLVMIANI NVHVSYS ILNIISNVLSENS | 'ON

L-204




Juawabouopy uep wesdoud| ueSuequaduad
uonbUNSaq) ueeuesye|ad |eJapuaf
1seunsag ISen|eAa| 1elopa.iqg eAuule|
uee|oja8uad| uep ueeueduasad| siuyal ueSunynp
1sesiuediQ ueje13ay| uep uswaleuew
. ST ST 14 - Jenjasedwa)y 1sex0| yejwnr ‘7| eAuese3d8usjasio] uedunyng| §
ejesimied
uladwoy
el19y edeus) uep pJepuels
. 9 6 97 0T - Jeaypiedwsay | Sueso nqu Yejwnr g uedesauad
eyesn Jepueis|  euas ejesimiled
¥ 0 6T 4 - Jesypiedway Jepuess yejwnr g pJepuels
‘Yesaep 1sua3adwoy ueJiyyenwad ejesimiied
uep 1esnd 1p IseJSa3uLR) Jepuels| uep ueunsnAuad Isesliepuels
SueA ejesimied 1sewopul 4 0 9 €1 - jenjpsedway | Jepuels yejwnr 'T|  eAueuesyesal| ueSuequasuad| ¥
w?1sis ueduequiaguad ejesimiied 1seurisap ejesimiied elesimiied
uep ‘e1esim Iseuiisap nfhuaw euedeseid ejesimiied B1S3AUI UBP e1SOAU| UEP
Ip S9S)e UBYEpNWaY| Uep eue.les eAulepewaw ISBISIAUI|  LIShpul ‘eyesn|  Liysnpu| ‘eyesn
' uep ueueweAudy Sueuny e13s ‘uesemey L S T S - Jesyaiedway 1sex0| |404d yejwnr| eAuSuequiayiag| ueSueqwaduad| €
uejey3uiuad eAedn wejep uep yelaepiejue elesim| ejesimiied Suepig
11ey9) Jopyas ueSuasp ueejesimiieday IESIM esap yejwnl|  uIpue INdNd
ueeJ}iway uejeyduluad ueun3ueqwad 0S€ 002 695 00T - Jenjaiedwa)y esap esap yejwnf eAurey3ulus|y ueley3uluad| ¢
‘uedapJtaj uep |Day|  eAuejessw wnjaq yajo B1ESIM Y|lIB}
neind-nejnd ynsewual ljeg|  ule| eJejue uexgeqasip eAepnq uep eAep ueejeuad
uep emer Jen| Ip ejesimiied SueA ejesimpied lieyeq ‘weje sejueny elesimiied
1seurysap ueduequiaduad 1seurysap uedejsay e1esIM yliey uep sejjeny yle} eAeq
uesegahuad eAujewndo wnjag 6 ¥ 6 L - Jenjasedway | djuey eAep eAep yejwnf eAuiey3uiusjy| ue3ueqwiaSuad| T
eisy ueseme)] Ip jadwoy Suel Juawabouow Aypydsoy uep ueuehejad
nnw jex8un} tedesusaw ynaun [exo] eyesimied ueSupuaday nySuewad uep yeyuawad seysedey ueleySuiuad ‘eresimiied Sunynpuad eueses uep euesesesd ueSuliel seyjeny ueleySuiuad uep ueyiequad ‘Hjaye uep

Jneauy SueA ueuepyiSuad uep uesesewad uesnjes injejdw eisauopuj ejesimied uenfny QT ISOWO0Id ‘unyey § wejep deyeliaq e1eI3S %0 JeSIYaS BILIUBSNU UBMEIESIM UEP ElESauUBIUBW UBME)ESIM Yejwn( ueleySuluad
Aljjuoxeased
‘ T T T 1 Seuaway uejeSay ueylnwad
ej0yl/qey
1SUIAOId Y1
€LY - ()24 0sT Hun ani4
. €€ €€ €€ Seuaway| jun JeuoisesadQ

FISTEN
(€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (T)
¥102 *£xCT0T *+TT0C x0T0C 6002 §
LNINYTIVANIL NVHVIVSYINY3d 130¥VL NVIVYD n NVNLYS | YOLYMIANI NYYVYSYS ILNI ISNV.LSENS | ON

L-205



1sowoud u wejep ejes
eeJe33us|aAuad JUaA3 yejwn( 1sowoud
<7 [T 5 VA% - Jenjpiedwa)y JIEVE] yejwnr eAuley3uiusiy ueley3uluad| £
TEEED]
senj1p (129140
EXTOUELEYREN]
uolowoid
wslnoy
nisauopuy)
e|sauopu|
ejesimied
1sowoud
ue|jemiad
ST 12 4" 45 - Jesypledway 10 yejwnf g
|eAI3S3) ueesed
-uajaAuad ue |euoiseusajul
-Sunynpuad uep| 1ex3ui} Ip [eAIISD}
‘(uorssiw sajos) uep (uorssiw
uejenfuad Isiw| sajps) uejenfuad
ueeuesyejad ISIW ‘esung
‘leuoiseusaiul|  eped eisauopul 1198au
ejesimiied esing ejesimied Jen| eyesimiied
eped sedisied 1sedisipied Isowo.d
9 ¥z 8 8L - jenjpiedway | juans yejwnf g eAuleySuiuay ueieyuiuad| 9
ejesimled
ISeulIsap
ueejoja8uad
seysedey
ueyieydujusw
wejep siuya}
uegunynp ue3unynpuad
6C 0 8 8T - Jenjasedway | yuey ehep yejwnr ‘g uep ‘Jnjesede
NS sexeny
uejey3uiuad
‘uexefigay
(o ueunsnAuad ejesimiieqd
@/uonnziunbio ‘uejeidoy 1seunsag
(€1) (21) (11) (1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@) (@
¥10¢ *£xCT0T *+110C *0T0T 6002 .
LNINVTVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD M NVNLYS | YOLVMIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS | 'ON

L-206



60L

069

Jenjpiedwa)y

Jejdwasya
nqu

SueA yuoapp|e
1sowoud

uep ye3ad
1sowoud ueyeq
yejwnr "¢

SC1T

§9'9/L

80'6VTT

Jenjaiedwa)y

yeng nqu

duens

Jen| elpaw

uep yuoJpa3|d
eIpaW {390
elpaw isexignd
DINNVETES
Isowoud “eyed
1sowoud ueyeq
yejunr ¢

0T

€7

0T

Jenjpiedwa)y

yeuaep

dey3ua| SueA
ISewsojul uep
elep Bijiwaw
SueA 1seunisep

yejwnr g

elsauopu|
ejesimiied
uen(ny IsewJoul
uedey3ua|ay
eAuley3uiusiy

ejesimiied
Isexjgnd
uelexy3uluad

00%0T

Jesypiedwa)y

Isyesuesy

e|sauopu|

9 BunfunyJaq
yn3un Jesed
ueejuiwJiad
yejwnr ¢

079

0v9

Jenjasedwa)y

yeyseu

elsauopu|
ejesimiied Jesed
SNX0} ISEWIOUI
uesegahuad
yejwnr ‘g

ejesimied
Jesed |sewojul
uejeejuewad
eAurey3ulus|y

Jesed |sewdoul
ue3ueqwaduad

"|euoiseulalul
uep |euolseu
e|eysiaq
ejesimiied
uana u
eeJed3uajaAuad
uep ‘(uorzowo.d|
122.41p) uns3ue)

1adau

11adau

(€1)

(e1)

(1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(@)

(1)

L1NINV1MVANIL

NVHVIVSYINY3d

141114
1394vVL

*£xCT0T

*+110C

«0T0C

6002

NVIVdYD

M

NVNLYS

HOLVMIANI

NVHVSYS

ILNIISNV.LSENS

‘oN

L-207



uep ueeAepngay| Lsnpul/injesede
Suepiq 1p ynejip eisnuew eAep ejesimiied uep
SueA eAep| uaquns seysedey| ueeAepngay NQS
0021 S6T 0LT'T 0ST'T Jenjaiedwa)y Sueso| Jaquins yejwnr eAuley3uius|y|  ueSueqwiaSuad| g1
ejesimied
uesesewad
uejey3uiuad
sluya)
ueSunynpuad
uep ‘Jnjesede
INQS sexeny
uejey3ujuad
‘uexefigay
ueunsnAuad
yesaep ‘uejel3ay
uep 1eyesedsew uep wesdoud
ya|o ejesimied ueeuesyejad ueJesewad
1sowo.d Isenjend |eJapuaf
uep uelesewad| uep ueeueduasad| jesopaR.iq eAuule|
uexefigay IseulpJooy| siuya3 ueSunynp
ueSueqwaduad uejeiday| uep uswsaleuew
16 20T Jenjpiedwa) JUSAS|  Juana yejwnr| eAuesed3us|esia) ueSunyng| 1T
eIsauopu|
1p |euUOISBUIIU]
uep |euoiseu
(301N/u0niqIyx3
pup ‘22uaiafuo)| IDIIN/(Uomgiyxs
‘JaADIL aNUIU||  PUE ‘DIUBIBJUOD
‘buizdaaN)|  ‘|oneJ BAIIURIU|
ueJaweqd ‘BuizeaN)
Uep ‘1SuaJauoY uesawed
IDIN eIRSIM ‘yiuasu)|  uep ‘Isualajuoy
uen(n} pefuaw ueue|efiad ‘nuasul
ueySuequayip ‘uenwianad ueuejefsad
SueA| ueese33uajpAuad ‘uenwayad
6 - Jesyaledway yeJaep| yesaep yejwnf eAuieySuiuay ueieyuiuad| 0T
ueyIsnquIsIpJa)l
(€1) (21) (11) (1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@) (@
¥10¢ *£xCT0T *+110C *0T0T 6002 .
LNINVTVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD M NVNLYS | YOLVMIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS | 'ON

L-208



uep Iseisaide eAuseieq.al
yisew eyas ‘uejngsun
19|1e ueyqgiquad

eped
ueepasINY19Y

eAedn eAujewrydo - - 4 C - esjodusway|| uejeiday yejwnr g
wnaq ‘ueeselye|oay T10T
INQS sexjeny unyey
uep yejwnf eAusejeqtal eped saweg
‘eSeuye|o e)ngua} eled Uep saweo
SuenJ eAuseleq.a) v3Is ue
‘e8eJyejo uee|3ay wejep -eJe33usjaAuad
1eyeseAsew isedisiied
1ex3u1y eAuyepuai yajo - - 4 - - ejodusway| uejelday yejwnr g
ule| eJejue UBYQEGISIP |euolseu 1seysaud
SueA eSeuyejo Iseysaud uejepue eSeiyejo
1se3saud eSeayejo| uep eAepng ueley3uiuad uemegelye|o ueeuiquiad| I1sesald edelye|0
ueeuiquiad ueyey8uluad eAujewndo wnjag - - 0zs 0zs - eJjodusway| Suelo yejwnr ‘g eAuleyduiuain ueeulquidd| ¢
‘ueuepuniad eSeJye|o eueses
ueiniesad ue3uap 1ensas ‘e3eJye|o eueJes uep ueelpaAuad| uexeAe|ayiepuels
yeuaep Ip eSeaye|o eueses eueJesesd ueeipaiuad - - b b - eJjodusway| 19)ed yejwnr-z| iynuswaw Sueh
uep eueJesesd ueeipaiuad| wejep yeiaep yejuuswad ‘e3esyejo ueegeJye|oa)
ueSueuamay uep uep yeyupawad eueJesesd eueJes ueegeJye|oay
seSny ey wejep yesseqg|  ueSueuamay uep seSny ueelpaAuad uep eueJese.d eueles
yejulawad uedusp Suejua) ueweyewsad 1sey|ise} ueelpaiuad uep eueJesesd
ISeUIpJ00y uexieySulualy eAuepe wn|ag - - 3 ¥ - ejoduaway 19)ed yejwnf g eAuieySuiuay ueieyuluad| T

7102 unye3 apeidwi|o uep 0TOZ Unyel

sawen uelsy Ip

1lepaw ueyajosad ueleysu

uad ‘710z unyel eped sawep (y3s) eisy 1se3 yinos eped seje ueded isisod uejedeauad

ejesimied
ueyipipuad
eZequa)
Ip elesimied
8uepiq INGS
Suites eAep uep

188

ejesimiied Suepiq

1pnis|  awsljeuoisajoud| 183un ueyipipuad
w 8 8 %3 Jenjaiedway | wesSoud| wesSoud yejwng eAuieyduiuajy| ueSueqwiaSuad| €T
ejesimied
uep ueeAepngay
(8ueuo) Suepiq
elesimied| 1exyeseAsew uep
(€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) () (v) (€) (@ (™
¥10¢ *kxCL0T *+TT0C *0T0T 6002
]
LNINYTIVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD n NVNLYS | YOLYMIANI NYYVYSYS ILNI ISNV.LSENS | ON

L-209



‘Isuajadwoy ‘seysedey wejep
Jepuejs ueyeseptaq Cmv_mCmQEwmcwE yniun Isell|isejip
Iseyyi|eny lynuswaw ueepnwaday eueles uep Sueh
wejep Iseljisejip eueseseld eAuserequa) (A) ueep|  ueepnwaday
SueA ueeepnwaday ‘epnwad ueunguequad -nwaday| 1sesiuegio
Isesiueg.o we|ep ueepnwaday 1] - 00T 8¢ - eiodusaway | IsesluesiQ yejunr g
yejwnf ueiexduiuad esiuesio uesad ‘wesgoud u
‘wesgo.d ueeuedsualad eAujewrydo wn|ag (A1) eeueduasaduep
uep ‘uawaleuew ‘epnwaduedueey ‘uswaleuew
‘ueurdwiwaday Ip ueseJayaselas ‘ueudwiwaday
ueynejad SQIv uep AH ‘eAuute| ueynejad
(VZdVN) yiipe 1ez uep wejep
BueA ueepnwaday ‘eyidosioyisd ‘exioyeu seyip Sueh ueep
1sesiuedio ejoja8uad ueeun3yejeAuad ueepnwadsy| nwadayisesiuedio
yejwnl uejey3uiuad eAeyeq depeyJa) epnwad Isesiuegio ueejoja8uad ueepnwaday
‘dnpiy ueSunySuy| ueJepesay eAuyepuai (111) ejoja8uad seyisedey| 1sesjuediQ
uep uelewepiad ‘epnwad (1d1) eyng4aL| 000°0T - 000°Z 0009 - ejoduswa) SuesQ yejwnr g eAurey3ulus|y ueeAepiaquiad| ‘T
‘uees3ueqay uein33ueSuad 1ex3ui] (1) ‘
uesemem ueey3duiuad ‘ueyipipuad dnpiyuedunyduy|
we|ep ISel|Iseyip we|ep epnwad uep
8ueA epnwad edisijed eAuyepual (1) ‘uejewepJad| dnpiy uedunysu
yejwn( ueyeyduluad 1yajo ule| ‘uees8ueqay| uep ‘uejewepsad
:Injejaw ueynye|ip|  eseue ueyqegasip SueA uesemem ‘uees3ueqay|
ueepnwaday uexesad ‘ueun8uequwiad Suepiq uejey3uiuad Suepiq
ISepI|OSuoy| uep Isesi|eliAas|  1eSequaq wejep epnwad wejep Ip Japey
‘ueyesad injejaw Sulp|ing| Jiae uesad uep isedisied 1sell|iseyip ueA| epnwad uesemem| epnwad uesemem
Ja1deleyd ueieydulusd eAujewndo wnjag 00S°L - 0009 00S°S - eloduaway| SuesQ| epnwad yejwnr eAurey3ulus|y ueley3uluad| ‘T
e)nweldue)elanisesi|e}inay ‘ueepnwaday ueyesas isepijosuoy uep isesije}inas ‘uexyesald injejaw Suipjing Jajeseyd ueieysuluad
saweo
sidwAjeleqd
uep ‘saweo
eled
‘sawen eled
1seysaudiaq uelsy ‘saweg
SueA ueegeiye|oay aidwA|o
eSeua) uep uemeselyejo ‘sawen y3s
18eq ueeSeseySuad ‘sawen uelsy
(€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@) (t)
¥10¢ *£xCT0T *+110C *0T0T 6002 .
LNINVTVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD M NVNLYS | YOLVMIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS | 'ON

L-210



9y Jopuas Jiyadsiad ‘ueseJayay yepull Lep selljeny
ueyjises3auiusw uendwauad depeysay uejexy3uiuad
ue3uap uendwauad ue3unpuijiad ey3uel Japuasd yisuodsal
. ueeAepiaquiad eAuyepual yisey - wejep ond|ueyipipuad Suepiq| SueA ueyipipuad
uep 9nd ‘uendwaJsad uesad ueeuesyejad| ond ueeuesyejad| Suepiq uedeligay
uee3equia|ay seysedey uep dnpiy seyijeny uexeligay| uexeligay yejwnl| IsesiuouLiey
uexieySulualy - eAuyepual yise|y - - - 1 4 - VdRdd)X | uexeligey yejwnr g eAuieySujusyl| uep ueunsnAusd| T
ueseJayy yepul 1eSequaq depeyJa yeue
uep uendwsasad 13eq ueSunpuipiad ynsewsal ‘eAuule] UBLISIUSWNUON YeluLIdW4 eSequia] uep uelIRUBWIY Ya|o (DNd) Jopuso (ulweasisurew) ueeweinsnieduad uedesauad 13eq uewopad uep ueyeligay uesnwniad
ueeynwesday ueeynwesday
ueyjipipuad wejep ueyjipipuad
sejip 3uenA epnwad ueeynwesday wejep
yejwn( ueey3uiuad uele1Say wejep euas 1sell|isejip
ue3uap uexnye|ip exnweld| uesadiaq ynun epnwad SueA epnwad
. ueyeJan ISeSI|e)AY 1euiw eAuyepuay|  009'S - 0S8y 000'T - ejodusway | Sueio yejwnr 'z
‘ueepnwaday ueeynwesday
ueyipipuad| uejeyeseAsewad
we|ep uep
1seyijiseyip|  ‘ueduequiaduad
SueA epnwad ‘ueyipipuad uenpueday
. 005 - £000°0T - ejodusway | SueiQ yejwnr g eAueuesyelsa)| ueSueqwasusd| §
epnw
adueuidwiwaday
ueujdwiwaday 1suajod epnwad
Japey uep seysedey|  ueuidwiwaday
. 00S'TT - £000°0T 00S't - eloduaway| SuesQ| epnwad yejwnr eAuiey3uiua|y| ueSueqwiaSuad|
UBBYESNEJIMDY epnw
Japey| adueeyesnelimay
UBBYESNEJIMI)Y JOPEY 1e3eqas 1suajod epnwad
1eSeqas Isell|iseyip sejlp SueA uep seysedey|  ueeyesnesimay
. SueA epnwad 00S°€ - £000°0T GITE - esjodusway| SuesQ| epnwad yejwnf eAuley3uius|y| ueSuequwiaSuad| €
yejwn( ueyexSuiuad ueepnwaday
‘ueurdwiwaday isesiuegio
Japey epnwad Jepuels
yejwn( ueyexSuiuad ueyJesepiaq
‘ueepnwaday ‘epnwad
1sesiuegio ISEAOUI Uep SelIAlealy lynuawauw
(€1) (zn) (t1) (o) (6) (8) (2) (9) () ] (€) (@ (@
141114 *#+CT0C *+110C £0T0C 6002 .
LNINVTVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD M NVNLYS | YOLVMIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS | 'ON

L-211



jujod Suepiq 1p
uendwsaJad oYy uedesauad
uegunpuipad yexta wejep
ueje18ay uep weugoud Isejljisejip
‘ueyeligay ueunsniuad AOUd [ AOUd € AOUd € AOUd € Aold  |SueA epwad uep
ISe11]iSe} Uep ‘ISes|[e1sos UBPI/ME | UBPI/ME | UBPINT uep I/ ¢ - vdBdd) uep /3 /) yejunr ‘g uesninday)
‘IseulpJooy ueynye|ip uesninday uesninday uejiquieduad
snuay uep uendwsasad uejiquegad uejiqwesuad| uep yijod Suepiq
2eJI3) wnyny uep yiyjod| uep yimjod Suepiq 1p uendwasad
ynpoud uep uenjesad Suepiq 1p ond 1p uendwiasad isedisijed
1e8equaq IsesiuoayuIs - ueeuesyejad 1sedisied ueefigay
"UBSEIIN D) uexefigay| uexeligay yejwn( IsesjuowL.iey
Nepun reSequaq - 1 € z - vdBdd) | ueyeligay yejwnr 7| eAujeyduiusiy| uep ueunsnhuad| €
depeysay uendwaiad
ueSunpuipiad uejeyssay
ueeySuluagd - Suepiq 1p
‘ueun8uequad oYy uedesauad
welep uendwsasad wejep
uesad uep dnpiy 1sey1|1sejip
seyjeny ueyeysuiuad AOId § AOUd B AOId B AOUd B noid  [Sued epwad uep
Sunynpuaw UepI/MT | uepIMNT uep1/N T uep /)¢ - Vd8dd) uep 1/ 1/ Yejwnr g
ey3uel wejep ueleyasay
‘19puas Isewojul "uiwe|dy siuaf sejjeny
uep ejep uawaleuew ueyiesepJaq ye|idiay uejeysujuad
wajsis ueunsnAuag - ejep uejeejuewad exduel Japuad yisuodsas
M) uep ueelpaAuad enas welep oNd| ueleyasay 3ueplq| 3ueA ueleyssay
eSequiat/ueliaiuaway ‘(9¥dd) uesed3ueduad ueeuesyejad| ond ueeuesyejad| Suepiq uedeligay
sejul| uep uep ueeueduasad ueyeligay| uexeligay yejwn| IsesjuowL.iey
‘wesSoud sejul| ‘Jopjas ueunsnAuad wejep - - T € - Vd3dd) ueefigay yejwny ‘g eAuieySuiuay| uep ueunsnAuad| g
sejul| ‘Suepigsejul 9y Japua8 yipyadsiad ueyipipuad
ewese(19y uep uesesSajuiduad Suepiq 1p
ISeUIpJOOy ueley3uludd - eAujewndo wnjaq oYy uedesauad
‘e3equwia| uep JNSewal Uapual wejep
UBLIDIUBWY YnJnjas ueewejnsnieduad 1sel1|isejip
1p uese33uesuad ueeSequia|ay AOId § AOUd T AOUd € AOUd € AoJd  |SueA epwad uep
uep ueeuesuasad eAuyews| yisel uep /T | uep/NT uep 1/ ¢ uepIMe - VdRdd) uep /3 /3 Yejwnr 'z
snpyis wejep uep ueyjipipuad
(€1) (z1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@) (t)
¥10¢ *£xCT0T *+110C £0T0C 6002 .
LNINVTVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD M NVNLYS | YOLVMIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS | 'ON

L-212



uep 1/ v AOUd T uep 1/ vT uep /3 €1 - VdRdd) uep /3 /3 Yejwnr 'z
Japuad Japuad
elep wajsis Japua3g ejep| ejep ueunsnAuad
uedesauad| wajsis uedesauad ueye(lgay
uexeligay| uexeligay yejwnl| IsesiuowLiey
- T T C - Vdedd) ueyellgay yejwnr ‘g eAuiey3ulus|yl| uep ueunsnAuad| 9
(noud uep
/) uesesaya)y
Aeput
1uep uendwaiad
ueSunpuipiad
uexe(iqay
uedesauad
n0Jd €€ AoJd €€ A0Ud BT AOId 9 noid  [Sued epwad uep
uep/yE | uepi/Ne6 | uepifdE uep /) € - Vd8dd) uep 1/ 1/ Yejung g
ueseJaya) ueseJaydy yep
yepury| uesesayay yepuny| 1ep uendwalsad
ep uendwaisad| 1ep uendwaiad ueSunpuipiad
ueSunpuijiad ueSunpuijiad ueyeflgay
ueyeligay| ueyeligay yejwnl| IsesjuowLiey
- T v S - Vdedd) ueyeligay yejwnr ‘g eAuley3uiuajy| uep ueunsnAuad| §
ueef1ayeSeualay
uepiq 1p
oYy uedesauad
wejep
ISej|Iseyip
AOId § AOId § NOJd [ AOUd /. noid  [Sued epwad uep
UepI/NT | uepI/NT uep /T UepI/MT - VdRdd) uep /3 /3 yejwnr 'z Japuas
ueeliayeSeuslay| ueeliayedeusay Jisuodsau SueA
3uepiq Ip ond Suepiq| ueel1ayeSeusnay
ueeuesyejad| ond ueeuesyejad| Suepiq ueyeligay
uexeligay| ueyeligay yejwnl| IsesjuowLey
- T T C - Vdedd) ueyellgay yejwnr ‘g eAuiey3ulus|y| uep ueunsnAuad|
uesninday uejiq
-weSuad uep
(€1) (21) (11) (1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@) (™
¥10¢ *£xCT0T *+110C *0T0T 6002 .
LNINVTVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD M NVNLYS | YOLVMIANI NVYVSYS ILNI ISNV.LSENS | 'ON

L-213



Aoid ST
uep 1/ 01

noid /1
uep /% 0z

NOUd TC
uep /) 61

noid /1
uep /3 61

Vd'8dd)

AOJd
uep /)

euepid

Yepul} ueq.oy
ueSunpuipiad
uexeligay ue
-desauad wejep

SueA epwag cm.u
/% yejwnr -z

VdRdd)

uexefigay

Sueio
ueSueSepiad
euepid

Yepuil uegJoy
ue3unpuipiad
ueyeligay
Yejunf g

Sueio
ueSueSepiad
euepid

yepun uegJoy
ueSunpuipiad
ueyeligay yejwnf
G EENEIN

Suelo
ueSueSepiad
ueqJoy
ueSunpuipiad
uexjefigay
IsesjuowL.iey

uep ueunsnAuad

AOId €
uep1/N T

AOUd €
uep1/e

AOId S
uepI/ e

A0Id 0
uep1/0

VdRBdd)

AoJd
uep /3

uendwa.ad
el19y edeus)
uedunpuipiad
ueyeligay
uedesauad
wejep
ISejljIseyip

SueA epwad uep
1/ yejun g

Vd'8dd)

uexefigay

uendwa.ad
elJ9y edeus)
uedunpuijiad
ueseliga
yejwunf g

uendwauad
efJ9y edeus)
ueSunpuijiad
uexefigay yejuwn(
eAurey3ulus|y

e[19y e3eus)
uedunpuijiad
uesielga)
IsesjuowL.iey

uep ueunsnAuad

AOId 6

A0Id §

NI TT

AoJg

J9puad yepdiay
eI1EP WAASIS
uedeJauad
ueyjefigay
uedeJauad

SueA epwad uep

(€1)

(e1)

(1)

(o1)

(6)

(8)

(2)

(9)

(s)

(v)

(€)

(@)

(1)

L1NINV1MVANIL

NVHVIVSYINY3d

141114
1394vVL

*kxCL0T

*+TT0C

«0T0C

6002

NVIVdYD

M

NVNLYS

HOLVMIANI

NVHVSYS

ILNIISNV.LSENS

‘oN

L-214



1T0Z unyo] pioduaway bliaury upipdpd upjodo] :Jaquing
1pNDS Q.Y YDIULIAWA 1IDP UDYDGWID] DIONY UDYIDADPUIW YDPII DUAIDY UDYGDGASIp UDUNINUI
1PNDS .Y YDIULIAWA 140p by DIONY UDYDGUID} DAUDPD DUIIDY UDYGDGISIP UDYIDUIY
"ZT0Z 1unfupbuapipdwins pIng (s

(€
(z
(T

"TT0Z-0T0Z NINIdY UDDUDSYD|ad UNYDLONQ ISONDAT MYNg UDBUSP 10NS3S (44
"TT0Z-0T0Z NINfdY UDDUDSYDJad UYL NS Isonjoag nyng upbuap (onsas (,

Tuesueiaiay

yeue
eped ueseJayay
uesndey3uad
Suejuay
Isejlisejip
AOId § AOId 9 A0Id T AOId T noid  [Sued epwad uep
uepI/NT | uepI/NT uep /T uepI/ L - VdRdd) uep /3 /3 yejwnr 'z Yeue
yeue yeue| eped uesesayay
eped uesesayoy| eped uesesayoy uesndey3uad
uesndey8uad uesndey8uad ueyefigay
ueyeligay| ueyeligay yejwnl] IsesjuowLey
T T T C - Vdedd) ueyellgay yejwnr ‘g eAuley3ulusjy| uep ueunsnAuad| 6
Suelso
ueSueSepiad
(€1) (e1) (t1) (o1) (6) (8) (2) (9) (s) (v) (€) (@ (™
¥10¢ *£xCT0T *+110C *0T0T 6002 .
LNINVYTMVANIL NVHVIVSYINY3d 1394YL NVIVYD M NVALYS | HOLVMIGNI NYYVYSYS ILNI ISNV.LSENS | ON

L-215





